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Rp. Rp. Rp.  % 

Belanja Operasi 129,135,466,336        124,277,818,106      4,857,648,230         96.24                     

- Belanja Pegawai 114,358,879,366        110,838,937,493      3,519,941,873         96.92                     

- Belanja Barang  14,776,586,970          13,438,880,613       1,337,706,357         90.95                     

Belanja Modal 12,047,074,256          8,405,721,513         3,641,352,743         69.77                     

- Tanah -                           -                         -                         -                        

- Peralatan dan Mesin 7,410,709,356           4,007,300,963         3,403,408,393         54.07                     

- Gedung dan Bangunan 1,495,250,000           1,262,576,000         232,674,000            84.44                     

- Jalan Irigasi  & Jrn. 69,890,000                67,445,000              2,445,000               96.50                     

- Aset tetap lainnya 3,071,224,900           3,068,399,550         2,825,350               99.91                     

JUMLAH 141,182,540,592        132,683,539,619      8,499,000,973         93.98                     

Jenis Belanja

Diatas/(dibawah)


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sijunjung Tahun 2009


	1
	Pendahuluan




1.1.  Dasar Hukum.

Kabupaten Sijunjung pada zaman Hindia Belanda termasuk wilayah Afdeling Solok dengan Ibu Kota Sawahlunto yang mempunyai beberapa Afdeling satu diantaranya adalah Onder Afdeling Sijunjung dengan Ibu Negerinya Sijunjung.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan dalam rangka melanjutkan perjuangan kemerdekaan, maka Gubernur Militer Sumatera Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK/ 9/ GM/ IST tanggal 18 Februari 1949 untuk membentuk Kabupaten baru yakni Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956, Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dengan Ibukota Sijunjung. Kemudian pada Tahun 1966 Ibu Kota Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan dari Sijunjung ke Muaro Sijunjung, dalam tahap perkembangannya wilayah administrasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang semula 12 Kecamatan dibagi menjadi 9 Kecamatan, sedangkan 3 Kecamatan masuk wilayah Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990 tentang Perubahan batas luas wilayah Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, kemudian pada awal tahun 2003 terjadi pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan dibentuknya Kabupaten Dharmasraya melalui Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003. 

Setiap tanggal 18 Februari merupakan hari bersejarah yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sijunjung dimana pada tanggal 18 Februari tahun 2009 kemarin merupakan tahun pertama peringatan hari jadi Kabupaten Sijunjung setelah adanya perubahan nama kabupaten menjadi Kabupaten Sijunjung.

Terjadinya perkembangan suhu politik di lingkungan Pemerintah Pusat maka akan membawa pengaruh terhadap pemerintahan di daerah.  Berkaitan dengan itu terjadi beberapa kali perubahan Susunan Organisasi di Pemerintahan baik Organisasi Pemerintah Pusat maupun di daerah dan perubahan dimaksud disusun sesuai dengan kondisi, kebutuhan daerah dan potensi daerah sedangkan untuk penataan SOTK diatur oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung terdiri dari :
1.1.1.  Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.1.2.  Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.1.3.  Dinas Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa untuk Kabupaten Sijunjung terdapat 13 Dinas yang terdiri dari :  

 a. Dinas Pendidikan.

 b. Dinas Kesehatan.

 c. Dinas Pekerjaan Umum.

 d. Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan.

 e. Dinas Peternakan dan Perikanan.

 f. Dinas Kehutanan.

 g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

 h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 i. Dinas Pertambangan dan Energi.

 j. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

 k. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.

 l. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

 m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.1.4.  Lembaga Teknis Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  Teknis Daerah Daerah Kabupaten Sijunjung terdapat  10 Lembaga Teknis yang terdiri dari :  

 a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

 b. Badan Kepegawaian Daerah.

 c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

 d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu. 

 e. Inspektorat Daerah.

 f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

 g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

 h. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

 i. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi.

 j. Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
1.1.5.  Kecamatan terdiri 8 Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. Adapun Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sijunjung terdiri dari :
 a. Kecamatan Koto VII ;

 b. Kecamatan Sumpur Kudus ;

 c. Kecamatan Kupitan ;

 d. Kecamatan IV Nagari ;
 e. Kecamatan Sijunjung;
 f. Kecamatan Lubuk Tarok ;

 g. Kecamatan Tanjung Gadang ;

 h. Kecamatan Kamang Baru.

Bahwa dalam rangka mengisi serta pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Sijunjung masing masing SKPD telah mengusulkan anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009.
Data Umum 

1.2. Gambaran Umum Demografis
1.2.1   Letak dan Kondisi Geografis.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat, maka luas wilayah Kabupaten Sijunjung menjadi 3.130,40 Km2 atau 313.040 Ha terletak pada ketinggian 100 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Secara geografis daerah ini terletak 00 18’43” LS – 10 41’46” LS dan 1010 30’52” BT  - 1000 37’40” BT   dan batas administrasi daerah : Sebelah Utara dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Selatan dengan Kabupaten Dharmasraya, sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto dan sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.

Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang berbukit di bagian utara dan bagian selatan daerah dataran rendah dan bervariasi berbukit dan bergelombang yang dilalui oleh 29 sungai besar dan kecil.

Secara umum potensi sumber daya lahan Kabupaten Sijunjung, baik lahan sawah maupun lahan kering cukup besar. Luas lahan sawah pada Tahun 2009 seluas 12.113 Ha yang terdiri dari sawah irigasi ½ teknis 1.944 Ha, sawah irigasi sederhana PU 3.721 Ha, sawah irigasi sederhana non PU 1.837 Ha dan sawah tadah hujan 5.061 Ha. Sedangkan luas lahan kering yang ada di Kabupaten Sijunjung berjumlah 300.927 Ha yang terdiri dari tegalan  atau kebun 14.348,70 Ha , ladang / huma 7.496 Ha, perkebunan 44.506 Ha, hutan rakyat 152.074 Ha, empang / kolam / tebat 187,40 Ha, padang pengembalaan 1.639 Ha,  sementara tidak diusahakan / lahan tidur  adalah 5.040 Ha, lain-lainya (pekarangan yang tidak ditanami) 20.519,25 Ha, rumah dan bangunan 4.837,60 Ha,  hutan negara 45.445 Ha, rawa-rawa 929,05 Ha, lainnya (jalan, sungai, lahan tandus dan sebagainya)   3.905 Ha. Total wilayah kabupaten Sijunjung 313.040 Ha.


Dari sisi iklim, Kabupaten Sijunjung adalah termasuk pada daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 21-33ºC dengan curah hujan rata-rata 4083 mm / tahun. Kondisi iklim ini menurut Oldeman (Climatology Map Of West Sumatera) adalah termasuk type B2, dengan bulan kering 3 – 4 bulan. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab sulitnya masyarakat tani melakukan pertanaman padi sawah 2 kali setahun (IP 200%) terutama pada lahan sawah tadah hujan.  Sedangkan kondisi topografi Kabupaten Sijunjung sangat bervariasi, dari daerah berbukit, bergelombang dan datar, dengan tingkat kemiringan antara 0 sampai dengan 40  derajat. Sementara itu bentuk bentangan lahan, terutama areal persawahan umumnya terdiri dari spot-spot kecil (tidak terlalu luas) yang dikelilingi oleh hutan/semak belukar. Kondisi seperti ini ditambah dengan kelembaban yang cukup tinggi merupakan tempat yang disukai bagi perkembangan hama dan penyakit tanaman.

Berdasarkan perhitungan angka tetap produksi padi Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 sebesar 95.466,91 Ton GKP  dengan luas panen bersih setelah dikonversikan dengan galengan adalah 18.515,71 Ha dari luas tanam bersih 18.849,21 Ha dan Produktifitas sebesar 5,156 Ton/Ha. Jika dibandingkan dengan produksi padi Tahun 2008 sebesar 80.763,10 Ton GKP dengan luas panen bersih 16.217,49 Ha dari luas tanam bersih 19.015,48 Ha dengan produktifitas 4.98 Ton/Ha. Produksi padi Tahun 2009 naik sebesar 18,18 %. sedangkan untuk komoditi palawija, produksi jagung mencapai 1.405 Ton dengan luas panen 240 Ha dan produktifitas sebesar 5,80 Ton/Ha.

1.2.2 Gambaran Umum Demografis

Kabupaten Sijunjung dengan luas wilayah 3.130,80 Km2 atau 313.080 Ha, dengan jumlah penduduk tahun 2008 sampai pertengahan 2009 adalah 197.961 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di delapan kecamatan ( 54 Nagari dan 1 Desa ). Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sijunjung (32.254 jiwa) dan terkecil di Kecamatan Kupitan (11.259 jiwa). Perkembangan selanjutnya dapat di lihat pada tabel berikut : 
Tabel 1.1

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Population by Sub District and Sex 2009
	Struktur Umur
	Jenis Kelamin
	Kecamatan
	Jumlah

	
	
	Tanjung Gadang
	Sijun-jung
	IV Nagari
	Kamang Baru
	Lubuk Tarok
	Koto VII
	Sumpur Kudus
	Kupitan
	

	0 - 4
	L
	1.595
	1.543
	795
	1.903
	897
	1.461
	1.281
	451
	9.413

	
	P
	1.479
	1.405
	681
	1.819
	872
	1.482
	1.097
	432
	8.745

	5 - 9
	L
	2.009
	1.823
	980
	2.475
	1.106
	1.916
	1.560
	644
	11.881

	
	P
	1.873
	1.769
	811
	2.331
	1.022
	1.859
	1.414
	575
	11.032

	10 - 14
	L
	1.815
	1.642
	828
	2.321
	920
	1.671
	1.304
	574
	10.520

	
	P
	1.767
	1.536
	854
	2.148
	866
	1.579
	1.258
	534
	10.022

	15 - 19
	L
	1.528
	1.312
	677
	1.859
	794
	1.428
	1.146
	459
	8.697

	
	P
	1.558
	1.312
	739
	1.842
	856
	1.429
	1.127
	550
	8.911

	20 - 24
	L
	1.544
	1.466
	658
	1.939
	843
	1.420
	1.116
	466
	8.977

	
	P
	1.676
	1.543
	687
	2.049
	932
	1.548
	1.197
	454
	9.540

	25 - 29
	L
	1.503
	1.415
	726
	1.936
	857
	1.382
	1.255
	407
	9.005

	
	P
	1.527
	1.420
	729
	1.811
	841
	1.312
	1.195
	392
	8.779

	30 - 34
	L
	1.309
	1.266
	715
	1.678
	721
	1.262
	1.027
	407
	7.963

	
	P
	1.439
	1.318
	688
	1.719
	682
	1.193
	984
	423
	8.053

	35 - 39
	L
	1.297
	1.212
	649
	1.569
	632
	1.146
	938
	424
	7.487

	
	P
	1.232
	1.171
	607
	1.511
	608
	1.125
	832
	464
	7.183

	40 - 44
	L
	1.051
	981
	466
	1.285
	548
	944
	703
	352
	6.006

	
	P
	1.144
	1.023
	506
	1.235
	552
	947
	672
	393
	6.116

	45 - 49
	L
	1.021
	864
	432
	1.115
	477
	871
	588
	369
	5.420

	
	P
	962
	954
	412
	1.014
	465
	895
	640
	310
	5.329

	50 - 54
	L
	856
	824
	371
	956
	429
	766
	596
	306
	4.844

	
	P
	774
	747
	366
	881
	465
	735
	618
	333
	4.661

	55 - 59
	L
	551
	638
	304
	639
	369
	567
	493
	216
	3.555

	
	P
	474
	634
	293
	523
	325
	520
	384
	266
	3.237

	60 - 64
	L
	333
	343
	158
	376
	200
	310
	270
	164
	2.042

	
	P
	354
	413
	182
	320
	200
	359
	270
	156
	2.137

	65 - 65
	L
	293
	361
	127
	296
	142
	255
	257
	140
	1.776

	
	P
	335
	363
	128
	286
	196
	267
	225
	170
	1.861

	70 - 74
	L
	159
	181
	76
	214
	100
	151
	119
	69
	1.013

	
	P
	195
	246
	85
	215
	132
	183
	144
	92
	1.224

	> 75
	L
	138
	218
	54
	187
	117
	143
	132
	87
	1.021

	
	P
	196
	311
	110
	218
	149
	248
	180
	180
	1.511

	Jumlah
	33.987
	32.254
	15.894
	40.670
	18.315
	31.374
	25.022
	11.259
	197.961


1.3. Kondisi Ekonomi.

1.3.1. Potensi Unggulan Daerah.

Kabupaten Sijunjung yang luas wilayahnya 3.130.40 Km2 atau 313,040 Ha terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2009 berjumlah 197.961 jiwa, merupakan daerah agraris yang terdiri dari wilayah berbukit dan dataran rendah yang kaya dengan sumber daya alam.

Potensi sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Sijunjung dapat dikembangkan untuk kepentingan  pembangunan daerah maupun pembangunan nasional antara lain adalah :

a.   Pertambangan

 1) Minyak dan Gas (migas).  Berdasarkan hasil survey ada 3 sumber lokasi sumur migas antara lain :

 1) Sumur Bor Sinamar -1 terletak pada koordinat 00 37’ 69” LS 1000 52’ 57” BT dengan kedalamam 9.902 feet.

 2) Sumur Bor Sinamar South -1 terletak pada koordinat 00 40’ 47” LS 1000 54’ 41” BT dengan kedalamam 3.800 feet.

 3) Sumur Bor Lantjiang terletak pada koordinat 00 46’ 49” LS 1000 55’ 59” dengan kedalamam 7.071 feet.

 2) Grafil terdapat di  Kecamatan Kamang Baru.

 3) Granit terdapat di Kec. Tanjung Gadang, Sumpur Kudus, Lubuk Tarok dan Kec. Sijunjung.

 4) Kalsit terdapat di Kec. Sumpur Kudus dan Kec. Sijunjung

 5) Kaolin terdapat di Kec.  Tanjung Gadang dan Kec. Koto VII.

 6) Pasir Kuarsa terdapat di Kec. IV Nagari dan Kec. Kamang Baru.

 7) Dolomit terdapat di Kec. Kamang Baru dan Kec. Sumpur Kudus.

 8) Lempung/ Clay terdapat di Kec. Tanjung Gadang, Sijunjung dan Kec.  Kupitan

 9) Kuarsit terdapat di Kec. Sumpur Kudus dan Kec. IV Nagari

 10) Sirtukil terdapat di Kec. Sumpur Kudus, IV Nagari, Kamang Baru, Tanjung Gadang, Sijunjung, Koto VII, Kupitan dan Kec.  Lubuk Tarok.

 11) Batu Bara terdapat di Kec. Kamang Baru, Lubuk Tarok, Kupitan, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus.

 12) Emas Alluvial Primer terdapat di Kec.  IV Nagari,  Kamang Baru, Kupitan, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus

 13) Marmer terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang dan Kec.  Sumpur Kudus.

 14) Kapur terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang dan Kec.  Sumpur Kudus.
 15) Biji Besi terdapat di Kec. Kamang Baru dan Kec. Kupitan

 16) Tanah Liat terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus

b.  Hasil Hutan,  

 1) Getah Pinus terdapat di Nagari Batu Manjulur dan Nagari Tamparungo

 2) Getah Damar terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang,Lubuk Tarok,Sumpur Kudus dan Sijunjung

 3) Rotan,manau, tabu-tabu  terdapat di Kec. Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus dan Kec. Sijunjung.

 4) Gaharu terdapat di Kec. Koto VII, Tanjung Gadang, Sijunjung dan  Kamang Baru

 5) Kayu terdapat di Kec. Kamang Baru, Sumpur Kudus dan Sijunjung.

c.  Perkebunan.

 1) Sawit terdapat di Kec. Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sumpur Kudus dan Kec. Sijunjung.

 2) Karet terdapat di Kec. Kamang Baru, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, Kupitan, Koto VII, Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus.

d. Obyek Wisata.

Kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung terdiri dari wisata alam, budaya dan olah raga, pada saat ini terdapat ± 25 objek wisata alam, 17 objek wisata budaya dan 7 objek wisata, yang tersebar di Nagari-nagari diantaranya yaitu : 

 1) Wisata alam Musiduga, wisata alam Ngalau Languang dan Wisata Talabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang.

 2) Wisata budaya seperti Situs makam Rajo-rajo Jambu Lipo di Lubuk Tarok, Makam Syeckh Abdul Wahab Calau di Nagari Muaro, Rumah Gadang 13 Ruang di Lubuk Tarok dan Lokomotif Uap Peninggalan Jepang di Durian Gadang.

 3) Wisata minat khusus yang juga menjadi salah satu andalan kepariwisataan di Kabupaten Sijunjung seperti wisata arung jeram di kawasan Musiduga.
1.3.2   Pertumbuhan Ekonomi / PDRB.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan pendekatan statistik PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

 a. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Nilai untuk PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

 b. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam penghitungan ini digunakan tahun 2000. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk melihat perkembangan produksi barang maupun jasa pada tiap-tiap sektor ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2009 belum diperoleh data dari BPS karena masih tahap penyusunan oleh Tim Penyusun, yang merupakan kerja sama tim antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Sijunjung, dan data PDRB tahun 2009 Kabupaten Sijunjung akan selesai pada pertengahan tahun 2010.

Berikut dapat dilihat perolehan data dari BPS Kabupaten Sijunjung tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sijunjung 5 (lima) tahun terakhir :
	Tabel 1.2

Indeks Perkembangan Agregate Pendapatan Regional dan Angka-angka 

	Perkapita Sijunjung Atas Dasar Harga Konstan 2000

	Index of  Regional Product  Agregate  Of Sijunjung At Constant 2000 Market Price

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	R  I  N  C  I  A  N
	2004
	2005
	2006
	    2007
	    2008 
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	

	1
	Produk Domestik Regional Bruto ADH. Pasar 
	105,71    
	111,33    
	117,96    
	124,58    
	124,54    
	

	2
	Penyusutan Barang-barang Modal
	107,50    
	109,44    
	115,26    
	123,82    
	120,73    
	

	3
	Produk Domestik Regional Neto ADH. Pasar 
	105,56    
	111,48    
	118,17    
	124,64    
	124,85    
	

	4
	Pajak Tidak Langsung Neto
	112,55    
	121,75    
	128,57    
	136,29    
	130,38    
	

	5
	Produk Domestik Regional Neto Atas Biaya Faktor 
	105,56    
	111,48    
	118,17    
	124,64    
	124,85    
	

	6
	PDRB Perkapita
	102,01    
	103,59    
	107,28    
	111,71    
	113,05    
	

	7
	Pendapatan Regional Perkapita ***)
	101,87    
	103,73    
	107,47    
	111,76    
	113,33    
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Sumber  : BPS Kabupaten Sijunjung

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut dapat dilihat Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung Atas Dasar Harga Berlaku untuk setiap lapangan usaha :
	Tabel 1.3
Indeks Perkembangan PDRB Sijunjung Atas Dasar Harga Berlaku

	Menurut Lapangan Usaha 2007 - 2008 (2000 = 100,00)

	Index GRDP of Sijunjung Current Prices by Industrial Origin2007 - 2008 (2000 = 100.00)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	LAPANGAN USAHA
	2004
	2005
	2006
	    2007
	    2008 
	

	1.
	PERTANIAN /AGRICULTURE
	110,90
	125,87
	149,54
	166,15
	196,70
	

	
	a. Tanaman Pangan & Hortikultura/Farm 
    Food Crops
	105,60
	142,63
	167,63
	183,65
	216,48
	

	
	b. Perkebunan /  Farm Non Food Crops
	130,08
	138,32
	159,19
	201,45
	245,55
	

	
	c. Peternakan/Livestock
	116,90
	117,98
	148,64
	168,10
	194,86
	

	
	d. Kehutanan/Forestry
	104,25
	114,23
	136,52
	142,75
	167,33
	

	
	e. Perikanan/Fishery
	108,55
	124,11
	145,94
	157,37
	188,54
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN/
	108,16
	132,47
	157,42
	192,95
	220,17
	

	
	MINING & QUARRYING
	
	
	
	
	
	

	
	a. Migas dan Gas Bumi/Crude Petroleum  &     Natural Gas
	             X
	             X
	             X
	             X
	             X
	

	
	b. Non Migas / Non Crude Petroleum & 
    Natural  Gas
	101,04
	118,36
	124,63
	158,39
	178,19
	

	
	c. Penggalian / Quarrying
	119,45
	154,83
	209,36
	247,72
	286,69
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	INDUSTRI PENGOLAHAN /
	114,16
	130,01
	149,74
	173,39
	207,31
	

	
	MANUFACTURING INDUSTRIES
	
	
	
	
	
	

	
	a. Industri Migas/Oil & Gas Manufacturing Industries
	             X
	             X
	             X
	             X
	             X
	

	
	b. Industri Tanpa Migas/Non Oil & Gas Manufacturing
	114,16
	130,01
	149,74
	173,39
	207,31
	

	
	   Industries
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH /
	109,49
	137,97
	198,32
	240,39
	257,40
	

	
	ELECTRICITY, GAS & WATER SUPPLY
	
	
	
	
	
	

	
	a. Listrik / Electricity
	109,64
	138,59
	202,28
	245,49
	262,43
	

	
	b. G a s/ Gas
	               X
	               X
	               X
	               X
	               X
	

	
	c. Air Bersih / Water Supply
	106,62
	125,73
	120,63
	140,46
	158,90
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	BANGUNAN / CONSTRUCTION
	124,57
	158,36
	193,82
	213,55
	247,02
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	No
	LAPANGAN USAHA
	2004
	2005
	2006
	    2007
	    008 

	6.
	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN / TRADE, HOTEL & RESTAURANT
	112,50
	127,08
	145,46
	163,65
	192,98

	
	a. Perdagangan Besar dan 
    Eceran/Wholesale & Retail Trade    
	112,74
	127,34
	145,59
	163,67
	193,39

	
	b. Hotel / Hotels
	141,14
	156,36
	183,29
	209,27
	245,17

	
	c. Restoran / Restaurant
	109,42
	123,79
	143,56
	162,90
	187,71

	7.
	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI /
	110,90
	153,08
	197,79
	220,44
	257,59

	
	TRANSPORT & COMMUNICATION
	
	
	
	
	

	
	a. Angkutan / Transport
	110,68
	153,23
	198,22
	220,53
	257,91

	
	    1. Kereta Api /Railway Transport
	             X
	             X
	             X
	             X
	             X

	
	    2. Jalan Raya (Darat) / Road Transport
	110,68
	153,76
	198,98
	221,38
	258,93

	
	    3. Angkutan Laut/Sea Transport
	             X
	             X
	             X
	             X
	             X

	
	    4. Angkutan Sungai, Danau &   

       Penyebrangan /Inland Water Transport
	104,94
	             X
	             X
	             X
	             X

	
	    5. Angkutan Udara / Air Transport
	            X
	            X
	            X
	           X
	             X

	
	    6. Jasa Penunjang Angkutan    

/Supporting and   Auxiliary Transport Activities
	115,12
	130,14
	146,91
	162,17
	182,77

	
	b. Komunikasi / Communication
	119,88
	147,00
	180,34
	216,76
	244,72

	8.
	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN FINANCE, RENT OF BUILDING & BUSINESS SERVICES
	117,44
	132,90
	149,10
	162,39
	189,52

	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Bank / Banking
	115,77
	119,98
	136,33
	152,06
	175,08

	
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang / Keuangan/Non Bank Financial Institution and Supporting Activities
	120,50
	143,66
	159,40
	165,63
	190,63

	
	c. Sewa Bangunan / Rent of Building
	117,10
	138,31
	154,63
	170,21
	202,72

	
	d. Jasa Perusahaan / Business Services
	106,93
	126,39
	143,79
	160,44
	185,17

	9.
	JASA-JASA / SERVICES
	109,93
	128,29
	147,80
	170,04
	199,53

	
	a. Pemerintahan Umum & Pertahanan /Public Administration and Deffense
	109,23
	127,42
	147,66
	170,38
	200,30

	
	b. Swasta / Private Services
	114,46
	133,83
	148,75
	167,82
	194,57

	
	    1. Sosial Kemasyarakatan/Social & Community Services
	110,72
	135,94
	148,00
	167,11
	192,77

	
	    2. Hiburan dan Rekreasi/Entertainment & Cultural Services
	106,37
	122,67
	137,79
	147,87
	164,84

	
	    3. Perorangan dan Rumahtangga/ Personal & Household Services
	117,03
	132,70
	149,45
	168,68
	196,34

	
	P D R B / G R D P
	112,28
	133,21
	158,30
	180,20
	210,52


Sumber  : BPS Kabupaten Sijunjung

	2
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
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esuai dengan tujuan pembangunan Kabupaten Sijunjung mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2006-2010 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. 
Pernyataan Visi dan Misi

2.1  Visi Dan Misi.

Visi berarti wawasan masa depan yang realistis, masuk akal, operasional dan memberi motivasi.  Visi merupakan alat untuk mengintegrasikan dan menyatukan ke dalam satuan holistik dimana manusia terlibat dan alat yang menyatakan baik secara fisik, intelektual, emosional maupun operasional lainnya dalam satuan holistik yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu,  pernyataan visi haruslah memiliki makna :

2.1.1 Visi harus dibedakan dari jargon dan motto.

2.1.2 Visi bukan kalimat pernyataan yang akan menjadi cantelan setiap unit kerja untuk menyusun program.

2.1.3 Visi adalah pernyataan tekad untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

2.1.4 Sekalipun tidak dinyatakan dalam rumusan visi, semua program pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan. Ini mencakup antara lain kewajiban menciptakan suasana sosial politik yang sejuk, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan kependudukan dan penatan sipil, penyediaan fasilitas layanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan perkebunan, infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, pasar dan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.   

Berdasarkan pada makna visi tersebut di atas, maka rumusan Visi Kabupaten Sijunjung yang diadopsi dari visi  dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih, adalah  :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SIJUNJUNG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA dan RELIGIUS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK  INDONESIA “
Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

	Masyarakat maju
	:
	adalah masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi bercirikan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam nuansa masyarakat yang religius.

	Masyarakat Sejahtera
	:
	adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan rata-rata yang tinggi, taraf kesehatan yang baik, dengan kondisi Nagari yang aman, tentram dan damai  dalam nuansa masyarakat yang religius.

	Masyarakat yang berbudaya
	:
	adalah masyarakat dengan ciri budaya Minangkabau dengan falsafah Adat Basandi Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah, yaitu adat atau budaya yang disandarkan kepada ajaran agama Islam , “Syarak Mangato,  Adat Mamakai”.


Untuk mewujudkan visi daerah 2006-2010, ada sejumlah misi yang akan dilaksanakan, yakni  sebagai berikut:

 1) Mewujudkan Nagari sebagai basis pembangunan ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan nagari sebagai kawasan pemukiman yang ideal.

 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan.

 3) Meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta SDM masyarakat Sijunjung.

 4) Meningkatkan kemampuan manajemen Pemerintah Kabupaten.

 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum.

 6) Mengoptimalkan peran masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan daerah.

2.2  Strategi  dan  Arah  Kebijakan Daerah

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun, dirumuskan dalam 5 (lima) Strategi Pembangunan yang diuraikan dalam 6 (enam) Agenda Pembangunan Kabupaten Sijunjung. Dari keenam tersebut ditetapkan 20 (dua puluh) prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010. Pada setiap prioritas pembangunan memuat Sasaran yang harus dicapai, Arah Kebijakan Pembangunan serta Program-Program Pembangunan.     

Dalam upaya mewujudkan Visi dan pembangunan Daerah Tahun 2006-2010.    maka ditetapkan Strategi Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2006-2007. Kemudian berpijak pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan yang telah terjadi sebelumnya, maka RPJM Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010 diarahkan untuk menata kembali dan membenahi sistem dan pola pembangunan Sijunjung di segala bidang kehidupan, yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Sijunjung yang maju, sejahtera, berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun  2006-2010 adalah:
2.2.1  Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik

Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan semakin kritisnya sikap masyarakat terhadap kinerja pembangunan daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka manajemen dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat yang mulai berkurang perlu ditingkatkan kembali. Untuk itu penciptaan pemerintah yang baik, transparan dan bebas KKN sudah menjadi suatu keharusan. Karena itulah, upaya mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih merupakan strategi pembangunan yang sangat penting dalam mencapai target pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun yang akan datang.
2.2.2   Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Kemajuan teknologi yang sangat cepat merupakan tantangan dan peluang bagi daerah yang sedang membangun. Tantangan, karena daerah yang tidak siap dengan sumber daya yang berkualitas akan tertinggal dalam proses pembangunan, sedangkan dikatakan peluang, karena daerah yang telah siap dengan sumber daya yang baik akan cepat merespon kemajuan teknologi sehingga dapat membangun daerah dengan cepat untuk visi dan misi daerah. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal bagi pencapaian target pembangunan daerah. 

Peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat merupakan dua faktor yang saling terkait dan mempunyai kontribusi sangat besar terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Penduduk yang sehat dan berpendidikan tinggi sudah terbukti memainkan peranan yang sangat penting bagi kemajuan disegala bidang seperti yang dicapai oleh negara maju pada saat ini. Investasi terhadap sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas kesehatan telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan pembangunan daerah dan negara maju.

2.2.3  Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dijadikan sebagai strategi pembangunan ketiga daerah Kabupaten Sijunjung dengan alasan, ketahanan ekonomi merupakan modal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Ketahanan ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi masyarakat ekonomi mandiri. Ketahanan ekonomi masyarakat sudah pernah dibuktikan pada waktu krisis. Dengan ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat tersebut perekonomian daerah dan nasional masih bisa bertahan sampai saat ini. 

Kabupaten Sijunjung membangun ketahanan ekonomi masyarakat antara lain melalui: 
 a. Pengembangan sentra-sentra produksi berbagai komoditi yang potensial untuk diunggulkan; 
 b. peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi; 
 c. Perlindungan dan jaminan ketersediaan faktor produksi dan teknologi pendukung proses produksi;
 d. Perlindungan dan jaminan atas harga dan pemasaran hasil produksi. 

2.2.4  Peningkatan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Strategi ini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat dengan kualitas dan derajat kesehatan yang lebih tinggi sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan. Pola hidup sehat, lingkungan (pemukiman) yang sehat, serta sistem layanan kesehatan masyarakat yang baik, berkualitas, dan terjangkau akan mendorong peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas dan derajat kesehatan yang tinggi diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung 2006-2010.

2.2.5  Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Budaya kerjasama (gotong royong) yang ada pada masyarakat merupakan sumberdaya sosial yang bernilai tinggi. Pemberian peran dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan akan meringankan beban pembangunan. Peningkatan pola partisipasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan kelima bagi Kabupaten Sijunjung 2006-2010. Strategi pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hakikat pembangunan yang sebenarnya yakni “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.
2.3  PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah tahun 2006-2010 maka ditetapkan 6 (enam) agenda pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung sebagai     berikut :

2.3.1   Agenda Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek pembangunan yang perlu mendapat prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk periode lima tahun ke depan. Aspek pembangunan sumber daya manusia dalam artian peningkatan kualitas,  yang  mencakup pendidikan, kesehatan, keterampilan dan termasuk kesejahteraan sosial. Semua indikator ini di Kabupaten Sijunjung masih memperlihatkan performan yang kurang memuaskan. Oleh karena itu perlu dirancang beberapa program pembangunan dengan tujuan akhir peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pemerataan dan perluasan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini mencakup pendidikan dasar dan pra sekolah. 

Dalam jangka pendek sarana dan prasarana pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan tersebut harus tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam jangka menengah diharapkan terjadi peningkatan angka partisipasi pendidikan pada seluruh tingkat pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Dalam jangka pendek harus tersedia seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan diharapkan sudah dapat dirumuskan sistem insentif tenaga kependidikkan. 

Peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam jangka pendek terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya secara merata sehingga diharapkan terjadi peningkatan kesehatan masyarakat dan dalam jangka menengah diharapkan terjadinya perubahan perilaku sehat dan lingkungan sehat.

Agenda Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu:
 a. Meningkatkan Partisipasi Siswa dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah

Meningkatkan partisipasi siswa dan kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 1) Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara; 
 2) Meningkatkan pengembangan  dan kualitas pendidikan formal dan non formal; 
 3) Memantapkan pendidikan berbudi pekerti dalam rangka pembinaan berakhlak mulia sejak usia dini dikalangan peserta didik; 
 4) Mengembangkan pola mendidik berperilaku Islami dan Minangkabau dan/atau kearifan lokal; 
 5) Meningkatkan kompetensi dan jumlah guru yang profesional;
 6) Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun; 
 7) Meningkatkan pembiayaan pendidikan yang transaparan, adil, efektif, efisien dan akuntabel; 
 8) Mengembangkan sistim insentif kompetisi pada guru yang menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan komitmen tinggi dalam mendidik; 
 9) Meningkatkan kualitas dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai pembelajaran yang bermutu;
 10) Mengembangkan sistim the right man or the right place bagi pejabat pengelola pendidikan; 
 11) Mengintensifkan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua kepada seluruh lapisan masyarakat; 
 12) Menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup bagi pemudi pemuda angkatan kerja.
 b. Meningkatkan Pelayanan dan Mutu Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan pelayanan dan mutu kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama masyarakat daerah terpencil dan tertinggal; 
 2) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis terutama untuk pelayanan dasar di daerah terpencil dan tertinggal; 
 3) Pengembangan dan peningkatan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar masyarakat; 
 4) Membangun  dan meningkatkan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah untuk layanan kesehatan lanjutan; 
 5) Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam penciptaan lingkungan dan pola hidup yang sehat; 
 6) Pengembangan pendidikan kesehatan sejak usia dini; 
 7) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk yang berpendapatan rendah; 
 8) Peningkatan pembangunan berwawasan kesehatan; 
 9) Peningkatan proporsi anggaran kesehatan.
 c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Pelaksanaan Syariat Islam 
Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan pelaksanaan syariat Islam dengan kebijakan sebagai berikut: 
 1) Pengembangan lembaga pendidikan agama TPA, TPSA pesantren dan lembaga lainnya; 
 2) Peningkatan kualitas SDM pelaksana kegiatan keagamaan;
 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan zakat dan pelayanan haji; 
 4) Peningkatan Syiar Ramadhan dan Hari Besar Agama; 
 5) Melindungi masyarakat dari perbuatan maksiat; 
 6) Mengembangkan peraturan daerah untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 
d.  Meningkatkan Pembangunan Hukun dan HAM

Meningkatkan pembangunan Hukum dan HAN dengan kebijakan sebagai berikut :
 1) Pembangunan produik hukum tingkat daerah/peraturan daerah yang efektif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan, norma hukum, HAM dan krearifan lokal;

 2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap hukum dan HAM;
 3) Meningkatkan kualitas dan profesionalismepenegakan hukum dan HAM oleh instansi penegak hukum;

 4) Meningkatkan perlindungan hukum/HAM dan rasa aman kepada masyarakat.
2.3.2 Agenda Mewujudkan Pengembangan Sentra–Sentra Produksi dengan Basis Ekonomi Rakyat
Agenda ini difokuskan untuk percepatan dan pemulihan ekonomi masyarakat dan fondasi pembangunan daerah dengan basis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Selain itu kebijakan ini juga akan memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang terpukul akibat krisis nasional dan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi.   

Pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai basis utama pembentukan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus pemerataan pembangunan. Dalam jangka pendek fokus program diarahkan kepada pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui peningkatan aksesibilitas terhadap sumber permodalan sedangkan dalam jangka menengah diarahkan pada penguatan kelembagaan usaha.   

Agenda pengembangan Sentra-sentra Produksi dengan Basis Ekonomi Rakyat mempunyai  3 (tiga) prioritas pembangunan yaitu :
a. Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Rakyat dan Penguatan Kelembagaan Petani
Mewujudkan sentra-sentra produksi rakyat dan penguatan kelembagaan petani dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
 1) Penataan kawasan dan pemetaan potensi riil sentra produksi ekonomi rakyat sebagai upaya penciptaan komoditi unggulan daerah; 
 2) Pemberdayaan dan pengembangan sentra ternak sapi rakyat, sentra produksi padi dan palawija, sentra produksi holtikultura dan buah-buahan serta sentra produksi perkebunan rakyat; 
 3) Mengoptimalkan intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk memacu produksi dan produktivitas;

 4)  Pemberdayaan dan pengembangan sentra kerajinan rakyat, industri kecil dan rumah tangga; 
 5) Menghidupkan dan memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan posisi daya tawar dan daya saingnya serta peningkatan akses ke sumberdaya produktif, termasuk permodalan, manajemen, teknologi, pemasaran, dan informasi; 
 6) Memperluas basis usaha ekonomi produktif masyarakat dan menumbuhkan wirausaha baru yang handal dan dapat berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan bekerja;
 7) Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan pelaku usaha ekonomi produktif masyarakat khususnya pelaku ekonomi pertanian.

 b.  Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perluasan Pasar 
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perluasan Pasar dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
 1) Pengembangan teknologi produksi dan pengolahan hasil pertanian yang tepat guna; 
 2) Penyediaan sarana produksi pertanian yang berteknologi tepat guna; 
 3) Pengembangan akses pasar produksi pertanian ke tingkat regional, nasional, dan internasional.
c. Pengembangan Kemampuan  Manajemen dan Kewirausahaan Pelaku Ekonomi
Pengembangan kemampuan  manajemen dan kewirausahaan pelaku ekonomi dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
 1) Peningkatan pelatihan manajemen dan bimbingan kegiatan kewirausahaan berdasarkan potensi kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat;  

 2) Pemberdayaan dan pengembangan usaha-usaha pertanian yang dikelola oleh rumah tangga melalui bantuan pembiayaan.

2.3.3  Agenda  Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan   Kawasan Ekonomi Baru
Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam membangun ekonomi daerah, namun ketersediaan infrastruktur yang baik tidak secara otomatis akan menjamin terjadinya perbaikan ekonomi daerah apabila unsur pendukung lainnya tidak tersedia secara memadai. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan bidang lainnya. 

Secara umum infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Sijunjung masih sangat kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sulit memenuhi kebutuhan akan infrastruktur disebabkan oleh keterbatasan dana pembangunan dan luasnya wilayah topografi berbukit dan bergelombang. Di samping itu terdapat kantong-kantong pemukiman yang terpencil dan terisolir. Untuk mengakses dan menghubungkan kantong-kantong pemukiman tersebut diperlukan prasarana jalan dan jembatan yang cukup panjang dan mahal. 

Agenda Penyediaan Infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi baru mempunyai 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu:
 a. Pengembangan  Prasarana dan Sarana Pemukiman
Pengembangan  Prasarana dan Sarana Pemukiman, dengan arah kebijakan sebagai berikut : 
 1) Memfasilitasi pembangunan rumah baru layak huni yang memprioritaskan penduduk miskin dan kantong-kantong pemukiman; 
 2) Meningkatkan lembaga pembiayaan pembangunan perumahan bersubsidi yang dapat diakses oleh masyarakat seiring dengan pertambahan kepala keluarga baru yang cukup tinggi per tahun; 
 3) Meningkatkan jalan-jalan pemukiman yang  berdrainase sehingga tercipta pemukiman yang sehat; 
 4) Meningkatkan lingkungan pemukiman yang asri dengan pembuatan-pembuatan tempat pembuangan sampah dan limbah yang tidak menganggu keasrian lingkungan penduduk sekitar tempat pembuangan sampah dan limbah akhir; 
 5) Memudahkan perizinan dalam pembangunan prasarana permukiman; 
 6) Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan terutama pada kawasan kumuh perkotaan.

 b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air

Peningkatan Prasarana dan Sarana Sumberdaya Air, dengan arah Kebijakan sebagai berikut: 
 1) Revitalisasi pembangunan irigasi yang menjamin ketersediaan air bagi  pengembangan pertanian; 
 2) Meningkatkan  jaringan irigasi dan panjang irigasi; 
 3) Meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi; 
 4) Meningkatkan pemberdayaan organisasi P3A sebagai sistem pengendalian jaringan irigasi; 
 5) Meningkatkan sarana dan prasarana air minum pedesaan dan perkotaan; 
 6) Meningkatkan kemampuan pelayanan PDAM; 
 7) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air bersih dengan membentuk prasarana induk sistem air bersih.
 8) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatanhutan lindung secara lestari dan berkelanjutan.
 c. Peningkatan Prasarana dan Sarana Transportasi
Peningkatan Prasarana dan Sarana Transportasi, dengan arah dan kebijakan sebagai berikutv: 
 1) Mengembangkan dan memelihara jalan kabupaten dan nagari dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan hingga kantung-kantung pemukiman untuk meningkatkan perekonomian daerah; 
 2) Mengembangkan dan memelihara jembatan dan jembatan gantung dalam rangka mendukung kelancaran dan jangkauan pelayanan masyarakat kota dan nagari untuk meningkatkan perekonomian daerah;
 3) Meningkatkan kualitas permukaan jalan kabupaten dan nagari.
 d. Pengembangan Prasarana dan Sarana Energi Listrik
Pengembangan Prasarana dan Sarana Energi Listrik, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
 1) Meningkatkan pelayanan PLN untuk daerah-daerah terisolir yang belum mendapat penerangan listrik;
 2) Mewujudkan sistem perencanaan energi listrik dengan memanfaatkan sumber-sumber energi listrik alternatif; 
 3) Mencari sumber energi alternatif dan diversifikasi energi; 
 4) Meningkatkan keterjangkauan pemenuhan kebutuhan listrik terutama daerah-daerah terpencil; 
 5) Menyiapkan sarana dan prasarana ketenagalistrikan; 
 6) Pengembangan kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan energi listrik.

 e. Pengembangan Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi
Pengembangan Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi, dengan kebijakan: 
 1) Meningkatkan jaringan telekomunikasi khususnya jaringan telepon untuk rumah-rumah tangga dan kegiatan bisnis; 
 2) Meningkatkan pengembangan komunikasi informasi dan media massa; 
 3) Meningkatkan pengembangan dan penguasaan prasarana teknologi informasi dan penyiaran; 
 4) Merencanakan secara terpadu penyebaran informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang yang memiliki nilai ekonomi.

 f. Pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Nagari
Pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Nagari dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
 1) Pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Nagari dengan fasilitas pendukungnya; 
 2) Peningkatan Pasar Kabupaten, Kecamatan  dan Nagari; 
 3) Penyediaan Pengelolaan Pelayanan sampah.  
 g. Penetapan Batas Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Penetapan batas wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
 1) Pemetaan potensi wilayah-wilayah strategis di perbatasan; 
 2) Penetapan batas wilayah oleh pemerintah secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat antardaerah di perbatasan; 
 3) Mendorong pengembangan kegiatan ekonomi daerah perbatasan berdasarkan potensi riil yang ada. 
2.3.4.  Agenda Pembenahan Manajemen Pemerintahan Kabupaten
Agenda kebijakan pembenahan manajemen pemerintahan Kabupaten ditujukan kepada terwujudnya suatu pemerintah daerah yang mampu mengelola segala sumber daya secara optimal untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk maksud itu maka pembenahan manajemen pemerintah daerah dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi pembenahan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, pembenahan sistim personil yang mengacu pada Merit System (sistem prestasi kerja) dengan melaksanakan reward dan punishment terhadap prestasi personil, pembenahan manajemen pemerintah daerah tersebut di atas dilaksanakan dengan prinsip-prinsip reinventing government.

Agenda Kebijakan pembenahan manajemen pemerintahan Kabupaten terdiri atas 2 (dua) prioritas pembangunan yaitu:
 a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Bertanggung jawab
Pengembangan Sumber daya Aparatur pemerintah yang profesional dan bertanggungjawab dengan arah kebijakan: 
 1) Menerapkan sistim reward dan punishment dalam menajemen kepegawaian; 
 2) Menerapkan Merit System dalam pembinaan karir pegawai; 
 3) Pembangunan Sistim Informasi Kepegawaian (SIMPEG); 
 4) Penyusunan Standar Kinerja Instansi Pemerintahan dan Standar Kinerja Individu; 
 5) Pengembangan SDM pegawai melalui pendidikan dan pelatihan; 
 6) Peningkatan kemampuan dan sistim pengawasan; 
 7) Penerapan SAKD (Standar Akuntansi Keuangan Daerah) dalam pengelolaan keuangan daerah.

 b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah, dengan arah kebijakan  sebagai berikut: 
 1) Penyediaan website dan pengunaan ICT dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 2) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; 
 3) Peningkatan efektifitas dan profesionalisme pengelolaan aset daerah dan BUMD; 
 4) Peningkatan kegiatan pendataan, survey, penelitian, pengkajian dan analisis pembangunan daerah; 
 5) Peningkatan kemitraan antara eksekutif dan legislatif; 
 6) Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

2.3.5.  Agenda Memberdayakan Nagari dan Pasukuan Sebagai Basis Pembangunan
Hilangnya pemerintahan nagari dari peta administrasi pemerintahan Sumatera Barat dimulai sejak keluarnya Surat keputusan Gubernur Sumatera Barat  No.162/GSB/1983 yang mengangkat derajat “jorong “ (bahagian dari nagari) menjadi berstatus desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 5/1979. Perubahan dari nagari ke desa bukan hanya sekedar perubahan nama belaka melainkan juga telah ikut merusak bangunan struktur masyarakat komunal Sumatera Barat. Rasa keterikatan dan kebersamaan masyarakat secara perlahan-lahan hilang karena simpul pengikatnya secara sosial  (adat) telah ditanggalkan. Simpul pengikat baru yang bernama desa hanya mampu mempersatukan masyarakat secara administratif, tidak secara sosial (adat), karena antara nagari dan desa berasal dari akar budaya yang berbeda.

Kesadaran untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari sebagai struktur pemerintahan terendah di Sumatera Barat mulai muncul pada tahun 1989, sepuluh tahun setelah pemberlakuan UU No. 5/1979 yang merupakan cikal bakal hilangnya nagari dalam struktur administrasi pemerintahan. Kesadaran ini diwujudkan dengan digelarnya sebuah seminar sehari tentang “Nagari dalam Kaitannya dengan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat” yang diadakan di Payakumbuh pada tanggal 25 Desember 1989. Dalan seminar tersebut telah diungkapkan secara gamblang tentang berbagai persoalan yang timbul akibat penghapusan keberadaan nagari dalam struktur pemerintahan terendah dan diganti dengan pemerintahan desa. Namun demikian, karena kuatnya kekuasaan rezim Orde Baru pada waktu itu, kesadaran untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari tidak memperoleh momentum yang memadai.

Sekarang, seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, kesadaran yang sudah lama terpendam itu akhirnya muncul kembali dan mendapat momentum yang tepat. Pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk susunan pemerintahan desa berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, telah direspon dengan baik oleh pemerintah daerah Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Barat  No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perda ini merupakan dasar secara yuridis untuk pelaksanaan kebijakan “Kembali ke Nagari” di tingkat propinsi  dan pada gilirannya akan diikuti oleh Perda Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan ditingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi setempat. Kabupaten Sijunjung, sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Barat telah mengantisipasi semangat “Kembali ke Nagari” ini dengan disahkannya Perda No. 22 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa Kabupaten Sijunjung terdiri atas 46 nagari dan 1 desa sebagai pemerintahan terendah secara administrasi. Keberadaan 1 desa di Kabupaten Sijunjung berkaitan dengan adanya desa Kampung Baru yang ingin menjadi nagari mandiri.

Nagari sebagai sebuah wilayah terkecil sepatutnya menjadi perhatian utama. Pemberdayaan potensi nagari dilakukan sebagai upaya mewujudkan nagari impian, yaitu nagari yang berkembang dengan mengandalkan potensi yang dimiliki dan mencerminkan kehidupan ciri khas Minangkabau. Oleh karena itu,  kebijakan pemberdayaan nagari dan pasukuan bertujuan sekaligus untuk memberdayakan lembaga adat dan pasukuan sebagai lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang mempunyai kontribusi dalam pembangunan daerah di nagari-nagari.  

Pola pemanfaatan  sumber daya alam diarahkan pada perluasan keikutsertaan masyarakat adat dan pemerintahan nagari (tigo tunggu sajarangan), sehingga setiap pimpinan dan anggota masyarakat merasa terlibat dan bertanggungjawab pada setiap pemanfaatan sumber daya alam yang ada di nagarinya, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nagari.

Mudanya usia pemerintahan nagari yang dibentuk berdasarkan kebijakan ini menimbulkan berbagai persoalan yang mesti dibenahi secara bertahap dan berkesinambungan. Legitimasi kelembagaan, profesionalisme penyelenggaraan dan kewibawaan pemerintahan nagari adalah beberapa persoalan pokok yang perlu dibenahi. Berkaitan dengan keberadaan nagari maka bagian yang tidak terpisahkan dari pembenahan pemerintahan nagari ini adalah berfungsinya lembaga adat dan pasukuan untuk mendorong percepatan pembangunan nagari.

Agenda Memberdayakan Nagari dan Pasukuan sebagai Basis Pembangunan mempunyai 2 (dua) prioritas pembangunan :
 a. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Nagari 
Peningkatan Manajemen Pemerintahan Nagari, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
 1) Pembenahan SOTK, kelembagaan  dan kerjasama antar pemerintahan nagari; 
 2) Peningkatan SDM aparatur nagari; 
 3) Penataan kewenangan nagari sesuai dengan konsep otonomi;  

 4) Penataan batas wilayah nagari-nagari.  
 b. Mengelola Potensi Nagari Sebagai Basis Pembangunan 

Mengelola potensi nagari sebagai basis pembangunan, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 
1) Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari;
2) Pengembangan kerjasama nagari dengan dunia usaha dalam pemberdayaan potensi nagari; 
3) Peningkatan efektifitas pemanfaatan dan pengelolaan keuangan nagari; 
4) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat nagari; 
5) Pengembangan Nilai-nilai adat, budaya dan seni anak Nagari.
2.3.6.  Agenda Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan
Partisipasi masyarakat, swasta dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Peran lembaga-lembaga tersebut selama ini telah memberikan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat secara luas yang secara otomatis dapat meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi. Dengan  adanya kesadaran dan pemahaman tersebut maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan publik di Kabupaten Sijunjung akan semakin besar. Peran serta masyarakat dan dunia usaha ini makin penting sebagai sumber tenaga yang akan menggerakkan pembangunan daerah mengingat kemampuan pemerintah Sijunjung dalam membiayai pembangunan masih sangat terbatas. 

Pada tingkat pemerintahan jorong maupun nagari sampai kabupaten perlu tindakan untuk mengarahkan dan mengajak masyarakat agar dapat lebih memerankan hak dan kewajiban secara beretika dan bermoral yang berlandaskan pada ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma  adat dan agama. 

Agenda Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan Swasta Dalam Pembangunan mempunyai 2 (dua) prioritas pembangunan:
a. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan untuk Meningkatkan Daya Tarik Investasi di Kabupaten Sijunjung 
Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Sijunjung, dengan arah kebijakan: 
2) Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan berbagai kemudahan bagi investor; 
3) Merancang peraturan daerah yang mampu mendorong peningkatan investasi di daerah;          
4) Menata pola kerjasama investasi yang produktif dan pengembangan sistim promosi yang efektif; 
5) Melaksanakan partisipasi swasta dalam pengelolaan sarana publik;
6) Melaksanakan pengembangan sarana/prasarana umum dan sarana sarana/prasarana ekonomi dengan pola partisipatif; 
7) Peningkatan peran serta perantau dalam aktifitas pembangunan dan ekonomi di kabupaten dan nagari melalui pola bantuan, investasi dan kerjasama.

b. Membangun Networking dengan Perantau dan Investor untuk Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah 

Membangun networking dengan perantau dan investor untuk peningkatan pembangunan ekonomi daerah, dengan arah kebijakan:
 1) Memberdayakan sumber daya perantau dalam membangun daerah Sijunjung;
 2) Mengembangkan networking perantau, dunia usaha dan pemerintah yang dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi; 
 3) Menggalang berbagai gagasan pembangunan dari masyarakat perantau dalam rangka memajukan perekonomian daerah; 
 4) Mendorong perantau untuk berinvestasi di daerah dengan memberikan berbagai bentuk insentif yang menarik. 
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K
ebijakan penggunaan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung untuk tahun anggaran 2009 sesuai dengan kemampuan mobilisasi pendapatan dan potensi daerah diarahkan pada :
a. Sektor pendapatan, yakni dengan mengoptimalkan segenap kemampuan potensi yang ada sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, yakni Intensifikasi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah diusahakan dalam bentuk ekstensifikasi dan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

b. Sektor belanja, terutama untuk membiayai belanja tetap Pemerintah Daerah seperti Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Transfer/Bantuan Keuangan dan lain-lain. Sedangkan untuk Belanja Program akan disinkronkan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

3.1   PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Peningkatan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan efektifitas pelayanan dan pembangunan membawa konsekwensi terhadap penyediaan dana. Karena dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dan penyediaan infrastruktur mengakibatkan Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan atau pendanaan. Faktor Keuangan merupakan salah satu prasyarat yang cukup penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan faktor lainnya seperti sumberdaya manusia, kelembagaan, sistim dan prosedur serta dukungan masyarakat.

Faktor keuangan daerah merupakan prasyarat penting dalam menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disamping faktor lain seperti kesiapan Sumber Daya Manusia, kelembagaan, sistem dan prosedur serta peralatan/sarana yang mendukung.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 secara bertahap Pemerintahan Kabupaten telah berupaya menggali sumber sumber keuangan daerah, dalam rangka menuju kemandirian Daerah. Disisi lain, pemberdayaan pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting menuju efektifitas dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah.

Kabupaten Sijunjung dengan luas wilayah 313.040 Ha atau 3.130 Km2 dan jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak  + 197.914 jiwa hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp. 25.982.269.630,- dan ini masih rendah dibandingkan dengan potensi dan basis data yang dimiliki sehingga mengakibatkan relatif tinggi ketergantungan fiskal .
3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Perkembangan realisasi PAD Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang menggembirakan dan secara signifikan telah membantu Pemerintah Kabupaten dalam mengalokasikannya pada berbagai sektor terutama dalam rangka memberdayakan masyarakat guna mencapai kesejahteraan, akan tetapi kontribusinya terhadap APBD masih kecil, yaitu sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel  3.1

Perbandingan Realisasi PAD tTerhadap APBD
	Tahun Anggaran
	PAD 
(Rp)
	APBD 
(Rp)
	Realisasi %

	2005
	10.536.306.141,00,-
	164.605.237.456,00,-
	6,29

	2006
	15.878.957.658,00,-
	280.414.774.231,00,-
	5,66

	2007
	21.145.798.733,74,-
	337.637.175.132,00,-
	6,26

	2008
	24.423.791.385,20,-
	377.231.716.494,09,-
	6,47

	2009
	25.982.269.630,84,-
	394.111.747.460,00,-
	6,59


Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya atau kecilnya kontribusi PAD Kabupaten Sijunjung terhadap penerimaan daerah :

a. Tersebarnya potensi penerimaan PAD pada seluruh wilayah.

b. Tingkat kinerja personil pengelola PAD yang belum optimal.

c. Peraturan Daerah yang melandasi pemungutan belum direvisi sesuai dengan perkembangan kondisi yang berlaku

d. Sarana pendukung operasional yang belum memadai

e. Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar Perda yang masih lemah

Adapun strategi yang ditempuh dalam upaya peningkatan penerimaan PAD adalah :

 a. Intensifikasi dimaksudkan mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber yang telah ada selama ini, yaitu :

Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah atas sumber-sumber pendapatan yang telah ada, dengan mengkaji kembali Peraturan Daerah tentang perpajakan/retribusi yang berlaku selama ini, yang meliputi aspek tarif, penyederhanaan sistem dan prosedur, perluasan objek dan peningkatan pengawasan terhadap perda tersebut.

 1) Penyesuaian Tarif

a) Melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan Perda yang telah ada, karena sebelumnya pada beberapa ayat penerimaan penyesuaian dilakukan secara bertahap, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian alat berat perlu disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku, karena biaya pemeliharaan telah meningkat juga retribusi pasar grosir untuk pasar ternak Palangki dan Kumanis yang saat ini berlaku. 

b) Meneliti kembali dasar pengenaan pajak/retribusi terutang yang berlaku saat ini, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

 2) Peningkatan penerimaan.

a) Menjajaki kemungkinan objek yang masih dapat dipungut sesuai dengan Perda yang berlaku antara lain seperti :

 (1) Menjaring potensi Pajak Hiburan dengan Membuat Peraturan Sistem dan Prosedur Pajak Hiburan, 

 (2) Pajak Reklame atas pemasangan spanduk, reklame kain, selebaran, striker dan reklame berjalan dengan menurunkan tim ke lapangan dan menyurati perusahaan advertising.

 (3) Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 Tentang Pajak Hiburan dengan  Peraturan Bupati untuk pelaksanaan dilapangan.

b) Meneliti kemungkinan perluasan objek yaitu dengan merubah  Peraturan Daerah yang telah ada dengan penyesuaian harga yang berlaku.

 3) Penyederhanaan sistem dan prosedur.

a) Melimpahkan tambahan kewenangan pungutan kepada Camat.

 (1) Kartu Tanda Penduduk.

 (2) Surat Izin Pemakaian Tanah Pemda.

 (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

b) Melimpahkan kewenangan pungutan kepada Pemerintah Nagari/ Desa.

c) Memberikan pelayanan keliling atas pengurusan perizinan dan pelayanan lainnya seperti KTP. 

d) Menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan pada unit pelayanan terpadu Pemerintah Kabupaten, terutama yang berkaitan dengan kesiapan personil dan formulir yang harus disediakan sesuai persyaratan yang diperlukan.

e) Penyetoran setiap penerimaan daerah dilakukan secara bruto ke Kas Daerah, sehingga potensi rill PAD tercermin dalam APBD setiap tahun.

4)   Meningkatkan Nilai Kena Pajak/Retribusi ( perubahan tarif)

 b. Ektensifikasi dimaksudkan menggali sumber-sumber pendapatan baru, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, dan kriteria jenis pajak/ retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 1) Sesuai dengan semangat Undang-undang 34 tahun 2000, maka penerimaan APBD yang berasal dari Pajak/ Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

 2) Berdasarkan undang-undang tersebut, maka daerah Kabupaten/ Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya sejalan dengan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab yang diberikan kepada daerah. Oleh sebab itu perlu dilakukan inventarisasi kewenangan pungutan daerah terlebih dahulu.

 3) Dalam proses inventarisasi kewenangan dibidang pungutan daerah didasarkan atas beberapa asumsi sebagai berikut :

a) Jenis pungutan melekat pada kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-undang nomor  32 tahun 2004 bahwa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap instansi/ unit kerja sebagai bakal dinas, badan dan kantor perlu menginventarisasi jenis-jenis kewenangan berdasarkan PP  nomor 25 tahun 2000, dan menggali peluang yang dapat dijadikan sebagai sumber kewenangan Daerah.

b) Memiliki potensi yang cukup memadai.

Pada umumnya setiap pajak/ retribusi melekat pada sektor ekonomi, pada saat eksploitasi, produksi, transaksi atau atas pelayanan sarana dan jasa yang diberikan.

Untuk jenis-jenis pajak daerah perlu diperhitungkan potensi penerimaan sesuai dengan jumlah objek pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan untuk jenis-jenis pungutan retribusi daerah yang perlu diperhitungkan adalah jumlah objek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan besarnya tarif retribusi.

Disamping objek pungutan yang potensinya kurang memadai, sebaiknya dilimpahkan  menjadi sumber penerimaan Nagari/ Desa.

c) Tidak menimbulkan terjadinya ekonomi biaya tinggi, dalam menginventarisir jenis pajak/ retribusi daerah, perlu dihindari  pungutan yang dapat menimbulkan terjadinya stagnasi dalam pertumbuhan perkonomian daerah. Oleh sebab itu perlu dikaji dampak pungutan terhadap aktivitas ekonomi lainnya. Sedangkan pungutan yang memiliki aspek keterkaitan yang luas terutama dengan usaha kecil dan menengah untuk sementara perlu dihindari, karena pada akhirnya kemerosotan kegiatan ekonomi tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan daerah tahun berikutnya.

d) Efisiensi dan Rasionalitas 

Pungutan Pajak/ Retribusi dimaksudkan untuk mendapatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan daerah yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam upaya inventarisasi jenis pungutan sekaligus perlu dirumuskan sistem dan prosedur operasional, sehingga  setiap pungutan dapat memberikan manfaat yang optimal, dengan menghindari biaya pungutan yang besar.

Sistem dan Prosedur operasional tersebut antara lain meliputi pelimpahan kewenangan kepada daerah bawahan, pembentukan UPTD, kerjasama dengan pihak ketiga, dengan sistem bagi hasil dan lain sebagainya.

 c.   Rasionalisasi dimaksudkan menyempurnakan sistem dan prosedur administrasi sehingga biaya operasional dapat diminimalisir, sehingga daya dukung dana yang terpungut bisa lebih optimal yaitu : 

 1) Selain upaya ektensifikasi  dan intensifikasi, strategi pemberdayaan kewenangan daerah akan lebih optimal, jika diikuti dengan langkah-langkah penghematan, efisiensi dan pengawasan.

 2) Berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD dinyatakan hal-hal penting sebagai berikut  :

a)   Prinsip-prinsip Anggaran Belanja Daerah :

 (1) Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan tehknik yang disyaratkan.

 (2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi masing-masing Dinas/ Lembaga/ Satuan Kerja Daerah Lainnya. 

b) Percepatan Setoran.

 (1) Orang atau Badan  yang melakukan pemungutan atas penerimaan uang daerah wajib menyetor seluruh uang penerimaan daerah selambat-lambatnya dalam waktu  1 (satu) hari kerja setelah penerimaanya ke rekening Kas Daerah. 

 (2) Untuk daerah – daerah yang sulit komunikasi dapat melebihi ketentuan huruf a angka 2, dengan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 (3) Setoran Bruto.

 (4) Penerimaan Dinas/ Lembaga/ Satuan Kerja Daerah lainnya adalah pendapatan daerah, dan oleh karena itu dilarang dipergunakan langsung kecuali penerimaan unit swadana  daerah.

 (5) Standarisasi.

 (6) Dalam melaksanakan belanja daerah ditetapkan standarisasi oleh Kepala Daerah untuk pengadaan barang/ jasa dan kegiatan rutin/ pembangunan secara berkala.

 3) Dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna aset daerah perlu diupayakan kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain dalam pengelolaan Kolam Renang, Mes Pemda, Lapangan M.Yamin dan Renovasi Pasar-pasar kecamatan .

 4) Penetapan kewenangan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah per unit kerja dengan Keputusan Bupati.

 5) Peningkatan fungsi unit pelayanan terpadu dalam rangka  memberikan pelayanan yang tepat waktu dan tepat biaya kepada masyarakat.

Penerimaan Daerah Kabupaten Sijunjung lainnya yang mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan berasal dari :
a.   Dana perimbangan, yang terdiri dari :

 1) Dana Bagi Hasil 

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b) Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB)

c) PPH per orangan 

d) Pertambangan Umum/ Iuran Kuasa Pertambangan

e) Kehutanan/ Provisi sumber Daya Hutan

f) Perikanan 

 2) DAU (dana alokasi umum) 

 3) DAK (Dana Alokasi khusus)

b.   Dana Bagi Hasil Propinsi 

 1) PKB/ BBN KB (Pajak Kendaraan Bermotor)

 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)

Selain dana budgeter tersebut, dimungkinkan adanya sumber dana lain, seperti bantuan luar negeri, dana subsidi BBM dan lain - lain .

Upaya ektensifikasi penerimaan daerah disusun dalam bentuk Program Leges daerah dimana masing masing instansi/ Unit Keja menyampaikan hasil inventarisasi kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah disertai penjelasan jenis pungutan dan kewenangan, nama pungutan, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan/ cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan prognosa potensi perimbangan. 
Dalam pelaksanaanya menyiapkan bahan terutama materi sesuai dengan penyesuaian materi yang mengalami perubahan diadakan sosialisasi materi kepada wajib pajak/ wajib retribusi oleh instasi terkait dengan melibatkan tokoh – tokoh masyarakat seperlunya, dengan menggunakan media dan sarana yang ada di daerah dengan pemberlakuan sesuai dengan objek, atas subjek dan wajib pajak retribusi secara adil dan transparansi.

Rincian target dan realisasi pendapatan masing-masing dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel  3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung 
Sampai Dengan 31 Desember 2009
	No.
	Uraian
	Anggaran 2009
	Realisasi Anggaran
	(%)

	1
	Pendapatan
	 394.111.747.460,00
	413.867.597.520,84
	105,01

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	21.519.323.460,00
	25.982.269.630,84
	120,73

	1.1.1
	Pend. Pajak Daerah
	2.394.070.470,00
	2.910.591.701,00
	121,57

	1.1.2
	Pend. Retribusi Daerah
	4.012.210.900,00
	4.229.505.753,00
	105,41

	1.1.3
	Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	4.478.000.000,00
	4.637.762.466,00
	103,56

	1.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
	10.635.042.090,00
	14.204.409.710,84
	133,56

	1.2
	PENDAPATAN TRANSFER
	
	
	

	1.2.1
	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
	335.725.815.000,00
	338.733.909,816,00
	100,90

	1.2.1.1
	Dana Bagi Hasil Pajak
	18.521.296.471,00
	21.434.184.816,00
	105,53

	1.2.1.2
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
	873.090.000,00
	2.912.888.345,00
	116,33

	1.2.1.3
	Dana Alokasi Umum
	279.405.725.000,00
	279.405.725.000,00
	100,00

	1.2.1.4
	Dana Alokasi Khusus
	37.896.000.000,00
	37.896.000.000,00
	100,00

	1.2.2
	Transfer Pemerintah Pusat lainnya
	19.717.409.000,00
	19.717.409.000,00
	100,00

	1.2.2.2
	Pendapatan Hibah.
	19.717.409.000,00
	19.717.409.000,00
	100,00

	1.2.3
	Transfer Pemerintah Propinsi
	14.549.200.000,00
	18.611.112.338,00
	127,92

	1.2.3.1
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	11.100.000.000,00
	14.352.495.020,00
	129,30

	1.2.3.2
	Pendapatan Bagi Hasil Lainya
	3.449.200.000,00
	4.258.617.648,00
	123,47

	
	
	
	
	

	1.3
	Lain-lain Pendapatan yang Sah
	2.600.000.000,00
	10.820.896.406,00
	416.19

	1.3.1
	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah.
	2.600.000.000,00
	10.820.896.406,00
	414,78

	1.3.2
	Pendapatan Dana Darurat
	-
	-
	

	1.3.3
	Pendapatan Lainnya
	-
	
	

	
	Jumlah 
	394.111.707.564,00
	413.867.597.520,84
	105,01


Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung
3.2.1  Permasalahan dan Solusi

a.  Permasalahan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan sumber PAD merupakan ujung tombak dalam upaya  peningkatan realisasi penerimaan daerah, artinya sampai sejauh mana SDM pengelola harus terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Setiap SDM pengelola PAD harus memahami tentang prosedur penetapan dan pemungutan PAD serta memiliki kemampuan tehknis dalam proses pengelolaan, penetapan dan pemungutan sumber – sumber PAD dan diharapkan setiap realisasi sesuai dengan kondisi rill. Realisasi ini akan dipengaruhi oleh SKPD sampai sejauhmana setiap unit pengelola mampu bekerja secara optimal pada setiap tahap. Tahapan perhitungan potensi riil penerimaan merupakan tahap yang penting dan strategis dalam upaya peningkatan realisasi karena apabila unit kerja tidak menghitung secara riil potensi yang ada kecendrungan penetapan target tidak sesuai dengan realisasi. Ada beberapa hal yang ditemui dalam pengelolaan :

1) Masih rendahnya komitmen manajemen unit/dinas pengelola PAD dalam melakukan perhitungan potensi  yang relatif tinggi tapi tidak diikuti oleh realisasi yang tinggi akibat kurang memiliki kepedulian dalam mengelola PAD.

2) Unit pengelola PAD masih belum mempunyai  data base, karena untuk melakukan pendataan diperlukan biaya survei yang tinggi sehingga cenderung pembuatan data base tidak merupakan skala prioritas.

3) Belum terbangunnya sistem pengelolaan dan pemungutan PAD yang handal.

4) Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah.

5) Belum konsistennya Perda tentang PAD dengan pelaksanaan pemungutan  karena masih banyak penerimaan pos PAD dengan potensi cukup tinggi, tapi realisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah.

Dengan adanya data base maka unit pengelola PAD akan mampu mendeteksi sedini mungkin persoalan-persoalan rii yang terjadi setiap pengenaan PAD dan mampu menciptakan sistem pemungutan dan pengendalian yang efektif dan efisien serta mampu meminimalkan kebocoran dalam proses pemungutan.

Peraturan Daerah tentang PAD merupakan kebijakan publik yang tujuannya untuk menciptakan aliran pendapatan sejumlah aturan penerimaan PAD, persoalannya apakah Perda baru, yang dianggap sebagai salah satu bentuk kongkrit dari perubahan, direspon secara positif atau negatif oleh masyarakat. Dan yang sangat terpenting apakah seluruh perda ini dapat dipahami masyarakat yang pada gilirannya diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk mendukung berhasilnya perubahan dalam meningkatkan pembangunan daerah dengan menjadikan semua lembaga sebagai basis dalam proses sosialisasi seluruh Perda tentang PAD antara lain :

 1) Pada umumnya kesadaran masyarakat akan pembayaran PAD masih relatif rendah akibat terbatasnya pengetahuan atau informasi yang diterima masyarakat dan masih banyak sumber-sumber penerimaan PAD yang belum diketahui masyarakat, rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah selama ini juga akibat kesalahan dalam pendekatan yang dilakukan.

 2) Administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah masih belum berjalan dengan baik, perbaikan administrasi pemungutan mengarah pada efisiensi pemungutan pengurangan kebocoran, sistem pemungutan, pelaporan dan monitoring sehingga efisien dengan biaya pelayanan, penagihan dan biaya pemungutan.

 3) Masih banyak objek pajak potensial yang belum dikelola dengan baik seperti :

a) pajak restoran masih belum seluruh rumah makan dipungut pajak

b) pajak hotel juga belum semua hotel atau penginapan yang dipungut termasuk rumah kontrakan dan rumah sewaan.

c) Retribusi pelayanan kesehatan perlu diperluas lagi pada klinik swasta, bidan, dokter praktek dan jasa pengobatan lainnya yang bersifat bisnis.

d) Retribusi izin gangguan masih banyak usaha yang belum terjangkau oleh dinas pengelola PAD.

e) Belum adanya sarana pendukung untuk penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum.

f) Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan ini menyangkut masih kurangnya sarana dan prasarana penampungan pemusnahan sampah yang cukup dan belum dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sementara.

g) Belum maksimalnya pemungutan retribusi terminal.

 4) Kondisi birokrasi dan regulasi yang belum kondusif sehingga menyebabkan asumsi negatif bagi investor dalam melakukan investasi.

 5) Masih relatif rendah komitmen aparatur dalam menjawab tantangan pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam hal penciptaan dan memperluas basis PAD.

 6) Masih relatif rendahnya kinerja SDM pengelola PAD.

 7) Belum seluruhnya SKPD/unit kerja pengelola PAD yang menghitung secara tepat potensi riil pos PAD yang dikelola.

Namun yang sering menjadi persoalan proses dalam menciptakan perubahan dan sosialisasi. Proses sosialisasi Perda dan rancangan pengelolaan belum dilakukan secara baik yang pada gilirannya mampu memberikan kepercayaan kepada pejabat publik, dan saat ini tantangan bagi pemerintahan adalah relatif rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik mengelola sumber daya pembangunan.
b. Solusi

Dalam meminimalisir dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas beberapa langkah dan solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

 1) Upaya kebijaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan birokrasi dan regulasi yang kondusif sehingga mampu menciptakan kenyamanan bagi investor dalam merespon proyek-proyek agro industri yang layak dikembangkan, upaya ini diharapkan mampu sebagai instrumen dalam merangsang pertumbuhan ekonomi sektoral yang pada gilirannya dapat berperan sebagai basis penerimaan PAD.

 2) Kebijaksanaan yang berkaitan dengan sistem rekruitmen pengelola PAD dengan kriteria jelas secara akademik dan psikologis SDM pengelola PAD harus memenuhi kriteria tertentu sehingga mampu bekerja secara optimal dengan kriteria utama kualifikasi pendidikan dan kriteria pendidikan .

 3) Untuk mengenjot PAD sangat tergantung pada penghitungan tarif, pemungutan, pengawasan dan monitoring, memantapkan dasar hukum dan pengelolaan dan perencanaan PAD.

 4) Rancangan kebijakan yang mengarah pada penciptaan proses sosialisasi Perda tentang PAD yang mampu menciptakan pemahaman yang baik dari masyarakat sekaligus menciptakan kesadaran masyarakat untuk pencapaian target penerimaan PAD untuk mendukung keberhasilan pembangunan Daerah.

 5) Memiliki komitmen moral untuk menciptakan Open Management yang mampu melahirkan kepercayaan publik terhadap pejabat - pejabat.

 6) Setiap SKPD unit pengelola PAD diharuskan membuat data base tentang objek pengenaan sesuai dengan PAD yang dikelola.

 7) Menghitung potensi riil sehingga dari target dan realisasi menjadi potensi riil  dan SDM pengelola PAD memiliki kemampuan dalam menghitungnya.
 8) Merumuskan sistem pemungutan dan pengelolaan setiap pos PAD dalam upaya memaksimalkan realisasi PAD pada masa datang.
3.2  PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Tahun kedepan berdasarkan arah dan kebijakan pada sektor pendapatan dan belanja daerah, sebagai kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dibidang keuangan, yakni dengan disusunnya proses pengelolaan keuangan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka kebijakan keuangan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2008 antara lain :

1. Merumuskan sistim anggaran yang berorientasi pada visi, misi dan sasaran yang akan dicapai dengan menetapkan skala prioritas program setiap tahunnya sesuai dengan prakiraan kondisi riil berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Secara bertahap memperbesar porsi anggaran untuk kepentingan publik, terutama fungsi pelayanan dasar oemerintah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

3. Guna meningkatkan pendekatan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, secara bertahap pola penganggaran daerah diprioritaskan kepada program yang berbasiskan nagari, baik dalam bentuk dana transfer langsung maupun dengan penajaman program Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap sasaran yang ada pada masing-masing nagari.

4. Untuk mengantisipasi adanya penurunan kualitas pelayanan karena terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah, sesuai kemampuan keuangan akan diupayakan adanya sistim pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan usaha-usaha berbasis nagari dalam bentuk penyediaan kredit murah melalui kerjasama dengan lembaga keuangan serta meningkatkan investasi Pemerintah Daerah pada lembaga-lembaga keuangan lokal yang ada.

5. Kebijakan umum keuangan daerah dalam rangka mengantisipasi persaingan global dan regional ditingkat Sumatera Barat maka porsi anggaran secara bertahap akan dialokasikan sesuai prioritas terutama untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan penyediaan infrastruktur dasar lainnya, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Guna mendukung kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, maka lebih lanjut untuk tahun 2008 serangkaian program prioritas yang dilaksanakan antara lain adalah :

1. Menindaklanjuti dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, guna tertatanya pola penyusunan dan kebijakan anggaran yang memenuhi azas partisipasi masyarakat, transparansi dan terarah, baik antar satuan kerja perangkat daerah, maupun antar tingkatan pemerintahan.

2. Menyempurnakan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan dengan menerapkan fleksibilitas pemanfaatan dana belanja melalui pola UYHD dan control internal.

3. Menyediakan sistim informasi keuangan daerah dalam rangka penyediaan data, baik untuk kebutuhan internal Pemda maupun pemerintah pusat dan masyarakat.

4. Meningkatnya kemampuan SDM Pejabat Pengelola keuangan pada SKPD dan penerapan system komputerisasi pembukuan dan akuntansi

Berdasarkan kebijakan tersebut, telah ditetapkan pada APBD tahun 2009 dengan target dan realisasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut .

Tabel 3.3
Target Dan Realisasi Belanja Kabupaten Sijunjung Sampai 31 Desember 2009
	No
	Uraian 
	Anggaran 2009
	Realisasi 2009
	(%)

	 2
	BELANJA
	515.733.707.564,09
	420.620.896.769,00
	81.55

	2.1
	Belanja Operasi
	341.614.295.477,07
	311.974.741.054,00
	83,69

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	213.769.260.755,07
	199.317.954.846,00
	93,23

	2.1.2
	Belanja Barang
	81.628.529.722,00
	68.774.803.392,00
	84,25

	2.1.4
	Belanja Subsidi
	1.355.000.000,00
	1.023.752.800,00
	75,55

	2.1.5
	Belanja Hibah
	31.280.000.000,00
	30.311.807.450,00
	96,90

	2.1.6
	Belanja Bantuan Sosial
	13.581.505.000,00
	12.546.422.566,00
	92,37

	2.2
	Belanja Modal
	155.846.711.987,02
	92.923.424.105,00
	59,62

	2.2.1
	Belanja Tanah
	1.500.000.000,00
	516.530.000,00
	34,43

	2.2.2
	Belanja Peralatan &  Mesin
	20.750.970.695,00
	14.058.879.030,00
	67,75

	2.2.3
	Belanja Gedung & Bangunan
	54.829.316.634,00
	23.323.770.450,00
	42,53

	2.2.4
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi
	75.432.924.658,02
	51.714.744.625,00
	68,55

	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5
	Belanja Aset Tetap Lainnya
	3.333.500.000,00
	3.309.500.000,00
	99,28

	2.2.6
	Belanja Aset lainya
	-
	-
	-

	
	
	
	
	

	2.3
	Belanja Tidak Terduga
	1.750.000.000,00
	1.180.250.882,00
	72,10

	
	Belanja Tidak Terduga
	1.750.000.000,00
	1.180.250.882,00
	67,44

	
	Jumlah Belanja 
	499.211.007.464,00
	406.078.416.041,00
	75,57

	
	
	
	
	

	2.4
	Transfer
	16.522.700.100,00
	14.542.480.728,00
	88,01

	2.4.1
	Transfer Bagi Hasil ke Desa
	16.522.700.100,00
	14.542.480.728,00
	88,01

	2.4.1.1
	Bagi Hasil Pajak
	200.000.000,00
	-
	-

	2.4.1.2
	Bagi Hasil Retribusi
	861.000.000,00
	473.657.766,00
	55,01

	2.4.1.3
	Bagi Hasil Pendapatan lainya
	   15.461.700.100,00
	    14.068.822.962,00
	90,99

	
	
	
	
	

	
	Surplus/ ( Defisit )
	-
	( 6.753.299.248,16 )
	-

	
	
	
	
	

	3
	Pembiayaan
	121.621.960.104,08
	123.705.716.904,08
	101,71

	3.1
	Penerimaan Daerah
	170.276.859.104,08
	129.835.615.904,08
	76,24

	3.1.1
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
	128.376.859.104,08
	128.376.859.104,08
	100,00

	3.1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	40.000.000.000,00
	-
	-

	3.1.3
	Penyesuaian Pembentukan Deposito
	-
	-
	-

	3.1.4
	Penerimaan kembali Investasi Daerah
	1.900.000.000,00
	1.458.756.800,00
	76,77

	
	Jumlah Penerimaan Daerah
	170.276.859.104,08
	129.835.615.904,08
	76,24

	
	
	
	
	

	3.2
	Pengeluaran Daerah
	48.654.899.000,00
	6.129.899.000,00
	12,59

	3.2.1
	Pembentukan Dana Cadangan
	40.000.000.000,00
	-
	-

	3.2.3
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	3.654.899.000,00
	3.029.899.000,00
	82,89

	3.2.4
	Pemberian Pinjaman Daerah
	5.000.000.000,00
	3.100.000.000,00
	62,00

	
	
	
	
	

	
	Jumlah Pengeluaran Daerah
	48.654.899.000,00
	6.129.899.000,00
	12,59

	
	Pembiayaan Neto
	121.621.960.104,08
	123.705.716.904,08
	101.71

	3.3
	SILPA 
	0,00
	116.952.417.655,92
	-
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Rp. Rp. Rp.  % 

Belanja Operasi 129,135,466,336        124,277,818,106      4,857,648,230         96.24                     

- Belanja Pegawai 114,358,879,366        110,838,937,493      3,519,941,873         96.92                     

- Belanja Barang  14,776,586,970          13,438,880,613       1,337,706,357         90.95                     

Belanja Modal 12,047,074,256          8,405,721,513         3,641,352,743         69.77                     

- Tanah -                           -                         -                         -                        

- Peralatan dan Mesin 7,410,709,356           4,007,300,963         3,403,408,393         54.07                     

- Gedung dan Bangunan 1,495,250,000           1,262,576,000         232,674,000            84.44                     

- Jalan Irigasi  & Jrn. 69,890,000                67,445,000              2,445,000               96.50                     

- Aset tetap lainnya 3,071,224,900           3,068,399,550         2,825,350               99.91                     

JUMLAH 141,182,540,592        132,683,539,619      8,499,000,973         93.98                     

Jenis Belanja

Diatas/(dibawah)


erdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka masing-masing Kepala Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Kemudian dari pada itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, maka penganggaran belanja daerah pada masing masing SKPD disusun dan pembahasan mengutama prioritas dan plafon anggaran dan mendepankan urusan pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan) yang ditata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing masing SKPD yang juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sijunjung ini merupakan laporan daerah, maka sistimatika penyusunannya disampaikan secara umum dengan mempertimbangan jumlah Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang telah diatur/dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam 1 (satu) unit kerja tidak selalu melaksanakan 1 (satu) urusan wajib atau pilihan saja.

Untuk jumlah pegawai dan kualifikasi pegawai yang melaksanakan urusan wajib atau urusan pilihan atau tugas pembantuan yang diterima daerah akan dilaporkan dalam bentuk daftar/rekapitulasi SKPD, mengingat akan terabaikannya peran dan fungsi Bagian Tata Usaha masing masing SKPD jika jumlah personil yang melaksanakan urusan itu dipisahkan menurut urusan.

Sedangkan bentuk permasalahan yang dilaporkan bukan permasalahan program kegiatan atau permasalahan per SKPD akan tetapi adalah permasalahan  daerah secara umum.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah prioritas urusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009 adalah :

4.1  PRIORITAS URUSAN WAJIB
  4.1.1.  Urusan Pendidikan

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistim Pendidikan Nasional di Kabupaten Sijunjung Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  pada tahun anggaran 2008 telah menetapkan 10 program dengan 59 kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dengan mengalokasikan anggaran  melalui APBD dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam kelompok belanja sebesar Rp. 141.182.540.592,-. yang terbagi atas Belanja tidak langsung sebesar Rp. 107.499.697.316,-  Belanja Langsung sebesar Rp. 33.682.843.276,-. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran Satuan Kerja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal.

Pengertian dari jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

 a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

 b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode ( satu tahun anggaran )

Realisasi belanja operasi, pegawai, barang dan modal dalam tahun 2009 tercatat sebesar Rp. 132.683.539.619,- ( 93.98 %)  
Tabel 4.1
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Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

a. 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 7.160.102.426,- kegiatannya antara lain :

1)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 1.537.053.064,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan,  perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 1.339.743.030,-  (87,16%)
2)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 5.623.049.362,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 35.380.805.720,- (62,92%)
b. 

Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Aparatur.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.398.355.300,- dengan kegiatannya adalah :

1)   Pengadaan Kendaraan Dinas.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 2.801.739.000,- dipergunakan untuk penunjang Operasional Pelayanan Pendidikan bagi Kepala Sekolah Dasar dan Kegiatan ini tidak terealisasi karena terjadi gagal tender dengan realisasi Rp. 8.912.500,-. (0,32%)
2)    Pengadaan Mobiler.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 128.250.000,- dipergunakan untuk biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobiler dengan realisasi Rp. 122.495.300,-. (95,51%)
3)  Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

 Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 468.366.300,-  dipergunakan untuk sarana dan prasarana manajemen perkantoran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 407.279.800,- (86,96%)
c.    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya  Aparatur.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan kegiatan :

Sosialisasi perundang undangan di sekolah dalam rangka Peningkatan kompetensi aparatur  62 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.580.000,- (83,87%)
d.  Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .

        Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dengan kegiatan :

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas Pendidikan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.500.000,-. (100%)
e.    Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan kegiatannya adalah  Pendidikan anak usia Dini

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 450.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan publikasi dan sosialisasi PAUD sebanyak 60 kelompok dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 401.436.078,- (89,21%)
f.    Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp 9.789.848.000,- terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1) Pembangunan Gedung Sekolah

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dipergunakan untuk pembangunan Gedung Sekolah 1 USB SLB Kamang sebesar Rp.100.000.000,-( dana pendamping ) (100%).
2) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB/SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan   Non- Islam Setara SD dan SMP.
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 469.200.000,- dipergunakan untuk Pembayaran Insentif guru sukarela sebanyak 463 orang (100.000,- 100.000/orang/bulan selama 12 bulan ) dengan realisasi sebesar Rp.468.537.000,- (99,86%).
3)    Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dipergunakan  untuk melaksanakan program paket A setara SD 1 kelompok ( .... Warga belajar ) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.636.709,- (93,27%)
4)    Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan program paket B setara SMP kepada anak yang kurang mampu setingkat SMP di Kabupaten Sijunjung 1  ( satu ) kelompok ( 20 Warga Belajar ) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.788.661,- (93,19%)
 5)     Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL) 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 318.600.000,- dipergunakan untuk tambahan insentif guru kelas 6 SD dalam rangka meningkatkan hasil UASBN diberikan untuk 3 matapelajaran  x 200 SD dengan realisasi, sebesar Rp.315.008.000,- (98,87%)
 6)     Pelaksanaan UAS SD

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 443.043.000,- dipergunakan untuk  melaksanakan UAS SD sebanyak 3317 siswa SD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 418.581.220,- (94,87%)
 7)    Olimpiade dan Lomba Mata Pelajaran SD

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan olimpiade dan lomba mata pelajaran 10 mata pelajaran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.341.900,- (90,34%)

 8)     Penunjang Operasional Sekolah TK/SD


Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 2.378.245.500,- dipergunakan untuk Pembayaran Operasional TK/SD Negeri se Kabupaten Sijunjung yang berjumlah 301 Sekolah dengan realisasi keuangan sebesar                  Rp. 2.360.799.621,- (99,27%)
 9)     Penyediaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan 

      Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-dipergunakan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan sebanyak 2 Unit, SDN 13 Limo Koto dan SDN 1 Sungai Lansek  dengan realisasi  keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- (100%)
10)    Penunjang Operasional Manajemen BOS Kabupaten 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk pembiayaan Kegiatan Penunjang Operasional Manajemen BOS Kabupaten dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.317.000,- (92,63%)
11)  Penunjang Operasional Revitalisasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 173.759.500,-,- dipergunakan untuk sosialisasi pengunaan DAK bagi Kepala SD dan Komite Sekolah SD sebanyak 88 SD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.855.000,- (81,64%)
g.   Program Pendidikan Menengah

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 9.126.784.700,- yang  kegiatannya  antara lain :

1) Pembangunan Gedung Sekolah 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.1.150.000.000,- dipergunakan untuk pembangunan kantor SMKN 5 dan SMAN 10 Sijunjung realisasi keuangan sebesar Rp. 938.129.585,- (81,58%)
2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 606250.000,- dipergunakan untuk penambahan ruang kelas baru SMAN 2 Sijunjung dan SMAN 10 Sijunjung dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 526.870.975,-  (86,91%)
3) Penyelenggaraan Paket C setara SMA 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan pendidikan Paket C setara SMA  2 (dua) kelompok        (40 Warga Belajar) dengan realisasi keuangan sebesar Rp140.290.651,- (93,53%)
4) Pengembangan Materi Belajar Mengajar dengan menggunakan         Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan Komputer sebagai sarana Meningkatkan kualitas guru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi namun terjadi gagal kontrak,karena rekanan tidak dapat memnuhi spesifikasi yanh dikehendaki dengan  realisasi keuangan sebesar Rp 17.422.755,- (5,81%)
5) Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/SMA/SMK

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 490.000.000,- dipergunakan untuk ujian nasional dan ujian akhir sekolah tingkat  MP/MTs, SMA, MA/SMK dapat dilaksanakan realisasi keuangan sebesar Rp. 476.523.100,- (97,25%)
6) Penunjang Operasional Sekolah SMP/SMA/SMK/SSA

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 5.446.107.600,- dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sekolah  SMP/SMA /SMK di Kab Sijunjung agaar pengelolaan dapat berlangsung dengan baik dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.747.930.703,- (87,18%)
7) Sukses Ujian Nasional SLTP/SLTA

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 859.500.000,- dipergunakan untuk menunjang kegiatansukses UN suatu upaya untuk meningkatkan mutu kelulusan SLTP/SLTA dengan baik dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 858.083.055,- (99,84%)
8) Penunjang Kegiatan Unggulan di sekolah  

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 74.927.100,- dipergunakan untuk memotivasi sekolah dan penyelenggaraan event /lomba tingkat kabupaten yang dilaksanakan sekolah dengan realisasi keuangan sebesar     Rp. 74.908.650,-. (99,98%)
9) Program SMP Unggul 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk  memacu kualitas SMP unggul Kabupaten ( SMPN 7 Sijunjung ) agar dapat bersaing ditingkat Propinsi dengan realisasi keuangan sebesar           Rp. 49.997.000,-. (99,99%)

h.  Program Pendidikan Non Formal

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 749.335.800,- yang  kegiatan antara lain :

1) Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 147.000.000,- dipergunakan untuk Pembelajaran Program Paket A Keaksaraan Fungsional Lanjutan sebanyak 123kelompok dengan realisasi keuangan sebesar Rp.129.697.040,- (88,23%) 

2) Peringatan HAI, Pameran dan Bazar

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- dipergunakan peringatan HAI ke-43 Tk. Sumbar serta mengikuti lomba KF di Solok Selatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.074.077,- (96,22%)
3) Kompetisi Olah Raga Pelajar dan Lomba Seni Budaya

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 90.415.000,- dipergunakan untuk Kompetisi Olahraga pelajar dan lomba seni dan budaya 85orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.119.000,- (98,57%)
4) Lomba Olah Raga Usia Dini dan Cacat Daerah

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp  100.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan lomba olah raga usia dini tingkat SD dan cacat daerah sebanyak 8  sekolah 64 orang dengan realiasasi keuangan sebesar Rp. 95.499.500,- (95,50%)
5) Porseni Tingkat SMP/Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festifal seni.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 83.585.000,- dipergunakan untuk melaksanakan PORSENI tingkat SMP  diikuti sebanyak 36 sekolah .52 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 81.590.000,- (97,61%)
6) Pekan Olah Raga Pelajar SMA

Kegiatan ini disediakan anggaran52 sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk Pekan Olah Raga Pelajar SMA  sebanyak 1 kegiatan 15 sekolah 40 orang  dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.484.500,- (98,97%)
7) Pelaksanaan UN untuk Program Paket A,B dan C 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 100.035.800,- dipergunakan untuk penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C 480 WB degan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.098.503,- (77,07%)
8) Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal (PTK-PNF) 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- degan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.946.928,- (88,26%)
9) Porseni Guru 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 26.300.000,- dipergunakan untuk penyelenggaraan..lomba antar guru se kab.Sijunjung dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.851.560,- (98,29%)
10) Lomba-lomba siswa dan pembudayaan Olah Raga dan Seni  Unggulan di sekolah 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dipergunakan degan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.486.500,- (97,98%)
i.  Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 2,937.917.059,- yang  kegiatan antara lain :

1) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 69.999.950,- dipergunakan untuk penyelenggaraan.265 dengan realisasi keuangan sebesar                      Rp. 61.294.450,- (87,56%)
2) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan pertemuan guru dlm KKG sebanyak 10 kali pertemuan dengan 17 kelompok dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.952.865,- (97,91%)
3) Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi  sebanyak 75 orang 3 angkatan dengan realisasi keuangan sebesar                  Rp. 92.216.095,- (92,22%)
4) Pengembangan Mutu dan kualitas Program  Pendidik dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dipergunakan untuk pelatihan 1 angkatan. dengan realisasi keuangan sebesar                            Rp. 41.792.000,- (92,87%)
5) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dipergunakan untuk pengelolaan data kependidikan dan pembuatan profil Pendidikan Kabupaten Sijunjung dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.397.000,- (92,33%)
6) Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Potensi Pendidikan ( lomba Guru Berprestasi)

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 79.723,100,- dipergunakan untuk melaksanakan lomba guru berprestasi sebanyak 70 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 77 906.025,- (97,72%)
7) Pengembangan Sistim Perencanaan dan Pengendalian Program Propesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk rapat kerja tahunan dinas dengan realisasi keuangan sebesar                    Rp. 4.645.450,- (9,29%)
8) Pelaksanaan Program Kelas Unggul SMA

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.  750.000.000,-  dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 748.932.000,- (99,86%)
9) Pemberdayaan MGMP SMP, SMA/SMK

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 205.000.000,- dipergunakan untuk memberdayakan kelompok guru sejenis mata pelajaran guna meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran sesuai bidang studi masing masing tingkat SMP/SMA/SMK dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 193.818.130,- (94,55%)
10) Lomba Mata Pelajaran Antar Siswa SMP,SMA,SMK

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.116.850.000,- dipergunakan untuk lomba mata pelajaran antar siswa SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.708.425,- (98,17%)
11) Pelaksanaan kegiatan ICT

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 232.000.000,- dipergunakan untuk mengakses informasi komunikasi internet, Dinas Pendidikan dan ke Departemen Pendidikan (pusat) dengan realisasi keuangan sebesar              Rp. 96.640.650,- (41,66%).

12) Penghitungan Angka Kredit Point Guru, Pamong Penilik, dan Pustakawan 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dipergunakan untuk pendanaan Penghitungan DUPAK kenaikan pangkat guru pamong dan penilik serta pustakawan dilingkungan dinas pendidikan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.822.825,- (95,76 %) 

13) Pemberdayaan Guru dan Kepala Sekolah untuk Peningkatan Kemampuan Menulis (Karya Tulis Ilmiah dalam Pengembangan Profesi). 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 49.675.000,- dipergunakan untuk mengantisipasi siswa gagal masuk sekolah disebabkan karena adanya iuran penerimaan Siswa Baru, dengan realisasi keuangan Rp. 48.107.825,- (96,85%)
14) Dana Pendamping SMK Pemerintah Daerah. 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dipergunakan untuk mengantisipasi siswa gagal masuk sekolah disebabkan karena adanya iuran penerimaan Siswa Baru, dengan realisasi keuangan Rp. 200.000.000,- (66,67%)
15) Pemberdayaan Komite Sekolah. 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- ., dengan realisasi keuangan Rp. 58.232.325,- (77,64%)
16) Teaching Klinis. 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 141.000.000,- , dengan realisasi keuangan Rp. 140.128.845,- (99,38%)
17) Pendamping Program Bermutu. 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 438.669.000,- dipergunakan untuk supervisi klinis memalului pemberdayaan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Tim DCT dan pengadaan LCD dan laptop.., dengan realisasi keuangan Rp. 415.769.450,- (94,78%)
j.  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Program ini disediakan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- yang  kegiatannya adalah  Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-  dipergunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan  dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.958.000,- (95,92%)
Disamping penerimaan APBD, dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun     ( setara SD dan SMP ) Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung juga menerima Dana APBN Rp 173.955.437.000,- dalam program ;

 a. Dana Perbantuan Program pengembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini           ( PPUD ) sebesar Rp. 6.092.800.000 digunakan untuk mengembangkan pendidikan anak usia Dini di119  titik di Kabupaten Sijunjung.

 b. Biaya Operasional Sekolah ( BOS ) Rp. 15.711.767.000, dengan rincian sbb.:

 1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD sebesar Rp.11.223.587.000 yang digunakan untuk membiayai operasional 200 Sekolah Dasar .

 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) SMP sebesar  Rp. 4.488.180.000,- membiayai operasional  48 SMP Negeri dan 2 SMP swasta.

 c. Program peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat SD sebesar Rp.1.810.000.000,- digunakan  untuk membiayai pembangunan  1 unit SLB di Kamang Baru, 6 perpustakaan Sekolah Dasar , 2 program Sekolah SD ber standar Nasional .

 d. Program Pengembangan Akses Rp. 1.925.000.000.,- digunakan   untuk ;

 1) Program pengembangan akses SMP/SMA/SMK Rp. 800.000.000 digunakan untuk membiayai penambahan 2 Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMA, 2 RKB untuk SMK dan 1 untuk SMP. 

 2) Program Rehab untuk SMA Rp 50.000.000,-

 3) Program Pembangunan Runag labor SMA 2 Unit Rp 300.000.000,-

 4) Program pembangunan Gedung   Perpustakaan Sekolah 1 ( satu ) unit          Rp 145.000.000,-

 5) Program pengadaan Alat  Labor IPA SMP 2 paket sebesar Rp 130.000.000,-

 6) Program Pengadaan Alat TIK SMP 3 ( tiga )  unit sebesar Rp 180.000.000,-

 7) Program Subsidi KTSP SMP untuk 4 paket dengan nilai Rp 20.000.000,-

 8) Peralatan PSB SMA 1 paket Rp 50.000.000,-

 9) Program Sekolah Berstandar Nasional 5 paket Rp 250.000.000,-

e. Program Peningkatan dan Pengendali Mutu Pendidikan Rp  171.0370.900,-           digunakan untuk : 

 1) Program BERMUTU  Rp 538.000.000,-  digunakan untuk kegiatan MKPS, KKPS, KKPS, KKS, KKG dan MGMP.

 2) Program KKG berbasis ICT Rp 200.000.000,-  digunakan untuk pemebelian 3 buah laptop, 1 LCD, 1 unit Printer dan 1 buah modem eksternal untuk masing-masing KKG.

 3) Program MGMP berbasis ICT Rp 180.000.000,-  digunakan untukpemebelian 3 buah laptop, 1 LCD, 1 unit Printer dan 1 buah modem eksternal untuk masing-masing MGMP.

 4) Program piloting Proyek Lesson Study Rp 100.000.000,- untuk SMP, MKKS dan MKPS

 5) MKKS SMA Rp 12.500.000,-. Untuk selurus MKKS di Kab.Sijunjung

 6) Program MGMP SMA/SMK Rp 60.000.000,-  untuk Matapelajaran di SMA/SMK 

 7) Program PADATIWEB  Rp 5.895.000.000,-

 8) Blokgrant Pendataan dan pemutakhiran data Tendik dan PTK-PNF               Rp 10.000.000,-

 9) Program Peremajaan dan Sosialisasi NISN Rp 20.370.900,-

Disamping program Perbantuan, peningkatan mutu dan program pengembangan akses, Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung juga mendapat bantuan kesejahteraan Guru dari APBN dalam bentuk : 

 a. Tunjangan Profesi 

Bagi guru yang telah lulus mengikuti sertifikasi dan telah mendapatkan sertifikat  fungsional, diberikan tunjangan profesi sebesar gaji pokok /bulan. Jumlah guru yang telah berhasil mendapatkan sertifikat fungsional  647 orang dari 3534 orang guru  TK, SD, SMP SMA dan SMK baik negeri maupun Swasta, baik PNS maupun Non PNS yang ada di Kabupaten Sijunjung. Hal ini disebabkan karena kuota guru yang dapat mengikuti sertifikasi ditetapkan oleh pusat. Dari 647 orang yang sudah mendapatkan sertifikat fungsional 445 orang yang telah mendapatkan tunjangan profesi, sedangkan 202 guru (kuota 2009 ) masih dalam proses di Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada data guru penerima sertifikasi dihalaman berikut.

Tabel 4.2
Data Guru Penerima Sertifikasi
	No
	Tingkat Sekolah
	2006
	2007
	2008
	2009
	Jml

	
	
	N
	S
	N
	S
	N
	S
	N
	S
	

	1.
	TK
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	4

	2.
	SD
	2
	0
	120
	5
	71
	1
	60
	4
	263

	3.
	SMP
	3
	0
	22
	1
	97
	2
	43
	2
	170

	4.
	SMA
	0
	0
	16
	1
	57
	0
	30
	0
	104

	5.
	SMK
	0
	0
	14
	4
	28
	1
	16
	0
	63

	6.
	PengawasTK/SD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	0
	26

	7.
	Pengawas SLTP/SLTA
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	17

	
	Jumlah
	5
	0
	174
	11
	253
	4
	194
	6
	647


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung
 b. Tunjangan Fungsional bagi guru non PNS, baik yang mengajar di sekolah negeri /swasta yang telah mengabdi paling kurang 4 tahun, kepada guru tersebut diberi tunjangan sebesar Rp 200.000/bulan yang berasal dari APBN.

Tahun 2009 jumlah guru yang  mendapatkan Tunjangan fungsional Non PNS 318 orang, dengan rincian sdebagai berikut : 

 1. TK


:  60 orang

 2. SD


: 232 orang

 3. SMP


:   10 orang

 4. SMA


:     7 orang

 5. SMK


:     9 orang

 Jumlah


: 318 orang

 c. Tunjangan Bantuan Kesejahteraan SD yang diberikan kepada Guru PNS dan Non PNS yang mengajar di daerah terpencil  sebesar Rp.1.350.000,-/bulan. Tahun 2009 guru yang mendapatkan Tunjangan bantuan kesejahteraan SD 61 orang  . Hal ini terlihat pada tabel berikut:
	Tabel 4.3
Data Guru Penerima Tunjangan Daerah Khusus

	NO
	NEGERI
	SWASTA
	JUMLAH

	1
	46
	15
	61


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung

 d. Bantuan Guru mengikuti pendidikan ( Kualifikasi bagi guru yang telah menyelesaikan pendidikannya , kepada guru tersebut diberikan tunjangan sebesar Rp. 2000.000,- ( hanya satu kali saja ), terdiri dari :

 Bantuan APBN Guru TK/SD


: 133 orang

Bantuan APBD




: 172 orang      
Tabel 4.4

Dampak dari kebijakan umum daerah, pada tahun 2009 
pada bidang pendidikan

	No
	Indikator
	Dampak

	
	
	2007
	2008
	2009

	1. 
	 APK SD
	113,16
	114,04
	114.24

	2. 
	APK SLTP
	80,93
	82,52
	84.27

	3. 
	APK SLTA
	42,23 %
	46
	48,73

	4. 
	ANGKA DO SD
	1 %
	0,75
	0,09

	5. 
	NEM SD
	6,72
	6,81
	6,89

	6. 
	NEM SLTP
	6,90
	6,95
	5,94

	7. 
	NEM SLTA 
	6,85
	6,90
	6,61

	8. 
	NEM SMK
	6,46
	7,13
	6,69


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung

Tabel 4.5

Keadaan sekolah TK,SD,SLTP,SLTA di Kab Sijunjung

	No
	Kecamatan
	TK
	Sekolah Dasar
	SLTP
	SLTA
	MA

	
	
	
	SD
	SDLB
	MI
	SMP
	MTs
	SMA/
	SMK
	

	1
	Sp. Kudus
	18
	29
	 
	 
	7
	2
	2
	0
	0

	2
	Koto VII
	21
	28
	 
	 
	6
	3
	1
	1
	1

	3
	Kupitan
	7
	14
	 
	0
	3
	1
	1
	1
	1

	4
	IV Nagari
	7
	13
	 
	 
	2
	2
	0
	1
	1

	5
	Lubuk Tarok
	10
	17
	 
	 
	2
	1
	1
	0
	0

	6
	Sijunjung
	13
	37
	1
	 
	9
	1
	3
	3
	0

	7
	Tj Gadang
	8
	25
	 
	1
	6
	1
	1
	0
	0

	8
	Kamang Baru
	26
	38
	 
	 
	14
	4
	3
	2
	0

	
	Total jumlah
	110
	201
	1
	1
	49
	15
	12
	8
	3


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung

Perkembangan Pendidikan 
Secara umum perkembangan kinerja makro bidang pendidikan di Kabupaten Sijunjung  sejak 5  tahun lalu relatif baik. Kemajuan yang signifikan terjadi pada program pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan. 

Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan angka APK dan APM yang terus meningkat dan mampu mendekati batasan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) secara Nasional, perkembangan tertinggi dicapai pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) yaitu peningkatan APK APM sebesar APK 0.2 % DAN APM 0,02% .Sementara pada program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, prestasi yang dicapai terlihat hampir sama dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja pada program Pendidikan menurut strata pendidikan  dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a.  Kinerja Pendidikan pada program pemerataan kesempatan memperoleh  pendidikan.

 1) Jenjang pendidikan Dasar ( SD/MI).

Upaya pemerataan layanan pendidikan pada jenjang  Pendidikan   Dasar (SD/MI) di Kabupaten Sijunjung terlihat cukup berhasil, dimana 99,97 % penduduk, 7 sampai dengan 12 tahun telah duduk dibangku sekolah .  Angka ini melebihi target nasional  ( 95 % )  sebagaimana  diatur  dalam  Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).

Selanjutnya berdasarkan Angka Partisipasi Kasar, jumlah siswa SD/MI tahun 2009 juga mengalami peningkatan sebesar 0.2 % dari kondisi tahun 2008, sehingga APK tahun 2009 tercatat sebesar 114,24 %. Hal ini disebabkan  karena : 

(a) Tingginya minat anak usia 6 sampai dengan 7 tahun untuk memperoleh layanan pendidikan dasar (SD/MI), yaitu sebesar 5.9 % atau 1642 orang. Mereka umumnya berasal dari siswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat TK.

(b) Masih terdapat anak usia > 12 tahun yang duduk dibangku (SD/MI).

Untuk mendukung upaya pemerataan layanan pendidikan tersebut pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Sijunjung masih dihadapkan pada beberapa kendala sebagi berikut : 

(a) Kekurangan ruang kelas. Statistik yang ada menunjukkan bahwa ratio kelas/ruang kelas > 1. Hal ini terjadi karena sebahagian fasilitas tersebut mengalami kerusakan (rusak berat ) akibat bencana alam dan terjadinya peningkatan jumlah warga belajar.

(b) Kekurangan jumlah tenaga edukatif, terutama yang PNS untuk melakukan proses belajar disekolah.

 Adapun Capaian Pemerataan Pendidikan Dasar (SD/MI) tahun 2005 – 2009 dapa dilihat pada Tabel berikut :    

Tabel 4.6

Indikator Capaian Pemerataan Pendidikan Dasar (SD/MI) Thn 2005- 2009
	NNo
	Indikator
	Tahun

	
	
	22005
	22006
	22007
	22008
	22009

	11
	APK (%)
	103,87
	111,76
	112,51
	114,04
	114,24

	22
	APM (%)
	91,52
	98,96
	99,02
	99,07
	99,11

	3
	Rasio :
	
	
	
	
	

	
	- Siswa/Sekolah
	229,00
	132,00
	138,00
	139,00
	139

	
	- Siswa/Kelas
	21,00
	22,00
	22,00
	22,00
	22

	
	- Kelas/Ruang kls
	1,06
	1,01
	1,06
	1,05
	1,03

	
	- Murid/Guru
	20,00
	19,00
	19,00
	17,00
	16

	
	-Guru/Kelas
	0
	0
	0
	0,78
	  0.72

	4
	Kepadatan Penduduk 

Usia Sekolah 7-12 thn 
   ( org/km2 )
	11
	8
	24
	8
	8.22


 Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Sijunjung

 2) Jenjang Pendidikan Menengah ( SLTP/MTs)

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SLTP/MTs) upaya pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat menunjukan kemajuan.               Ini ditandai dengan keberhasilan pemerintah Kabupaten Sijunjung mendongkrak angka APM sebesar 3.34% pada tahun 2009. Peningkatan ini belum dapat dibanggakan secara signifikan disebabkan terjadinya ledakan tamatan sekolah dasar SD yang melebihi kapasitas pengembangan akses yang dilakukan.  akan tetapi karena tingginya tingkat melanjutkan sehingga APK Sekolah Menengah Pertama yang diperkirakan naik ternyata menurun sebesar 10,65 % sehingga tingkat ketercapaiannya semakin jauh dari target Nasional. 

Upaya ini dicapai melalui program pembangunan unit sekolah baru, perbaikan fasilitas yang ada, kampanye wajar sembilan tahun dan sebagainya. Namun demikian kita perlu terus meningkatkan pada tahun berikutnya, sampai mencapai target nasional, yaitu 90 %.

Ketersedian fasilitas untuk mendukung program pemerataan pendidikan ini dirasakan masih kurang, ini ditandai dengan angka ratio kelas/ruang kelas (satu) artinya semua ruang terpakai untuk ruang belajar sehingga ruang penunjang menjadi tidak ada. Oleh sebab itu penambahan ruang kelas baru/ penunjang  menjadi penting untuk diprioritaskan pada tahun berikutnya. Kondisi ini relatif stabil pada tahun 2008 dan 2009, namun seiring dengan perkembangan jumlah penduduk usia 13 sampai 15 tahun, menyebabkan fasilitas yang tersedia menjadi berkurang.

Tabel 4.7

Indikator Capaian Pemerataan Pendidikan Menengah Pertama(SLTP/MTs)

Tahun 2005 - 2009
	 No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1.
	APK (%)
	64,31 
	74,76
	91,55
	80,93
	84.27%

	2.
	APM (%)
	44,74
	51,01
	62,66
	63,43
	65.03

	3.
	Rasio :
	
	
	
	
	

	
	- Siswa/Sekolah
	196,00      
	195,00
	191,00
	153
	152

	
	- Siswa/Kelas
	31,00
	30,00
	30,00
	22
	26

	
	-Kelas/Ruang kls 
	0,83        
	2,15
	2,15
	1,08
	1,13

	
	- Murid/Guru
	11,89
	11,29
	11,20
	15,9
	27

	4.
	Kepadatan Penduduk Usia  Sekolah 13-15 th (org/Km2)
	4
	4
	3
	4
	4


Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Sijunjung.

 3) Jenjang Pendidikan Menengah ( SMA/SMK/MAN)

      Upaya pemerataan layanan pendidikan pada tingkat menengah (SMA/SMK/MAN) di Kabupaten Sijunjung tahun 2005 – 2009 telah berjalan dengan baik. Ini ditandai dengan meningkatnya APM dari tahun ke tahunnya, ahun 2009 mengalami kemunduran yang diakibatkan tidak seimbangnya daya tampung SLTA yang berjumlah 12 SMA dan 6 SMK dengan jumlah tamatan usia 13-15 yang berjumlah 48 SMP Negeri dan 2 SMPN swasta serta 16 MTs sehingga terjadi ledakan siswa 13-15 (sekolah menengah pertama) akibat program wajar 9 tahun. Namun bila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional angka ini masih rendah dari target yang diharapkan yaitu 60 %.

Fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung upaya pemerataan (berupa ruang kelas) terutama untuk SMA/SMK/MAN masih sedikit kurang karena angka ratio kelas/ruang kelas pada tahun 2008 masih lebih besar dari 1, namun untuk sekolah kejuruan (SMK) secara umum kondisinya relatif memadai.

Adapun untuk lebih jelasnya Capaian pemerataan pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MAN)  dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Indikator Capaian Pemerataan Pendidikan Menengah (SMU/SMK/MA)

Tahun 2005 - 2009
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1.
	APK (%)
	36,25
	41,98
	46,13
	48,2
	48.34

	2.
	APM (%)
	29,56
	27,08
	29,77
	29,47
	35.56

	3.
	Rasio :
	
	
	
	
	

	
	· Siswa/Sekolah
	321,00
	233,00
	325,00
	271
	234

	
	· Siswa/Kelas
	31,00
	27,00
	34,00
	28,22
	29

	
	· Kelas/Ruang kelas
	1,00
	0,78
	1,02
	1,02
	1,09

	
	· Murid/Guru
	10,00
	8,00
	11,00
	11,8
	11

	4.
	Kepadatan Penduduk Usia Sekolah 16-18 thn (org/Km2)
	4
	4
	2
	4
	4


  Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Sijunjung.

b. Capaian Kinerja Pendidikan pada program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan mencakup  :

 1) Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI)

Dilihat dari aspek peningkatan mutu, Perkembangan program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dari tahun 2005 – 2009 terlihat cukup menggembirakan .  Ini ditandai dengan perkembangan dibeberapa hal sebagai berikut :

(a) Pertama,  angka lulusan siswa dari 93,90 % pada tahun 2006 menjadi 92,31 % pada tahun 2007.dan  pada tahun 2008 naik menjadi 99,21 % dan tahun 2009 naik menjadi 99.98%  Dari jumlah tersebut masih tercatat lagi sejumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya (SLTP/MTs) sebesar 0.09 % . 

(b) Kedua, masih tingginya angka mengulang 9,58 % 

(c) Ketiga, jumlah guru yang memenuhi kualitas layak mengajar menjadi sebesar   21.39 % 

(d) rata-rata nilai UAN siswa belum memperlihatkan peningkatan yaitu sama halnya dengan tahun terdahulu yaitu 6,89 disamping  kualitas  input  siswa  pada  tahun  yang  sama  lebih  rendah   

(e) Sementara menekan angka putus sekolah sebesar 0.02% dari posisi 0,20% pada tahun 2008. Sehingga perkembangan angka putus sekolah ini memenuhi batasan SPM secara nasional.

Capaian Mutu Pendidikan Dasar (SD/MI) tahun 2005 - 2009 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.9

Indikator Mutu Pendidikan Dasar (SD/MI) Tahun 2005-2009
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	Rata-rata NEM siswa Th. I Asal TK/RA

Angka Mengulang 

Angka Putus Sekolah 

Angka Lulusan

Angka melanjutkan 

Kelayakan Mengajar

· Layak

· Semi Layak

· Belum Layak

Kondisi Ruang Kelas

· Baik

· Rusak Ringan

· Rusak Berat
	7,10

46,60

10,02

0,97

99,90

0

76,95

18,84

4,21

39,42

35,14

25,44
	6,29

60,28

10,20

0,51

93,90

0

76.62

17.36

6.02

52.07

28.77

19.66
	6,43

54,61

10,19

0,47

92,93

0

72,33

18,47

9,20

42,66

34,08

23,27
	6,43

57,44

9,4

0,20

99,21

83,77

13,85

1,59

84,55

65,75

0,18

17,52
	6,89

62.82

9,4

0,20

99,21

83,77

13,85

1,59

84,55

65,75

0,18

17,52


        Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Sijunjung

2)  Jenjang Pendidikan Menengah (SLTP/MTs)


Perbaikan  mutu dan relevansi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SLTP/MTs) dari tahun 2005 – 2009 secara umum belum memberikan hasil yang menggembirakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Indikator Mutu Pendidikan Menengah (SLTP/MTs) Tahun 2005-2009

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1.
	Rata-rata   Angka Mengulang
	6,09
	6,75
	4,14
	5,59
	2.35

	2.
	Angka Putus Sekolah
	2,70
	0,67
	0.61
	1,68
	2.15

	3.
	Angka Lulusan
	2,99
	2,31
	1,91
	2,18
	61.28

	4.
	Angka melanjutkan
	95,82
	80,14
	85,33
	55,76
	93.35

	5.
	Angka Kelayakan Mengajar
	68,70
	74,48
	76,10
	77.31
	78.86

	6.
	% Kondisi Ruang Kelas
	
	
	
	
	

	
	· Baik
	88,43
	77,38
	88,37
	85,61
	88.97

	
	· Rusak Ringan
	6,80
	12,90
	9,50
	9,71
	6.55

	
	· Rusak Berat
	4,77
	9,72
	2,13
	4,68
	4.48

	7.
	% Fasilitas sekolah
	
	
	
	
	

	
	· Perpustakaan
	22,00
	23,00
	23,00
	53,2
	72

	
	· Lapangan O.Raga
	20,00
	20,00
	20,00
	20
	21

	
	· UKS
	10,00
	12,00
	12.00
	23,40
	24

	
	· Laboratorium
	22,00
	24,00
	24,00
	40,42
	68


 Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Sijunjung

3)  Jenjang Pendidikan Menengah (SLTA)

Perkembangan program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SLTA) dari tahun 2005 – 2009 dengan beberapa indikator yang ada, dapat dilihat pada tabel 2.11 

Tabel 4..11

Indikator Mutu Pendidikan Menengah (SMU/SMK/MA) Tahun 2005-2009

	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	1.
	Rata-rata Angka Mengulang
	6,02
	6,71
	6,70
	6,16
	1.31

	2.
	Angka Putus Sekolah
	2,70
	1,29
	1,29
	2,86
	2.71

	3.
	Angka tidak lulus
	2,99
	2,58
	2,58
	37.9
	7.55

	4.
	Angka Kelayakan Mengajar
	95,82
	85.48
	85,48
	66,42
	95.77

	5.
	Kondisi Ruang Kelas
	
	
	
	
	

	
	· Baik
	88,43
	77,37
	94,00
	86,42
	91.08

	6.
	· Rusak Ringan
	6,80
	12,90
	5,00
	6,17
	4.91

	
	· Rusak Berat
	4,77
	9,72
	1,00
	7,40
	4.03

	7.
	Fasilitas sekolah
	
	
	
	
	

	
	· Perpustakaan
	12,00
	13,00
	13,00
	72,22
	83.33

	
	· Lapangan Olahraga
	8,00
	9,00
	9,00
	5,55
	7.23

	
	· Laboratorium
	9,00
	19,00
	19,00
	5,55
	19.92


Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Sijunjung

Berdasarkan tabel-tabel diatas terlihat perkembangan capaian kinerja makro dibidang pendidikan yang mengacu pada indikator pemerataan pendidikan serta indikator peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masih bersifat fluktuatif. Sementara perbaikan terhadap aspek mutu dan relevansi pendidikan masih sangat terbatas.   

Masih berfluktuatifnya  capaian kinerja dibidang pendidikan lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan program dan kegiatan yang dilaksanakan belum tercapai secara optimal. Untuk itu, perlu dilakukan refocusing terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian kinerja yang optimal.

Guna mencapai SPM dimaksud dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pendidikan ini kondisi SDM serta sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pendidikan dapat dilihat pada halaman berikut :

a.  Kondisi Sumber Daya Manusia di Dinas Pendidikan

	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	118

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	10

	
	- S 1 / D-4
	55

	
	- D I s/d D III
	21

	
	- SLTA
	29

	
	- SLTP
	3

	
	- SD
	0

	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	0

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	4

	
	- Eselon IV.a
	23

	
	- Eselon IV.b
	8


b.   Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Guru dan Pegawai Tata Usaha SLTA, SLTP/MTsN, SD dan TK Tahun 2009
	No.
	 Tingkat Pendidikan 
	Kualifikasi Pendidikan
	Jumlah

	
	
	S.2
	S.1/   D-4
	DI-DIII
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	1
	 Guru SLTA 
	45
	476
	23
	0
	0
	0
	544

	2
	 Guru SLTP 
	12
	708
	183
	
	0
	0
	903

	3
	 Guru SD 
	0
	372
	1351
	16
	0
	0
	1739

	4
	 Guru TK 
	0
	15
	175
	94
	0
	0
	284

	5
	 Pegawai Tata Usaha SLTA 
	0
	2
	3
	16
	2
	0
	23

	6
	 Pegawai Tata Usaha SLTP 
	0
	1
	2
	47
	6
	2
	58

	7
	 Penjaga  SD 
	0
	0
	0
	13
	28
	37
	78

	Total  Jumlah 
	57
	1574
	1737
	186
	36
	39
	3629


c.  Kondisi Sarana dan Prasarana

Ketersedian fasilitas untuk mendukung program pemerataan pendidikan ini dirasakan masih kurang, ini ditandai dengan angka ratio kelas/ruang kelas artinya semua ruang terpakai untuk ruang belajar sehingga ruang penunjang menjadi tidak ada. Oleh sebab itu penambahan ruang kelas baru/ penunjang  menjadi penting untuk diprioritaskan pada tahun berikutnya. Kondisi ini relatif stabil pada tahun 2009.

Jumlah belanja Modal yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dengan perincian belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta asset tetap lainnya berjumlah Rp.12.047.074.256,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.405.721.513,- dipergunakan bagi pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan ini seperti peningkatan sarana dan prasarana Kantor Dinas, penambahan ruang belajar, pengadaan meubiler bagi sekolah, rehab bangunan sekolah, serta pembangunan Unit Sekolah Baru bagi pemerataan pendidikan.

     4.1.2. Urusan Kesehatan

Kebijakan umum Pemerintah Daerah pada Bidang Kesehatan tahun 2009 diarahkan untuk pencapaian tujuan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, peningkatan sistem pengendalian kependudukan dan KB serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat.

Untuk tahun 2009 telah disusun rencana program kegiatan dalam bentuk DPA bidang kesehatan untuk 45 kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan UPTD antara lain  kegiatan,  rehabilitasi dan pembangunan sarana kesehatan, pengadaan alat medis dan alat-alat non medis dengan program kegiatan adalah :

a.  Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan UPTD antara lain Puskesmas, Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Belanja Gaji untuk Dinas Kesehatan dan UPTD Labor serta Gudang Farmasi dan Puskesmas  dialokasikan  sebesar Rp. 16.702.548.765,-  realisasinya adalah  sebesar  Rp. 15.374.403.738,-. (92,05%)
b.  Belanja Langsung

Belanja Langsung disediakan anggaran sebesar Rp. 55.406.573.032,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan  bidang kesehatan Tahun Anggaran 2009 dengan realisasi sebesar Rp. 26.668.791.527,- (48, 13%)
Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah :
1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 2.126.537.400,- yang kegiatan antara lain :

a)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 369.467.200,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 310.017.853,- (83,91%).

b)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.757.070.200,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar      Rp. 1.665.590.303,- (94,79%)

2).  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 199.968.100,- yang kegiatan adalah :

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 65.776.000,- digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dengan realisasi keuangannya sebesar 61.189.500 (93,03 %). 

b) Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 134.192.100,- digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.989.050,- (91,65%)

3).  Program Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- yang kegiatan adalah Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur  
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- digunakan untuk penyediaan tenaga terampil bidang data dan program,  dengan realisasi   sebesar Rp14.290.000,- (95,27 %). 

4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian  Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

 Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- yang kegiatan  Penyusunan laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD.
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- digunakan untuk pembuatan laporan dan lakip, dengan realisasi sebesar Rp. 5.472.500,- (99,83%)

5).  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 663.870.000,- yang kegiatan adalah Pengadaan obat dan perebekalan kesehatan

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.663.870.000,- digunakan untuk pengadaan obat dan perebekalan kesehatan, penyaluran obat dan program dan pencetakan kartu stok obat obat puskesmas., dengan realisasi sebesar Rp. 659.900.000,- (99,80%) 
6).  Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

 Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.909.463.800,- yang kegiatan adalah :
a).   Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 30.107.000,- yang digunakan untuk Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan  dimaksudkan untuk melakukan pendataan  sarana dan prasarana tingkat Puskesmas dan Pustu serta melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan Puskesmas sehingga didapatkan data dasar Puskesmas yang berguna untuk perencanaan kesehatan kedepan. Disamping itu kegiatan ini juga dalam rangka mengumpulkan petugas Pustu dan polindes serta puskesmas untuk melakukan evaluasi pencapaian program serta menghasilkan kesepakatan-kesepakatan utntuk peningkatan kinerja masing-masing unit. , dengan  realisasi anggaran sebesar Rp. 24.448.500 (81,21 %).

b)  Peningkatan Kualitas penyebarluasan informasi kesehatan .

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberian dan sosialisasi informasi kesehatan yang meliputi informasi kesehatan jiwa dengan sasaran para guru BP tingkat SLTA,SLTP serta siswa dan petugas pengelola Kesehatan Jiwa Puskesmas dan sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja bagi pekerja sector formal dan informal. Dalam kegiatan ini telah diberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan jiwa remaja dengan harapan bagi peserta yang mengikuti acara ini dapat menyebarluaskan informasi tersebut kepada siswa,  keluarga, tetangga dan masyarakat secara umum, sedangkan setelah selesai sosialisasi UKK bagi pekerja formal dan informal serta petugas pengelola UKK , realisasi sebesar         Rp. 19.875.000- (83,86%).  

c)   Pengembangan kesehatan institusi

Kegiatan ini disediakan anggaran Rp. 48.744.750,- digunakan     untuk  peningkatan kinerja puskesmas serta petugas kesehatan dilakukan kegiatan penilaian puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatan teladan serta untuk meningkatkan kemampuan manajerial pimpinan puskesmas telah dilaksanakan workshop kepemimpinan dan manajerial bagi kepala puskesmas dan petugas Tata Usaha, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.879.250,- (92,07%).

d)  Pemantapan mutu internal dan eksternal laboratorium.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 446.049.600,- digunakan untuk mempersiapakn UPTD Labkesda menjadi laboratorium yang terakreditasi perlu dilakukan upaya pemantapan mutu secara internal dan eksternal sehingga visi UPTD labkesda memberikan pelayanan laboratorium prima pada masyarakat dapat terwujut, realisasi sebesar Rp. 426.355.280,- (95,58%).

e)   Pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 360.862.450,- digunakan untuk Penyehatan Air Bersih, Penyehatan pembuangan kotoran, penyehatan lingkungan pemukiman, pengawasan sanitasi umum, penyehatan makanan dan minuman, pengurusan sampah dan limbah.  Kegiatan yang dilaksanakan dititik beratkan untuk meningkatnya pola hidup bersih dan sehat di masyarakat,realisasi sebesar Rp. 269.373.750,- (74,65%).  

7)  Program Nagari Siaga dan Penyebarluasan Informasi 

Pengembangan nagari siaga dan penyebarluasan informasi kesehatan

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 294.009.325,- digunakan untuk Pelaksanaan kegiatan pengembangan Nagari siaga dan penyebarluasan informasi  adalah pelatihan pengembangan nagari siaga, pertemuan pemantapan operasioanal poskesri, pelatihan tenaga penggerak promosi kesehatan puskesmas , perkemahan bakti cabang Saka Bakti Husada (SBH)  dan penyusunann data profil UKBM puskesmas. Serta pembuatan media promosi kesehatan berupa kartu menuju sehat, bilbord dll dengan realisasi sebesar Rp. 258.133.825,- (87,80%)

 8)  Program Perbaikan Gizi Masyarakat, 

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 355.368.850,- yang kegiatan adalah :

a)   Penyusunan peta masyarakat kurang gizi.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.36.873.250,- digunakan untuk penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi  adalah tersedianya peta  informasi masyarakat kurang gizi di Kabupaten Sijunjung, Penyusunan Peta didahului dengan kegiatan Pelatihan Enumerator Survei gizi yang diikuti oleh 12 orang, dilanjutkan dengan Pelaksanaan Survei Gizi di 241 jorong. Dari kegiatan survei gizi tersebut akan diperoleh status gizi balita per Kecamatan dan per Puskesmas, kemudian data tersebut dilakukan pengolahan sehingga dihasilkan gambaran balita kurang gizi di Kabupaten Siunjung dalam bentuk Peta, realisasi sebesar Rp. 34.803.250,- (94,39%).

b)  Pemberian makan tambahan dan vitamin.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 204.137.700,- digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah PMT penyuluhan di Kelompok Usila, PMT kegiatan kelas ibu, PMT untuk ibu hamil KEK, PMT untuk terapi gizi bagi balita gizi buruk dan MP ASI Balita Gakin. Kegiatan ini tidak semuanya dapat direalisasikan karena adanya bulan puasa dan tidak adanya kasus yang ditemui,, realisasi sebesar Rp. 153.616.200,- (75,25%).

c) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 56.005.000,- digunakan untuk terdeteksi secara dini masalah gizi masyarakat melalui pemantauan dan pembinaan petugas. Pembinaan petugas diberikan melalui Pelatihan Konselor ASI dengan peserta 36 orang dan Pertemuan Pengelola Program Gizi Puskesmas dengan peserta 12 orang. Sedangkan pemantauan kegiatan penanggulangan masalah gizi dilakukan kegiatan kalakarya ke 275 Posyandu dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada kader tentang kegiatan posyandu terutama tentang tumbuh kembang balita. Disamping itu juga dilakukan pemantauan obat gizi terhadap 275 Posyandu dengan tujuan agar diketahui pelaksanaan pendistribusian obat gizi dan diperoleh taksiran kebutuhan untuk tahun yang akan datang seperti tablet Fe, Vitamin A, kapsul yodium dan tablet Fe untuk anak sekolah atau remaja, realisasi sebesar Rp. 53.215.375,- (95,02%).

d)  Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 58.352.900,- digunakan untuk pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian kekurangan sadar gizi bertujuan untuk pemberdayaan gizi keluarga melalui perbaikan gizi berbasis masyarakat sehingga status gizi masyarkat meningkat, sedangkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelaksanaan kegiatan Positive Deviance, Pemetaan Kadarzi dan Pemantauan PMT-AS. Pelaksanaan Positive Deviance merupakan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya yang difokuskan pada Puskesmas Sungai Lansek tepatnya Kenagarian Muaro Takung. Sedangkan pemetaan kadarzi diperoleh dari survei yang dibantu kuesioner yang dilakukan pada 241 jorong dengan sasaran 20 KK per jorong. Hasil pemetaan akan menjawab 5 indikator kadarzi yaitu : makan beraneka-ragam, menimbang secara teratur, ASI eklusif, menggunaan garam beryodium dan suplemen zat gizi. Sedangkan kegiatan pemantauan PMT-AS dilakukan terhadap 140 SD yang menerima PMT-AS kudapan dan susu, namun tidak seluruh SD dapat dipantau karena  pelaksanaan pemberian susu agak terlambat sedangkan batas waktu kegiatan sudah berakhir. Dengan demikian hasil yang bisa diolah adalah BB, TB dan Hb yang mendapat PMT-AS berupa kudapan, realisasi sebesar Rp. 48.658.400,- (83,39 %) 

  9).  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 326.623.475,- yang kegiatan adalah :

 a)  Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 83.180.000,- digunakan untuk meningkatkan upaya pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular langsung seperti penyakit ISPA, diare, TB paru, kusta dan HIV/AIDS, perlu meningkatkan intensitas penemuan dan kualitas tatalaksana disarana pelayanan kesehatan melalui beberapa kegiatan:
(1) Penjaringan dan penemuan penderita

(2)  Penemuan kelompok puskesmas satelit di puskesmas rujukan   mikroskopis (PRM)

(3)  Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kabupaten.

(4)  Monitoring evaluasi program

(5)  Pengadaan alat penunjang kegiatan.
Realisasi sebesar Rp. 51.955.450,- (62,46%).

b)  Pemusnahan/Karantina sumber penyebab penyakit menular.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 41.781.900,- digunakan untuk Dalam upaya pemberantasan penyakit menular khususnya penyakit menular yang bersumber binatang seperti malaria, rabies, DBD, Chikungunya dan penyakit bersumber binatang lainnya perlu adanya kerja sama lintas program dan lintas sektoral. Untuk tahun 2009 ini, kegiatan pemberantasan penyakit menular bersumber binatang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

(1) Monitoring dan evaluasi program

(2) Pengadaan bahan dan pelaksanaan  fogging (pengasapan).

Realisasi sebesar   Rp. 36.709.725,- (87,86%) 

c)  Peningkatan imunisasi.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 47.730.000,- digunakan untuk peningkatan manajemen program dalam pelaksanaan kegiatan imunisasai yang dilakukan oleh puskesmas yang mencakup kegiatan : 

(1) Penyediaan Logistik (pengambilan vaksin ke propinsi, pencetakan buku pencatatan).

(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi. operasional peningkatan upaya pencegahan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi 

                                      Dengan realisasi sebesar Rp. 32.060.750,- (67,17%)

d)  Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 22.718.000,- digunakan untuk peningkatan pengamatan terhadap penyakit dan faktor resikonya yang dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisis dan interpretasi sampai menghasilkan informasi yang ini meliputi :

(1) Pengolahan data penyakit potensial KLB yang berasal dari laporan W1 (bila ada peningkatan kejadian penyakit yang signifikan), W2 (laporan mingguan) dan laporan bulanan (STP).

(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi.

(3) Penyelenggaraan monitoring status kesehatan calon jemaah haji 

Realisasi sebesar Rp. 20.964.425 (92,28%).

 e)  Pengemdalian Penyakit tidak menular

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 131.213.575,- digunakan untuk untuk upaya pengendalaian penyakit tidak menular melalui upaya pengendalian factor resiko penyakit tidak menular dilakukan inventarisasi masyarakat yang menderita factor resiko PTM pada 12 Puskesmas melalui kegiatan :

(1) Sosialisasi Program PTM tingkat kabupaten

(2) Sosialisasi program PTM tingkat puskesmas 

(3) Penjaringan/pendataan kasus PTM di Masyarakat

(4) Pelatihan program PTM bagi petugas puskesmas

(5) Pengadaan alat penunjang kegiatan

        Dengan realisasi  sebesar    Rp. 35.016.250,- (26,69%).

10). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 47.940.000,- yang kegiatan adalah Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Sarana Pelayanan Kesehatan, digunakan untuk pengawasan dan pembinaan peredaran obat dan makanan yang diperjualbelikan di Apotek, toko obat dan pasar-pasar tradasionil. Dari hasil pengawasan obat-obatan, ternyata masih banyak obat-obat keras yang dijual oleh pedagang kaki lima di pasar-pasar tradiosionil, dari yang seharusnya hanya boleh dijual di apotek dengan resep dokter. Terhadap pedagang ini telah diberikan pembinaan dan peringatan/teguran, ealisasi sebesar  Rp. 47.199.500,- (98,46%)

11).  Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringnya.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar                                     Rp. 11.400.396.500,-  yang kegiatan adalah :

 a)  Pembangunan Puskesmas.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.999.891.450,- digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan prasarana puskesmas, maka diperlukan bangunan puskesmas yang lebih baik. Oleh sebab itu beberapa puskesmas seperti Puskesmas Gambok dan Tanjung Gadang perlu dilakukan peningkatan fisik. Selain itu pembangunan dilaksanakan pula lanjutan pembangunan puskesmas kumanis dan Tj. Ampalu yang pembangunannya dimulai dari anggaran tahun 2008. Selain pembangunan puskesmas itu sendiri pada kegiatan ini dilakukan pula pembangunan terhadap rumah dinas dokter (Pusk.Kamang) dan lapangan parkir serta pondasi pagar (Puskesmas Kamang), Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi semua kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang lebih layak. Pada umumnya rencana/target berhasil dicapai, kecuali pencairan dana untuk Puskesmas Gambok dan Tanjung Gadang. Dengan  realisasi sebesar Rp. 12.361.301.000 (80.27%).

b)  Pembangunan Puskesmas Pembantu

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.525.040.600,- digunakan untuk adalah pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi pembangunan pustu dan poskesri. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah yang terpencil/jauh dari puskesmas. Sehingga perlu dibangun pustu dan piskesri. Maka melalui kegiatan ini telah di bangun satu pustu dari 9 poskesri, serta satu dam Pustu Kiliran Jao, realisasi sebesar                        Rp. 1.356.978.000,- (88,98%).
c)   Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 4.551.053.300,- digunakan untuk  pengadaan alat-alat kesehatan dan mobiler untuk disebarkan ke 12 puskesmas yang ada di Kab. Sijunjung. Sementara pengadaan alat-alat kesehatan UGD dan OK tidak dapat dilaksanakan/batalkan, karena masalah prosedur tender dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, realisasi keuangan                       Rp. 1.994.031.595,- (43,81%).
e)  Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarana Prasarana Puskesmas

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 505.427.150,-  digunakan untuk perbaikan rumah paramedis dan dokter, pengadaan instalasi air minum, da pengadaan kontruksi pembangunan rumah, realisasi keuangan Rp. 473.732.000,- (93,73%).

f)   Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana puskesmas  

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 505.427.150,- digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kita telah melaksanakan 5 paket pekerjaan dalam kegiatan ini, yang meliputi rehap puskesmas, rehap rumah dinas dokter, dan rehap rumah dinas paramedik puskemas, realisasi keuangan sebesar   Rp. 453.470.350,- (89,72%).
g)  Rehabilitasi sedang dan berat puskesmas Pembantu

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 818.984.000,- digunakan untuk rehabilitasi 14 Pustu dinilai benar-benar perlu diperbaiki. Rehap tersebut berupa rehap ringan berupa pengecatan dan perbaikan kerusakan kecil, serta rehap berat yang berupa penambahan ruangan ataupun pemugaran gedung, realisasi keuangan Rp. 700.511.000,- (85,53%).
12) Program Pengadaan peningkatan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 37.678.809.950,- untuk kegiatan  Pembangunan rumah sakit yang  telah dilaksanakan dengan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut, pelaksanaan pembangunan Rumah sakit merupakan kontrak multi year, dimana penyelesaian pelaksanaannya diharapkan  sampai akhir tahun 2010 selesai,, realisasi keuangan sebesar                              Rp. 14.672.035.075,- (38,94%).

13).  Program Kemitraan dan peningkatan pelayanan  kesehatan.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 205.066.000,- yang kegiatan adalah :
a).   Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 37.678.809.950,- digunakan untuk terlaksananya pelayanan kesehatan dasar gratis bagi semua penduduk kabupaten Sijunjung, terlaksananya pembukuan dan pentatausahaan keuangan yang baik, bertambahnya peserta jaminan kesehatan daerah sebanyak 866 jiwa dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan. 
b).  Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasienbrujukan 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 133.604.000,-digunakan untuk Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan oleh dokter spesialis dasar, spesialis jiwa dan patologi klinis. Dari rencana awal kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 176 kali kunjungan ke 5 Puskesmas dan Labkesda,pengobatan pasien rujukan, realisasi sebesar                           Rp. 108.234.250 (81,01%). 

14).   Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 152.197.875,- yang kegiatan adalah  Pelayanan   Kesehatan  digunakan untuk  peningkatan  kemampuan petugas, lintas sektoral terkait dalam penanganan masalah kesehatan usila dan meningkatkan keterampilan kader remaja dalam pola hidup sehat dan berkulitas, untuk mendukung kegiatan tersebut tersedianya data kesehatan poksila dengan pemberian  reward kader poksila. Terlaksananya  seminar lansia di Kabupaten Sijunjung diikuti 260 orang,Terpenuhinya pelayanan kesehatan kesehatan reproduksi remaja di sekolah dengan terbentuknya kader PKPR di sekolah yang telah dilatih Konseling kesehatan remaja, realisasi sebesar  Rp. 142.945.255,- (93,92%).
15).   Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 174.803.425,- yang kegiatan adalah  Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 105.230.000,- digunakan untuk mendukung program pemerintah yaitu gerakan sayang ibu untuk mencegah kematian ibu melahirkan  dan bayi,  bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan kelas ibu hamil, pembinaan balita sehat, audit maternal perinatal, pelatihan kohort dan PWS bagi pengelola program KIA dan seminar sehati KIA. Semua kegiatan tersebut  bertujuan agar tersedianya tenaga bidan yang profesional dan terstandarisasi dalam asuhan persalinan normal. Terkoordinirnya secara cepat permasalahan dalam penanggulangan kematian ibu dan Balita. Terkoordinirnya data kegiatan dari Bidan di Desa bersama puskesmas. 
Tersedianya tenaga yang  handal, profesional serta mampu sebagai fasilitator dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, realisai sebesar       Rp. 167.293.425,- (95,70%).

17).  Program Penunjang operasional puskesmas

         Program ini disediakan dana anggaran sebesar RP. 851.018.332,- yang kegiatan adalah :
a) Penunjang operasional Puskesmas Gambok
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.653.467,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.72.753.467,- (96,16%). 
b) Penunjang operasional Puskesmas Sijunjung
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 105.706.900,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.95.642.500,- (90,48%).
c)    Penunjang operasional Puskesmas  Tanjung Ampalu
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 85.134.010,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp. 77.029.010,- (90,40%).
d) Penunjang operasional Puskesmas Kumanis

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 87.308.900,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.78.925.400,- (96.80%). 

e)    Penunjang operasional Puskesmas Tanjung Gadang

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 96.096.270,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.96.291.270,- (100.07%). 

f) Penunjang operasional Puskesmas Muaro Bodi

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 51.795.975,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.64.783.100,- (125,07%). 
g) Penunjang operasional Puskesmas Padang Sibusuk

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 52.443.700,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.52.113.700,- (99.79%). 
h) Penunjang operasional Puskesmas Kamang

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 62.316.010,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.54.934.010,- (88,15%). 

i) Penunjang operasional Puskesmas Sungai Lansek

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 91.256.330,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.88/594.280,- (97,08%). 

j) Penunjang operasional Puskesmas Air Amo

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 45.148.355,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.40.616.805,- (89,96%). 

k) Penunjang operasional Puskesmas Lubuk Tarok

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 57.972.930,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.56.157.630,- (98,96%). 

l) Penunjang operasional Puskesmas Sumpur Kudus

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 40.185.485,- digunakan operasional puskesmas, pelayanan dasar, administrasi, promkes, realisasi keuangan sebesar Rp.33.355.485,- (83,00%). 

Realisasi yang melebihi 100% tersebut di atas disebabkan  adanya pelayanan gratis, secara otomatis DPA Puskesmas berubah karena sumber pembiayaan diganti dengan Pos Bantuan. Adapun dampak dari kebijakan umum daerah yang secara langsung maupun  tidak langsung pada perkembangan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12

Dampak Kebijakan Umum Daerah terhadap Kesehatan Masyarat
	No.
	Indikator
	Dampak

	
	
	2008
	2009

	1.
	Angka kematian Bayi/1000 KH
	24,28
	27.05

	2
	Angka kematian Anak Balita/1000 KH
	1,60
	0.77

	3.
	Angka kematian Ibu/100.000 IH
	68,72
	67.06

	4.
	Angka Harapan Hidup
	66,20
	


Secara Teknis aplikasi terapan program kesehatan sulit dirumuskan penyebab kenaikan angka kematian tersebut. Namun yang sangat mendukung kegiatan pemantauan angka kematian pada tahun 2009 ini adalah pelaksanaan survey AKI, AKB, AKABA Tingkat Propinsi sehingga setiap kematian harus dilaporkan ditindaklanjuti dalam waktu 2 x 24 jam.

Asumsi sementara, angka yang ada adalah  merupakan data yang lebih akurat karena diambil berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dan kader disetiap jorong yang ada, sedangkan data lama diambil berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas yang diperoleh dari bidan desa dengan kemampuan memantau AKI, AKB dan AKABA yang sangat terbatas.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana dalam menunjang berbagai program kegiatan pada bidang kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar bagi masyarakat adalah sebagai berikut :
 a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan :

	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	618

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	10

	
	- S 1 / D-4
	88

	
	- D I s/d D III
	333

	
	- SLTA
	157

	
	- SLTP
	24

	
	- SD
	6

	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	4

	
	- Eselon IV.a
	21

	
	- Eselon IV.b
	6


b.   Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

	No.
	Jenis Prasana
	Jumlah

	
	
	

	1.
	Rumah Sakit
	-

	2
	Puskesmas
	12

	3
	Puskesmas Keliling
	19

	4
	Puskesmas Pembantu
	50

	5
	Balai Pengobatan  ABRI/Swasta
	1


 b. Tenaga Kesehatan menurut jenis profesi  tahun 2009 sbb  :
	No.
	Jenis Profesi
	Dinas Kesehatan
	Puskesmas
	Pustu/ Polides

	1
	Dokter Umum
	1
	31
	-

	2
	Dokter Gigi
	-
	9
	

	3
	Pasca Sarjana
	10
	-
	-

	4
	Keperawatan
	
	
	

	
	- Perawat
	2
	54
	

	
	- D3 Keperawatan
	3
	107
	

	
	- S1 Keperawatan
	-
	5
	-

	5
	Bidan
	
	
	

	
	- Bidan
	-
	-
	106

	
	- D3 Kebidanan
	4
	60
	1

	
	- D4 Kebidanan
	-
	-
	-

	6
	Kesehatan Gigi 
	
	
	

	
	- Perawat Gigi
	1
	9
	-

	
	- D3 Keperawatan Gigi
	-
	2
	-

	7
	Kesehatan Masyarakat
	
	
	

	
	- Pembantu Penilik Hygiene
	2
	11
	-

	
	- D3 Kesehatan lingkungan
	3
	15
	-

	
	-Sarjana Kesehatan Masyarakat
	13
	12
	-

	8
	Kefarmasian
	
	
	

	
	- Asisten Apoteker
	1
	17
	-

	
	- D3 Farmasi
	1
	5
	-

	
	- S1 Farmasi
	-
	-
	-

	
	- Apoteker
	1
	4
	-

	9
	Gizi
	
	
	

	
	- Pembantu ahli gizi
	-
	-
	-

	
	- D3 Gizi
	2
	11
	-

	
	- S1 Gizi
	1
	1
	-

	10
	Keterapian Medis
	
	
	

	
	- Analis Kesehatan
	-
	8
	-

	
	- D3 Analis Kesehatan
	- 
	7
	-

	
	- D3 Rekam Medis
	1
	3
	-

	
	- D3 Refraksi Optetri
	-
	2
	-


 c. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung merupakan urusan wajib Desentralisasi Pemerintahan sesuai dengan kewenangan urusan ini dikerjakan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan implementasi Peraturan Daerah 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) lembaga teknis di Kabupaten Sijunjung.

Untuk membiayai masalah-masalah lingkungan hidup, penyediaan pembangunan sarana dan prasana serta rehabilitasi pembangunan  pada tahun 2009 dengan program kegiatan telah dianggarkan melalui APBD sebesar               Rp. 681.918.000,- sebagai berikut :
 d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 681.918.000,- dengan kegiatannya adalah :

 1) Pemantauan Kualitas Lingkungan.
Kegiatan ini bersumber dana dari DAK LH dia,nggarkan sebesar  Rp.620.400.000,- dipergunakan untuk pembangunan Laboratorium lingkungan maupun sarana lainnya dan telah mengacu pada pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana DAK LH dengan realisasi sebesar Rp. 617.413.300,- (99,56%). 

 2) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
Kegiatan ini bersumber dana dari APBD dianggarkan sebesar  Rp.31.018.000,- dipergunakan untuk biaya umum, pembinaan pengawasan dan pengendalian pendamping dana DAK LH dalam pelaksanaan pengawasan bidang lingkungan hidup dengan realisasi sebesar                  Rp. 30.161.400,- (97,24%).  
 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup. 

Kegiatan ini bersumber dana dari APBD dianggarkan sebesar  Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sijunjung dengan realisasi sebesar Rp. 26.713.000,- (89,04%).
Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	24

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	2

	
	- S 1 / D-4
	8

	
	- D I s/d D III
	2

	
	- SLTA
	9

	
	- SLTP
	2

	
	- SD
	-


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	-

	
	- Eselon IV.a
	4

	
	- Eselon IV.b
	-


b. Kondisi sarana dan prasarana

Pada Tahun 2009 secara bertahap terus meningkatkan sarana dan prasarana pendukungnya melalui kegiatan rehab kantor serta pembangunan ruang labor lingkungan hidup serta peningkatan fasilitas kantor. Disamping itu juga melalui dana DAK Kementerian Lingkungan Hidup 1 (satu) buah kendaraan operasional Mitsubisi Strada Tritlon pada tahun 2008 sedangkan tahun 2009 sudah dilengkapi prasarana pendukung yaitu loket pelayanan terpadu, pengisian mobiler loket dan kantor dan mobiler labor.   

4.1.4. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dengan fungsinya sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaaan umum;

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaaan umum;

c. Pembinaan terhadap unit Pelaksnaan Teknis daerah di bidang pekerjaan Umum;

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Melalui Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaaan Umum telah merealisasikan program dan kegiatan yakni pendapatan, belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah :
 a. Pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung yaitu target pendapatan sejumlah Rp. 953.309.000,- dan realisasi pendapatan sejumlah         Rp. 680.458.147,-  (71,38%)
 b. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.628.247.200,- dipergunakan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan realisasi sebesar Rp. 4.454.501.705,- (96,25%)
 c. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 80.485.342.708,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan bidang Pekerjaan Umum tahun anggaran 2009 dan realisasi pelaksanaan sebesar Rp. 54.145.689.921,- (67,27%)
Adapun bentuk Program kegiatan tahun 2009 tersebut adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 843.585.000,-  dengan penyerapan dana sejumlah Rp. 771.855.102,- dan kegiatannya antara lain :

 1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 256.663.100,- dipergunakan untuk  honorarium Pengelola Keuangan, biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor,  belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan baju dinas Pegawai, belanja peralatan kebersihan dan pembersih dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 231.521.875,-  (90,20%)
 2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar                  Rp. 586.921.900,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar   Rp. 540.333.227,- (92,06%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 925.540.000,- dengan realisasi dana sejumlah  Rp. 252.205.650,- dan kegiatan antara lain :
1)   Pembangunan Gedung Kantor 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 797.540.000,- dipergunakan untuk lanjutan pembangunan gedung gudang dengan realisasi                         Rp. 125.211.400,- (15,70%)
2)    Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor  

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 128.000.000,- dipergunakan untuk biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dan pengadaan komputer, printer, meja dan rehab gedung/kantor dan aula/ruang rapat pada Kantor Dinas PU dan dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 126..994.250,- (99,21%)
3)   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan kegiatan adalah Peningkatan Sumber daya Aparatur.
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dipergunakan untuk meningkatkan sumber daya aparatur Dinas PU kabupaten dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0%)
4)  Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- kegiatan adalah kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar Rp. 5.500.000,- diperghunakan untuk menyusun laporan kinerja dan keuangan Dinas PU dengan realisasi sebesar Rp. 5.476.400,- (99,57 %)
5)   Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Program ini disediakan dana anggaran malalui APBD sebesar                 Rp.37.014.034.500,-. Anggaran tersebut terserap sejumlah                           Rp. 17.575.462.600,- dengan kegiatan sebagai berikut :
a.   Pembangunan Jalan 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 30.242.117.600,- dipergunakan untuk pekerjaan sebagai berikut :

 (1) Paket I (Hotmix) Ruas Jalan Pandam – Solok Amba, Ruas Jalan Tamparungo – Sisawa, Ruas Jalan Silokek – Durian Gadang 

 (2) Paket II (Hotmix), Jalan Poros Pasar Sungai Tambang
 (3) Paket III, Ruas Jalan Tanjung – Koto Tuo
 (4) Paket IV,  ruas jalan Adinegoro – Ranah Sigading
 (5) Paket  V,Jalan Plasma  Nutfa
 (6) Batang Kariang – Banjar Tangah – Tanjung Kaliang Mudik Imuk
 (7) Jalan Aie Amo – BRI
 (8) Jalan ke Puskesmas Pdg Sibusuk dan Kamang
Dengan Realisasi sebesar Rp. 14.837.120.500,- (49,06%)
b.   Pembangunan Jembatan 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 6.771.916.900,- dipergunakan untuk Pembangunan Jembatan Penyeberangan diatas air sebagai berikut : 

 (1) Pembangunan Jembatan Batang Lasi
 (2) Pembangunan Jembatan Gantung Durian Gadang
 (3) Pembangunan Jembatan Sei, Lansek
 (4) Pembangunan Jembatan Calau
 (5) Pembangunan Jembatan Tapian Diaro ( 40 M’ )

 (6) Pemasangan Bangunan pelengkap Jbt Btg Lasi
Dengan realisasi sebesar Rp. 2.738.342.100,- (40,44%)
Sisa dana yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan disebabkan oleh beberapa hal antara lain ;

 (1) Pengadaan bahan pabrikan yang belum terealisasi
 (2) Intensitas curah hujan yang tinggi 
 (3) Terjadinya Gempa di Sumatera Barat
 c)     Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan rapat monitoring bulanan dan kunjungan lapangan, dengan realisasi sebesar Rp. 19.126.725,- (95,63%) sedangkan dana pada sisa anggaran APBD atau kembali ke APBD.

 6)  Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan disediakan anggaran sebesar Rp. 17.897.054.181,- dan realisasi sebesar Rp. 15.916.040.930,- dengan rincian kegiatan yakni :
a)  Rehabilitasi /pemeliharaan jalan 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 16.607.645.900,- dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan :
 (1) Paket I

Ruas Jalan Muaro – Koto Tuo, Ruas Jalan Sijunjung – Pematang Panjang, Jalan Lingkar Sarasah Indah, Ruas Jalan Sp Batu Basasak – Tanah Datar, Ruas Jalan Sp Lintas Pdg Sibusuk – AIC 
 (2) Paket II

Ruas jalan Sei Betung – Pitu Batu, Ruas jalan Sp Pintu Batu – Tanjung Keling, Ruas jalan Sp Kamang – Aie Amo

 (3) Pal X – Perumnas Gambok – Workshop
 (4) Paket IV Ruas jalan Durian Gadang – Paru
 (5) Paket V Jalan Pengayoman
 (6) Rehap rutin badan jalan aspal
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.335.373.300,- (86,32%) sisa dana yang tidak terserap diluncurkan ke tahun anggaran 2010 disebabkan dengan beberapa faktor antara lain ;

 (1) Curah hujan yang cukup tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan dan mendatangkan material proyek

 (2) Langkanya aspal curah di pasaran

 (3) Topografi lokasi pekerjaan yang berbukit dan berat

 b)  Rehabilitasi/pemeliharaan  jembatan  

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 710.379.000,- dipergunakan untuk pekerjaan rehabilitasi jembatan Rehap jbt,.Bt.Karangan Sp Kudus, Rehap Jbt.gantung Koto Kp. Dalam, Jbt ruas Kmg – Aie Amo – Sei. Betung, Rehap Jbt. Sei Tambang – Sei Tanang, Rehap Jbt. Sei. Geringging dan Aie Amo.Realisasi Dana Rp. 610.702.700,- (85,97%)
 7) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 925.000.000,- dan kegiatannya adalah :

a) Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium kebinamargaan. Pengadaan Air Compressor dan kelengkapannya, Pengadaan alat ukur laboratorium, SPK Kalibrasi alat ukur. Disediakan angaran sebesar Rp.475.000.000,-  Realisasi anggaran sebesar Rp. 428.788.805,- (90,27%)
b) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat beratdan 
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan berat dan kendaraan berat Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sijunjung  realisasi anggaran sebesar Rp. 449.614.000,- (99,91%)
8).  Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dianggarkan sebesar Rp. 6.986.559.550,- dan terserap sejumlah Rp. 6.764.918.670,- (96,83%) dengan kegiatan antara lain :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi  

Kegiatan ini disediakan anggarkan sebesar Rp. 3.735.000.000,- dipergunakan untuk pekerjaan rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi D.I Bandar IX Lurah, D.I Ulu Takung, D.I Andopan, D.I Aie Amo, D.I Batu Hampar II, D.I Bandar koto tuo, D.I Tandikek, D.I Batang Lansek TL, D.I Sungai Pandan, D.I Batang Tampus, D.I Sawah Patikin, D.I Tarantang, D.I Muaro kaluai, D.I Cupak Lombiak, D.I Batang Gobah, D.I Subarang Balai, D.I Mudik Manui, D.I Mudik Kako, D.I Batang Kuayan, D.I Sei PaUh, D.I Sangkiamo, D.I Kayu Gadih, D.I Sungai Koto, D.I Sei. Timpeh,D.I Sawah Gadang,-. Sisa anggaran diluncurkan ke tahun anggaran 2009. Hal ini terjadi disebabkan terlambatnya keluar jaminan retensi pemeliharaan dari bank.

b)  Peningkatan Jaringan Irigasi

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.680.352.600,- di pergunakan untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi. D.I Batang Lasi, Pembangunan Irigasi Pompanisasi, Rehap Pompanisasi Mingkudu Kedap, D.I Bandar koto tuo, D.I Tb Penti, D.I Sei Lantung, D.I Batang Suo, D.I Mudik Kamang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.534.338.150,- (91,31%)
c)   Realisasi / pemeliharaan pemberdayaan petani pemakai Air.

Kegiatan ini disediakan anggaran sbesar Rp. 75.000.000,,- dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja jasa dalam rehabilitasi pemeliharaan petani pemakai Air dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.828.050,- (99,77%)
                          e) Operasional Rehablitasi dan rekonstruksi penanganan Pasca Bencana                                      Alam 

Pada bidang pengairan tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 85.550.000,- yang dipergunakan untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi realisasi anggaran sebesar Rp. 37.208.289,- (43,49%)
9) Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Limbah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.686.346.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.747.084.400,- (65,90%) dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.628.837.900,- dipergunakan untuk pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Nagari Takung, Nagari Latang Lubuk Tarok, Pudak dan Padang Ranah, Bukit Bual, Nagari Sei Lansek. Pendamping Penyehatan PDAM, MBR RSH Sei Tambang. Perluasan Air Minum IKK Kumanis. Air Bersih Nagari Sei Lansek (Dusun Tinggi II). Perluasan Air minum Sisawa dan Silantai. Dengan realisasi sebesar Rp. 3.095.708.500,00 (85,31%)
b) Penyediaan  Sarana dan prasarana Air Limbah.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.240.663.600,- dipergunakan untuk pekerjaan Drainase lingkungan dan Turap komplek perumahan sari ipuh permai, Drainase lingkungan ibukota kabupaten Muaro paket I, II dan III. Drainase lingkungan kawasan pasar Sijunjung. Pembangunan bangunan pelengkap TPA Muaro Batuak. Realisasi anggaran sebesar Rp. 651.375.900,- (52,50%) sisa dana diluncurkan ke tahun anggaran 2010 disebabkan alokasi dana ditampung setelah perubahan APBD sehingga untuk proses pelelangan tidak cukup waktu pada tahun anggaran berjalan

c) Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 364.187.300,- dipergunakan untuk Biaya Operasional dan Pendamping APBN pada Program PAMSIMAS Tahun Anggaran 2009 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 312.298.200,- (85,75%)
d) Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 524.985.000,- dipergunakan untuk biaya operasional dan pendamping APBN pada Program SANIMAS tahun anggaran 2009 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.957.450,- (37,52%) pada kegiatan ini terjadi kendala dalam tahapan-tahapan perencanaan dan penentuan lokasi oleh masyarakat yang terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai di akhir tahun anggaran berjalan.
 10)  Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan anggaran sejumlah Rp. 57.717.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran terserap sejumlah Rp. 18.886.300,- kegiatannya antara lain adalah  Operasional Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 57.717.000,- dipergunakan untuk biaya operasional Program P2KP tahun anggaran 2009 dengan realisasi sebesar Rp. 18.886.300,-. (32,72%) Kondisi ini disebabkan karena dari APBN terjadi pengurangan dana pada Revisi II pada Program PPIP, P2KP dan PAMSIMAS.

 11) Program Peningkatan Pembangunan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur, disediakan anggaran sebesar Rp. 52.702.500,- dan terserap sejumlah Rp.52.667.500,- (99,93%)
a) Lanjutan Perencanaan Teknis

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 51.170.000,- dipergunakan untuk perencanaan desain ke PU an dibidang Bina Marga dan Cipta Karya antara lain perencanaan jembatan palangki, jembatan pintu batu, teknis pembangunan jalan dan perencanaan teknis rehab/pemeliharaan jalan serta survey desain ke PU an, desain pembangunan gedung kantor tingkat 3 dan desain pembangunan Gedung DPRD dengan realisasi sebesar Rp. 51.135.000,- (99,93%)
b) Sistem Informasi / Data Base Sarana dan Prasarana   Dinas PU

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.532.500,- yang dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan Sistem Informasi/Data Base Sarana dan Prasarana Dinas PU dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.532.500,- (100%)
 12) Program Sosialisasi dan Pembinaan Usaha Jasa dan Konstruksi Kegiatannya adalah   Sosialisasi, pembinaan dan survey jasa konstruksi
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 71.700.000,- dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta survey jasa konstruksi dalam rangka peningkatan kualitas pengusaha jasa konstruksi dengan realisasi sebesar Rp. 26.255.000,- (36,62%)
 13)     Program Sosialisasi Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatannya adalah Sosialisasi,Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi sebesar Rp. 33.615.000,- (67,23%)
Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimaksudkan disini adalah kondisi riil pada tahun 2009 dan juga permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung, secara garis besar dapat digambarkan kondisinya sebagai berikut :
 a.   Jalan

Kondisi jalan Nasional yang membentang dari Utara ke Selatan membelah Kabupaten Sijunjung sepanjang 105,91 km yang keseluruhannya dalam kondisi baik, hanya dibeberapa titik ada kerusakan antara lain di Km 116 dan Km 140 dari Padang dan jalan propinsi sepanjang 50,20 km yakni dari simpang Tanah Badantung sampai batas Kabupaten Tanah Datar sepanjang 39,50 Km dalam kondisi rusak dan ini telah ditangani pada tahun 2009 sepanjang 6 Km tinggal sepanjang 33.50 Km yang sangat perlu penanganan lebih lanjut. Dan jalan Propinsi dari  Simpang Simancung ke Tanjung Ampalu sepanjang 10,90 Km yang dalam kondisi rusak perlu peningkatan sepanjang jalan tersebut. Dan Rehabilitasi jalan Nasional ( Negara ) serta jalan provinsi pengelolaannya masih ditangani Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

Tabel 4.13
Kondisi Jalan Tahun 2009

	No
	Jenis Permukaan
	Panjang (km)
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Sedang
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	1.

2.

3.

4.
	Aspal

Kerekel

Tanah

PCC
	410,25

  230,43
354,55
28,51
	380,39

59,90
-

26,59
	22,27
75,33

-

1,50
	7,60
44,40
93,25
0,52
	-

54,80

261,30

-

	
	Jumlah
	1.023,80
	462,84
	99,10
	145,77
	316,10


Sumber : Dinas PU Kabupaten
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jalan yang telah diaspal baru 40,07% dari panjang jalan, jalan kerekel 22,51% dan jalan tanah 34,63%, kalau dilihat dari kondisinya 45,21% dalam keadaan baik, dan 9,68% kondisi sedang, sedangkan 14,24% kondisi rusak ringan  dan 30,88% kondisi rusak berat, kondisi tersebut masih sangat jauh dari yang diharapkan dimana kondisi jalan mantap yang diinginkan.

Total panjang jalan tersebut belum termasuk jalan desa yang merupakan kewenangan yang harus ditangani oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung. Data terakhir panjang jalan desa dan lingkungan adalah sepanjang 633 km yang kondisinya masih sangat memprihatinkan.

Penanganan jalan desa pada tahun 2009 lebih banyak di tangani melalui dana Partisipatif dan Block grant Nagari dan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten tidak di tangani lagi oleh Dinas Pekerjaan Umum tapi pelaksanaannya pada kecamatan masing-masing ruas jalan tersebut berada.

 b.  Jembatan

Prasarana jembatan di Kabupaten Sijunjung terdapat 315 unit jembatan dengan panjang 4.224,05 m yang tersebar pada jalan kabupaten. Kondisinya 17 unit jembatan panjang 106 m diantaranya merupakan jembatan sementara yang terbuat dari kayu. Disamping itu terdapat pula 50 lokasi yang merupakan lintasan basah, yaitu menyeberang dengan memasuki sungai. Hal ini karena didukung oleh dasar sungai yang memungkinkan untuk dilalui kendaraan. 

Masih terdapatnya lokasi-lokasi yang kondisi alamnya (belum ada jembatan), pada hal dilihat potensi kawasan tersebut sangat layak untuk dibangun jembatan permanen seperti di kecamatan Sumpur Kudus dan Sijunjung.
 c. Irigasi

Tabel 4.15

Kondisi irigasi di Kabupaten Sijunjung
	No
	Jenis Irigasi
	Jml 
DI
	Luas Areal yang sudah ada jaringan irigasi
	Luas Areal yang belum ada jaringan irigasi
	Total

	
	
	
	Sudah sawah
	Blm sawah (Ha)
	Sudah sawah (Ha)
	Blm sawah (Ha)
	

	
	
	
	Sudah berfungsi
	Blm ber fungsi
	
	
	
	

	1.
	Irigasi teknis
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Irigasi semi teknis + Btg. Sariau
	77
	5.680
	1.150
	116
	808
	192
	7.946

	3.


	Irigasi 

Sederhana
	190
	4.514
	240
	265
	-
	-
	4.779

	4.
	Embung

Air Tanah
	14

	172
	25
	15
	-
	-
	212

	
	T o t a l
	281
	10.366
	1.405
	396
	808
	192
	13.167

	
	
	
	12.167
	1.000
	


            Sumber : Dinas PU Kabupaten

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas areal potensial seluas 13.167 Ha baru yang ada jaringan seluas 12.167 Ha (80.10%), terdiri dari sawah sudah berfungsi 10.366 Ha (58.70%), belum berfungsi 1.405 Ha (15.53)% dan belum sawah 396 Ha (25.77%).

Sedangkan areal sawah yang belum ada jaringan irigasi seluas 1.000 Ha (19.90%) yang terdiri dari sudah sawah 808 Ha (77.86%) dan belum sawah seluas 192 Ha (22.14%), dari data tersebut di atas masih banyak areal sawah masyarakat yang belum terjangkau oleh jaringan irigasi teknis, sedang kondisi saluran primer dan saluran sekunder sepanjang 239,40 km kondisinya banyak yang telah rusak, begitu juga bangunan pengambilan sebanyak 230 buah dari data terakhir kondisi baik 170 buah, rusak ringan 47 buah dan rusak berat 13 buah.

  d. Sawah Tadah Hujan

Luas sawah tadah hujan yang ada di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung seluas 2.055 Ha, potensi sumber air yang bisa dimanfaatkan dari sungai yang ada seluas 1.650 Ha seperti sungai Batang Sukam, Palangki dan Batang Ombilin, sedangkan yang tidak ada sumber air seluas 405 Ha.
e. Sungai

Kabupaten Sijunjung dilalui oleh beberapa sungai antara lain Batang Ombilin, Batang Palangki dan Batang Sukam bermuara ke sungai induk Batang Kuantan sedangkan Batang Pangian, Sungai Betung dan Batang Karing, Batang Takung bermuara ke sungai induk Batang Hari. Kondisi pada saat ini terutama sungai induk Batang Kuantan yang menampung debit sungai dari Utara, Barat dan sebagian dari Selatan alur sungai terjadi penyempitan dan pendangkalan, erosi yang mengakibatkan apabila terjadi banjir besar terjadi genangan (back water) ke hulu yang mengakibatkan pemukiman, jalan banyak yang terendam dan pada beberapa titik pada Sungai Batang Sukam, Palangki perlu pengamanan sungai karena mengancam permukiman penduduk dan jalan sebagai perhubungan antara kota ke desa dan sebaliknya.

f.  Peralatan

Kondisi Peralatan Berat menunjang penanganan kegiatan fisik ke PU-an yang ada pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung sebanyak 31 unit, seperti tabel berikut : 
Tabel 4.16
	No
	Jenis Peralatan
	Tahun
	Kondisi
	Ket.

	
	
	
	B
	RR
	RB
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
	Excavator 01

Excavator 02

Motor Graeder

Motor Graeder

Motor Graeder

Stone Crusher

Wheell Loader

Wheell Loader

Tandem Vibro Roller

Wheell Excavator

Pendesterian Roller

Water Tank Truck

Dumpt Truck

Dumpt Truck RR

Dumpt Truck 3.5 Tn

Dumpt Truck UWD

Dumpt Truck 3.5 Tn

Dumpt Truck 3.5 Tn

Dumpt Truck 3.5 Tn

Maintenance Unit

Maintenance Unit

Generating Set

Tandem Vibro Roller

Three Wheell Roller

Three Wheell Roller

Three Wheell Roller

Vibro Roller

Skid Steer Loader

Bulldozer

Tronton P

Backoe Loader
	2003

2004

1982

1982

2003

1982

1980

1980

1989

1989

1989

1989

1989

1982

1989

1978

1989

1989

1989

1989

1989

1982

1982

1985

1981

1994

2006

2004

2007

2007

2007
	√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
	√

√

√

√

√

√

√


	√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√


	RSS

RSS

RSS

RSS

RSS

RSS

RSS

Baru

Baru

Baru

Baru


        Sumber : Dinas PU Kabupaten

        Keterangan : RSS = Rusak sama sekali

Dari tabel diatas terlihat peralatan yang siap pakai hanya 12 unit (46.875%), rusak ringan 7 unit ( 21.875% ), dan rusak berat sebanyak 12 unit ( 31.25 ), rusak berat dan rusak ringan peralatan tersebut disebabkan oleh faktor usia dimana peralatan yang ada pada umumnya diadakan pada tahun 1980 dan tahun 1989 baik itu melalui APBD maupun IBRD.

Dengan kondisi yang demikian maka beban pembinaan jalan baik untuk pemeliharaan maupun penanggulangan bencana alam yang kondisi topografi Sijunjung rawan terhadap bencana alam pada jalan-jalan kabupaten dan desa belum terlaksana dengan mobilitas dan kecepatan gerak yang tinggi.  
g.  Air Bersih

Kabupaten Sijunjung yang mempunyai luas 3.130,40 km2 dengan jumlah penduduk 196.667 jiwa dengan jumlah jorong/desa 137, baru 77 jorong (57%) yang bisa dilayani oleh sistem pengolah air sederhana, masih jauh dari standar kesehatan.

Data terakhir tahun 2007 Sistem Pengolah air Sederhana yang dimiliki antara lain :

 1) Hidran Umum/Tangki Air 75 buah

 2) Bangunan Penangkap Mata Air Bron captering) 1,00 buah

 3) Sumur Dalam (Deep wel) 30 buah

 4) Instalasi penjernih Air Sederhana 15 buah

h. Sumber Daya Aparatur

Ditampilkannya sumber daya aparatur dimaksudkan adalah untuk mengetahui seberapa besar faktor pendukung untuk menjalankan tugas-tugas ke PU-an dalam melayani masyarakat sesuai kewenangannya. Dilihat dari segi kualitatif sumber daya manusia aparatur yang ada di Dinas PU saat ini berjumlah 115 orang PNS, 5 orang pegawai Honda ditambah 21 orang pegawai Kontrak (non PNS). Berdasarkan basis tingkat pendidikan dan spesialisasinya maka SDM yang dimiliki oleh Dinas PU Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :
Tabel  4.17

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Unit Kerja
	S2 (org)
	S1 (org)
	D4 (org)
	D3 (org)
	D1 (org)
	SMK (org)
	SMU (org)
	SMP (org)
	SD (org)
	Total (org)

	Kadinas

Sekretariat

Pen. Ruang & Bang. Ged Bina Marga

Pengairan 

Cipta Karya

UPTD 
	1

-

1

2

1

-

-
	-

5

4

7

4

9

2
	-

-

-

2

2

1

-
	-

1

-

4

1
1

-
	-

-

-

-

-

-

-
	-

5

1

1

5

4

7
	-

7

-

-

2

2

-
	-

2

1

-

-

2
	-

-

-

-

-

-

7
	1

20
7

16

15
17

18

	Jumlah 
	5
	31
	5
	7
	-
	23
	11
	5
	7
	94

	Pegawai Honda 
	-
	-
	-


	-
	1
	-
	1
	3
	-
	5

	Kontrak 
	-
	2
	-
	1
	2
	6
	4
	3
	3
	21


Dari tabel diatas secara kualitatif (dilihat dari basis ijazahnya) dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan kualifikasi ijazah teknis (mulai dari STM, diploma 3 keatas) dibanding ijazah non teknis (SMA/SMP/SD) adalah 68,97% : 31,03%.

Dilihat dari jumlah PNS dibandingkan dengan kualitas pekerjaan, maka Dinas PU masih kekurangan personil yang berkualifikasi Ijazah teknis, masalahnya adalah kekurangan staf dan juga sistem manajemen kepegawaian yang tidak mendukung terciptanya profesionalisme terhadap bidang kerja (kompetensi). Adanya pegawai honor daerah dan pegawai kontrak dalam menunjang kegiatan pelayanan Dinas PU Kabupaten Sijunjung adalah hal yang sangat membantu kelancaran tugas pelayanan akibat kekurangan tenaga PNS yang ada, maka mengoptimalkan potensi aparatur tersebut adalah merupakan salah satu jalan keluar.

 Berdasarkan golongan kepangkatan maka aparatur pada Dinas PU dapat ditampilkan tabel di bawah ini :

Tabel  4.18

 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

	Sub unit kerja
	Golongan
	Peg. Honda/Kontrak
	Total 

	
	IV
	III
	II
	I
	
	

	Kadinas 

Sekretariat

Pen. Ruang & Bang. Ged

Bina Marga

Cipta Karya 

Pengairan

UPTD
	1

1

1

1

-

-

-
	-

10

7

17

15

8

6
	-

6

2

4

4

15

11
	-

3

-

-

-

4

3
	-

4

3

2

2

2

13
	1

24

13

24
21

29
33

	JUMLAH
	4
	63
	42
	10 
	26
	145


Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa perbandingan golongan III ke atas (penata dan pembina) dengan golongan II dan I (pengatur dan juru) adalah 46,21% : 53,79%. Perbandingan tersebut relatif sama antara penata dan pembina (manejerial) dengan pengatur juru (pelaksana). Sedangkan berdasarkan dasar pendidikan struktural yang pernah diikuti adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pelatihan Penjenjangan

	Unit Kerja
	Adum/ PIM IV
	Sepada/ Adumla
	Sepadia /Spama / Diklat / PIM III
	Spamen / PIM II
	Total

	Kadinas

Sekretariat

Pen. Ruang & Bang. Gedung

Bina Marga 

Cipta Karya

Pengairan

UPTD
	-

5

3

4

7

2

3
	-

-

-

-

-

1

-
	-

1

1

1

-

-

-
	1

-

-

-

-

-

-
	1

6

4

5

7

3

3

	J U M L A H
	24
	1
	3
	1
	29


Dari tabel 4.19 terlihat bahwa yang telah menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon III pada umumnya telah mengikuti Diklatpim II dan Diklatpim III/Spama demikian juga untuk staf yang telah menduduki jabatan struktural eselon IV juga telah mengikuti Diklatpim IV/Adum/Adumla yang merupakan diklat struktural yang harus diikuti sesuai dengan eseloneringnya. 

Khusus untuk tingkat Diklatpim fungsional dan teknis SDM Dinas PU Kabupaten Sijunjung telah banyak yang mengikuti bermacam jenis Diklat tersebut diantaranya diklat perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan uji mutu, operator dan pemeliharaan baik jalan maupun pengairan, diklat tata ruang, air bersih, perencanaan umum, diklat pengadaan barang/jasa, dan lainnya.  Namun hal ini masih sangat diperlukan guna peningkatan kemampuan dan profesionalisme dari aparatur sesuai perkembangan tuntutan tugas.

    Kondisi sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum direalisasikan kedalam program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 1.039.472.675,- dengan realisasi dana sejumlah Rp. 486.067.450.,- (66,76%) dan kegiatan antara lain  Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor, Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Sedangkan kondisi alat berat sebagai penunjang kegiatan operasional lapangan peralatan yang siap pakai hanya 15 buah (46,8%), rusak ringan 8 buah         (25 %), dan rusak berat sebanyak 9 buah (31,25%). Rusak berat dan rusak ringan peralatan tersebut disebabkan oleh faktor usia dimana peralatan yang ada pada umumnya diadakan pada tahun 1980 dan tahun 1989 baik itu melalui APBD.

4.1.5 Urusan Perencanaan Pembangunan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka peningkatan perencanaan pembangunan di daerah untuk menghimpun dan menganalisis  hasil pemantauan rencana pembangunan dari masing masing usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bapeda dituntut mampu melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa disamping melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah juga melaksanakan urusan tata ruang dan kestatistikan daerah 

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah :

 a. Belanja Tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.488.048.950,-dipergunakan untuk penggajian pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun  2009 dengan realisasi sebesar Rp. 1.396.925.460,- (93,88%)
 b. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 4.185.224.090,- dipergunakan untuk  membiayai program kegiatan antara lain :

 1) Belanja urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah

 2) Belanja urusan Wajib Tata Ruang

 3) Belanja urusan Wajib Statistik

Belanja urusan wajib perencanaan pembangunan daerah dengan progran kegiatannya tahun 2009 adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar      Rp. 549.623.338,-  dengan kegiatan antara lain :

1)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 382.230.415,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik , perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar 
Rp. 334.202.550,-  (87,43%)
2)   Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 167.392.923,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon/ faximile, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 105.054.193,- (62,76%)
b. Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 391.065.859,- yang kegiatannya adalah  Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor. 

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 391.065.859,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan studio, peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dengan realisasi biaya belanja sebesar  Rp. 375.809.721,- (96,10%)
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disediakan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan kegiatannya adalah Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 25.000.000,-dipergunakan untuk Peningkatan sumberdaya aparatur pada Bappeda dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.870.000,- (51,48%)
d. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- yang kegiatannya adalah  Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 5.500.000,- dipergunakan untuk membuat laporan kinerja dan kuangan (LAKIP) Bappeda 1 paket dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.673.500,- (89,97%)
e. Program Pengembangan Data/Informasi disediakan anggaran sebesar 
Rp. 239.348.600,- dengan kegiatannya adalah :

 1) Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 139.348.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.60.470.180,- (43,39%).
 2) Monev Program Dana Perbantuan dan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan disediakan dana sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi keuangan  sebesar Rp. 62.324.650,- (62,32%)
 f.    Program Kerjasama Pembangunan disediakan anggaran sebesar 
Rp. 141.823.950,- dengan kegiatannya adalah  Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 141.823.950,- dipergunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh delegasi Kabupaten / kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sijunjung yang melahirkan kesepakatan kerjasama dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Darmasraya, dan Tanah Datar, Solok  dengan realisasi keuangan sebesar Rp.73.599.325,- (51,89%)
 g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah disediakan anggaran sebesar Rp 499.448.335,- kegiatannya adalah :

 1) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 73.830.600,- dipergunakan untuk melaksanakan bimbingan, pembekalan dan pelatihan bagi aparatur perencana dengan realisasi dana sebesar Rp.50.881.100,- (68,92%)
 2) PAP Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbaziz Masyarakat (AMPL-BM) dianggarkan dana sebesar Rp. 159.404.693.- dengan realisasi dana sebesar Rp. 132.219.625,- (82,95%)
 3) PAP Penaganan Daerah Tertinggal dianggarkan dana  sebesar 
RP. 192.863.100,- dengan realisasi dana Rp. 130.164.592,- (67,49%)
 4) Survey Program Tahun 2009 dengan anggaran dana sebesar 
Rp. 73.349.940,- dipergunakan untuk mensurvey program seluruh objek di Kecamatan dan Nagari untuk kegiatan tahun 2010 dengan realisasi dana sebesar Rp. 71.547.550,- (97,54%)
 h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah disediakan anggaran sebesar          Rp. 1.387.040.810,- dengan kegiatannya adalah :

 1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2010

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 774.419.360,- untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2010 dengan realisasi dana sebesar 155.999.805,- (20,14%)
 2) Menyusunan KUA, PPAS dan PPA APBD Tahun 2010

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 188.924.550,- dipergunakan untuk penyusunan kebijakan dengan DPRD antara lain KUA 2009, PPA 2009, KUA Perubahan Tahun 2010 dengan realisasi dana  sebesar Rp. 173.035.000,- (91,59%)
 3) Penyusunan RPJM Nagari. 

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 266.896.900,- untuk penyusunan Rencana Pembangunnan Nagari periode tahun 2010–2015 dengan realisasi dana sebesar Rp. 42.439.950,- (15,90%)
 4) Sosialisasi RPJPD dan RPJMD

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 66.800.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 42.439.950,- (63,53%)
 5) Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.90.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 43.887.800,- (48,76%)
 i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan P2KP dengan realisasi dana sebesar Rp. 47.368.050,- (47,37%)
 2) Pembinaan Daerah Irigasi dan Pemberdayaan P3A

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan lomba P3A tingkat Kabupaten, pengiriman lomba ke Propinsi dan Pembinaan P3A dengan realisasi dana sebesar 
Rp. 76.249.300,- (76,25%)
 3) PAP Paket P2KP Kota.

Kegiatan ini dianggarkan dana  sebesar Rp.75.000.000,- digunakan biaya operasional tim koordinasi penanggulangan kemiskitan perkotaan dan operasional tim kelompok  kerja Kabupaten dengan realisasi dana sebesar Rp. 14.144.750,- (18,86%)
 4) Penyusunan Porposal Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan dana Rp. 250.000.000,- dan terealisir dana sebesar Rp. 77.558.750,- (31,02%)
 5) PAP BKPRD Kabupaten.

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi dana sebesar Rp. 64.240.900,- (71,38%)
 j. Perencanaan Tata Ruang.

Perencanaan Tata Ruang ini dianggarkan dana Rp. 375.000.000,- dan kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karna belum selesainya Perda RTRW Propinsi.

 k. Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.

Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah 

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 118.786.050,- dan terealisir sebesar Rp. 113.943.275,- (95,92%)
4.1.6.  Urusan Penataan Ruang. 

Untuk urusan penataan/pemanfaatan ruang agar peruntukkannya sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku ada suatu badan yang mengurus di Kabupaten Sijunjung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Pentaan Ruang Daerah yang keanggotaannya terdiri dari masing-masing SKPD yang berkaitan dengan penataan ruang yang pengangkatannya dengan Keputusan Bupati Sijunjung, dengan anggaran APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 64.240.900,-. (85,65%)
Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung yang merupakan bagian tugas dari BKPRD sebenarnya sudah dilaksanakan Revisi pada Tahun 2007, tetapi kegiatannya belum sempat diperdakan karena Undang-Undang yang baru tentang Penataan Ruang Daerah telah keluar yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang mana substansinya jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 .

Sejalan dengan permasalahan di atas, untuk penyempurnaan RTRW tersebut sudah disediakan dana dalam APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 sebesar Rp. 375.000.000,- namun kegiatan Revisi RTRW dimaksud belum bisa dilaksanakan karena kita harus menunggu penyelesaian RTRW Propinsi yang saat ini baru dalam tahap pemeriksaan Departemen Dalam Negeri.

4.1.7  Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijabarkan dalam RPJM Kabupaten Sijunjung antara lain Pengembangan  Prasarana dan Sarana Pemukiman, dengan arah kebijakan: 
 a. Memfasilitasi pembangunan rumah baru layak huni yang memprioritaskan penduduk miskin dan kantong-kantong pemukiman; 
 b. Meningkatkan lembaga pembiayaan pembangunan perumahan bersubsidi yang dapat diakses oleh masyarakat seiring dengan pertambahan kepala keluarga baru yang cukup tinggi per tahun; 
 c. Meningkatkan jalan-jalan pemukiman yang  berdrainase sehingga tercipta pemukiman yang sehat; 
 d. Meningkatkan lingkungan pemukiman yang asri dengan pembuatan-pembuatan tempat pembuangan sampah dan limbah yang tidak menganggu keasrian lingkungan penduduk sekitar tempat pembuangan sampah dan limbah akhir; 
 e. Memudahkan perizinan dalam pembangunan prasarana permukiman; 
 f. Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan terutama pada kawasan kumuh perkotaanDalam penataan perumahan penduduk salah satu upaya yang dilakukan seperti penertiban bangunan dan perumahan melalui IMB. Untuk mengelola penataan perumahan secara khusus di Kabupaten Sijunjung belum ada SKPD yang menangani secara khusus, sedangkan untuk perumahan PNS pembangunannya dikelola oleh Yayasan Sanjung Mandiri.

Salah satu urusan yang menyangkut perumahan pada tahun 2009 salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosnakertrans yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana  Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS disediakan dana anggaran sebesar Rp. 771.848.560,- dipergunakan untuk Bantuan bahan material rehab rumah tidak layak huni dan upah tukang sebanyak 188 unit dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.769.606.000,- (99,71%).

Selain itu juga terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk rehab rumah masyarakat kurang mampu, antara lain:

 a. Rehab Rumah Tak Laya Huni 100 Unit dengan jumlah dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (Kerjasama TNI-APBN).

 b. Rehab Rumah Tak Layak Huni 100 Unit dengan jumlah dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bantuan Menteri).

4.1.8  Urusan Perhubungan

Unsur yang melaksanakan Bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi Urusan Desentralisasi sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya di bidang Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Adapun tugas Kelembagaan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja tidak langsung bidang dan belanja langsung pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2009  adalah :
a.  Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung disediakan anggaran sebesar Rp.  3.187.828.903,- dan realisasi sebesar Rp. 2.944.344.968,- (92,36%) dipergunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

b.  Belanja Langsung.

Belanja langsung disediakan anggaran sebesar Rp. 3.558.184.865,-dipergunakan untuk membiayai program kegiatan urusan Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

Adapun bentuk program kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2009 adalah : 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 645.409.460,- yang kegiatan antara lain :

a) Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 291.462.280,-, dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 275.243.799,- (94,44%)
b) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 353.947.180,- dipergunakan untuk biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 315.017.720,- (89%)
2)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 600.685.155- yang kegiatan antara lain :

a)  Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dianggarkan             Rp. 391.504.825,- yang dipergunakan untuk merehab gedung Pasar Jum’at, realisasi anggaran sebesar 381.610.050,- dengan realisasi fisik    97,47 %.

b)  Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan Rp. 209.180.330,- realisasi anggaran sebesar Rp. 206.705.742,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga, belanja perawatan kendaraan bermotor belanja modal pengadaan komputer dan note book. dengan realisasi fisik 98,82 %.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan maksud agar terwujudnya pengembangan sumberdaya SDM aparatur, untuk pencapaian program ini disediakan dana sebesar Rp. 65.266.530,- dengan kegiatan sebagai berikut :

a)  Peningkatan Sumberdaya Aparatur.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja kursus-kursus singkat/pelatihan berupa rapat teknis LLAJ, semiloka, loka karya, seminar dan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perhubungan dengan realisasi fisik 95,20 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.520.000,- 

b)  Diklat Teknis Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 55.266.530,- dipergunakan untuk Diklat Teknis, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , realisasi anggaran sebesar Rp. 52.323.483,- dan realisasi fisik 94,67 %  
4)  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- yang kegiatan  Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.  disediakan dana sebesar Rp. 5.500.000,- dipergunakan untuk penyusunan buku Laporan kinerja LAKIP dengan realisasi anggaran sebesar                    Rp. 5.482.000,- dengan realisasi 99,67 %.

5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan maksud terpungutnya retribusi daerah melalui pengelolaan Terminal Kiliran Jao, untuk pencapaian program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 355.240.000,- kegiatan sebagai berikut :

a)    Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 315.100.000,- dipergunakan untuk pengelolaan Terminal Kiliran Jao supaya tercapainya pemungutan retribusi daerah Terminal Kiliran Jao dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 312.573.250,-. Dengan realisasi 99,20 %.

b)  Operasional Pengelolaan Pos Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.100.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum dan belanja perjalanan dinas untuk terlaksanna operasional pos retribusi parkir tepi jalan umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.641.900,-  dengan realisasi 53,75 %.

c)    Survey Kebutuhan dan Pemeliharaan pada Ruas Jalan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.040.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja pengadaan barang dan jasa dan perjalanan dinas untuk terlaksananya survey kebutuhan dan pemeliharaan pada ruas jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.752.352,- dengan realisasi             97,39 %.

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu lintas angkutan jalan dengan maksud agar meningkatnya pelayanan jasa angkutan di Terminal Kiliran Jao, 

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 397.044.325,- yang kegiatan  Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 397.044.325,- dipergunakan untuk pembuatan rigit beton bertulang terminal truck  dengan realisasi fisik       89,52 %. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 355.445.775,-

 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan maksud supaya berkurangnya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya, 

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 154.750.080,- yang kegiatan                         Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan  Raya.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.154.750.080,- dipergunakan untuk pengendalian operasional angkutan jalan umum di jalan raya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.138.728.955,- dengan realisasi sebesar 89,65 %.

 8)  Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dengan maksud tersedianya rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten  Sijunjung, 

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 46.000.000,- yang kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 46.000.000,- dipergunakan untuk pengadaan dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas di  dalam wilayah kabupaten Sijunjung dan realisasi fisik 95,72 % dengan realisasi, anggaran sebesar Rp. 44.030.400,-

 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan maksud  tersediannya dana untuk operasional UPTD PKB  

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 269.889.040,- yang kegiatan antara lain :

a) Kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. 
Kegiatan ini dianggarkan dana Rp. 185.560.000,-. Dipergunakan untuk pengadaan alat uji play Detektor yang akan dioperasionalkan untuk operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi anggaran   Rp. 178.713.980,- dengan realisasi 96,31 %.

b) Operasional penyelenggaraan UPTD PKB.

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 84.329.040,- dipergunakan untuk operasional Pengujian Kendaraan Bermotor  guna meningkatkan kelaikan jalan, keselamatan kendaraan bermotor, menekan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.473.283,- dengan realisasi 93,06%.

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi disamping melaksanakan tugas kegiatan yang dianggarkan sebagaimana tersebut di atas ada beberapa sasaran pendapatan daerah pada tahun 2009 sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ditargetkan sebesar Rp.1.338.267.000,- realisasi pendapatan sebesar Rp.1.035.322.000,-  dengan persentase 77,36 % dengan rincian  sebagai berikut :

 a. Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan realisasi pendapatan sebesar Rp. 5.157.000,- persentase 69,02 %

 b. Penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum realisasi pendapatan sebesar Rp. 12.206.000,- persentase 54,74 %

 c. Penerimaan pengujian kendaraan bermotor realisasi pendapatan sebesar           Rp. 178.142.000,- persentase 71,90% 

 d. Penerimaan retribusi legalisasi daerah realisasi pendapatan sebesar                    Rp. 2.552.500,- persentase 72,93 %

 e. Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah realisasi pendapatan sebesar Rp. 4.962.000,- persentase 95,42 %

 f. Penerimaan retribusi pasar grosir dan pertokoan realisasi pendapatan sebesar Rp. 31.500.000,- persentase 100 %

 g. Penerimaan retribusi terminal realisasi pendapatan sebesar Rp. 778.565.500,- persentase 77,86 %

 h. Penerimaan retribusi tempat khusus parkir realisasi pendapatan sebesar            Rp. 2.187.000,- persentase 91,13% 

 i. Penerimaan retribusi izin trayek realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.170.000,- persentase 76,97 %. 

 j. Penerimaan retribusi izin usaha angkutan kendaraan bermotor realisasi pendapatan sebesar Rp. 12.680.000,-persentase 76,27 %.

 k. Lain-lain pendapatan asli daerah realisasi pendapatan sebesar Rp. 6.200.000,-

Kondisi sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana pada Dinas Perhubungan Inforkom dilaksanakan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 600.685.155,- yang kegiatan antara Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor yang dipergunakan untuk merehab kantor Pasar Jum’at Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Kegiatan  peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dipergunakan untuk pengadaan almari, pengadaan filing Kabinet, pengadaan komputer, pengadaan laptop, pengadaan kursi tamu dan pengadaan kamera digital.

Disamping itu dalam peningkatan pelayanan dalam bidang perhubungan juga telah dilaksanakan berbagai program kegiatan pemeliharaan, pengadaan, pembangunan dan peningkatan kualitas sarana yang ada seperti rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal dipergunakan untuk pembuatan rigit beton bertulang terminal truck Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, Kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk operasional pengujian kendaraan bermotor.

Kendala yang dihadapi pada saat ini adalah kondisi Bangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Inforkom yang pada saat ini kurang memadai serta fasilitas pendukung yang ada didalamnya jika dilihat dari standarisasi perkantoran bagi sebuah Instansi yang berbentuk Dinas Daerah. Upaya yang dilakukan adalah pada Tahun anggaran 2009 dilaksanakan Rehab Kantor untuk Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.

      4.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pengelolaan bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang kepemudaan dan olahraga dengan total Rp. 371.215.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 155.782.950,- dengan perincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a.    Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan kegiatan sebagai berikut:

·   Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan.

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka peningkatan peran serta kepemudaan serta pembinaan generasi muda dengan pemilihan pemuda pelopor pembangunan dan peringatan hari Sumpah Pemuda dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 24.862.500,- ( 71,04 % ). 

b.   Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 256.215.500,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 1) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka mewujudkan kesegaran jasmani melalui senam kesegaran jasmani sebanyak 55 kali dan peringatan Hari Olahraga Nasional sebanyak 1 kali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi Rp. 34.698.950,- ( 99,19 % )

 2) Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka mewujudkan atlit potensial dan berprestasi  untuk tahun 2008 telah dilakukan sebanyak 13 cabang olah raga yaitu bulutangkis, senam, atletik, renang, volly, basket, takraw, panjat tebing, taekwondo, karate, pencak silat, tinju dan tarung derajat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.215.500,- realisasi Rp. 7.805.500,- (6,44%)
 3) Pengembangan Olahlraga rekreasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan arung jeram batang kuantan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 83.197.500,-   ( 83,20 % )
c.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga  

Progrraam ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dengan kegiatan sebagai berikut  Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olah raga dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- dan realisasi sebesar                 Rp. 5.219.000,-Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena sudah dilaksanakan 2 kali tender oleh bagian AP namun belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. 

Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Parsenibudpora adalah sebagai berikut :
a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Parsenibudpora
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	24

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	1

	
	- S 1 / D-4
	13

	
	- D I s/d D III
	2

	
	- SLTA
	6

	
	- SLTP
	2

	
	SD
	-

	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	

	
	-Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	3

	
	- Eselon IV.a
	12

	
	- Eselon IV.b
	-


b. Kondisi sarana dan prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dianggakan sebesar Rp. 80.000.000,- dengan kegiatan yang ditujukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olah raga. Kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung berbagai kegiatan olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Sijunjung masih cukup baik dan representativ terutama kondisi prasarana olahraga yang digunakan untuk pelaksanaan Porprov  Sumbar sebelumnya.
   4.1.10. Urusan Pertanahan

Pengelolaan bidang pertanahan pada Pemda Kabupaten Sijunjung dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan program kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.165.635.000,- dengan kegiatan      dipergunakan untuk Penetapan hak milik tanah Pemerintah Daerah dengan jalan mensertifikatkan tanah pemda dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.957.175,- (1,79%) dimana pelaksanaan secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Sedikitnya realisasi anggaran dikarenakan banyaknya beban kerja dan kurangnya personil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, maka usulan pembuatan sertifikat tanah Pemda Tahun 2009 belum bisa dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan  

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 1.760.850.000,- dengan kegiatan  Pengadaan dan Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Sijunjung.

Untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.760.850.000,- dipergunakan untuk pengadaan tanah sarana pembangunan pemerintah dan realisasi anggaran sebesar Rp.590.564.125,-. Disamping Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terhadap penyelesaian maupun pengadaan terhadap suatu objek tanah juga selalu melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung sebagai instansi teknis mulai dari kegiatan survey sampai pelaksanaan sertifikasi tanah tersebut.

Belanja pengadaan tanah direncanakan untuk lokasi pramuka di Nagari Silokek 2 Ha dan lokasi objek wisata Musiduga 6 ha, namun karena belum adanya kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah Daerah maka pengadaan tanah tersebut belum bisa dilaksanakan.

Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab sebagai berikut :

a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	14

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	2

	
	- S 1 / D-4
	4


	
	- D I s/d D III
	-

	
	- SLTA
	7

	
	- SLTP
	1


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon IV.a
	3


b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab sudah cukup baik dalam rangka penunjang terhadap kegiatan pertanahan, karena secara teknis urusan pertanahan ini lebih banyak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

4.1.11.  Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembag Teknis Daerah. Pada bidang ini terlaksananya kegiatan Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan tersedianya wadah Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung sehingga berfungsinya konsultasi P2TP2A (Mitra Keluarga). Program dan kegiatannya antara lain :

a.  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dengan kegiatan sebagai berikut :

 1) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan          Perempuan(P2TP2A).

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 46.470.000,- dipergunakan untuk melaksanakan konsultasi tentang kaum perempuan dalam membela haknya dengan realisasi dana sebesar Rp. 33.078.500,- (71,18%). 
 2) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak .

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 17.425.000,- dipergunakan untuk Pembekalan Forum Anak Daerah (FORDA) dalam Upaya Pemenuhan Ha-hak Anak dengan realisasi dana sebesar Rp. 17.321.750,- (99,41%).

b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 80.300.000,- dipergunakan untuk Meningkatkan Wawasan Toma, Toga, Kader dan Organisasi Perempuan tentang Kesetaraan Jender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi dana sebesar Rp. 78.572.000,- (97,85%).

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut :

Pelaksanaan Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 24.530.000,- dipergunakan untuk Pengelola Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT dengan realisasi dana sebesar Rp. 21.472.000,- (87,53%).

d. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :

1)  Pembinaan Organisasi Perempuan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 43.060.000,- dipergunakan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan realisasi dana sebesar Rp. 41.832.550,- (97,15%).

2)  Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Jender.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 46.337.000,- dipergunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Bagi Istri-istri Pejabat se Kabupaten Sijunjung sehingga terwujudnya Kepemimpinan yang Profesional dalam berorganisasi dengan realisasi dana sebesar Rp. 43.874.500,- (94,69%).

3)  Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola Usaha.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 45.160.250,- dipergunakan untuk Meningkatkan Kulitas dan Kuantitas Hasil Produksi Usaha Perempuan dan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Masyarakat dengan realisasi dana sebesar Rp. 40.688.750,- (90,10%).

Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan urusan ini yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
	No.
	U r a i a n
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	38

	2.
	Kualifikasi Pendidikan 
	

	
	- S I
	11

	
	- D III
	4

	
	- D II
	1

	
	- SLTA
	20

	
	- SLTP
	1

	
	- SD
	1

	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon  II. a
	-

	
	- Eselon  II. b
	-

	
	- Eselon III. a
	1

	
	- Eselon III. b
	-

	
	- Eselon IV. a
	4

	
	- Eselon IV. b
	-

	4.
	Pejabat Fungsional (PKB)
	19

	5.
	Staf Kantor PPr KB
	


b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pada Kantor Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini yang perlu mendapat perhatian adalah dimana Kantor dinas yang dipergunakan saat ini masih menggunakan Gedung Juang yang dipergunakan untuk sementara waktu dan direncanakan akan dipindahkan ke Kantor Perhubungan lama dan gudang tempat penyimpanan obat-obatan belum dibenahi sebagimana layaknyatempat penyimpanan obat-obatan dan alat kontrasepsi.

4.1.12. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Sebagai tindaklanjut unsur yang melaksanakan Urusan Wajib Desentralisasi bidang Kependudukan, dan  Pecatatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun 2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2009 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan sebagai berikut : 

a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.247.151.916,- untuk membayar gaji pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas realisasi Rp 1.167.184.894,- (93,59%)
b. Belanja Langsung 

Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.110.590.886,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.051.801.759,- (94,71%) dipergunakan untuk membiayai program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun bentuk program kegiatan pada tahun anggaran 2009 adalah : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 546.339.736 dengan rewalisasi sebesar Rp. 521.402.538,- (95,44%) yang kegiatan antara lain :

1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 236.190.689,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor  dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.218.354.600,- ( 92,44%).

2)  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kegiatan ini adalah luncuran tahun 2008 berupa kegiatan penyediaan blanko dokumen kependudukan ( KTP, KK, Akta dan Buku register pencatatan Sipil ). Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 243.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 243.600.000,- (100%) adalah untuk belanja pengadaan sebesar Rp 241.600.000,- dan untuk belanja pegawai yaitu honor panitia peneliti sebesar Rp. 2.000.000,-
3)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 66.549.047,-  dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 59.447.938 ( 89%).

b. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp  55.346.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.122.496,- kegiatannya  adalah  Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor 

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 55.346.000,-: dipergunakan untuk  biaya pengadaan 1 unit kendraan dinas roda dua, 1 unit kulkas serta belanja pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain, kendaraan dinas, mobiler, komputer dan peralatan kantor dan rumah tangga lainnya dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 55.122.496,- ( 99,60 %).

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan maksud agar terwujudnya pengembangan sumberdaya aparatur, untuk pencapaian program ini disediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kegiatan  Peningkatan Sumberdaya Aparatur.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja kursus-kursus singkat/pelatihan berupa pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah fisik 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.770.000,- (97,7%) 
d. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- kegiatanya  Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi  Keuangan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 5.500.000,- dipergunakan untuk biaya penyusunan  Laporan Pencapaian Kinerja dan iktisar realisasi Keuangan tahun anggaran 2009 dengan realisasi dana sebesar Rp.5.485.600,- ( 99,74%).

e. Program Penataan Administrasi Kependudukan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 493.405.150,- dengan realisasi Rp. 450.021.125,- (91,21%)
 1)   Penyusunan dan pengolahan informasi kependudukan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.49.276.100,- dipergunakan untuk melanjutkan entri data dan pemilahan data guna untuk menerbitkan buku kependudukan  dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.677.300,- (98,78%). 

 2)   Penyusunan Kebijakan kependudukan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 13.958.900,- dipergunakan untuk melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan dengan realisasi dana sebesar Rp.11.706.400,-    ( 79,25%).
 3)    Pelayanan Akta Kelahiran Keliling.

Kegiatan ini disediakan dana kegiatan sebesar Rp. 74.715.750,- dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembuatan akte kelahiran yang dilaksanakan ke Nagari –nagari sebanyak    2 kali tiap nagari selama tahun 2009 yang bertempat di Ktr Walinagari untuk 8  Kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.998.525,-          ( 99,04 %).

 4)   Kemutahiran Data Keluarga.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 265.783.100,- dipergunakan untuk pemutahiran data keluarga dan evaluasi  sebanyak 50.000 KK dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 235.967.500,-  (   88,78%).
Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan urusan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai berikut :
  a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	26

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	1

	
	- S 1 / D-4
	11


	
	- D I s/d D III
	1

	
	- SLTA
	12

	
	- SLTP
	1

	
	- SD
	-


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	2

	
	- Eselon III.b
	2

	
	- Eselon IV.a
	8

	
	- Eselon IV.b
	-


b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana untuk pendukung kegiatan pada dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sekarang sudah mencukupi, kecuali sarana dan prasarana untuk pelayanan KK dan KTP gratis masih banyak kekurangan seperti AC, Printer ddl.

   4.1.13. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sebagai tindaklanjut unsur yang melaksanakan Urusan Wajib Desentralisasi bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ini adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. berdasarkan Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2009 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan sebagai berikut : 

 a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.434.972.791,- untuk membayar gaji pegawai Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan  realisasi Rp 1.413.853.152,- (98,53%)
 b. Belanja Langsung 

Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.256.785.150,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.162.230.734,- (92,48%) dipergunakan untuk membiayai program kegiatan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan program kegiatannya antara lain:

Adapun bentuk program kegiatan pada tahun anggaran 2009 adalah : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 701.225.000,- yang kegiatan antara lain :

 1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 560.325.000,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor  dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.533.674.100,- (95,24%).

 2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 140.900.000,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.109.876.109 (77,98%).

b.  Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp 82.820.000,- kegiatannya adalah  Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor 

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 82.820.000,-: dipergunakan untuk  biaya pengadaan Laptop 1 unit, Infokus 1 Unit, Almari Arsip 2 unit, serta belanja pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain, kendaraan dinas, mobiler, komputer dan peralatan kantor dan rumah tangga lainnya dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.79.726.000,-   (96,26 %).

c.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan maksud agar terwujudnya pengembangan sumberdaya SDM aparatur, untuk pencapaian program ini disediakan dana sebesar Rp. 7.500.000,- dengan kegiatan  Peningkatan Sumberdaya Aparatur.
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja kursus-kursus singkat/pelatihan berupa pelatihan Progran KB bagi Penyuluh Keluarga Berencana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.338.750,- (97,85) 

d.  Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp.3.000.000,- kegiatanya adalah    Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 3.000.000,- dipergunakan untuk menyusun Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan satu paket dengan realisasi dana sebesar Rp.2.981.925,- (99,40%).

e. Program  Keluarga  Berencana  disediakan  dana  anggaran  sebesar Rp.110.842.900,- kegiatanya adalah:
 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 39.999.900,-   dengan bentuk penyediaan alat kontrasepsi graatis bagi keluarga miskin telah dilaksanakan KB KES TNI dan HKG PKK di Kecamatan se Kabupaten Sijunjung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.791.450,- (96,98%)

 2) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individu

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.17.000.000,- dipergunakan untuk penggantian biaya pencabutan implant yang habis masa pakainya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.700.000,- (92,35%)

 3) Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 25.600.000,- yang dipergunakan untuk temu kader institusi PPKBD, Sub PPKBD dan Kader BKB/ UPPKS dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.589.250,- (99,96%)

 4) Penyuluh (BKB, PKLK, KRR, dan UPPKS).

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 28.243.000,- yang dipergunakan untuk Penyuluhan terhadap Kelompok BKB, PKLK, KRR dan UPPKS realisasi anggaran sebesar Rp. 26.491.700,- (93,80%)

f.   Program Pelayanan Kontrasepsi.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 11.700.000,- dengan kegiatannya adalah  Pelayanan KB Medis Operasi

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 11.700.000,- dipergunakan untuk pelayanan kontap wanita keluarga miskin  dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.443.000,- (97,80). 

g.    Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 36.415.000,- dengan kegiatannya adalah Fasilitasi Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 36.415.000,- yang dipergunakan untuk temu kreatifitas remaja dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.778.400,- ( 92,76 % ).

    4.1.14 Urusan Sosial

Dalam rangka mengantisipasi kesenjangan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, maka lembaga yang menangani masalah tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans).  Unit kerja ini mengerjakan urusan wajib bidang sosial dan tenaga kerja juga melaksanakan urusan pilihan bidang Transmigrasi. Untuk melaksanakan kewenangannya telah dialokasikan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4.255.791.403,- dengan realisasi belanja  sebesar Rp.4.133.502.331,- (97,13%) antara lain :

 a. Belanja Tidak Langsung disediakan anggaran sebesar Rp.1.572.507.403,- dipergunakan untuk belanja gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sosnakertrans dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.528.390.226,- (97,19%)
 b. Belanja Langsung bidang program sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dianggarkan sebesar Rp.2.683.284.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.605.112.105,- (97,09%)
Adapun bentuk program kegiatan pada Dinas Sosnakertrans tahun 2009 adalah :

a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.516.920.640,- dengan kegiatannya adalah :

 1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.346.590.600,- dipergunakan untuk biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, dan perjalanan dinas pegawai dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.342.144.300,- (98,72%)
 2)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.170.330.040,- dipergunakan untuk biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi anggaran sebesar  Rp. 138.949.338,- (81, 58%)
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 308.167.000,- dengan kegiatannya adalah :

1)      Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini disediakan  dana anggaran sebesar Rp.67.500.000,- dipergunakan untuk biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.65.495.832,- (97,03%)
2)    Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor .

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.240.667.000,- dipergunakan untuk biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan komputer, alat rumah tangga lainnya dan belanja modal dengan realisasi anggaran sebesar   Rp.232.369.600,- (96,55%)
c.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatannya adalah Peningkatan sumber daya aparatur

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dipergunakan untuk biaya kursus-kursus/diklat bagi pegawai negeri sipil pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.570.000,- (65,70%)
d.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatannya adalah Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dipergunakan untuk Penyusunan LAKIP, Laporan Fisik & Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar  Rp. 5.500.000,- (100%)
Program Masalah Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

1).
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

Program ini dianggarkan dana sebesar Rp.50.688.000.,- dengan kegiatannya adalah    Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.50.688.000,- dipergunakan untuk Biaya Operasional Pendistribusian 2.308.860 kg Raskin untuk Rumah Tangga Miskin sebanyak 12.827 KK di 54 Nagari + 1 Desa dengan realisasi anggaran sebesar  Rp. 47.859.975,- (94,42%)
2).
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Program Pelayanan Sosial ini bertujuan agar kebutuhan fisiologis masyarakat masalah sosial dapat terpenuhi, sedangkan program rehabilitasi kesejahteraan sosial adalah untuk membentuk dan merubah perilaku mental, sosial dan fisik masyarakat agar memiliki sikap dan prilaku adaptif dan normatif, disiplin serta kepekaan dan kepedulian sosial dan untuk program ini disediakan dana sebesar Rp. 1.238.380.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.094.552.560,- dengan kegiatan antara lain : 

a)   Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana  Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.771.848.560,- dipergunakan untuk Bantuan bahan material rehab rumah tidak layak huni dan upah tukang sebanyak 117 unit, bantuan transport orang terlantar dalam perjalanan 5 orang dan bantuan penyelenggaraan penguburan mayat terlantar 2 orang dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.769.606.000,- (99,71%)
b)
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya  upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.322.704.000,- dipergunakan untuk dana Pendamping Dekonsentrasi, Banmen, maupun Tugas Pembantuan dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.317.878.835,- (98,50%)
3).
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program ini dianggarkan dana sebesar Rp.24.625.000,- dengan kegiatannya adalah Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.24.625.000,- dipergunakan untuk peringatan hari Pahlawan, Hari Anak Nasional  dan Renungan Suci dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.490.000,- (99,45%)
Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan urusan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Sosnakertrans sebagai berikut :

 a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosnakertrans sebagai unsur pelaksana urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	39

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	2

	
	- S 1 / D-4
	20


	
	- D I s/d D III
	4

	
	- SLTA
	7

	
	- SLTP
	4

	
	- SD
	2


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	3

	
	- Eselon IV.a
	12

	
	- Eselon IV.b
	1


Selain hal tersebut diatas secara ringkas dapat di gambarkan kondis sosial masyarakat kabupaten Sijunjung Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20

Daftar Panti Sosial Asuhan Anak Di Kabupaten Sijunjung 2009

	No.
	Panti Sosial Asuhan Anak
	Jumlah Anak Asuh
	Tempat

	1.
	PA. Nurul Iman
	65 orang
	Tanjung Ampalu

	2.
	PA. Harapan Bundo
	25 orang
	Muaro Sijunjung

	4.
	Madinatul Ilmi
	25 orang
	KotoTanjung Koto VII

	5.
	YPAC-SDLB
	35 orang
	Muaro Gambok

	
	
	
	


     Sumber : Dinas Sosnakertrans 2009
Tabel 4.21

Data Penyandang Cacat di Kabupaten Sijunjung Tahun 2009

	No
	Kecamatan
	Tubuh
	Mental
	Tuna Netra
	Tuna Wicara
	Eks.

Kronis
	Jml

	1.
	Sp.Kudus
	92
	50
	18
	31
	17
	208

	2.
	IV Nagari
	46
	29
	13
	18
	48
	154

	3.
	Lubuk Tarok
	49
	43
	18
	33
	12
	155

	4.
	Kupitan
	39
	28
	13
	15
	23
	118

	5.
	Kmg Baru
	46
	34
	28
	36
	13
	157

	6.
	Tj.Gadang
	80
	60
	34
	46
	21
	241

	7.
	Koto VII
	80
	79
	31
	38
	20
	248

	8.
	Sijunjung
	68
	55
	28
	57
	11
	219

	
	Jumlah
	500
	378
	183
	274
	165
	1.500


                     Sumber : Dinas Sosnakertrans 2009.

b. Kondisi sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana yang relatif baik dilaksanakan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan dana sebesar Rp.308.167.000,- dengan kegiatannya adalah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dipergunakan untuk biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) disediakan anggaran sebesar Rp.67.500.000,- serta  peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor disediakan dana anggaran sebesar Rp.240.667.000,- dipergunakan untuk biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan komputer, alat rumah tangga lainnya dan belanja modal.

4.1.15. Urusan Ketenagakerjaan

Untuk penanganan dan pembinaan masalah-masalah Tenaga Kerja di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) dan dalam tahun anggaran 2009 telah mengalokasikan anggaran untuk program tenaga kerja sebesar Rp.507.570.800,- dengan kegiatan sebagai berikut:

a.    Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini dianggarkan dana sebesar Rp.288.694.800,- dengan kegiatannya adalah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.288.694.800,- dipergunakan untuk Pelatiahan keterampilan otomotive 1 paket (16 orang), menjahit 1 paket (16 orang), montir sepeda motor 1 paket (16 orang),  pelatihan komputer 1 paket (16 orang) dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.282.140.400,- (97,73%)
b.    Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Program ini dianggarkan dana sebesar Rp.136.385.000,- dengan kegiatannya adalah :

 1) Penyebarluasan Informasi  Bursa Tenaga Kerja.
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.39.800.000,- dipergunakan untuk Pendataan tenaga kerja dan penyebarluaskan informasi bursa kerja sebanyak 1 paket dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.39.037.800,- (98,08%)
 2) Pemberian fasilitasi dan .mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.96.585.000,- dipergunakan untuk dana pendamping Padat Karya Produktif (pembuatan pondok jaga dan gudang, serta pembelian bibit ikan) sebanyak 1 paket dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.94.252.500,- (97,59%)
c.     Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Program ini dianggarkan dana sebesar Rp.82.491.000,- dengan kegiatannya adalah :

 1) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.46.582.000,-  dipergunakan untuk bintek pengupahan dan kesejahteraan serta sosialisasi tata cara penyelesaian PHI dan PHK pada Perusahaan masing-masing sebanyak 30 orang dengan realisasi anggaran sebesar  Rp.42.274.825,- (90,75%)
 2)  Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.35.909.000,- yang dipergunakan untuk survey Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dasar atas Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta pengawasan terhadap perusahaan dan pekerja, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.936.200,-. (91,72%)
Selain hal tersebut di atas dapat dilihat gambaran umum urusan ketenagakerjaan pada Kabupaten Sijunjung tahun Anggaran 2009 pada daftar Tabel sebagai berikut :
Tabel 4.22
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada tahun 2009

	No.
	Nama Perusahaan
	Jumlah yang di PHK

	1.
	PT.BPR Koto VII
	7 Orang

	2.
	PT.Binapratama Sakato Jaya Unit Pabrik Kelapa Sawit
	2 Orang

	3.
	PT.Mandala Finance
	3 Orang

	
	Jumlah
	12 Orang


Sumber : Dinas Sosnakertrans
Tabel  4.23
Kecelakaan Kerja Tahun 2009

	No.
	Kegiatan/Kecelakaan 
	Jumlah

	1.
	Ledakan tambang batu bara di Bukit Bual Kecamatan Koto VII (CV.Perdana) 
	34 orang


        Sumber : Dinas Sosnakertrans 2009

Tabel  4.24
Penyelesaian Kasus Ketanagakerjaan Tahun 2009

	No.
	Nama Perusahaan
	Jenis Kasus

	1.
	PT. BPR Koto VII
	Tuntutan Hak (Kenaikan pesangon)

	2.
	PT.Binapratama Sakato Jaya unit Pabrik 
	Kasus Asusila dan Tuntutan Hak


Sumber : Dinas Sosnakertrans 2009

4.1.16. Urusan Ketahanan Pangan

Sebelum diterapkannya SOTK baru berdasarkan  PERDA Kabupaten Sijunjung No. 6 tahun 2008, koordinator pelaksana program dan kebijakan bidang ketahanan  pangan adalah tanggung jawab dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang didukung oleh instansi terkait antara lain Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan  dan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sijunjung. Terhitung bulan Agustus saat dimulainya pelaksanaan PERDA No 6 Tahun 2008 Kabupaten Sijunjung maka urusan wajib ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  Terpadu yang didukung oleh instansi terkait Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan  dan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sijunjung.

Tahun anggaran 2009, khusus untuk program ketahanan pangan diawal tahun 2009 dialokasikan dana sebesar Rp. 3.183.540.000,- yang bersumber dari APBD. Dalam rencana kerja tahun 2009, Badan  Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu Kabupaten Sijunjung menetapkan 8 program dan 17 kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah. Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. 

Guna mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah mengalokasikan dana melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu Tahun 2009 dalam Kelompok Belanja Lansung sebesar Rp. 3.183.540.000,-, dari jumlah tersebut terealisasi sebesar                          Rp. 2.667.647.799 atau 83.79% dalam belanja lansung tersebut diatas sudah termasuk di dalamnya Belaja Modal dan sebesar Rp. 1.452.398.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.152.510.500,- atau 77.78.% untuk belanja operasi atas realisasi pelaksanaan 17 kegiatan.

Adapun ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program, dan kegiatan yang berlangsung selama tahun anggaran 2009 dapat kita bedakan atas 3 (tiga) kelompok sebagai berikut : 

a. Program dengan Kategori sangat berhasil ( capaian kinerja 85%-100%) sebanyak 10 Kegiatan 

Tabel 4.26
	No
	Program
	Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi
	%

	1.


	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penunjang Operasional    Administrasi Perkantoran 
	444.860.000
	411.282.553
	92,45

	
	
	Penunjang Operasional jasa perkantoran 
	316.551.300
	287.534.275
	90,83

	2
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 
	5.500.000
	  5.484.750
	99,72

	3
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Penyuluhan dan Pendampingan  petani dan Pelaku Agrobisnis
	116.246.500 
	99.985.500
	86,01

	
	
	Penyuluhan dan Bimbingan pemanfaatan dan Produktivitas lahan tidur
	26.574.250
	23.447.250
	88,23

	4
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Pertanian/Perkebunan
	Pengembangan desa Mandiri pangan
	  47.221.000
	 43.679.000
	92,50

	
	
	Monitoring Evalusi dan Pelaporan 
	  46.041.700
	 43.251.300
	93,94

	5
	Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan lapangan
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
	128.746.000
	119.764.500
	93,02

	6
	Teknologi Pertanian /Perkebunan
	Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna
	144.553.500
	140.709.500
	97,34

	
	
	Pelatihan Penerapan  Teknologi Pertanian /Perkebunan modern bercocok tanam
	49.026.500
	46.363.000
	94,57


b. Program dengan kategori berhasil (capaian kinerja 70%-85%)                     sebanyak 4 kegiatan

	No
	Program
	Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi
	%

	1.
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana 
	Peningkatan Sarana dan sarana Kantor
	  236.787.500
	 198.924.814
	84,01

	2
	Program Peningkatan kesejahteraan Petani
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
	     31.565.200
	    25.788.200
	81,70

	3
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peretanian /Perkebunan 
	Laporan berkala  Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
	     52.164.120
	    38.898.425
	74,57

	4
	Program Pemberdayaan Penyuluh
	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian /Perlebunan 
	1.414.330.500
	1.103.331.000
	78,01 


c. Program dengan kategori berhasil (capaian kinerja 55% - 70%)                    sebanyak 3 kegiatan    

Tabel 4.27
	No
	Program
	Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi
	%

	1. 


	Program Peningkatan Ketanahan Pangan Pertanian dan Perkebunan 
	Pemanffatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan
	 70.067.406
	47.673.500
	68,04 

	
	
	Koordinasi Kebijakan Perberasan 
	 43.304.000
	25.830.250
	59,65 

	2
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
	Peningkatan Sumber daya Aparatur 
	10.000.000
	5.700.000
	57.00 


Pada Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan Terpadu dialokasi juga Dana dari APBN yaitu untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tahun 2009, kegiatannya Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) yang mana Daerahnya adalah : Jr. Batang Lalan Nag. Lalan Sebesar Rp. 100.000.000,- , Jr. Samiak Nag. Kdg. Baru sebesar Rp. 20.000.000,- , Jr. Ranah Tjg. Bungo Nag. Kdg Baru sebesar Rp. 20.000.000,- , Jr. Koto Ranah Nag. Solok Ambah sebesar Rp. 20.000.000,- Jr. Sei Gemuruh Nag. Pdg. Laweh sebesar Rp. 20.000.000,- , Jr. Batu Balang Nag. Limo Koto sebesar Rp. 20.000.000,-. Sedangkan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) dibagi rata sebesar Rp. 28.000.000,- kepada 5 (lima) Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan Total Nilai 140.000.000,-  untuk Kegiatan Penangnan Daerah Rawan Pangan diberikan kepada RMU Tunas Muda Nagari Buluh Kasok sebesar Rp. 25.000.000,- dan untuk Operasional Kegiatannya sebesar Rp. 317.000.000,-      

Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan urusan ini yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu sebagai berikut :

b. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	106

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	2

	
	- S 1 / D-4
	33


	
	- D I s/d D III
	23

	
	- SLTA
	47

	
	- SLTP
	1

	
	- SD
	-


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	3

	
	- Eselon IV.a
	17

	
	- Eselon IV.b
	8


b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada kondisi Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terpadu berupaya terus ditingkatkan karena SKPD ini merupakan SKPD yang relatif baru terbentuk dibanding dinas atau instansi lainnya, sesuai PP 41 nomor 2007 pada pertengahan 2008.  Kondisi sarana prasarana kantor saat ini masih jauh dari ideal, melihat jumlah personil maupun kondisi bangunan yang sempit. Kantor UPTB BPP dan kemasyarakatan di Kecamatan sebagian sudah tidak layak dan memerlukan rehabilitasi antara lain BPP Lubuk tarok, Kumanis dan Sei Langsek. Selain itu dalam menunjang kegiatan sehari-hari, khususnya sarana penyuluhan seperti komputer dan LCD di BPP belum ada sama sekali, sehingga memerlukan pemikiran khusus.
4.1.17  Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang terbagi kedalam urusan wajib yaitu bidang koperasi, dan UKM serta urusan pilihan yaitu perindustrian dan perdagangan 

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi badan usaha masyarakat dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Sijunjung telah dialokasikan anggaran kegiatan melalui APBD sebagai berikut :

a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Rp. 282.309.000,-

b. Penguatan modal koperasi, UKM dan Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung bidang koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 447.952.500,- dengan kegiatan antara lain :

 1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 285.576.500,- dipergunakan untuk biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi sebesar Rp. 282.203.432,- capaian kinerja (98,82 %) 

 2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar            Rp. 162.376.000,- dipergunakan untuk biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi sebesar      Rp. 141.870.876,- capaian kinerja (87,37 %)

b. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 123.796.000,- dengan kegiatan adalah  Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 123.796.000,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain, peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 120.973.864,- capaian kinerja (97,72 %)

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kegiatan adalah  Peningkatan Sumber Daya Aparatur disediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.966.250,-  (99,66  %)

d. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kegiatan adalah  Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dipergunakan untuk  Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  2009 sebanyak 3 paket dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.999.769,- (99,99 %).

Program Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Adapun bentuk program/kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat terkait dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan untuk penguatan modal koperasi, UKM dan kelompok ekonomi produktif tahun anggaran 2009 antara lain Program/kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan untuk program/kegiatan penguatan modal koperasi, UKM dan kelompok ekonomi produktif sebesar Rp.2.500.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan perincian sbb  :

a. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.  149.266.000,- dengan kegiatan adalah :

 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirasahaan

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 29.949.000,- digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan kewirusahaan dengan realisasi anggaran Rp 28.645.325,- capaian kinerja (95,65 %)

 2) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD dan pelatihan Administrasi  Keuangan UKM.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 45.600.000,- dipergunakan untuk pelatihan manajemen Pengelola Koperasi/ KUD sebanyak 25 koperasi/KUD dan pelatihan Administrasi Keuangan UKM sebanyak 20 UKM dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.148.475,- capaian kinerja (99,01 %).

 3) Monitoring dana UKM, KUT dan kredit lainnya.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 73.717.000,- dipergunakan untuk 80 UKMK dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.709.375,- capaian kinerja (99,99 %).

 b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.34.000.000,- dengan kegiatan adalah :
    1)   Penilaian klasifikasi kesehatan terhadap koperasi, KSP dan USP.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- dipergunakan untuk  Peningkatan klasifikasi kesehatan KSP dan USP 25 koperasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- capaian kinerja (100 %). 

2)  Promosi dan Pemasaran Produk Daerah

 Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 49.997.800,- dipergunakan untuk 2 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.434.800,- dengan capaian kinerja (98,87 %)

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 79.050.000,-  dengan kegiatan adalah :
    1)   Pengembangan dan pemeriksaan koperasi dan persiapan RAT. 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dipergunakan untuk pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan RAT sebanyak 50 koperasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.111.350,- capaian kinerja (97,78 %). 

2)  Sosialisasi prinsip pemahaman perkoperasian pemberdayaan  kelembagaan Dekopinda dan pemantapanidiologi gerakan koperasi

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 39.050.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.399.000,- capaian kinerja sebesar (98,33%)

d.   Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 174.796.000,- dengan kegiatannya sebagai berikut :

 1) Penerapan dan konvensi gugus kendali mutu dengan anggaran sebesar Rp 35.000.000,- yang dipergunakan untuk penerapan gugus kendali mutu pada 4 IKM dengan realisasi Rp. 31.840.900,- capaian kinerja (90,97%).

 2) Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan bintek dan pembinaan manajemen industri kerajinan makanan sebanyak 2 paket dengan realisasi anggaran sebesar                      Rp. 49.959.900,- capaian kinerja (99,92%).

 3) Pembinaan dan pengembangan industri kerajinan.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 39.796.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan pembinaan industri kerajinan rumah tangga di nagari-nagari pada 18 IKM, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.782.300,- capaian kinerja (99,97%).
 4) Pemberdayaan kelembagaan Dekranasda Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan pembinaan dan promosi produk hasil IKM binaan Dekranasda untuk 2 paket dengan realisasi anggaran sebesar                   Rp. 48.312.000,- capaian kinerja (96,62%).
Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam menunjang pelaksanaan urusan ini yang juga melaksanakan urusan perdagangan dan industri pada urusan pilihan adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	47

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	1

	
	- S 1 / D-4
	21


	
	- D I s/d D III
	6

	
	- SLTA
	16

	
	- SLTP
	3

	
	- SD
	-


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	2

	
	- Eselon III.b
	1

	
	- Eselon IV.a
	12

	
	- Eselon IV.b
	-


 Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ditingkatkan melalui program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 123.796.000,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain, peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan dan instalasi listrik.

    4.1.18 Urusan Penanaman Modal

Unsur yang melaksanakan Urusan Wajib Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal sesuai dengan realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) lembaga teknis di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya, maka untuk urusan penanaman modal telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 dalam kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, telah disediakan anggaran sebesar Rp.26.745.200,- dipergunakan untuk pelaksanaan pembuatan visualisasi dan target potensi unggulan daerah Kabupaten Sijunjung dengan realisasi Rp.26.599.200,- (99,45 %)

b. Kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.20.800.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan koordinasi dan perencanaan penanaman modal terhadap perkembangan investasi di Kabupaten Sijunjung ,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.429.300,- (98,22%).

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.35.750.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan pameran Invesda Expo di Jogjakarta, yang mana kegiatan dimaksud merupakan kegiatan rutin yang harus diikuti oleh setiap pemerintah daerah setiap tahunnya,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.831.000,- (75,05%).

    4.1.19  Urusan Kebudayaan

Dalam rangka pembinaan, pengembangan  dan pemantauan Seni dan Kebudayaan khususnya di Kabupaten Sijunjung  sesuai dengan  Kebijakan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Sijunjung dikelola oleh Dinas Pariwisata, Seni Budaya,  Pemuda dan Olahraga (Dinas Parsebudpora).

Unit kerja ini melaksanakan menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan di daerah antara lain :

a. Urusan Wajib dibidang kebudayaan, Pemuda dan olah Raga.

b. Urusan Pilihan dibidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan urusan tersebut diatas, Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga telah menganggarkan dana melalui Dokumen Pelaksanaan Anggraran (DPA) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.3.015.235.084,- antara lain:

a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.317.353.040,- dipergunakan untuk penggajian pegawai Dinas Parsenibudpora.

b. Belanja Langsung  sebesar Rp. 1.697.882.044,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan dibidang Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp.  dengan kegiatan antara lain :

b. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 152.336.900,- dipergunakan untuk biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, surat kabar/majalah, perjalanan dinas pegawai  dengan realisasi sebesar Rp. 122.168.075,-  capaian kinerja ( 80,19% ). 

c. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar                      Rp. 390.841.100,- dipergunakan untuk biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi sebesar Rp. 317.280.505,- capaian kinerja    (79,95%)

d. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 169.066.000,- dengan kegiatan adalah  Peningkatan sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 169.066.000,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain, peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dengan realisasi biaya belanja sebesar                     Rp. 161.043.295,- capaian kinerja ( 95,25%).

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 78.000.000,- dengan kegiatan adalah  Peningkatan sumber daya aparatur.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 78.000.000,- dipergunakan untuk  biaya pelaksanaan seminar sehari dan pelatihan bagi aparatur dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 22.275.000,- capaian kinerja ( 28,56%).

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dengan kegiatan adalah Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.   dipergunakan untuk  Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  2009  dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.435.000,- (98,80%).

Sedangkan program dan kegiatan pada bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya Lokal disediakan dana anggaran sebesar Rp. 137.800.000,- dengan kegiatan antara lain :

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah disediakan dana sebesar Rp. 137.800.000,- dipergunakan untuk peningkatan pengembangan bibit terhadap kesenian tradisi daerah sebagai promosi wisata daerah terdiri dari 3 paket kegiatan yaitu pembinaan kesenian tradisi langka, festival randai dan nyanyi minang serta pagelaran kesenian event tertentu didalam dan diluar daerah dalam provinsi dengan realisasi sebesar Rp. 133.634.000,- capaian kinerja  (96,98 % ). 

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal disediakan dana anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- dengan kegiatan yaitu :

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakal, museum dan peninggalan bawah air disediakan dana sebesar Rp. 73.000.000,- dipergunakan untuk penataan benda peninggalan sejarah sebagai asset budaya sejarah Kabupaten Sijunjung yang tersebar di 13 lokasi dalam kabupaten dengan realisasi sebesar Rp. 72.797.000,- capaian kinerja ( 99,72% ). 

    4.1.20  Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Unsur yang melaksanakan Urusan Wajib Desentralisasi ini  adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  (Kesbangpol dan Linmas). 

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Tahun Anggaran 2009 disediakan angaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar                   Rp. 2.862.768.141,- realisasi anggaran Rp. 2.652.476.501,- (92,65%) terdiri dari  :

a.  Belanja Tidak Langsung 

Untuk belanja tidak langsung disediakan anggaran sebesar  Rp, 859.955.651,- dipergunakan untuk penggajian pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik   dan Linmas dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 790.086.939,- (91,88%)
b. Belanja Langsung Rp 2.001.465.490,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan pada Kantor Kasatuan Bangsa, Politik dan Linmas tahun anggaran 2009 dengan realisasi keuangan sebesar  Rp. 1.862.389.562,- (93,05%)
Adapun bentuk program kegiatan sebagai berikut :

a.   Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 171.443.948,- dengan kegiatan adalah :

 1) Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 171.443.948,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor,  dan biaya cetak belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar  Rp. 152.426.130,- (88,91%)
 2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar               Rp. 275.141.036,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap,  telepon, air , biaya rekening listrik kantor dan Belanja Penghargaan (bantuan lebaran/THR serta Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi dengan  realisasi biaya belanja sebesar Rp. 267.952.032,- (97,39%)
b.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Untuk program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 67.297.000,-  dengan kegiatannya adalah Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 67.297.000,- dipergunakan untuk biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  dan pengadaan mesin genset, Plang Nama Kantor, Komputer, meja kerja, kursi kerja, kursi rapat, sofa dan penghias ruangan rumah tangga Kantor Kesbangpol dan Linmas dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 63.523.475,- (94,39%)
c.  Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- yang terdiri dari kegiatan antara lain :

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar Rp. 3.000.000,- dipergunakan untuk biaya penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan (LAKIP) kantor Kesbangpol dan Linmas.

d.  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Program ini  disediakan dana anggaran sebesar Rp  7.500.000,- dengan kegiatan  Sumberdaya Aparatur
e.  Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 65.450.425,- dengan kegiatan adalah :

Pengendalian Keamanan Lingkungan disediakan dana Rp. 65.450.425,- dipergunakan untuk monitoring daerah rawan konflik dan pengawasan orang asing dengan realisasi anggaran sebesar  Rp. 56.441.050,- (86,23%)
f.  Program Pemeliharaan Trantibmas dan pencegahan tindak kriminal disediakan dana anggaran sebesar Rp. 384.502.656,- dengan kegiatan adalah :

 1) Operasional Satgas PB dan Gladi Posko

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 66.863.650,- dipergunakan untuk operasional Satgas PB dengan realisasi anggaran Rp. 61.934.650,- (92,63%)
 2) Pelatihan Satlak PB

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 44.598.3060,- dipergunakan untuk Pelatihan Satlak PB dengan realisasi anggaran Rp. 44.456.300,- (99,68%)
 3) Operasional Barisan Pemadam Kebakaran (BPK)

Kegiatan disediakan anggaran sebesar Rp. 273.040.700,- dipergunakan untuk operasional Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 248.331.175,- (90,95%)
g.  Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 349.542.225,-  dengan kegiatan adalah :

 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 48.205.575,- dipergunakan untuk Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan (FPWK) dengan (jumlah peserta 80 orang) dan upacara Kesadaran Nasional sebanyak 11 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.663.300,- (69,83%)
 2) Peningkatan  Rasa Kebangsaan dan Bela Negara

Kegiatan disediakan anggaran sebesar Rp. 301.336.650,- dipergunakan untuk pelaksanaan Paskibraka Kabupaten, Propinsi dan Nasional dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 293.620.250,- (97,44%)
h.  Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 79.020.350,- dengan kegiatan adalah  Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp 79.020.350,- dipergunakan untuk penyuluhan narkoba terhadap siswa dan siswi SLTA/SLTP, razia dan sampel urine secara acak sebanyak 15 sekolah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.434.850,- (92,93%)
i. Program Pendidikan Politik Masyarakat disediakan dana anggaran sebesar       Rp. 523.567.850,- dengan realisasi keuangan sebesar  Rp. 480.666.350,- dan kegiatannya adalah :

 1)   Penyuluhan kepada masyarakat 

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp 24.529.075,- dipergunakan untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu Presiden dengan peserta Aparatur Pemerintah dan wali Nagari se Kabupaten Sijunjung sebanyak 350 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.418.075,- (99,55%)
 2) Koordinasi Forum-forum diskusi Politik.

Kegiatan ini disediakan dana Rp. 82.839.450,- dipergunakan untuk Fasilitasi Pemilu di Kabupaten Sijunjung dan Bimbingan Teknis (BINTEK) bagi Parpol yang mendapat bantuan keuangan sebanyak 60 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.353.450,- (80,10%)
 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini disediakan dana Rp. 27.780.200,- dipergunakan untuk Tim Peneliti dan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Parpol sebanyak 11 Parpol dan Verifikasi pertanggung jawaban bantuan keuangan terhadap Parpol serta evaluasi dan monitoring terhadap Parpol, Ormas dan LSM di Kabupaten Sijunjung sebanyak 15 kali turun dengan realisasi anggaran sebesar                Rp. 25.395.700,- (84,22%)
 4) Pembekalan Tugas Anggota Linmas PAM TPS

Kegiatan ini disediakan dana Rp. 99.523.850,- dipergunakan untuk Pembekalan anggota PAM Linmas, Simulasi Pemilu 2009 dan Upacara Penyerahan & pengembalian Anggota PAM Linmas TPS sebanyak 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 950 orang dengan  realisasi anggaran sebesar Rp. 96.634.350,- (97,10%)
 5) Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Kegiatan ini disediakan dana Rp. 251.458.250,- dipergunakan untuk Sosialsiasi Pemilu Tahun 2009 sebanyak 8 kali dengan jumlah peserta 640 orang, Memonitor pemungutan suara di tingkat TPS sebanyak 475 TPS dan Pemutakhiran data DPT Pilpres di Tingkat Jorong sebanyak 260 Jorong dengan  realisasi anggaran sebesar     Rp. 250.446.750,- (99,60%)
 6) Pembekalan Anggota DPRD Periode 2009 s/d 2014.

Kegiatan ini disediakan dana Rp. 37.155.400,- dipergunakan untuk Pembekalan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 25 orang dengan  realisasi anggaran sebesar   Rp. 17.418.025,- (46,88%)
j.  Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.875.000,- (99,83%) dengan kegiatan adalah :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran. 

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.75.000.000,- dipergunakan untuk pembuatan garase mobil BPK dan rehab Kantor BPK di Kamang Baru dengan  realisasi biaya belanja sebesar Rp. 74.875.000,-

Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut :
 1) Kondisi Sumber Daya Manusia pada Kantor Kesbangpol Linmas adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	25

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	1

	
	- S 1 / D-4
	5


	
	- D I s/d D III
	-

	
	- SLTA
	15

	
	- SLTP
	4

	
	- SD
	-


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	-

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	-

	
	- Eselon IV.a
	4

	
	- Eselon IV.b
	-


2) Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Kantor Kesbangpol Linmas sudah cukup baik seperti keberadaan 2 Unit Pemadam Kebakaran yang ditempatkan di Kiliran Jao dan di Ibukota Kabupaten dengan tujuan efektifitas jangkauan bagi seluruh wilayah Kabupaten yang rawan bencana kebakaran. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur disediakan anggaran sebesar  Rp. 67.297.000,- dipergunakan untuk biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  dan pengadaan mesin genset, Plang Nama Kantor, Komputer, meja kerja, kursi kerja, kursi rapat, sofa dan penghias ruangan rumah tangga Kantor Kesbangpol dan Linmas.

     4.1.21  Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan membawahi 3 Asisten    yaitu :

1)  Asisten Pemerintahan membawahi 3 bagian yaitu

· Bagian Administrasi Pemerintahan

· Bagian Hukum dan HAM

· Bagian Organisasi dan Pesonalia.

2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi 2 bagian yaitu

· Bagian Administrasi Perekonomian

· Bagian Administrasi Pembangunan

3) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 bagian yaitu 

· Bagian Umum 

· Bagian Kesejahteraan Rakyat

· Bagian Keuangan

Kemudian dalam rangka membantu Bupati menjalankan tugas-tugas pemerintahan dibentuk Staf Ahli setingkat Eselon II yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Staf ahli dalam menjalankan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung ditetapkan 3 (tiga) bidang Staf Ahli yaitu :

 1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan

 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsinya, membantu Bupati/Wakil Bupati dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan baik sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah serta tugas lainya yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan kewenangan dan fungsinya Sekretariat Daerah juga melaksanakan unsur urusan wajib lainnya.

Program program Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah :

 1) Belanja Tidak Langsung Bupati / Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.228.857.553,- dipergunakan untuk membayar Penggajian Bupati/Wakil Bupati dan Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.946.240.329,- (94,60%)
 2) Belanja Langsung disediakan dana anggaran sebesar Rp. 17.596.472.250,- dipergunakan untuk pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.492.324.689,- (82,36%)
Adapun bentuk program kegiatan pada sekretariat daerah tahun Anggaran 2009 adalah :

1)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini adalah menunjang kegiatan Sekretariat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan dana anggaran sebesar Rp.       5.851.631.200,-  yang terdiri dari kegiatan antara lain :

a)  Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini dipergunakan untuk penunjang biaya operasional (kegiatan rutin) di lingkungan Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar                        Rp. 1.573.930.450.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.486.230.250.- (94,43%)
 b) Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini dipergunakan untuk penunjang biaya operasional jasa (belanja rutin) seperti pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, (pembayaran rekening listrik, telepon, air, majalah/surat kabar dll) dilingkungan Sekretariat Daerah) dengan anggaran sebesar Rp. 3.307.176.450,- dengan realisasinya sebesar Rp. 3.172.201.847.- (95,92%)
c) Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

Kegiatan ini dipergunakan untuk penunjang biaya operasional (kegiatan rutin) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar         Rp. 672.174.300.- dan realisasinya sebesar Rp.  621.579.429.-. (92,47%)
d) Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

Kegiatan ini dipergunakan untuk penunjang biaya operasional jasa ( belanja rutin seperti pembayaran tagihanrekening listrik, telepon, air, majalah dll) Rumah Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 298.350.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 260.729.879.- (87,39%)
2)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 5.243.254.000,-  dengan kegiatan antara lain :

a)  Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Pengadaan kendaraan dinas untuk tahun anggaran 2009 ditambah dengan anggaran 2008 yang ditampung kembali sebanyak 12 unit untuk pengadaan kendaraan roda 4 dan satu unit Dumk Truk serta 11 unit kendaraan roda 2 dengan anggaran sebesar Rp.2.654.915.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 2.481.011.050,- (93,45%) 

b)  Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas dialokasikan anggarannya sebesar Rp. 272.750.000,- dan realisasinya sebesar                  Rp. 202.484.600,- (74,24%) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 

c)  Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 336.186.300.- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 218.681.250,- (65,05%) dipergunakan untuk :

 (1) Pengadaan Pendingi Ruangan sebanyak 2 unit

 (2) Pengadaan Komputer/PC sebanyak 8 unit

 (3) Pengadaan Printer sebanyak 3 unit

 (4) Pengadaan Kursi Rapat (kursi susun) sebanyak 200 buah

 (5) Pengadaan sound system band sebanyak 1 unit

 (6) Pengadaan orgen dan peralatannya sebanyak 1 unit

d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 81.162.500.- dan realisasinya sebesar Rp. 77.391.000,- (95,35%)yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
e) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalaa rumah dinas untuk tahun anggaran 2009 dipergunakan untuk biaya perbaikan rumah dinas yang ada di Kabupaten Sijunjung dengan anggaran sebesar Rp. 109.707.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 95.859.073,- (87,38%)
f)  Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

Kegiatan ini pada tahun anggaran 2009 disediakan dana sebesar                Rp. 200.000.000,- yang dipergunakan untuk :

 (1) Rehabilitasi Gedung Pancasila, 1 paket

 (2) Rehabilitasi pada Kantor Bupati

 (3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor lain

      Dengan total realisasi keseluruhan sebesar Rp. 196.163.600,- (98,08%)
g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- yang dipergunakan untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati dengan realisasi sebesar Rp. 58.541.050,- (83,63%)
 h)  Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 590.753.200,- dan realisasinya sebesar Rp. 557.271.546,- (94,33%) yang dipergunakan untuk biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Sekretariat Daerah dan biaya pengecatan, bongkar mesin dan rusak berat dari kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

i)  Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 825.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 819.253.150,-  (99,27%)yang dipergunakan untuk :

 (1) Pengadaan Sajadah untuk keperluan Sekretariat 1 paket

 (2) Perbaikan tenda dan accesoris

 (3) Pembenahan sarana dan prasarana Lapangan M. Yamin

 (4) Biaya penunjang operasional K3 Ibukota Kabupaten

 (5) Pemeliharaan alat-alat kantor lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah

Dengan terealisasinya kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor maka dapa meningkatkan pelayanan aparatur pemda kepada masyarakat.

j) Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor kepala daerah/wakil kepala daerah 

 Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 102.500.000,- dengan realisasi sebesar  Rp. 98.242.340,- (95,85%) yang dipergunakan untuk biaya pemeliharaan alat-alat Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung.
3)  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk program peningkatan sumber daya aparatur dialokasikan dana    sebesar Rp. 29.344.750,- dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.343.750,- dengan realisasi keuangan Rp. 18.425.250,- (95,25%) yang dipergunakan untuk melatih tenaga kerja yang mampu mengoptimalkan pemakaian komputer dalam bidang administrasi dan keuangan.

b) Kegiatan Sosialisasi Penetapan Sasaran Kerja Individu (SKI) PNSD

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.867.375,- (88,67%)
4) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
a) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 24.737.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.888.200,- (88,48%). Kegiatan ini bersumber dari Laporan Kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dihimpun yang dijadikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan untuk tahun dengan kegiatannya adalah Penyusunan Buku Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( Buku LAKIP Tahun 2009, Laporan Penetapan Kinerja Tahun 2010 ) 

b) Kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.917.000,- (99,17%) Kegiatan ini dipergunakan untuk penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah tahun 2008 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas laporan keuangan (CALK).

5) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil  Kepala Dearah.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.705.503.900,- dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

Kegiatan ini dipergunakan untuk acara dialog/audiensi antara Pemerintah Daerah dengan para tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan lain-lain yang dialokasikan anggarannya sebesar                        Rp. 208.140.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 175.652.500,- (84,39%)
b) Kegiatan penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Non Departeme/Luar Negeri

Kegiatan ini dipergunakan untuk penerimaan tamu-tamu Pemda dalam rangka kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga non departemen/luar negeri ke Kabupaten Sijunjung dengan anggaran sebesar Rp. 278.011.100,- dan realisasinya sebesar Rp. 203.615.000,- (73,24%)
c) Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida

Kegiatan ini dipergunakan untuk kegiatan rapat koordinasn Unsur Muspida Kabupaten Sijunjung yang dianggarkan sebesar Rp.327.740.800,- dengan realisasinya sebesar Rp. 292.332.600,- (89,20%)
d) Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dpergunakan untuk acara rapat koordinasi dan konsultasi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 38.143.500,- (58,68%)
e) Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini dipergunakan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk melakukan kunjungan kerja/inspeksi ke Kecamatan-kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 115.702.000,- dan realisasinya sebesar            Rp. 111.118.000,- (96,04%)
f) Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya disediakan dana sebesar Rp. 710.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 524.840.625,- (73,83%) Kegiatan ini dipergunakan untuk acara koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan aparatur daerah.

6)   Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan antara lain sebagai   berikut :

a) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga.

Kegiatan ini didukung dana sebesar Rp. 56.286.000,- Dipergunakan untuk survey harga terhadap 22 jenis barang dan menyusun buku Standar Satuan Harga Barang keperluan belanja barang pada unit kerja SKPD, UPTD, Sekolah-Sekolah, Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung  tahun 2009 dengan jumlah buku yang dicetak sebanyak 200 buku fisik 100%. dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar             Rp. 45.795.800,-(96,27%).  

b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Revolving.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.000.000,- dipergunakan untuk Pengendalian Usaha Mikro dan Kecil, Revolving dan Asset lainnya dengan capaian kinerja Terlaksananya Evaluasi Data Barang/Asset Revolving Daerah dengan  realisasi keuangan sebesar Rp. 23.822.000,- (74,65%).
c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 51.828.000,- dipergunakan untuk Penertiban dan Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) terhadap tempat-tempat Usaha baik pada sektor  Perdagangan, Jasa, Peternakan, Perkebunan, Pertanian, Perbengkelan dan usaha-usaha lainnya. Jumlah SITU yang telah diterbitkan baik baru/pembaruan maupun perpanjangan sebanyak 1.339 Pengusaha dan pendataan jenis usaha yang belum memiliki Izin Usaha realisasi fisiknya 100% dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 39.325.625,- (96,92 %).
7)  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Program ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain :

 a)  Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Kegiatan ini disediakan dana  anggaran sebesar Rp. 55.820.00,- dipergunakan untuk verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta Rencana Dasar Nagari dengan realisasi anggaran sebesar                     Rp. 17.698.400,- (31,71%)
 b)  Survey Pasar Lelang Hasil Bumi (Komoditi Karet) 

Kegiatan ini disediakan dana  anggaran sebesar Rp. 21.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.996.000,- (55,67%)kegiatan ini digunakan untuk pengembangan ekonomi rakyat dan tersedianya lokasi pasar lelang karet.

8)    Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 389.532.500,-  dengan kegiatan antara lain :

a) Pembinaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini disediakan dana  anggaran sebesar Rp. 153.581.500,- dipergunakan untuk pembinaan terhadap pelaksanaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi keuangan sebesar                   Rp. 98.102.800,- (63,88%)
b) Pembinaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (lanjutan)

Dana kegiatan tahun 2008 yang dilanjutkan untuk pelaksanaanya tahun 2009 dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar                  Rp. 44.750.000,- (89,50%)
c) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kegiatan ini disediakan dana  anggaran sebesar Rp. 22.350.000,- dipergunakan untuk  menindaklanjuti hasil temuan pengawasan aparat pemeriksa terhadap objek pemeriksaan dan penyelesaian kasus temuan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.503.275,- (64,89%)
d) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dipergunakan untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati serta  Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Nota Penjelasan LKPJ sebanyak dengan realisasi anggaran sebesar                             Rp. 25.989.125,- (74,25%)
e) Pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan.
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 86.768,500,- dipergunakan untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dilapangan dan rapat monitoring setiap triwulan dengan realisasi kegiatan berupa penyusunan laporan 12 bulan dan realisasi keuangan sebesar                             Rp. 85.451.950,- (98,48%)
f) Koordinasi dan pengawasan kebijakan produk bersubsidi

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 41.832.500,- dipergunakan untuk Pelaksanaan koordinasi dan Pemantauan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Tanah Bersubsidi, Pupuk Bersubsidi serta Raskin di 8 kecamatan dengan realisasi anggaran Rp. 37.436.225,- (89,49%)
9)  Program Penataan dan Penyempurnaan dan Kebijakan Sistem dan Prosedur  Pengawasan yang kegiatannya Penyusunan Naskah akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur  Pangawasan.
Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 17.616.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.108.625,- (85,77%) kegiatan inij dilaksanakan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN

10)  Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dan perlindungan hukum oleh Pemerintah kepada masyarakat dan Aparatur, atas adanya kasus-kasus yang muncul baik dari masyarakat maupun dari Aparatur dengan memakai jasa pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang hukum baik pidana ataupun perdata disediakan dana sebesar Rp.155.150.000,- dengan kegiatannya adalah Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 155.150.000,- adalah untuk bentuk memberikan pelayanan, konseling dan memfasilitasi kasus yang berkaitan dengan Aparatur dan masyarakat dalam hal ini kasus pidana dan perdata berupa penanganan kasus dan pelayanan/konseling kasus dengan realisasi dana sebesar Rp.120.671.000,- (77,78%)
11) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini disediakan dana sebesar Rp. 405.570.000,- dipergunakan untuk Monitoring, evaluasi, informasi koordinasi peraturan perundang undangan serta ratifikasi perda, keharmonisan perda dengan aturan yang lebih tinggi dan kegiatannya antara lain  sebagai berikut :

a) Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 159.100.000,- dipergunakan untuk Penyuluhan Hukum dan HAM ke masyarakat di Nagari dan Pembinaan PPNS dengan realisasi anggaran sebesar Rp.137.096.475,- (86,17%)
b) Legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 115.530.000,- dipergunakan untuk  penyusunan dan penyempurnaan draft Ranperda yang diajukan ke DPRD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.143.875,- (80,62%)
c)  Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 46.460.000,- dengan realisasi  anggaran Rp 45.639.800,- (98,23%)
d)  Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 44.820.000,-dipergunakan untuk penyediaan buku lembaran daerah dan buku informasi hukum dari kumpulan produk hukum daerah sebanyak 275 buah buku antara lain : Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yang di distribusikan ke SKPD dan Perangkat Nagari dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar      Rp. 35.146.500,- (78,42%)
e) Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 39.660.000,-dipergunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi produk hukum nagari sebanyak 30 Nagari, dan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.539.750,- (71,96%)
12)  Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

a) Kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah dengan anggaran sebesar Rp.224.086.000,- dan realisasi sebesar Rp. 63.921.750,-

b) Kegiatan Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.458.500,- dan realisasi                  Rp. 17.776.500,- (96,31%) output dari kegiatan ini adalah merupakan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

c) Kegiatan Pemekaran Nagari 

Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 44.857.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.451.000,- (63,43%) kegiatan ini dilaksanakan untuk pengkajian pemekaran nagari. 

13) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfatan Tanah dengan kegiatannya adalah :

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 165.635.000,-  dengan kegiatan adalah  Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 165.635.000,- dipergunakan untuk Penetapan hak milik tanah Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar  Rp. 2.957.175,- (1,79%) hal ini disebabkan karena usulan pensertifikatan tanah Pemda tahun 2009 belum bisa dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung disebabkan karena kekurangan personil pada Kantor Pertanahan mengakibatkan proses pensertifkatan tidak dapat dilaksanakan sebagai mana yang  telah direncanakan. 

 14)  Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan kegiatannya adalah  Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.760.850.000,-  dengan kegiatan adalah Pengadaan dan Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Sijunjung.

Untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.760.850.000,- dipergunakan untuk pengadaan tanah sarana pembangunan pemerintah dan realisasi anggaran sebesar Rp. 590.564.125,- (33,54%) hal ini disebabkan oleh karena belanja untuk pengadaan tanah untuk lokasi Pramuka Muaro Silokek sebanyak 2 Ha dan Lokasi Objek wisata Musiduga 6 Ha belum terealisasi disebabkan karena belum adanya kesepakatan antara pemilik tanah dengan Pemda.

15)   Program Pelayanan Kehidupan Beragama. 

Program ini disediakan anggaran dengan kegiatan adalah :

a)  Musabaqah Tilawatii Qur'an ( MTQ) Tingakat Propinsi

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 614.118.000,- untuk mendukung pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi yang dilaksanakan di Pasaman dengan realisasi anggaran dalam pelaksanaanya adalah sebesar Rp. 509.354.100,- (82,94%).

b)   Safari Ramadhan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung setiap tahunnya dan dimaksudkan sebagai wahana pendekatan Informasi pembangunan kepada masyarakat melalui kunjungan ke mesjid/mushallah yang ada di Nagari, sekaligus menyerap pesan-pesan pembangunan dari masyarakat serta sekaligus pemberian bantuan peralatan keagamaan. Pada kegiatan ini seluruh SKPD dan Instansi Lintas Sektor yang ada di Kabupaten Sijunjung yang ditujukan pada  40 masjid yang berada pada 8 Kecamatan disediakan anggaran sebesar Rp.282.786.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.265.499.200,- (93,89%).

 c)  Pelatihan guruTPQ/ TPSQ.

Kegiatan ini disediakan dana APBD sebesar Rp. 62.929.400,- dengan peserta pelatihan Guru TPQ/TPSQ Kabupaten Sijunjung sebanyak 60 orang selama 3 hari dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.753.900,- (82,81%).

16)  Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 64.721.900,- dengan kegiatan : 

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 64.721.900,-  dipergunakan untuk  Pelatihan Guru UKS tingkat TK/RA,SD/ Ml dan Pembinaan UKS sebanyak 50 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.499.900.- (74,94%)
17).  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari.

Program ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain :

a)   Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan BPN.

 Kegiatan ini disediakan dana  anggaran sebesar Rp. 62.901.250,-  dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.309.200,- (83,16%)
b)  Penilaian Kompetensi Wali Nagari

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 65.280.900,- yang ditujukan untuk pelaksanaan penilaian terhadap Kompetensi Wali Nagari dengan realisasi sebesar Rp. 36.941.300,- (56,59%)
18) Program Menyediakan webside dan penggunaan ICT dalam     peningkatan pelayanan masyarakat.

Program ini disediakan dana sebesar Rp. 183.025.000,- dengan kegiatan  Penyempurnaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 183.025 000 dan realisasi sebesar Rp. 152.640.200,- (83,40%) untuk penyempurnaan aplikasi pengadaan barang dan jasa dilakukan pengadaan antara lain pengadaan penyempurnaan dan pemeliharaan program aplikasi, server komputer, pengadaan laptop, pengadaan mobiler ULP, pendingin ruangan dan pembelian Vacum Cleaner.

b. Sekretariat DPRD

 1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator keberhasilan sasaran terwujudnya penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik, target dan capaian nya adalah sebagai berikut :
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
	12 bln
	12 bln
	90,93%

	2
	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
	12 bln
	12 bln
	95,73%


Dari Kedua Indikator  yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini untuk Tahun 2009 semua kegiatan belum dapat direalisasikan       100 % untuk lebih jelas pengukuran indikator kinerja kegiatan antara lain:

a) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Dalam kegiatan ini keberhasilan pencapaian telah dapat dilaksanakan, dimana kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Sijunjung ini target   100%. Dimana dana yang tersedia Rp.661.878.986,- hanya terealisir Rp.436.804.190,-(65,99%) hal ini disebabkan karena adanya penghematan dari  BBM dan Gas.

b) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Dana yang tersedia dalam APBD adalah sebesar Rp.804.155.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 670.519.963,- (83,38%) sedangkan realisasi kinerja mencapai  95,75 %.

2)   Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Indikator keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, target dan capaian kinerja adalah sebagai berikut :
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Pembangunan Gedung Kantor
	1 paket
	
	0,06.%

	2
	Pengadaan Kendaraan Dinas
	6 unit
	6 unit
	99,85%

	3
	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
	12 bln
	12 bln
	96,40 %


Dari ketiga indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini semua kegiatan dapat terealisasi, dimana capaian kinerja sampai akhir Tahun Anggaran 2009. Adapun Penilaian  Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan Gedung Kantor

Keluaran  dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembanguanan Gedung Kantor DPRD yang direncanakan pada awal Tahun anggaran 2009 dengan anggaran dana yang tersedia Rp. 3.368.805.000,- dan terealisasi sebesar    0,18% (Rp. 6.207.000,-)

Untuk Tahun anggaran 2009 ini pembangunan Gedung Kantor ini baru sampai tahap pelelangan tender yang diumumkan dengan Media Nasional.

b)  Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas dapat direalisasikan sebesar 100% dengan anggaran yang ada sebesar Rp.814.500.000,- dana yang tersedia pada APBD terealisasi Rp. 809.934.125,- (99,44%) sedangkan capaian indikator kinerja tercapai sebesar 99,85 %

c)  Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 

Capaian pada akhir Tahun anggaran dapat dicapai,dimana   kegiatan ini hanya terealisasi 86,50% yaitu dengan anggaran Rp.456.412.200,- yang terealisasi Rp.394.816.280,- sedangkan capaian indikator kinerja sebesar  96,40 %.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya pemerintahan nagari yang baik, target dan realisasi nya sebagai berikut:
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
	100 stel
	100 stel
	99,10%


 Hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi 100% dana yang dialokasikan sebesar Rp.170.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.400.000(99,10%). Jumlah capaian kinerja pada akhir Tahun anggaran 95%.

4)   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Indikator keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya Pemberdayaan Apratur  yang baik, target dan realisasi nya sebagai berikut:
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur
	12 kali
	5 x
	94,41%


Mewujudkan efektifitas dan efisiensi Kelembagaan, ketatalaksanaan Organisasi di lakukan  kegiatan Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

Untuk menunjang kegiatan ini telah dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.118.750,- ( 32,24 %) Ini dikarenakan pelatihan-pelatihan yang tersedia hanya berasal dari lembaga-lembaga swasta, sedangkan kita berharap pelatian tersebut berasal dari Depdagri atau instansi pemerintah lainnya.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  Capaian Kinerja dan Keuangan :

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya pemerintahan nagari yang baik, target dan realisasi nya sebagai berikut:
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
	1 paket
	1 paket
	99,97%


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 

Dari Kegiatan hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan  Lakip Sekretariat DPRD, Penetapan Kinerja yang merupakan kewajiban dari SKPD dan Pemerintah Daerah untuk melaporkan kegiatan  yang telah dilaksnaakan dan yang akan  dilaksanakan

Dari Dana  yang telah dianggarkan  dalam APBD sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.994.500,- (99,89 %). 

5)   Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indikator keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah , target dan realisasinya adalah sebagai berikut :
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	12 kali
	12 kali
	100 %

	2
	Rapat-Rapat Paripurna
	7 kali
	6 kali
	85,71 %

	3
	Kegiatan Reses

	18 kali
	18 kali
	95,86 %

	4
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Kabupaten
	36 kali
	32 kali
	95,86 %

	5
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
	6 kali
	6 kali
	98,53 %



	6
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	10 kali
	10 kali
	97,05 %


Analisa capaian dari masing-masing indikator dari sasaran terwujudnya kelancaran kegiatan Dewan untuk menampung dan membahasnya dalam rapat-rapat dewan sebagai berikut :
 a)  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  dengan anggaran sebesar Rp.946.415.205.- dengan realisasinya sebesar Rp.795.567.500.- dengan capaian Indikator Kinerja 84,06 % dan jumlah Pengukuran Kinerja 95,75 %.

 b) Rapat-Rapat Paripurna

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  dengan anggaran sebesar Rp.30.310.360.- dengan  realisasinya sebesar Rp.15.968.000.- dengan capaian Indikator Kinerja 52,68 % dan jumlah Pengukuran Kinerja 77,86%, tidak tercapainya persentase indicator disebabkan oleh kurangnya kegiatan Rapat-rapat paripurna Dewan.

 c)   Kegiatan Reses 

Kegiatan Reses bertujuan untuk menghimpun aspirasi dari konstituen masing-masing anggota Dewan dan melihat langsung kelapangan hasil dari pembanguan dan mengawasi  jalannya pembangunan yang dianggarkan sebesar Rp.201.770.430.- dan realisasinya sebesar Rp.170.378.500.- dengan capaian Indikator Kinerja 100 % dan jumlah Pengukuran Kinerja 95,86%.

 d)  Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Dalam Daerah ini dialokasikan anggarannya  untuk Pimpinan dan Anggota DPRD menghadiri undangan dari masyarakat sebesar Rp.264.584.060.-. Kegiatan menyangkut terhadap adanya kegiatan masyarakat yang melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD. Realisasi kegiatan ini dapat direalisasikan sebesar Rp.158.437.550,- dengan realisasi indicator sebesar 81,89 %.

 e)  Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan Kapasitas Pimpinanan dan Anggota DPRD ini jumlah anggarannya sebesar Rp.1.532.656.750.- dan realisasinya sebesar Rp.1.448.259.475.- dengan capaian Indikator Kinerja 98,53 %.

 f)   Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  dialokasikan anggarannya sebesar Rp.1.966.208.620,- dan realisasinya sebesar Rp.1.748.828.590.- capaian Indikator Kinerja 100 % dan jumlah Pengukuran Kinerja 97,05 %.

c.   Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dilingkungan SKPD untuk Tahun Anggaran 2009, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sijunjung sesuai dengan fungsinya telah menyediakan dana dalam 27 kegiatan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 9.582429.924,- antara lain :

1)   Belanja Tidak Langsung 

Untuk belanja tidak langsung disediakan anggaran sebesar Rp, 3.532.447.339,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.117.534.002,- (88,25%) dipergunakan untuk penggajian pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

2)   Belanja Langsung.

Untuk belanja langsung disediakan anggaran sebesar Rp. 6.049.982.585,- dengan realisasi aanggaran sebesar Rp. 5.325.099.462,- (88,02%) dipergunakan untuk membiayai program kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).

Adapun bentuk program kegiatan tahun anggaran 2009  sebagai berikut :

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Jumlah anggaran yang tersedia pada Program ini sebesar Rp. 6.049.982.585,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.807.047.971,- dengan capaian kinerja Program sebesar Rp. 98.25% yang berasal dari APBD Kabupaten Sijunjung, Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : 
a)   Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS. 
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS ini terwujudnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan kesehatan. Untuk pelaksanaan kegiata dimaksud telah dialokasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 2.140.000.000,- dengan realisasi                     Rp. 2.140.000.000,- atau 100% dari plapon anggaran.                                                                                                                                                                                                                                             

b)   Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.   
Kegiatan ini merupakan Honorarium PNS dan Belanja bahan habis pakai serta barang cetak dan pengadaan kegiatan wajib bagi SKPD. Kegiatan ini telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 532.348.000,- dengan Realisasi Rp. 483.665.375,- atau 90.86% dari plapon anggaran.  
c)    Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kegiatan ini berupa penyediaan prasana untuk kelancaran operasional Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti pembayaran telepon, listrik, PDAM dan Bahan Bakar Minyak, serta pembayaran honorarium.  Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 196.293.500,- dengan realisasi 183.382.596,- atau 93.42%. dari plapon anggaran.

1)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan perawatan kendaraan Dinas serta Peningkatan dan Pemeliharaan sarana & Prasarana kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp. 401.650.000,- dengan realisasi anggaran 398.079.163,- dengan capaian kinerja program sebesar 99.74% yang berasal dari APBD Kabupaten Sijunjung, Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

a)   Pemeliharaan/Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini berupa Biaya Perawatan Kendaraan Dinas roda ( 4 )empat dan roda ( 2 ) dan Perjalanan Dinas Luar/Dalam Propinsi. Kegiatan ini telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan, untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 51.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp 51.269.663,- atau 99,36 %. Dari plapon anggaran.

b)   Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan ini berupa Belanja pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga, serta Belanja Modal untuk menunjang kelancaran operasional Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 350.050.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 346.809.500,- atau 99.07 % dari plapon anggaran.

2)  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini terlaksana dengan baik  dengan capaian kinerja program sebesar 91,64 % .Jumlah Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp. 92.697.200,-  dengan realisasi anggaran Rp. 86.384.375,- atau 80.93% dari plapon anggaran program dengan kegiatan sebagai berikut : 

a) Peningkatan Sumber Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bentuk Kegiatan ini pengadaan pelatihan pengurus Barang SKPD bagi pengurus Barang SD sebanyak 120 orang yang berasal dari pengurus barang lingkup kecamatan Kamang Baru, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok dan UPTD Sijunjung. Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar 98,19% Rp. 62.697.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 56.840.750,- atau 96.89% dari plapon anggaran. 

b) Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Bentuk kegiatan ini memberikan kesempatan kepada personil untuk mengikuti Diklat/pelatihan bagi pegawai DPKD, untuk pelaksanaan kegiatan ini dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.543.625,- atau 98,48% dari plapon anggaran.

  3)  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan  Keuangan.

Program ini untuk melaksanakan kegiatan DPKD dalam Penyusunan Lakip dari Dinas Pengelolaan Keunagan Daerah untuk Tahun Anggaran 2009. jumlah anggaran yang tersedia pada program ini sebesar Rp. 5.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.930.625,- atau 92,33% yang berasal dari APBD Kabupaten Sijunjung, program ini adalah sebagai berikut :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKD.

Bentuk Kegiatan ini merupakan pembuatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan tentang penyusunan LAKIP kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.340.000,- dengan realisasi anggaran sebesar                       Rp. 4.930.625,- atau 92.33% dari plapon anggaran. 
4)     Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menata kinerja Pemerintah Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan bagi SKPD Kabupaten Sijunjung dengan melaksanakan 18 kegiatan untuk Tahun Anggaran 2009.  jumlah anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 2.659.279.285,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.018.900.003,- atau 70.07% dari plapon anggaran direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut : 

a) Penyusunan  Standarisasi Biaya Kinerja serta Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Bentuk kegiatan ini Penyusunan Standarisasi  Biaya kinerja dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah wujudnya adalah penyusunan Standarisasi biaya Pemerintah Kabupaten Sijunjuung untuk pedoman Bagi SKPD dalam rangka penyusunan RKA SKPD. Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.383.000,- dengan realisasi Rp. 33.021.750,- atau 69,69% dari plapon anggaran. SDM 10 orang.

b) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak Daerah dan  retribusi dan Sosialisasi,

Merupakan kegiatan dalam rangka pembuatan konsep draf peraturan Bupati tentang kebijakan akutansi pemerintah daerah tahun anggaran 2009, untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.000.000,- dengan realisasi anggaran 30.998.500,- atau 46.27% dari plapon anggaran . 
c)  Penyusunan Tentang APBD 

Bentuk kegiatan  ini melaksanakan  penyusunan APBD dan perubahan TA. 2009 dalam bentuk  Peraturan  Daerah Kabupaten Sijunjung, Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2009 dalm bentuk Peraturan Bupati Sijunjung, Penyusunan Draf dan Rancangan APBD TA. 2010, Penyusunan Anggaran Ka  dan Perubahan Anggaran Kas, Penyiapan Surat Pendiaan Dana (SPD) SKPD, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen perubahan pelaksanaan  Anggaran (DPPA-SKPD), Nota Keuangan Bupati, Nota jawaban Bupati atas  pandangan fraksi DPRDD, penggeseran Anggaran  TA 2009 serta RAPBD TA 2010 untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 491.601.650,- dengan realisasi anggaran Rp. 429.337.865,- atau 87.33% dari plapon anggaran. 

d) Penyusunan   Rancangan   PERDA  dan  dan  PERBUP  tentang pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD.

kegiatan ini melaksanakan pembuatan Perda dan Perbud tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2009 Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.139.880.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 119.657.100,- atau 85.54% dari plapon anggaran. .

e)   Penyusunan  Sistim Informasi  Keuangan Daerah
Kegiatan  ini  adalah  penyiadiaan  perangkat keras dan lunak  SIPKD Kabupaten  Sijunjung, pemasangan jaringan LAN SIPKD pada   Klinik                          Anggaran   dalam rangka penyediaan Program Aplikasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengsan jumlah Alokasi anggaran sebesar   Rp. 99.999.950,- dengan realisasi anggaran Rp. 74.827.450,- (74,83%) dari plapon anggaran.

Dengan demikian outcome/hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efektif Pengelolaan Keuangan Daerah.  
f)   Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Bentuk Kegiatan ini adalah pelaksanaan  penghapusan/pelelangan  Aset yang telah rusak berat serta  tidak layak  dipakai untuk  kendaraan  dinas  roda 2 (dua)  dan roda 4 (empat), Untuk pelaksanaan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.213.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 42.676.000,- atau 78.72% dari plapon anggaran. 

g)   Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah 

Bentuk kegiatan  ini  merupakan penilaian  Aset Daerah dengan  menghasilkan Inventarisasi dan penilaian barang Daerah,untuk kegiatan ini di alokasikan Dana sebesar Rp. 277.901.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 266.038.050,- atau 95.73% dari plapon anggaran.

h)  Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 

Kegiatan ini  menghimpun laporan bulanan pendapatan, laporan bulanan PAD serta laporan bulanan PAD per SKPD serta pelaksanaannya untuk pelaksanaanya kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.103.733.700,- dengan realisai anggaran Rp. 78.267.550,- atau 75.45% dari plapon anggaran. 

 i)  Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB dan Verifikasi Data 

Bentuk kegiatan ini merupakan proses merupakanpenerimaan PBB yang dimulai dengan percetakan SPPT oleh Dirjen pajak dalam hal ini kantor pajak Pratama Solok,mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dengan Narasumber dari Kantor Pajak Solok dan Pemda,untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah di alokasikan anggaran tersebut telah terealissir sebesar Rp.863.615.870,- dengan realisasi anggaran                  Rp. 588.585.413,- atau 68.15% dari plapon anggaran.

j) Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah 

Pelaksanaan survey penetapan pajak dan retribusi, serta penyediaan media pungut pajak,untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.99.674.170,- dengan realisai anggaran       Rp. 55.905.300,- atau 56.09% dari plapon anggaran.

k)  Penyusunan  Pelaporan Smester 

Kegiatan ini menghimpun data kegiatan SKPD selama semester I dan pronologis enam bulan berikutnya, untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.45.892.050,- dengan realisasi anggaran Rp. 32.142.200,- atau 70.04% dari plapon anggaran.

l)  Worshop Keuangan Daerah 

Kegiatan ini  melaksanakan  pelatihan PPK untuk pembuatan  pelaporan, dana serta realisasi kegiatan  secara  Akuntansi  setiap  bulannya kepada  PPK SPKD tahun  2009. Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksudtelah dialokasikan anggaran sebesar Rp.48.290.295,- dengan realisai anggaran Rp. 36.995.100,- atau 76.61% dari plapon anggaran.

m)  Pelaksanaan Penggelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah 

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan proses pengeluaran/pencairan  dana  kas daerah ke kas bendahara  maupun pihak rekanan berdasarkan  Surat Perintah Membayar (SPM) yang di terbitkan oleh SKPD  dan  pertanggungjawaban lainnya yang diperlukan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri No.56 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah. Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.183.059.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 158.383.800,- atau 86.52% dari plapon anggaran.

n)  Sistem dan Prosedur  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah

Kegiatan  ini  merupakan  pembahasan dan penyusunan  sisdur pendapatan Daerah, untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.496.1000,- dengan realisai                         Rp. 12.551.750,- atau 52.24% dari plapon anggaran.

o)  Pengawasan Investasi Pemerintah Daerah

Kegiatan  ini  merupakan  pembinaan-pembinaan terhadap lembaga-lembaga tempat  penanaman   modal dalam menanggulangi masalah  non performance loan (NPL) atau kredit macet. Teranalisasinya laporan keuangan dan rapat umum Pemegang Sham (RUPS) pihak  penerimaan  penyertaan modal Pemda.  Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah diaolokasikan anggaran sebesar Rp.25.820.000,- dengan realisai                      Rp. 19.203.500,- atau 74.37% dari plapon anggaran.
p)  Pengembangan  dan Pengendalian  Keuangan  Daerah/Nagari

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan  pembinaan kepada  Bendahara SKPD  dan Kecamatan  tentang pengelolaan keuangan  Daerah, untuk pelaksanaan kegiatan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.154.850,- dengan realisasi Rp. 10.615.125,- atau 24.04% dari plapon anggaran.
q)   Pembinaan   Pengurusan  Barang

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan  pembinaan kepada  pengurus barang SKPD yakni untuk  pengurus barang SD yang berada di lingkup UPTD Sumpur  Kudus, Koto VII, IV Nagari dan Kupitan dengan  jumlah peserta  120 orang pengurus barang, untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.26.151.100,- dengan realisai anggaran   Rp.17.747.225,- (67,86%) dari plapon anggaran. 

r).   Penyusunan   Rencana   Kebutuhan  Barang Unit (RKBU)

Kegiatan ini merupakan pembuatan Buku  laporan rencana  kebutuhan barang unit, untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.411.500,- dengan realisasi anggaran                              Rp. 11.946.325,- atau 72.79% dari plapon anggaran.
 5)  Program    Peningkatan   Sistem   Pengawasan  Internal  dan  Pengendalian  Pelaksanaan  Kebijakan KDH

Program ini  merupakan  pengawasan   terhadap  pengelolaan barang daerah/aset   untuk melaksanakan  pendataan  barang  daerah bagi pengurus barang. Program  ini   sebesar Rp. 9.757.325,- atau 43.61% yang berasal dari APBD Kab.Sijunjung Program ini terdiri dari satu kegiatan  Tindak  Lanjut  Hasil  Temuan  Pengawasan.
Kegiatan   ini merupakan  pelaksanaan tuntutan   ganti  rugi (TGR)  atas  hilangnya kendaraan dinas  roda dua serta tindak lanjut  temuan aparat pengawasan,untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dialokasikan anggaran sebesar Rp.22.374.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.757.325,- (43,61%) dari plapon anggaran.  
d.  Badan  Kepegawaian Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam menjalankan urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 14.490.131.741,- dengan  realisasi sebesar Rp. 8.506.016.208,- antara lain program kegiatannya adalah  :

 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.168.388.852,- dipergunakan untuk pembayaran penggajian pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.  4.063.575.182,- ( 49,75 % )

 2) Belanja Langsung sebesar Rp. 6.321.742.889,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan Penyelenggaraan Kepegawaian Dearah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.442.441.026,-( 70,27 %).

Adapun bentuk program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah tahun anggaran 2009 antara lain :
1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.478.593.843,- dan realisasi sebesar Rp.362.868.661,- dan kegiatan antara lain :

a)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 223.099.947,- dipergunakan untuk  biaya barang pakai habis seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, Peralatan kebersihan, dll dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 147.691.900,-(66,20%)

b)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 255.493.896,- dipergunakan untuk  Honorarium tenaga honorer /Pegawai tidak tetap, belanja bahan bakar, biaya telepon, belanja air, listrik, surat kabar, belanja THR Pegawai, Perawatan kenderaan, belanja cetak, belanja sewa, makan minum tamu dan belanja Perjalanan dinas dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 215.176.761.-(84,22%)

2)   Program Peningkatan Sarana daan Sarana Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 259.706.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 140.022.165,-( 53,92 % ) yang kegiatannya adalah :

Belanja Pegawai, pemeliharaa Peningkatan dan Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga, belanja pengadaan kenderaan roda 2, belanja pengadaan peralatan kantor, belanja pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan komputer dan belanja pengadaan peralatan dapur.

3)   Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

       Program ini disediakan anggaran sebesar 25.000.000,- dipergunakan untuk pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.802.500,-               ( 99,21%).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 5.121.750- dipergunakan untuk belanja lembur PNS/Non PNS, Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan dan belanja makan minum rapat dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.121.750,- ( 100,00 % )

 5)  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.2.309.660.662,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.425.738.075 ,- dengan kegiatannya antara lain :
a)   Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.167.472.985,- dipergunakan untuk pelaksanaan dan pengiriman  CPNS mengikuti LPJ sebanyak 393 orang dengan realisasi keuangan sebesar                            Rp. 1.004.257.400,- (86,02%)

b)  Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 807.878.675,- dipergunakan untuk pengiriman peserta Diklat PIM Tingkat III dan pelaksanaan bagi peserta diklat PIM IV dan realisasi keuangan Rp. 228.779.925,- (28,32%). Persentase realisasi keuangan pada kegiatan ini sangat kecil disebabkan oleh adanya musibah gempa 30 September 2009 sehingga tidak terlaksana secara optimal.

c)   Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 334.309.002 dipergunakan untuk pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS sebanyak 37 orang dan realisasi keuangan sebesar Rp. 192.700.750,- (57,64 %).

5)   Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.3.243.659.734,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.483.887.875,- dengan kegiatannya antara lain :

a) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 29.397.625,- dipergunakan untuk  pelantikan jabatan, dan pengambilan sumpah jabatan PNS sebanyak 412 orang dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.323.075- (58,93%).

b) Seleksi Penerimaan Calon PNS.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 465.841.959,- dipergunakan untuk Penerimaan CPNS sebanyak 593 orang dan realisasi keuangan sebesar Rp. 314.351.775,-(67,48%).

c) Penempatan PNS.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 30.778.170,- dipergunakan untuk penempatan PNS sesuai kompetisi sebanyak 1.836 orang dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.225.500,- ( 46,22 % )

d) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 144.804.300,- dipergunakan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat PNS sebanyak 972 orang dan realisasi keuangan 122.047.050,- ( 84,28 % )
e)  Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 67.715.000,- dipergunakan untuk pendataan pegawai daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 4.685 orang dan realisasi keuangan sebesar                Rp. 44.847.575,- (66,23%).

f)  Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 81.040.000,- dipergunakan untuk  pembinaan dan pengembangan aparatur daerah sebanyak 83 orang dan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.723.900,- ( 94,67 )

g)  Proses Penanganan Kasus kasus Pelanggaran Disiplin PNS.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 42.162.500,- dipergunakan untuk  pembinaan dan pengembangan aparatur daerah selama 1 tahun dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.606.700,-(74,96%).

h)  Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 1.158.410.000,- dipergunakan untuk pemberi bantuan kepada PNS tugas belajar dan izin belajar sebanyak 426 orang dan realisasi keuangan sebesar                       Rp. 856.767.475,-(73,96%).

i)  Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 110.797.500,- dipergunakan untuk Bantuan kepada Praja dan realisasi keuangan sebesar                     Rp. 44.502.400,-( 40,17 % )
j)   Penyusunan Formasi PNS.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 36.675.000,- dipergunakan untuk  penyusunan formasi PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 sebanyak 2.741 orang dan realisasi keuangan sebesar Rp.26.666.625,-( 72,71 % )

k)  Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.076.037.680 dipergunakan untuk belanja peningkatan kesejahteraan pegawai : belanja Perawatan pengobatan, belanja bantuan pensiun dan bantuan uang duka bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 934,825.800,- ( 70,27 % )

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan pemerintah daerah Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan rekrut pegawai,  pengembangan karier PNS dan pembinaan pegawai baik PNS maupun Pegawai Tidak Tetap (honor daerah dan kontrak) serta melakukan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta memperhatikan kondisi daerah dan kebutuhan dengan jalan : 

 1) Pengadaan Pegawai baru PNS (CPNS) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat

 2) Mutasi Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Honor Daerah dilingkungan SKPD di Kabupaten Sijunjung disamping mengisi formasi yang ada juga diperlukan untuk penyegaran pegawai.

 3) Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai baik formal maupun informal

 4) Dan memberi bantuan pendidikan dan kesejahteraan pegawai baik pegawai yang akan pensiun maupun pegawai yang sakit dan orang  tua/mertua pegawai yang meninggal dunia.

e. Inspektorat Daerah

Dalam rangka peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan SKPD Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan fungsinya disediakan dana anggaran dalam APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2009 sebesar  Rp. 2.691.731.926 ,-  dan realisasi sebesar Rp. 2.474.817.533,- yang dipergunakan untuk :

1) Belanja Tidak langsung sebesar Rp.1.515.376.456,- dan realisasi sebesar          Rp.1.460.565.214,- dipergunakan untuk Gaji pegawai pada Inspektorat Daerah.

2) Belanja Langsung disediakan anggaran sebesar Rp.  1.176.355.470,- dan realisasi sebesar Rp. 1.014.252.319,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2009.

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah :

1)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Jumlah anggaran yang tersedia pada Program ini sebesar  Rp.303.349.170,- yang berasal dari APBD Kabupaten Sijunjung dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 248.396.997,-. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 

a)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran. 

Kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat dan prasarana untuk kelancaran operasional Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti ATK, Biaya Perjalanan Dinas dan lain sebagainya. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar      Rp.207.119.710,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar             Rp.177.228.975,- atau 85,57 % dari rencana anggaran yang ditetapkan.Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2009.

b)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran. 

Kegiatan ini berupa penyediaan prasana untuk kelancaran operasional Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti pembayaran telepon, listrik, PDAM dan Bahan Bakar Minyak. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar      Rp. 96.229.460,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar               Rp. 71.168.022,- atau 73,96 % dari rencana anggaran yang ditetapkan.Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2009.

2)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan perawatan alat-alat kantor dan rumah tangga,  kendaraan serta gedung/bangunan kantor Inspektorat Daerah. Jumlah anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp. 151.825.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar      Rp. 148.906.711,- dengan kegiatan  Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan ini berupa pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga, kendaraan  serta  gedung/bangunan untuk menunjang kelancaran operasional Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan ini berupa pengadaan 2 ( dua ) unit Laptop, 2 ( dua ) unit sepeda motor, 1 ( satu ) unit AC, 1 (satu ) unit lemari, 1 (satu ) unit Brankas, 3 (tiga ) unit Printer, 1 (satu) unit Kamera, 1 ( satu ) unit LCD serta 1 ( satu ) unit faximili. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 163.600.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar      Rp. 152.287.847,- atau 93,09% dari rencana anggaran yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2009.

3)  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Capaian Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2009. Jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20.254.400,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 19.916.400,- dengan kegiatan sebagai berikut : 

a) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Kegiatan ini berupa Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2009.  Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.754.650,- dimana kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2009 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 14.567.150,- atau 98.73% dari dana yang telah dianggarkan.

b) Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan ini berupa Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2009.  Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.499.750,- dimana kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari 2008 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.349.250,- atau 97,26% dari dana yang telah dianggarkan.

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tugas  oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jumlah anggaran yang tersedia pada Program ini sebesar Rp. 654.531.900,- yang berasal dari APBD Kabupaten Sijunjung dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.565.248.075,-   Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu : 

a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

Kegiatan ini berupa melakukan pemeriksaan rutin  terhadap 103 objek Pemeriksaan telah terealisasi sebanyak 103 Objek Pemeriksaan atau realisasi pelaksanaan 100%. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 490.069.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 437.916.125,- atau 89,36 % dari dana yang telah dianggarkan.
b) Melaksanakan Pemeriksaan Kasus 

Melaksanakan pemeriksaan kasus terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung yang ditargetkan sebanyak 10 Kasus atau realisasi 100% dari target. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar                      Rp. 51.687.700,- Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2009. Kegiatan ini dilaksanakan apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Realisasi penggunaan anggaran sebesar  Rp. 47.951.950,- atau 92,77 % dari rencana anggaran yang ditetapkan.
c) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Kegiatan ini berupa melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan yang bertujuan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. Disamping itu Inspektorat Daerah juga mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi dibidang pengawasan yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jendral dan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat serta Rapat Tekhnis Pengawasan Tingkat Nasional. Pada tahun anggaran 2009 target yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah sebanyak 11 kali yaitu melaksanakan Rapat Koordinasi sebanyak 4 kali, gelar pengawasan sebanyak 1 kali, serta mengikuti rapat koordinasi pengawasan di tingkat regional sebanyak 1 kali dan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebanyak 2 kali serta Rapat Teknis Pengawasan sebanyak 3 kali. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar                     Rp. 84.147.200,-  Kegiatan ini  dilaksanakan pada Bulan April s/d Desember 2009. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebesar 92% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 10 kali, . Realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 52.849.500,- atau 62,81% dari rencana anggaran yang ditetapkan.

d) Melaksanakan Pemeriksaan Khusus

Melaksanakan pemeriksaan Khusus berupa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) apabila terjadinya suatu mutasi terhadap pimpinan atau pengelola keuangan dalam unit kerja yang bersangkutan. Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 7 Objek Pemeriksaan. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 18.905.500,- Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2009.  Pencapaian kinerja dari kegiatan ini adalah dilakukannya pemeriksaan khusus sebanyak 7 Objek pemeriksaan atau 100% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan realisasi penggunaan anggaran sebesar                     Rp. 17.540.500,- atau 92,78% dari rencana anggaran yang ditetapkan.
e) Melaksanakan Monitoring Kegiatan Pembangunan.

Kegiatan ini berupa monitoring yang dilaksanakan oleh tim Monitoring Kegiatan Pembangunan Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.722.500,- Kegiatan ini ditarget kan sebanyak 24 kali, yang dilaksanakan pada Bulan April sampai dengan Desember 2008. Realisasi sebanyak 18 kali atau 100 % dari target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 8.990.000,- atau 92,47% dari rencana anggaran yang ditetapkan.
5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Capaian Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2009. Jumlah anggaran yang disediakan untuk Program ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,-  dengan kegiatan  Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk mengikut sertakan aparat pemeriksa dan aparatur Inspektorat Daerah untuk mengikuti Diklat-Diklat, Bimbingan tekhnis dan workshop di bidang pengawasan, sehingga terjadinya peningkatan aparatur pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,- Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 14 kali dan dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2008. sedangkan realisasi dari kegiatan ini adalah telah diikutinya diklat dan bimbingan tekhnis sebanyak 14 orang atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi  anggaran sebesar              Rp. 24.105.000,- atau 96,42%  dari dana yang telah dianggarkan.

6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki serta menata kinerja organisasi Inspektorat Daerah secara administrasi dengan penyempurnaan dan penataan administrasi dan prosedur pengawasan. Jumlah anggaran yang disediakan untuk Program ini adalah sebesar               Rp. 9.620.000,-  dengan kegiatan  Penyusunan Kebijakan Sistim dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan berupa Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) sebanyak 1 ( satu ) Paket yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2009. Jumlah anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.620.000,- Kegiatan ini berupa penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) Inspektorat Daerah. Pada tahun 2009 target yang telah ditetapkan sebanyak 1 paket PKPT, yang telah direalisir dengan adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2009 atau 100% dari target yang telah ditetapkan, dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar  Rp. 4.298.000,- atau  44,68%  dari dana yang telah dianggarkan.
f.  Kecamatan

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan Perangkat Wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi Perangkat Daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrasi. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara strutural Camat berada langsung dibawah Bupati.

Setelah adanya pemekaran Kabupaten Sijunjung  dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya yang didasari terbitnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003, sehingga kecamatan di Kabupaten Sijunjung yang semula berjumlah 12 kecamatan menjadi 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang, Baru, Kecamatan Lubuk Tarok dan Kecamatan IV Nagari. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa camat merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tugas dan dipimpin oleh seorang Camat dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang telah didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat dan Sekretaris Camat serta uraian tugas Eselon IV pada Kecamatan.

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya yang didasarkan kepada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 63 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Camat dan Sekretaris Camat serta uraian tugas Eselon IV pada Kecamatan.

Adapun anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1)   Kecamatan Sijunjung

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di  Kecamatan Sijunjung dalam APBD Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan sebesar Rp.1.813.188.405,- dan realisasi anggaran sebesar 1.712.199.129 dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a)     Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.869.197.144  ,-  yang dipergunakan untuk Belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.824.711.242,-

b)    Belanja Langsung sebesar Rp.943.991.261,- dipergunakan untuk membiayai Program kegiatan Kecamatan Sijunjung.

Adapun bentuk program kegiatan Kecamatan Sijunjung antara lain adalah :

a)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran dan kegiatan antara lain :

(1)   Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.241.541.744,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik , perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.231.213.081,- (95,72%)

(2)   Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.216.959.664,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon  air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.183.965.410,- (84,79%)

b)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp.205.656.502,- yang kegiatan antara lain :

Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 205.656.502,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pembayaran pajak kendaraan, dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.195.058.045,- (94,85%)

c)    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan Sumberdaya Aparatur disediakan dana sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.4.310.000,- dengan capaian kinerja ( 86,20%).

d)  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan kegiatan adalah:

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disediakan dana sebesar Rp. 2.00.000,- dipergunakan untuk pembuatan laporan kinerja dan keuangan dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.2.000.000,-apaian kinerja (100%).

e)    Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.265.908.351,- dengan kegiatan adalah:

Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp. 265.908.351,- dipergunakan untuk pengadaan kendaraan sepeda motor dan pemeliharaan rutin jalan kabupaten dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.264.396.351,- capaian kinerja (99,43%)

f)  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan,- 

Adapun pada program ini hanya terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan disediakan dana sebesar Rp.6.925.000,- dengan realisasi biaya belanja sebesar                      Rp. 6.545.000,- dengan capaian kinerja (94,51%)

2)   Kecamatan Koto VII

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di  Kecamatan Koto VII dalam APBD Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan sebesar Rp.1.585.728.428,- dengan program dan kegiatan adalah :

a) Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp 950.910.928,- yang dipergunakan untuk Belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah.

b) Belanja Langsung sebesar Rp. 442.218.000,- dipergunakan untuk  membiayai Program kegiatan Kecamatan Koto VII.

Adapun bentuk program kegiatan kecamatan Koto VII antara lain adalah :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 361.833.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 336.513.129,- atau 93% dengan kegiatan antara lain :

(1)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 278.663.850,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 265.000.306,- atau 95%.

(2)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar      Rp. 83.220.000,-,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 71.512.823,- atau 86%.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 248.655.000,- dengan realisasi keuangan sebesar       Rp. 219.232.800,- dengan  kegiatan adalah :

(1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor disediakan dana sebesar   Rp. 33.505.000,- dengan realisasi biaya sebesar Rp. 26.851.000,-  atau   80%.

(2) Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 45.945.000,- dengan realisasi biaya Rp. 41.093.000,- atau 89%.

(3) Pengadaan Gedung bangunan Kantor dan Peralatan Mesin, Dana yang disediakan sebesar 192.600.000,- dengan  realisasi sebesar         Rp. 174.488.000,- atau 90,59%.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan Sumberdaya Aparatur disediakan dana sebesar Rp.5.000.000,- dipergunakan untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparatur kecamatan dengan realisasi biaya Rp. 3.030.000,- atau 62% .

d) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan kegiatan adalah:

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar          Rp. 2.000.000,- dipergunakan untuk Penyusunan buku Laporan Capaian Kinerja Kecamatan (LAKIP) 1 (satu) paket realisasi biaya belanja sebesar     Rp. 1.996.000,-  atau 99,8% .

e) Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 123.095.000,- dengan kegiatan adalah sebagai berikut:

Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp. 123.095.000,- dipergunakan untuk pemeliharaan ruas jalan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 114.813.000,-  atau  94%.

f)  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dana yang disediakan sebesar Rp. 9.000.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan disediakan Dana sebesar Rp. 9.000.000,- dipergunakan untuk biasa Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) di Kecamatan Koto VII dengan realisasi sebesar Rp. 8.673.500,- atau 97%.

3)  Kecamatan Sumpur Kudus

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di  Kecamatan Sumpur Kudus Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan sebesar Rp.1.661.926.015,- dengan program dan kegiatan adalah :

a) Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.884.577.047,- yang dipergunakan untuk Belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah.

b) Belanja Langsung sebesar Rp.777.348,- dipergunakan untuk  membiayai Program kegiatan Kecamatan Sumpur Kudus.

 Adapun bentuk program dan kegiatan antara lain adalah :

a)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran dan kegiatan antara lain :

(1)   Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 296.268.818,- dipergunakan untuk  biaya sebagai berikut :
(a) Belanja Pegawai, seperti honorarium PNS dan Kerja lembur

(b) Belanja barang dan jasa, seperti belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak dan Pengadaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Makan dan Minum, Belanja Perlanan Dinas.

Dengan Realilsasi Biaya Belanja Rp. 270.707.606,- (91,37%)
(2)   Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 76.650.000,- dipergunakan untuk  biaya

(a) Belanja Pegawai, seperti Honorarium Non PNS.

(b) Belanja Barang dan Jasa, seperti Belanja Bahan Material, Belanja Jasa Kantor.

        dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 51.288.635,- (66,91%)
b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

disediakan dana anggaran sebesar Rp. 193.550.700,- dengan realisasi           Rp. 180.345.500,- (93,18%) yang terdiri dari kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dipergunakan untuk biaya.

(1) Belanja Pegawai, seperti Honorarium PNS

(2)  Belanja Barang dan Jasa, Seperti Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas.

(3)  Belanja Modal, seperti Belanja Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PengadaanPeralatan Kantor, Belanja Pengadaan Peralatan Dapur, Belanja Pengadaan Alat-alat Studio, Belanja Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan.. 

c)  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- 

Dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 4.630.000,- (92,60%)
Dengan kegiatan adalah Peningkatan sumberdaya aparatur

Dipergunakan ubtuk biaya belanja pegawai seperti, Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tehnis PNS

d)
Program Penoingkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- 

Dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 1.954.000,- (97,70%)
Dengan kegiatan adalah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, yang dipergunakan untk biaya

(1) Belanja Pegawai, seperti uang lembur.

(2) Belanja Barang dan Jasa, seperti Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak dan Pengandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas.

e)   Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 191.835.950,-  

Dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 186.793.690,- (97,37%)
Dengan kegiatan adalah Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 

Dipergunakan untuk biaya 

(1) Belanja Pegawai, seperti Honorarium PNS

(2) Belanja Barang dan Jasa, seperti Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja cetak dan Pengandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas.

f). Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 12.043.000,-  

Dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 12.031.100,- (99,90%)
Dengan kegiatan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dipergunakan untuk biaya 

(1) Belanja Pegawai, seperti Uang lembur

(2) Belanja Barang dan Jasa, seperti Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja cetak dan PenGgandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas.

4)  Kecamatan Kupitan

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di  Kecamatan Kupitan Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan sebesar Rp.1.245.987.564,- dengan program dan kegiatan adalah :

a)    Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.738.179.102,- yang dipergunakan untuk Belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.707.710.541,-

b)    Belanja Langsung sebesar Rp.  507.808.462,- dipergunakan untuk membiayai Program kegiatan Kecamatan Kupitan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 479.515.423,-

Adapun bentuk program dan kegiatan antara lain adalah :

a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran  dan kegiatan antara lain :

(1). Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.210.977.686,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.199.396.059,- (94,50%). 

(2). Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar Rp.91.370.340,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.85.495.239,- (93,57%).  

b). Program Peningkatan Sarana daan Prasarana Kantor disediakan dana anggaran sebesar Rp.108.441.925,- dan kegiatan adalah :
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor disediakan dana sebesar                       Rp. 108.441.925,- dengan realisasi biaya sebesar Rp.99.422.125,- (91.68%)
c). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kegiatan adalah  Peningkatan Sumberdaya Aparatur disediakan dana sebesar Rp.5.000.000,- dipergunakan untuk pelatihan aparatur kecamatan dengan realisasi biaya Rp. 5.000.000,- (100%)
d). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dengan kegiatan adalah:

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar Rp.2.000.000,- dipergunakan untuk menyusun buku Laporan Capaian Kinerja Kecamatan (LAKIP) 1 (satu) paket realisasi biaya belanja sebesar Rp.1.997.000,- (99,85%)
e). Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp.82.018.511,- dengan kegiatan adalah :

Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp. 82.018.511,- realisasi keuangan sebesar Rp.80.205.000,- (97,79%)
f)  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.8.000.000,-  

Dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.8.000.000,- (100%)
Dengan kegiatan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dipergunakan untuk biaya :

(1) Belanja Pegawai, seperti Uang lembur.

(2) Belanja Barang dan Jasa, seperti Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja cetak dan PenGgandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas

5)  Kecamatan IV Nagari

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di  Kecamatan IV Nagari Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan sebesar Rp.  1.978.441.024,-  dan Urusan Wajib Pendidikan sebesar Rp. 4.902.835.714,-  dengan program dan kegiatan adalah :

Adapun bentuk program dan kegiatan antara lain adalah :

a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran dan kegiatan antara lain :
(1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp.261.823.700,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.209.479.310,- (80,01%).

(2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar Rp.144.250.000,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.127.151.386,- (88,15%).

b) Program Peningkatan Sarana daan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp.51.826.300,- kegiatan adalah : 

Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 51.826.300,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dan sound system dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.43.863.500,- (84,64%).

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan Sumberdaya Aparatur disediakan dana sebesar Rp.8.000.000,- realisasi biaya belanja sebesar Rp.7.710.000,- (96,38%)
d). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan kegiatan adalah:

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar Rp. 1.500.000,-untuk Penyusunan buku Laporan Capaian Kinerja Kecamatan (LAKIP) 1 (satu) paket realisasi biaya belanja sebesar Rp. 1.150.225,- (76,68%) 

5). Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp.47.000.000,- dengan kegiatan adalah:

Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp. 47.000.000,- dipergunakan untuk pemeliharaan jalan kabupaten secara periodik dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.46.446.100,- (98,82%)
6)   Kecamatan Lubuk Tarok

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di  Kecamatan Lubuk Tarok Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan sebesar Rp. 1.105.732.103,- kegiatan adalah :

a) Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 571.061.930,- yang dipergunakan untuk Belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dengan realisasi sebesar Rp. 523.587.722,-

b) Belanja Langsung sebesar Rp. 534.670.173,- dipergunakan untuk membiayai Program kegiatan Kecamatan Lubuk Tarok dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 527.212.540,-

Adapun bentuk program dan kegiatan antara lain adalah :

(a)    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 295.330.173,- dan kegiatan antara lain :
(1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 241.006.073,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 238.325.300,- (98,89%)
(2)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar Rp.54.324.100,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, Belanja Penghargaan (THR), Belanja Pemeliharaan Gedung, Belanja pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga, Belanja Perawatan kendaraan dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.50.318.540,- (92,63%)
(b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 120.290.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 120.290.000,- dengan realisasi biaya belanja sebesar             Rp. 120.159.350,- (99,89%)
(c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan Sumber Daya Aparatur disediakan dana sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.857.500,-

(d) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dengan kegiatan adalah:

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar      Rp. 2.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.995.400,-

(e) Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 102.050.000,- dengan kegiatan adalah:

Biaya Operasional Rp. 12.050.000,- dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dipergunakan untuk operasional dan pemeliharaan jalan kabupaten  di nagari Nagari di Kecamatan Lubuk Tarok sepanjang 22,9 km.

(f)  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.10.000.000,-  

Dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.10.000.000,-

Dengan kegiatan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Dipergunakan untuk biaya 

(1) Belanja Pegawai, seperti Uang lembur

(2) Belanja Barang dan Jasa, seperti Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja cetak dan PenGgandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas.

7)  Kecamatan Kamang Baru

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di Kecamatan Kamang Baru Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan sebesar Rp. 1.609.839.601,- dengan program dan kegiatan adalah :

a) Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 719.621.971,- yang dipergunakan untuk Belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 685.663.917,-

b) Belanja Langsung sebesar Rp. 890.217.630,- dipergunakan untuk membiayai Program kegiatan Kecamatan Kamang Baru dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 871.855.568,-

Adapun bentuk program dan kegiatan antara lain  adalah :

(a)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 491.079.880,- terdiri dari kegiatan antara lain :

(1)    Penunjang  Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 302.719.730,- dipergunakan untuk biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar  Rp. 297.767.110,- (98,36%)
(2)   Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 191.860.150,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 180.366.838,- (94%)
(b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 184.295.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 184.295.000,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan dinas, instalasi listrik dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 183.347.000,- (99,49%)
(c)    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan Sumberdaya Aparatur disediakan dana sebesar Rp.5.000.000,- dipergunakan untuk  pelatihan pegawai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.999.500,- (99,99%)
(d)   Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar              Rp. 2.000.000,- untuk penyusunan laporan kinerja dan keuangan LAKIP kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.962.300,- (98,12%)
(e)  Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp. 191.242.750,- dengan kegiatan adalah :

Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 191.242.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 190.340.070,- (99,53%)   dipergunakan untuk pemeliharaan jalan :

· Jalan Kamang ke Aie Amo 21.40 Km;

· Kamang ke Kunangan 5 km;

· Kiliran Jao ke Dusun Tinggi 4.30 km;

· Aie amo ke Sei Betung 6.20 km;

· Batang kering ke timpeh IV 6 Km;

· Sei. Lansek ke Lubuk Tarantang 7 km;

8)  Kecamatan Tanjung Gadang

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum di  Kecamatan Lubuk Tarok Tahun Anggaran 2009 telah dianggarkan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecamatan dengan program dan kegiatan    adalah :

a) Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 850.045.359,- yang dipergunakan untuk Belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dengan realisasi sebesar Rp. 773.570.038,-

b) Belanja Langsung sebesar Rp. 320.137.000,- dipergunakan untuk membiayai Program kegiatan Kecamatan Tanjung Gadang dengan realisasi anggaran sebesar Rp.300.525.615,-

Adapun bentuk program dan kegiatan antara lain adalah :

(a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 320.137.000,- dan kegiatan antara lain :
  (1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.257.325.000,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 246.660.200,- (95,86%)
(2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar         Rp. 62.812.000,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, Belanja Penghargaan (THR), Belanja Pemeliharaan Gedung, Belanja pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga, Belanja Perawatan kendaraan dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar                    Rp. 53.865.415,- (85,76%)
(b)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 142.450.009,- dengan kegiatan    adalah :

Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 142.450.009,- dengan realisasi biaya belanja sebesar                   Rp. 139.298.600,- (97,79%)
(c)    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Peningkatan Sumber Daya Aparatur disediakan dana sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000,- (100%)
(d)  Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dengan kegiatan adalah:

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar        Rp. 2.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.997.500,- (99,88%)
(e)   Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 196.000.000,- dengan kegiatan adalah:

Operasional dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten disediakan dana anggaran sebesar Rp. 196.000.000,- dipergunakan untuk operasional dan pemeliharaan jalan kabupaten  di Nagari-nagari di Kecamatan Lubuk Tarok sepanjang 22,9 km dengan realisasi sebesar Rp. 193.556.420,- (98,75%)
(f)  Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.11.000.000,-  

Dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.10.999.500,- (99,99%)
Dengan kegiatan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. Dipergunakan untuk biaya 

(1) Belanja Pegawai, seperti Uang lembur

(2) Belanja Barang dan Jasa, seperti Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja cetak dan PenGgandaan, Belanja Makan Minum, Belanja Perjalanan Dinas.

9) Nagari

Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat  yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam Daerah Kabupaten Sijunjung 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari bahwa Nagari adalah penyelenggaraan pemerintahan terbawah di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung setelah Pemerintah Kecamatan dengan kondisi pada tahun 2007 berjumlah 46 Nagari dan 1 desa dengan 199 jorong berada di 8 kecamatan.

Seiring dengan waktu dan perubahan serta kebutuhan maka didasari pada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemekaran dan Penggabungan Nagari, maka dilaksanakan kajian dan analisis terhadap adanya usulan dan kemungkinan  pemekaran nagari di Kabupaten Sijunjung.

Dalam menyikapi hal tersebut bahwa untuk lebih mendekatkan serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan maka di terbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Nagari Kampung Dalam, Nagari Silongo dan Nagari Latang di Kecamatan Lubuk Tarok serta Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Nagari Tanjung Kaliang, Nagari Padang Tarok, Nagari Siaur, Nagari Lubuk Tarantang dan Nagari Maloro di Kecamatan Kamang Baru.

Sehubungan dengan hal tersebut,  maka pada saat ini dengan bertambahnya 8 (delapan) nagari pemekaran sehingga jumlah nagari di Kabupaten Sijunjung saat ini berjumlah 54 Nagari dan 1 Desa dengan 241 jorong. 

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di 54 Nagari dan 1 Desa pada tahun 2009 sebelum terbentuknya nagari baru telah dialokasikan Alokasi Dana Nagari  sebesar Rp.14.300.000.- yang terdiri dari :

a)  Belanja Tidak Langsung ( Honorarium Wali dan Perangkat Nagari) dianggarkan sebesar Rp.5.476.500.000.- 

b)   Belanja Langsung antara lain :

· Belanja Modal sebesar Rp3.330.200.000.- 

· Belanja Operasional dan Uang Kehormatan BPN sebesar Rp.5.493.300.000,- 

Sedangkan untuk 1 (satu) Desa yaitu Desa Kampung Baru  pada tahun 2009 dialokasikan dana  sebesar Rp.163.374.577.- yang terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung (Honorarium Kepala Desa dan Perangkat Desa) dianggarkan sebesar Rp.77.700.000.- 

b) Belanja Langsung antara lain :

· Belanja Modal sebesar Rp.17.374.577.- 

· Belanja Operasional dan Uang Kehormatan BPD sebesar Rp.68.300.000,- 

Kondisi Sumber Daya Manusia dalam menunjang pelaksanaan urusan ini yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan adalah sebagai berikut :
a. Kualifikasi Kepegawaian Daerah
Tabel 4.29
	No.
	 Unit Kerja SKPD 
	Kualifikasi Pendidikan
	Jumlah

	
	
	S.2
	S.1/ D-4
	DI-DIII
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	1
	Sekretariat Daerah 
	5
	49
	3
	42
	11
	6
	116

	2
	 Sekretariat DPRD 
	0
	12
	5
	12
	1
	0
	30

	3
	DPKD
	4
	24
	7
	23
	0
	0
	58

	4
	BKD 
	1
	43
	4
	17
	1
	0
	66

	5
	Inspektorat Daerah
	1
	6
	4
	14
	-
	-
	25

	 6
	 Kecamatan 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Sijunjung
	0
	3
	7
	23
	2
	1
	36

	
	 Koto VII 
	0
	6
	8
	19
	2
	0
	35

	
	Sumpur Kudus
	0
	5
	6
	20
	0
	0
	31

	
	 IV Nagari 
	0
	8
	8
	12
	1
	0
	29

	
	 Kupitan
	1
	5
	4
	17
	0
	1
	28

	
	 Lubuk Tarok
	1
	4
	12
	11
	0
	0
	28

	
	 Tanjung Gadang 
	0
	8
	5
	17
	4
	1
	35

	
	 Kamang Baru 
	1
	5
	9
	12
	0
	1
	28

	Totah Jumlah
	60
	541
	384
	712
	86
	46
	1.829


                b.  Jumlah jabatan struktural 

	 

NO.

 
	 

UNIT KERJA SKPD

 
	ESELONERING SKPD
	Jumlah

	
	
	II
	III
	IV
	V
	

	
	
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	

	1
	 Sekretariat Daerah 
	1
	3
	8
	-
	24
	-
	-
	-
	36

	2
	 Sekretariat DPRD 
	-
	1
	3
	-
	9
	-
	-
	-
	13

	3
	DPKD
	-
	1
	1
	4
	15
	-
	-
	-
	21

	4
	BKD
	-
	1
	1
	4
	11
	-
	-
	-
	17

	5
	Inspektorat Daerah
	-
	1
	1
	4
	15
	-
	-
	-
	21

	6
	Kecamatan ( 8 Kec ) 
	-
	-
	8
	8
	32
	16
	-
	-
	64


        c. Kondisi sarana dan prasarana

Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ini kondisi sarana dan prasarana cukup memadai baik mobilitas, peralatan kantor maupun perlengkapan kantor lainnya.

4.1.22.  Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Secara teknis dalam pemberdayaan masyarakat nagari dan penanganan masalah masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat  dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008.

Sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari 9 program dan 21 kegiatan dan untuk program tersebut disediakan sebesar Rp. 4,546.234.227,- maka realisasi keuangan Rp. 4.092.290.158,- dengan program kegiatan  sebagai   berikut :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,408,309,175,- dan terealisasi sebesar          Rp. 1,301,348,295,- yang dipergunakan untuk belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil

b. Belanja Langsung sebesar Rp.  4,546,234,227,- dan terealisasi sebesar                      Rp. 4,092,290,158,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan dibidang Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

Adapun bentuk program kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009 adalah :

a.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana   anggaran sebesar Rp.   201,576,035,- dan kegiatan antara lain :

1)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 201,576,035,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti Honorarium Pengelola Keuangan, Lembur Pegawai, pengadaan alat tulis kantor, belanja perangko, belanja peralatan kebersihan, BBM,  belanja dekorasi belanja cetak, belanja penggandaan, belanja makan dan minum harian,makan dan minum rapat, makan dan minum tamu, makan dan minum lembur, belanja pakaian dinas, perjalanan dinas pegawai  dengan realisasi biaya belanja sebesar                        Rp. 197,155,525,-  (97,81%)
2)  Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 126,924,529,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap,  biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor ,surat kabar serta belanja Penghargaan dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 113,104,261,- (89,11%)
b.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.237,029,071,- dengan kegiatan adalah  Kegiatan Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 237,029,071,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, alat-alat listrik dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 235,238,500,- (99,24%)
c.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 20,000,000,- dengan kegiatan adalah Peningkatan Sumber Daya Aparatur disediakan dana sebesar Rp. 20,000,000,- dipergunakan untuk pendidikan pelatihan aparatur selama waktu 12 bulan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19,918,750,- (99,59%)
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan  Keuangan.

Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5,500,000,- dengan kegiatan adalah :

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar                  Rp. 5.500.000,- dipergunakan untuk  Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  2008 BPMPN 1 paket dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5,466,000,- (99,39%)
e.    Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1,192,808,000,-  dengan kegiatannya adalah.

1)   Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

 Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 68,690,000,- dipergunakan untuk Pelatihan Pengurus LPM Nagari 72 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 51,624,750,- (75,16%)
2)   Penyelenggaraan  Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 123,315,000,- dipergunakan untuk :

a) Pelatihan dan peningkatan Kopetensi Pemangku Adat Nagari sebanyak 80 orang yang berasal dari unsur ninik mamak dan unsur bundo kanduang.

b) Pelatihan Pokjanal Posyandu Nagari sebanyak 40 orang dengan peserta utusan 5 orang setiap kecamatan,  realisasi keuangan dari kedua kegiatan ini sebesar Rp 110,718,200,- (89,78%)
3)  Penunjang Administrasi  Poyek  Tim Koordinasi TKPK.

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 30,000,000,- dipergunakan untuk penyediaan laporan dan rumusan kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan 2 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15,686,650,- (52,29%)
4)   Lomba Nagari Berprestasi.

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 124,500,000,- dipergunakan untuk Penilaian Nagari berprestasi 8 nagari, pemberian penghargaan  sebanyak 4 nagari yang berprestasi di 8 kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114,724,650,- (92,15%)
5)  Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 152,685,000,- dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan pengurus Posyandu dan PKK di 8 Kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 85,932,830,- (56,28%)
6)  Pembinaan dan Monitoring bantuan Kredit Mikro Nagari

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 591,540,000,-  untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Nagari penerima bantuan di 20 Nagari, melaksanakan pelatihan terhadap pengurus kelompok penerima bantuan, dan adanya PTO mekanisme pencairan dana BLM sebanyak 60 buah, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 589,086,550,- (99,59%)
7)  Memfasilitasi Kuliah Kerja Lapangan

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.27,078,000,-  untuk memfasilitasi mahasiswa KKN yang melakukan KKN di Kabupaten Sijunjung sebanyak 250 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13,461,000,- (49,71%)
8)   Pembinaan dan Lomba Dasawisma

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-dipergunakan untuk membina dasawisma dan memberikan penghargaan kepada dasawisma yang berprestasi sebanyak 16 Nagari dari 8 Kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 51,179,447,- (68,24%)
f.   Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.450,000,000,- dengan kegiatannya adalah:

 1) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 90,000,000,- dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan bulan Bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) dalam membangunan nagari sebanyak 54 nagari dan 1 desa adapun 1 nagari pelaksana BBGRM utusan masing-masing Kecamatan adalah nagari Pamuatan kecamatan Kupitan,Nagari Mundam Sakti kec IV nagari, Nagari tanjung Kecamatan  Koto VII,Nagari Kumanis Kecmatan Sumpur Kudus,Nagari pamatang Panjang kecamatan Sijunjung,nagari Lubuk tarok kecamatan Lubuk tarok,nagari langki Kecamatan Tj Gadang, nagari kamang kecamatan kamang baru dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89,748,860,- (99,72%)
 2) Penunjang Administrasi Proyek PPK/PNPM.

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 210,000,000,- dipergunakan untuk pembinaan program PNPM-PPK, pelaksanaan koordinasi dan monitoring dan evaluasi program PNPM-PPK di 8 kecamatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 190,626,900,- (90,77%)
 3) Operasional Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Program Partisipatif)
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.150,000,000,- dipergunakan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam program partisipatif dengan realiasasi keuangan Rp. 132,577,200,- (88,38%)
g.  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 122,386,100,- dengan kegiatannya adalah.

 1)  Pembinaan Administrasi Pemerintahan Nagari

Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar rp. 71,267,896,- dipergunakan untuk melakukan pembinaan terhadap administrasi nagari yang terdiri dari 54 Nagari dan 1 desa dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53,510,000,- (75,08%)
 2) Bimbingan Teknis Perangkat Nagari

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 67,500,400,- dipergunakan untuk melakukan Bimbingan Teknis terhadap bendaharawan nagari dan kaur pembangunan sebanyak 54 Nagari dan 1 desa, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53,435,900,- (79,16%)
 3) Bimbingan Teknis BPN dan Sekretariat BPN

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 59,048,140,- dipergunakan untuk melakukan bimbingan teknis terhadap 110 orang Ketua BPN dan sekretariat BPN, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 52,481,285,- (88,88%)
h.  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 56,796,356,- dengan kegiatannya adalah.

Verifikasi APB Nagari dan RD Nagari

Untuk kegiatan ini disediakan sebesar Rp. 56,786,356,- dipergunakan untuk melaksanakan Verifikasi APB dan RD Nagari sesuai dengan Pedum, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27,143,450,- (47,80%)
i.  Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 2,057,783,800,- dengan kegiatannya adalah :

Pemberian makanan tambahan / kudapan anak Sekolah Dasar

Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 2,057,783,800,- dipergunakan untuk memberikan makanan tambahan kudapan Sekolah Dasar sebanyak 18.020 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,889,469,459,- (91,82%).

1) Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut :

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	28

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	5

	
	- S 1 / D-4
	11

	
	- D I s/d D III
	2

	
	- SLTA
	8

	
	- SLTP
	1

	
	- SD
	1


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	4


	
	- Eselon IV.a
	11

	
	- Eselon IV.b
	-


2) Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sudah cukup baik, hal ini dilaksanakan dengan kelengkapan terhadap berbagai sarana penunnjang bagi kelancaran pelaksanaan tugas aparaturnya seperti pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

       4.1.23 Urusan Statistik

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan  sangat memerlukan data yang akurat. Secara sektoral tugas urusan wajib Desentralisasi ini diselenggarakan oleh Instansi Vertikal yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung yang dapat mengukur semua sektor kegiatan pemerintahan di kabupaten Sijunjung berfungsi sebagai koordinator bidang Statistik.

Untuk menunjang kegiatan kegiatan pemerintahan di daerah khususnya Unit kerja SKPD berupaya secara sektoral juga menyusun dan melengkapi data yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan kewenangan SKPD masing masing, maka sesuai dengan kewenangan Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung telah mengganggarkan dana melalui APBD kabupaten Tahun 2009 sebesar Rp.118.786.050,- dengan program  Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah kegiatannya Penyusunan dan Pengumpulkan data Statistik Daerah dengan realisasi dana sebesar  Rp.113.943.275,- (95,92%)
4.1.24 Uusan Informasi dan Komunikasi

Unsur yang melaksanakan Bidang Informasi dan Komunikasi Urusan Desentralisasi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yakni pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung.

Adapun tugas Kelembagaan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Informasi dan Komunikasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun beberapa program yang dianggarkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas bidang Informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

a. Program pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa. Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 204.774.725,- kegiatan antara lain :

 1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Kegiatan ini dipergunakan untuk penyediaan jaringan komunikasi dengan sistem wireless, disediakan dana sebesar                     Rp. 29.180.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.354.600,- ( 93,74 ).

 2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi disediakan dana sebesar Rp. 68.611.025,- yang dipergunakan untuk penyambungan website daerah dengan realisasi anggaran                    Rp. 57.706.925,- ( 84,11  % ).

 3) Kegiatan pengembangan jaringan telekomunikasi dan Informasi yang disediakan dana sebesar Rp. 106.983.600,0 dengan realisasi sebesar               Rp. 99.363.475,- dengan persentase sebesar 92,88%.

b. Program kerjasama informasi dengan mass media. 

Program ini disediakan dana Rp.  813.625.550,- dengan  kegiatan antara lain :

 1) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah disediakan anggaran sebesar Rp. 96.596.800,-. Dengan realisasi keuangan sebesar                            Rp. 76.105.700,- persentase sebesar 78,79%.

 2) Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 400.122.000,- yang dipergunakan untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah disamping melalui media cetak juga melalui media elektronik juga dilakukan untuk pembinaan pers di daerah dalam rangka hubungan kerjasama antara pemerintah dengan wartawan dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 376.373.850,- dengan persentase sebesar 94,06%.

 3) Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat disediakan dana sebesar Rp. 167.562.350,- dipergunakan untuk penyebarluasan penyuluhan kepada masyarakat melalui radio lansek manih Kabupaten Sijunjung dengan ralisasi keungan Rp. 161.393.500,-. Dengan persentase 96,32%.

 4) Kegiatan pengembangan sistem informasi dan promosi daerah. Disediakan dana sebesar Rp. 149.344.400,- dengan realisasi keuangan sebesar  Rp 127.567.900,- dengan persentase sebesar 85,42% .

4.1.25  Urusan Kearsipan

Urusan pemerintahan dibidang kearsipan sebelum disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Personalia Sekretariat Daerah. Namun semenjaknya disahkannya dan diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2008 tersebut maka urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi. Guna menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh lembaga pengelola urusan kearsipan pada DPA telah diaanggarkan dana untuk program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah sebesar Rp.127.757.800,- direalisasi Rp.109.194.825,- (85,47%). 
Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi dalam menunjang pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut :
a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Kantor Perpustakaan,  Kearsipan dan dokumentasi sebagai pelaksanan urusan perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	21

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 1 / D-4
	4

	
	- D I s/d D III
	5

	
	- SLTA
	10

	
	- SLTP
	2

	
	- SD
	-

	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	-

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	-

	
	- Eselon IV.a
	4

	
	- Eselon IV.b
	-


b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada kondisi Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi terus ditingkatkan karena SKPD ini merupakan SKPD yang baru terbentuk sesuai dengan perubahan SOTK baru berdasarkan PP 41 nomor 2007 pada pertengahan 2008 kemarin dan saat ini sudah cukup baik dalam menunjang berbagai program dan kegiatan pada urusan ini. Disamping itu kondisi sarana dan prasarana perpustakaan yang sudah cukup representatif, namun demikian adapun kendala yang dihadapi pada saat ini adalah belum adanya sarana /tempat yang cukup memadai sebagai gudang arsip.

      4.1.26  Urusan Perpustakaan

Sama juga halnya dengan urusan kearsipan maka dengan telah dibentuknya lembaga tekhnis daerah setingkat kantor sebagai pelaksana urusan kearsipan maka semenjak bulan Agustus tahun 2008 urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi. Sasaran akhir yang diinginkan dari pelaksanaan urusan perpustakaan adalah meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui upaya peningkatan minat baca dan penyediaan informasi serta bahan bacaan. Guna mencapai sasaran diatas diupayakan melalui pemberian pelayanan pada perpustakaan umum daerah dan perpustakaan keliling yang bekerja sama dengan Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2008 terjadi peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Keliling dibanding tahun sebelumnya yakni dari 2.459 orang pada tahun 2008 menjadi 4.482 orang pada tahun 2009.

Untuk peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan pada tahun 2009 dianggarkan dalam APBD program/kegiatan berupa:

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan disediakan anggaran sebesar Rp.124.421.450,- dengan kegiatannya antara lain :

a) 
Pengembangan Minat dan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan disediakan dana sebesar Rp.28.501.150,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.337.800,- (32,76%) sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya lomba bercerita dan pengiriman utusan kabupaten untuk lomba bercerita tingkat provinsi Sumbar.

b) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca sebesar Rp.38.704.050,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.34.326.200,- (88,69%) dan kegiatan ini merupakan Penunjang  Operasional Pelayanan Perpustakaan Umum dan Pelayanan Perpustakaan Keliling (Kerjasama Layanan Perpustakaan Pemda Kab Sijunjung dengan Badan Perpustakaan Daerah Prov. Sumbar) di Kabupaten Sijunjung tahun 2009 yang tersebar pada 6 kecamatan telah dilakukan pelayanan  sebanyak  24 pos layanan dengan jumlah pengunjung 1.514 orang.

c) Pembinaan Perpustakaan dimana telah tersedia anggaran untuk pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan dengan turun langsung ke perpustakaan di sekolah-sekolah sebesar Rp.29.646.500,- dan terealisasi sebesar Rp.29.002.500,- (97,83%).

d) 
Bintek Perpustakaan dimana telah tersedia anggaran untuk pelaksanaan Bintek Perpustakaan Rp. 27.569.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.888.150,- (97,53%).

4.2 Prioritas Urusan Pilihan

4.2.1 Urusan Pertanian

Pembangunan Pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional. Peranan subsektor tanaman pangan dan  perkebunan merupakan dasar dalam meningkatkan ketahanan pangan, disamping itu juga memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB), kesempatan kerja, dan sumber penerimaan dan pendapatan daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dominannya sektor pertanian, terutama subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan didukung adanya fakta bahwa lebih dari 70 persen penduduk bekerja disektor pertanian artinya bahwa mata pencaharian sebagian besar penduduk di sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan. Fakta lain dapat ditunjukan dengan pola penggunaan lahan di masyarakat yang sebagian besar diperuntukan untuk sektor pertanian.

Pentingnya peran sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan dan perkebunan tidak dibarengi dengan perkembangan yang cepat terhadap perbaikan kesjahteraan masyarakat khususnya petani. Untuk itu masih perlunya program-program yang konfrehensif dan berkelanjutan yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat di sektror pertanian.

Dalam menangani permasalahan dan mempercepat pembangunan di sektor pertanian maka Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan tetap dan terus menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan baik produksi, kualitas dan teknologi tepat guna di bidang pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan petani.

Secara umum potensi sumber daya lahan Kabupaten Sijunjung, baik lahan sawah dan maupun lahan kering cukup besar. Luas lahan sawah pada tahun 2008 seluas 12.113 Ha yang terdiri dari sawah irigasi ½ teknis 1.491 Ha, sawah irigasi sederhana PU 3.228 Ha, sawah irigasi sederhana non PU 2.068 Ha dan sawah tadah hujan 5.326 Ha. Sedangkan luas lahan kering untuk tanaman pangan adalah 300.927 Ha terdiri dari tegalan  atau kebun 14.348,7 Ha dan ladang/huma 7.496 Ha, perkebunan 44.506 Ha, hutan rakyat 152.074 Ha, empang/kolam/tebat 187,4 Ha, padang pengembalaan 1.639 Ha  sementara tidak diusahakan/ lahan tidur  adalah 5.040 Ha lain-lainya pekarangan yang ditanami tanaman pertanian 20.519,25 Ha, rumah dan bangunan 4.837,6 hutan negara 45.445 Ha, rawa-rawa 929,05 ha dan jalan, sungai, lahan tandus dan sebagainya   3.905 Ha. Total wilayah kabupaten Sijunjung 313.040 Ha.


Dari sisi iklim, Kabupaten Sijunjung adalah termasuk pada daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 21-33ºC dengan curah hujan rata-rata 4083 mm/tahun. Kondisi iklim ini menurut Oldeman (Climatology Map Of West Sumatera) adalah termasuk type B2, dengan bulan kering 3 – 4 bulan. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab sulitnya masyarakat tani melakukan pertanaman padi sawah 2 kali setahun (IP 200%) terutama pada lahan sawah tadah hujan.  Sedangkan kondisi topografi Kabupaten Sijunjung sangat bervariasi, dari daerah berbukit, bergelombang dan datar, dengan tingkat kemiringan antara 0 sampai dengan 40  derajat. Sementara itu bentuk bentangan lahan, terutama areal persawahan umumnya terdiri dari spot-spot kecil (tidak terlalu luas) yang dikelilingi oleh hutan/semak belukar. Kondisi seperti ini ditambah dengan kelembaban yang cukup tinggi merupakan tempat yang disukai bagi perkembangan hama dan penyakit tanaman.

Berdasarkan perhitungan angka tetap produksi padi Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 sebesar 95.466,91 Ton GKP  dengan luas panen bersih setelah dikonversikan dengan galengan adalah 18.515,71 Ha dari luas tanam bersih 18.849,21 Ha dan Produktifitas sebesar 5,156 Ton/Ha. Jika dibandingkan dengan produksi padi Tahun 2008 sebesar 80.763,10 Ton GKP dengan luas panen bersih 16.217,49 Ha dari luas tanam bersih 19.015,48 Ha dengan produktifitas 4.98 Ton/Ha. Produksi padi Tahun 2009 naik sebesar 18,18 %. sedangkan untuk komoditi palawija, produksi jagung mencapai 1.405 Ton dengan luas panen 240 Ha dan produktifitas sebesar 5,80 Ton/Ha.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman dan Perkebunan Kabupaten Sijunjung,  Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan  merupakan  unsur pelaksana Pemerintah daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang  berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan berbagai kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana APBD, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus bidang pertanian dengan rincian sebagai berikut  BelanjaTidak Langsung

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.324.244.940,- dialokasikan untuk belanja gaji pegawai  Dinas tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sijunjung termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang digunakan untuk Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Pokok Pegawai) sebesar Rp. 1.391.810.400,-, Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 135.438.712,-  Tunjangan Jabatan sebesar              Rp. 213.365.000,-, Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 70.780.000,-, Tunjangan Beras sebesar  Rp. 77.409.000,-, Tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp. 36.037.369,-, Pembulatan Gaji sebesar Rp. 29.459,-, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (Tunjangan Daerah) sebesar                            Rp. 399.375.000,-. 

a.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 1)    Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran bertujuan untuk meningkatkan pelayanan operasional administrasi perkantoran Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat – alat dan kebutuhan administrasi kantor, terdiri dari belanja pegawai untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pembantu pelaksana kegiatan, bendaharawan dan honor panitia lainnya yang mendukung pelayanan administrasi dan pelaksanaan kegiatan dinas. Belanja barang dan jasa untuk pembelian sarana dan prasarana administrasi kantor seperti ATK, pakaian dinas dan perjalanan dinas. Kegiatan ini didukung oleh 87 orang personil dengan alokasi anggaran selama 12 bulan sebesar    Rp. 360.067.500,-. Output atau keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya penyediaan alat dan kebutuhan administrasi kantor. Sedangkan hasil yang diinginkan adalah lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
 2) Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan operasional jasa perkantoran terdiri dari belanja pegawai yang dalam hal ini untuk pembayaran gaji honor daerah, pegawai kontrak, dan tambahan penghasilan honor daerah ( tunjada ). Belanja barang dan jasa untuk pembayaran listrik, air, telepon, surat  kabar/ majalah dan belanja penghargaan berupa tunjangn hari raya ( THR ) dan lain-lain. Kegiatan ini didukung oleh personil sebanyak 59 orang dengan alokasi anggaran sebesar     Rp. 209.129.490,-. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji honor daerah, pembayaran gaji tenaga kontrak dan terlaksananya operasional jasa perkantoran sedangkan hasil yang diinginkan adalah lancarnya aktifitas perkantoran. 

b.    Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor   merupakan kegiatan  yang dialokasikan untuk membiayai keperluan rutin pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan dan perawatan kantor Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan yang terdiri dari belanja pegawai berupa pembayaran honor tim pengadaan barang dan jasa. Belanja barang dan jasa berupa belanja peralatan kebersihan, belanja jasa kantor, pemeliharaan peralatan kantor dan lain-lain. Belanja modal berupa pengadaan peralatan kantor seperti AC, almari, almari arsip tinggi, dan lain-lain. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 350.614.000,-. Output yang diharapkan dari kegitan ini adalah terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kantor Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sijunjung. Sedangkan hasil yang diinginkan adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak. 
c.     Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan mempunyai anggaran sebesar                          Rp. 10.000.000,- merupakan kegiatan yang dialokasikan untuk membiayai  keperluan peningkatan sumber daya aparatur pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sijunjung dalam bentuk mengikuti pelatihan-pelatihan ( job training ), worskshop, bimbingan teknis dan sejenisnya. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kursus-kursus / job training SDM Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM karyawan dan karyawati Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan

d.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan merupakan kegiatan   pada   Dinas   Tanaman  Pangan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Sijunjung   yang dialokasikan untuk keperluan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan (LAKIP) dengan alokasi anggaran sebesar   Rp. 5.500.000,- yang didukung oleh 5 orang personil. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan LAKIP yang terdiri dari belanja pegawai untuk lembur, belanja barang dan jasa untuk pembelian ATK dan pelaksanaan rapat penyusunan LAKIP. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan LAKIP. Sedangkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya LAKIP Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan.

e.   Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sehingga kehilangan hasil (lossis) produk pertanian dapat dikurangi atau diturunkan, untuk meningkatkan produk-produk olahan dari pertanian yang mempunyai nilai ekonomi lebih.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelatihan – pelatihan pada kelompok tani yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk pengadaan alat-alat pengolahan hasil pertanian. Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 93.209.000,-. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan pasca panen, pengolahan hasil dan pengadaan bahan baku pengolahan hasil. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengetahuan kelompok usaha P2HP dan pengolahan hasil. Adapun kegiatan-kegiatan dimaksud adlah sebagai berikut : 

 1)  Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah ditujukan untuk mengetahui perkembangan kondisi ketahanan pangan yang mencakup data produksi, produktivitas, luas panen dan luas tanam untuk tanaman pangan dan hortikultura. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk melakukan survey data pertanian, laporan statisik pertanian, laporan instensifikasi pertanian, pengambilan ubinan tanaman pangan dan hortikultura ke lokasi untuk penentuan produktivitas dan produksi kmoditi tanaman dimaksud  serta mengadakan pertemuan pembenahan statistik pertanian. 

Untuk kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 86.987.100,- dengan dibantu oleh personil sebanyak 30 orang. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya pendataan statistik pertanian, intensifikasi pertanian, pengambilan ubinan dan pertemuan pembenahan statistik. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya laporan SP, laporan intensifikasi, data produktifitas dan data produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura. 

 2) Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Kegiatan pengembangan perbenihan/ perbibitan ditujukan untuk meningkatkan produksi dan mutu benih tanaman hortikultura. Kegiatan ini didukung oleh personil sebanyak 8 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.045.000,-. Kegiatan pengembangan perbenihan / perbibitan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan untuk penangkar bibit hortikultura yang terdiri dari belanja pegawai untuk petugas kebun, honor PPTK dan uang lembur. Belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja dokumentasi dan lain – lain. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya pelatihan petani penangkar bibit tanaman hortikultura sebanyak 8 kali. Sedangkan dari output tersebut hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan petani penangkar bibit hortikultura.

 3) Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan

Kegiatan koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan ditujukan sebagai dampingan terhadap pelaksanaan kegiatan dana tugas perbantuan yaitu pengelolaan lahan dan air (PLA). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja pegawai untuk pembayaran honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honor narasumber sosialisasi program, dan lembur. Belanja barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis, belanja jasa konsultan pengawas konstruksi kincir air, dan sebagainya. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 141.554.500,- dengan output yang diharapkan terlaksananya sosialisasi program, pembuatan kompos jerami, rapat koordinasi, terdampinginya pelaksanaan konstruksi kincir air dan terlaksananya SID program PLA. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah terlaksanya program Pengelolaan Lahan dan Air dengan baik di Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan. 

 4) Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian khususnya tanaman pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 166.631.300,- dengan dukungan personil sebanyak 8 orang. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi, temu teknologi, monev  dan  SL-PTS   yang  terdiri  dari  belanja  pegawai  untuk  pembayaran  honor  tim pengadaan barang dan jasa, honor narasumber, lembur. Belanja barang dan jasa untuk belanja bahan pakai habis, belanja jasa penggantian transportasi, dan lain-lain. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya sosialisasi program, temu koordinasi, temu teknologi, monitoring dan evaluasi kegiatan serta SL-PTS. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah peningkatan produk tanaman pangan. 

5)   Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan bertujuan untuk mengukur ulang luas baku lahan sawah yang masih produktif dan dilaksanakan untuk 2 kecamatan yaitu Kecamatan IV Nagari dan Kecamatan Kupitan. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.308.400,- dengan dibantu oleh 20 orang personil. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengukuran lahan dan pembuatan peta digital yang terdiri dari belanja pegawai untuk pembayaran honorarium tim penyusunan data base, honor narasumber dan lembur. Sedangkan belanja barang dan jasa untuk belanja bahan pakai habis, BBM dan lain sebagainya. Dari kegiatan ini output yang diharapkan adalah terlaksananya pelatihan pemetaan digital dan survey pemetaan lahan sawah. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya peta digital lahan sawah untuk Kecamatan IV Nagari dan Kecamatan Kupitan. 

f.
Program Peningkatan Penerapan Produksi Pertanian /Perkebunan

 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan  tepat guna bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah dan rehabilitasi lahan melalui peningkatan sarana dan prasaran pertanian khususnya tanaman pangan dengan komoditas utama padi sawah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pengadaan sarana produksi pertanian seperti pengadaan kompos jerami seluas 3000 Ha, pengadaan kincir air, dan JITUT. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 1.500.098.500,- dengan bantuan personil sebanyak 10 orang. Output atau keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pengadaan kompos jerami seluas 3000 ha, pengadaan kincir air sebanyak 10 unit, dan pengadaan JITUT seluas 112,5 Ha. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya pengadaan kincir air, kompos jerami dan JITUT untuk peningkatan hasil pertanian.

 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna bertujuan untuk peningkatan penerapan teknologi tanaman hortikultura. Bentuk pelaksanaan kegiatan ini yaitu  pengadaan bibit tanaman buah-buahan yang digunakan sebagai pohon induk untuk pembibitan tanaman buah-buahan sehingga diperoleh bibit unggul yang bermutu baik untuk pengembangan produk tanaman hortikultura di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 83.230.500,- dan personil sebanyak 8 orang. Keluaran yang diharapkan yaitu terlaksananya pengadaan bibit tanaman buah-buahan dan temu teknis sebanyak satu kali. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya bibit tanaman buah-buahan serta peningkatan pengetahuan petani mengenai tanaman hortikultura khususnya mengenai benih / bibit.

 3) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna ditujukan untuk peningkatan kemampuan petugas dan petani tentang pengendalian hama penyakit tanaman dengan menggunakan agen hayati tanpa merusak lingkungan dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan bahan baku perbanyakan biang agen hayati, belanja bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan biang dan pengadaan alat-alat labor yang belum dilengkapi pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya sehingga sarana dan prasarana labor menjadi lengkap. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini yaitu sebesar                       Rp. 85.675.000,- dengan dukungan personil sebanyak 8 orang. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya workshop pertanian organik dan pengadaan alat-alat labor. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengatahuan petugas dan petani tentang pertanian organik serta tersedianya alat-alat labor.

 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Bidang Perkebunan Tepat Guna

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi bidang perkebunan tepat guna ditujukan untuk pemeliharaan kebun kelapa sawit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung seluas 65 ha yang terdapat di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembersihan piringan, penyisipan tanaman yang mati, pemupukan dan panen serta pemeliharaan kebun. Dana yang dianggarkan untuk pemeliharaan kebun sawit gaboyo ini sebesar Rp. 112.168.500,- dengan dukungan personil sebanyak 8 orang. Keluaran yang diperoleh yaitu terlaksananya pemeliharaan kebun kelapa sawit dan terlaksananya pengadaan sarana pemeliharaan kebun sawit. Sedangkan hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kebun kelapa sawit dan tersedianya sarana pemeliharaan kebun sawit sehingga dapat meningkatkan hasil kebun kelapa sawit paling kurang sebesar 5(. 

5) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat    Guna

Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna ditujukan untuk mengetahui dan mencoba sejauh mana hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan dapat diterapkan dilapangan. Untuk Tahun 2009 diarahkan pada kakao SE, pembangunan kebun plasma nuftah di Sungai Ambai Aie Amo, pembangunan kebun entrees dan pengembangan karet, kelapa sawit di wilayah tertinggal. Besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini adalah Rp. 346.743.250,- dengan output atau keluaran yang diharapkan adalah  terlaksananya pengembangan karet dan sawit wilayah tertinggal, penyediaan benih kakao SE, pembangunan kebun plasma nuftah dan pembangunan kebun entrees. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah bertambah luasnya kebun karet dan sawit, tersedianya benih kakao SE, tersedianya kebun plasma nuftah dan kebun entrees karet yang semua berlokasi di Kecamatan Kamang Baru    

g.   Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan ditujukan untuk mengetahui harga pasar produk pertanian dan perkebunan dengan melakukan survey harga pasar, dan melakukan survey izin usaha. Besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini adalah Rp. 70.514.300,- dengan output yang diharapkan terlaksananya survey harga pasar, survey izin usaha dan pemasangan instalasi listrik. Sedangkan hasil yang ingin dicapai dengan terlaksananya kegiatan ini adalah tersedianya data harga pasar, adanya rekomendasi izin usaha dan terpasangnya instalasi listrik di Gudang Kakao di Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung.

h.   Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

 1) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan

Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan bertujuan untuk meningkatkan luas areal tanaman hortikultura melalui pengadaan bibit tanaman yang diberikan kepda kelompok pelaksana perluasan tanaman hortikultura. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 86.187.500,- dengan dukungan personil sebanyak 8 orang. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan membina penangkar benih hortikultura, mengadakan demplot tanaman cabe, mengadakan benih sayuran. Keluaran yang diharapkan yaitu terlaksananya pembinaan penangkar benih hortikultura, terlaksananya demplot cabe, terlaksananya pengadaan benih sayuran. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan penangkar benih hortikultura, tersedianya demplot tanaman cabe sebagai sarana belajar bagi petani, dan tersedianya benih sayuran. 

 2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ini ditujukan untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan di lapangan serta evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut baik menyangkut penyerapan dana maupun kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dan capaian akhir dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan ini sebesar              Rp. 79.924.660,- dengan dukungan personil sebanyak 59 orang. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya rapat monev sebanyak 8 kali dan monitoring evaluasi kegiatan Dinas kelapangan sebanyak 21 kegiatan di 8 kecamatan. Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan dan terlaksananya seluruh kegiatan dinas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

 3) Kegiatan Operasional Revitalisasi Perkebunan

Tujuan kegiatan operasional revitalisasi perkebunan adalah untuk memperbaiki kembali kebun-kebun masyarakat yang sudah tidak produktif lagi dan juga untuk pembukaan kebun-kebun baru. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini yaitu sebesar. Rp. 37.185.600,- dengan dukungan personil sebanyak 8 orang. Output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya revitalisasi perkebunan masyarakat seluas 30 Ha. Dengan hasil yang ingin dicapai adalah bertambahnya luas kebun rakyat yang diperbaiki. 

 4) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Bidang Perkebunan. 

Kegiatan pengembangan bibit unggul di bidang perkebunan ditujukan penyediaan terhadap kebutuhan bibit bagi masyarakat / petani terutama dalam kebutuhan bibit unggul bermutu di bidang perkebunan seperti karet dan kelapa sawit serta pembangunan jalan usaha tani sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Untuk kegiatan pengembangan bibit unggul bidang perkebunan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.408.398.450,-. Output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembibitan bibit karet okulasi sebanyak 90.000 batang, terlaksananya pemeliharaan bibit sawit , terlaksananya pembibitan sawit dan pembangunan jalan usaha tani. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya bibit karet, sawit siap salur, adanya jalan usaha tani dan meningkatnya pemeliharaan bibit sawit.
Tabel 1.  Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Kab. Sijunjung (termasuk DAK) Tahun 2009.

	NO
	Nama Kegiatan
	 Keuangan 
	Realisasi 
Keu
	Keu
(%)
	Fisik (%)

	1
	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 
	         360.067.500 
	          357.156.868 
	    99,19 
	             100 

	    2
	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran  
	209.129.490
	177.542.186
	84,90
	100 

	3
	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
	350.614.000
	345.353.605
	98,50
	           100 

	4
	Peningkatan Sumberdaya Aparatur
	10.000.000
	9.300.000
	93,00
	             100 

	           5
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
	5.500.000
	5.487.000
	99,76
	100 

	6
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
	93.209.000
	89.518.125
	96,04
	100

	7
	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 
	66.308.400
	62.948.400
	94,93
	           100 

	8
	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
	86.987.100
	86.722.100
	99,70
	             100

	9
	Pengembangan Perbenihan / Pembibitan
	67.045.000
	63.987.000
	95,44
	           100 

	10
	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian Pedesaan
	141.554.500
	132.902.500
	93,89
	           100 

	11
	Peningkatan Produksi, Produktiftas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian 
	166.631.300
	163.629.900
	98,20
	           100 

	12
	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
	70.514.300
	63.786.050
	90,46
	             100 

	13
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan tepat guna
	346.743.250
	345.988.350
	99,78
	           100 

	14


	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
	1.500.098.500


	1.369.680.000
	91,31
	100

	15
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Bidang Perkebunan Tepat Guna 
	112.168.500
	107.187.000
	95,56
	           100 

	16
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
	83.230.500
	81.055.000
	97,39
	           100 

	17
	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna
	85.675.000
	84.157.750
	98,23
	           65.00

	18
	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan
	86.187.500
	83.583.825
	96,98
	             100

	19
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	79.924.660
	79.750.500
	99,78
	           100 

	20
	Operasional Revitalisasi Perkebunan
	37.185.600
	34.964.850
	94,03
	96

	21
	Pengembangan Bibit Unggul Bidang Perkebunan
	1.408.398.450
	1.232.651.800
	87,52
	           100 

	 
	 Jumlah
	    5.367.172.550 
	     4.977.352.809 
	92,74 
	99,97 


Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	65

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	4

	
	- S 1 / D-4
	19


	
	- D I s/d D III
	9

	
	- SLTA
	22

	
	- SLTP
	0

	
	- SD
	2


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	4

	
	- Eselon IV.a
	15

	
	- Eselon IV.b
	-


b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan sudah cukup memadai, Dinas ini merupakan gabungan dari Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan sebelumnya pada saat penerapan PP 41 tahun 2007 pertengahan tahun 2008 kemarin dan saat ini sudah cukup baik dalam menunjang berbagai program dan kegiatan pada urusan ini. Disamping itu dengan dibangunnya Balai Penyuluh Pertanian yang baru di beberapa kecamatan yang cukup representativ sehingga akan dapat menunjang peningkatan program dan kegiatan pertanian pada prioritas urusan pilihan ini.

   4.2.2 Urusan Peternakan dan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan dan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman kepada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urasan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, melalui Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.894.953.834,- berasal dari dana APBD Kabupaten dan DAK Perikanan dan Pertanian dan dari APBN (Tugas Pembantuan) Departemen Pertanian, dari Ditjen P2HP sebesar Rp. 250.000.000,- dan Ditjen Peternakan sebesar Rp. 857.481.250,- serta Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp. 97.850.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.298.389.748,- yang dipergunakan untuk belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dengan realisasi sebesar Rp. 2.248.861.524,- (97,85%)

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 3.596.564.086,- dipergunakan untuk membiayai Program kegiatan Urusan Pilihan Pemerintahan dibidang Peternakan dan Perikanan dengan realisasi sebesar 3.367.809.093,- atau 93,64%

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung bidang Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 tersebut adalah :

a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan anggaran sebesar       Rp.  442.150.736,-  dengan kegiatannya  adalah :

(1). Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 204.988.956,- dipergunakan untuk biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor (Dinas, Pasar ternak dan Posyanak), belanja peralatan listrik dan elektronik, tersedianya bahan dan peralatan kebersihan, tersedianya  Alat cetak dan Penggandaan dan terkelolanya Kegiatan dan Keuangan Dinas dengan realisasi biaya belanja sebesar   Rp. 204.359.150,- (99,69%)

(2). Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar                   Rp. 237,161.780,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, honor PPTK, lembur pegawai, biaya telepon, biaya air, biaya listrik, belanja makan dan minum tamu dan rapat, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dan biaya sewa pasar ternak Palangki dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 208,086,722,- (87.74%)

b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 116.745.000,- dengan kegiatan adalah :

 Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor disediakan dana sebesar Rp. 116.745.000,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin gedung kantor dan UPTD, belanja peralatan kantor, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) yang layak pakai dan sarana prasarana kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 115,954.296,- (99.32%)

c). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kegiatan adalah :

Pendidikan dan Pelatihan Formal disediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dipergunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan teknis dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9,999.500,- (99.99%)

d). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar   Rp. 5.500.000,- dengan kegiatan adalah :

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan disediakan dana sebesar                  Rp. 5.500.000,- dipergunakan untuk  Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2009 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.  5.499.500,- (99.99%)

a)  Peternakan            

Untuk peningkatan sumberdaya peternakan, khusus bidang penyediaan ternak serta peningkatan sumber ekonomi masyarakat  pada tahun 2009 telah dilakukan pembangunan dibidang peternakan dalam APBD dan DAK melalui program kegiatan sebesar Rp. 1.059.411.100,- dengan program kegiatan sbb :

1). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan adalah untuk mengantisipasi oleh Pemerintah dalam memperkecil/berkurangnya wabah penyakit ngorok (SE) yang terjadi pada ternak sapi, kerbau dan wabah Flu Burung serta berkurangnya kasus gigitan hewan tersangka rabies pada masyarakat. Penyediaaan TPH yang memadai dan pengawasan lalu lintas ternak untuk program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp . 312.646.900,- dengan kegiatan antara lain : 

(a)   Pemeliharaan dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak dengan dana sebesar Rp. 172.092.900,- dipergunakan untuk Vaksinasi SE dan flu burung, pengadaan obat-obatan, Pembangunan lanjutan TPH Kiliran Jao, pembanguanan  TPH Baru Kumanis, pengambilan sampel bahan asal hewan, pemeriksaan labor sampel bahan asal hewan dengan realisasi anggaran Rp. 166.293.275,-(96,63%).

(b)  Pemusnahan ternak yang terjangkit Penyakit Endemik disediakan dana sebesar Rp. 99.831.000,- dipergunakan untuk melaksanakan vaksinasi rabies sebanyak 3.935 ekor  dan pemusnahan anjing liar sebanyak 1.477 ekor dengan realisasi anggaran Rp 97.871.500,- (98.04%)

(c)   Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah disediakan dana sebesar Rp. 40.723.000,- dipergunakan untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak ternak antar daerah dengan realisasi anggaran Rp 40.497.500,-(99,45%)

2). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Program ini bertujuan adalah untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam rangka membentuk sentra-sentra pembibitan kerbau, sapi, domba dan unggas disediakan anggaran sebesar Rp. 506.764.200,-  dengan kegiatan antara lain :

(a). Pembangunan Sarana Prasarana Pembibitan Ternak dengan dana sebesar Rp. 448.943.500,- dipergunakan untuk sarana prasarana pembibitan domba , unggas 2 paket, sarana inseminasi buatan 1 paket, penyediaan pakan domba, ayam, itik ,pendistribusian ternak sapi bali 60 ekor dan pengadaan ternak kelompok SMD 70 ekor dengan realisasi anggaran Rp. 424.275.525,-(94.51%)

(b). Pengembangan Agribisnis Peternakan disediakan dana sebesar                            Rp. 57.820.700,- dipergunakan untuk pemdampingan dana tugas pembantuan Ditjennak dan pembinaan kelompok peternakan dengan realisasi anggaran Rp. 57.335.200,- (99.16%)

3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

Program ini merupakan lanjutan program kerja Pembangunan Pasar Ternak yang representatif tahun lalu dengan tujuan dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining Position) ternak sapi dan kerbau serta promosi peternakan dan perikanan melalui kontes ternak tingkat provinsi serta bulan bhakti peternakan yang mana kab. Sijunjung adalah sebagai tuan rumah, disediakan anggaran sebesar Rp. 240,000,000,- dengan kegiatan antara lain :

 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan disediakan dana sebesar Rp. 240.000.000,- digunakan untuk  pembangunan penginapan bagi para pedagang ternak di pasar ternak yang representatif sebanyak 1 unit dengan realisasi anggaran Rp. 198.361.500,- ( 82,62%)

b) Perikanan

Dalam rangka peningkatan sumberdaya ikan, khususnya bidang penyediaan benih dan mutu ikan serta peningkatan sumber ekonomi masyarakat  pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kewenangannya telah menganggarkan program dibidang perikanan disediakan anggaran untuk program kegiatan sebesar         Rp. 1.962.757.250,-sebagai berikut :

1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

Program ini bertujuan agar tersedianya benih udang (lobster) dan benih baung yang bermutu di Kabupaten Sijunjung disediakan anggaran sebesar   Rp. 1,962.757.250,- dengan kegiatan antara lain :

(a) Pengembangan Bibit Ikan Unggul disediakan dana sebesar                        Rp. 210.146.750,- dipergunakan untuk Pengadaan peralatan perikanan, Pembangunan pengerasan dan rigid, pembangunan depo ikan, pembangunan kolam pembenihan air tawar, pengadaan jaringan instalasi listrik, pembangunan gedung kantor, pembangunan hatcery, pengadaan peralatan kantor, pengadaan mobiler dengan realisasi anggaran Rp. 147.102.725,- (70,00%).

(b). Pembinaan dan pengembangan Perikanan disediakan dana sebesar          Rp 1.752.610.500,- untuk pembangunan kolam perbenihan ikan air tawar 1 paket , Pengadaan Induk Ikan, Pengadaan Pakan Udang, Pengadaan Pakan Ikan, Pengadaan keramba besi (apung), pengadaan mesin pellet manual , pembuatan keramba jaring apung , pembangunan raceway, pengerasan dan rigid BBI aie Amo dengan realisasi anggaran                           Rp 1.692.172.700,- (96,55%). 
Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sbb :

a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	61


	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	3

	
	- S 1 / D-4
	29


	
	- D I s/d D III
	2

	
	- SLTA
	19

	
	- SLTP
	3

	
	- SD
	5


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	2

	
	- Eselon III.b
	2

	
	- Eselon IV.a
	14

	
	- Eselon IV.b
	2


b.    Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Dinas Peternakan dan Perikanan sudah cukup memadai dalam menunjang berbagai program dan kegiatan pada urusan ini. Disamping itu dengan dibangunnya Tempat Pemotongan Hewan serta tempat pembibitan ikan di beberapa kecamatan yang cukup representativ sehingga akan dapat menunjang peningkatan program dan kegiatan pada prioritas urusan pilihan ini.

   4.2.3 Urusan Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa dinas Kehutanan melaksanakan Urusan Pilihan dibidang Kehutanan.

Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan Dinas Kehutanan  sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka Dinas Kehutanan tahun 2008 telah menganggarkan melalui APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Dokumen Anggaran (DPA) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.102.974.629,- dipergunakan untuk belanja Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah Rp. 2.487.869.236,-

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.842.613.875,- dipergunakan untuk membiayai Program kegiatan Urusan Pilihan Pemerintahan dibidang Kehutanan dengan realisasi sebesar Rp. 1.672.463.670,-

Adapun bentuk program dan kegiatan belanja langsung pada  Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah :

a)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 456.957.550,- dengan kegiatan antara lain :
(1)  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 212.822.000,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 206.031.500,- (96,81%)
(2). Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar  Rp.244.135.550,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 187.266.026,- (76,71%)
b).  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 285.830.000,- dengan kegiatan adalah :

(1).   Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor 

Disediakan dana sebesar Rp. 153.590.000,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan studio, peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dan sound system, rehab berat bangunan kantor, rumah dinas, Pos Polisi Hutan dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 143.026.000,- (93,12%)
 (2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini disediakan dana   sebesar Rp. 132.240.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.026.000,- (77,15%) dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah belanja modal untuk melengkapi peralatan gedung kantor yang masih kurang  ( sepeda motor, AC, meubiller, , Komputer, meja, dll).

c). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan kegiatan adalah :

· Peningkatan Sumber Daya Aparatur 

Untuk Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dipergunakan untuk  Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk PNS Dinas  Kehutanan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.997.000,- (49,97%)
d). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dengan kegiatan adalah :

· Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 

Untuk Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 5.500.000,- dipergunakan untuk  Penyusunan laporan capaian kinerja Unit Kerja Dinas Kehutanan yaitu dengan mengumpulkan data-data realisasi fisik dan keuangan Program dan kegiatan Kehutanan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan yang akan datang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.029.000,- (73,25%)
 Untuk biaya urusan pilihan bidang kehutanan telah dianggarkan dana sebesar Rp.1.496.593.600,- dengan program kegiatan antara lain adalah :

1)  Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan disediakan anggaran sebesar Rp. 185.559.000,-  dengan kegiatannya adalah :

a).  Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu.

Kegiatan ini bersumber  dari APBD sebesar Rp. 50.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.346.500,- (95,17%) dipergunakan untuk peningkatan produksi gaharu dengan pemberian inokulasi dalam mempercepat terjadinya pembentukan gaharu.

b).  Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan.

Sumber dana dari APBD sebesar Rp.65.438.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.994.500,- (93,21%) dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi perundang-undangan, inventarisasi batas kawasan hutan dan identifikasi hutan tanaman.

c).   Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.

Sumber dana dari APBD sebesar Rp.69.321.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.620.500,- (96,10%) dipergunakan untuk melakukan monitoring dan pengawasan industri hasil hutan pembinaan penatausahaan hasil hutan kayu. 

2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program ini disediakan angaran sebesar Rp. 66.860.000,- dengan kegiatannya antara lain adalah :

a).   Pembuatan bibit/benih tanaman. 

Kegiatan ini bersumber dari APBD sebesar Rp. 31.860.000,- dipergunakan untuk kegiatan pemeliharaan bibit dipersemaian yang berada di UPTD Dinas Kehutanan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.005.000,- (97,32%)
b).   Pembinaan,pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Kegiatan ini bersumber APBD sebesar Rp.35.000.000,- dan dana tersebut merupakan pendamping DAK dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.304.150,- (94,33%)
3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan  disediakan dana sebesar Rp. 64.000.000,- dengan kegiatannya adalah :
a).  Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Kegiatan ini bersumber dana dari APBD sebesar Rp.20.500.000,- dipergunakan untuk melakukan pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan baik berupa patroli kebakaran maupun pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.308.000,- (89,31%)
b).  Percepatan Penanganan Barang Bukti Hasil Operasi Pengamanan Hutan.

Kegiatan ini bersumber dana dari APBD sebesar Rp.43.500.000,- dipergunakan untuk melakukan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kehutanan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.959.500,- (55,08%)
4). Program Pembinaan dan Penertiban Indsutri Hasil Hutan dengan kegiatannya adalah :

·    Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan hutan dan industri hasil hutan

Kegiatan ini bersumber dana dari APBD sebesar Rp. 61.300.000,- dipergunakan untuk biaya operasi pengamanan secara periodik baik secara fungsional ( polhut ) ataupun secara terpadu dengan muspida terkait dan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan tindakan illegal logging dengan realisasi keuangan sebesar            Rp. 55.491.040,- (90,52%)
5). Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan disediakan anggaran sebesar Rp. 93.562.200,-  dengan kegiatannya adalah :

a). Penyusunan rencana umum tahunan kehutanan 

Kegiatan ini bersumber  dari APBD sebesar Rp. 59.700.000,- dipergunakan untuk pengumpulan data bidang kehutanan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan dengan  realisasi keuangan sebesar Rp. 58.481.000,- (97,96%)
b). Penyusunan statistik kehutanan 

Kegiatan ini bersumber dana dari APBD sebesar Rp. 33.862.200,- dipergunakan untuk pengumpulan data umum kabupaten dan data kegiatan bidang kehutanan dengan realisasi keuangan sebesar                         Rp. 33.171.200,- (97,96%)
6). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam dengan kegiatannya adalah Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Kegiatan ini bersumber  dari APBD sebesar Rp. 30.748.000,- dipergunakan melakukan identifikasi keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.066.500,- (88,03%)
7). Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan kegiatannya adalah : 

a).   Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan ini bersumber dana dari Dana DAK Kehutanan dengan APBD sebagai pendamping melekat dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 968.000.000,- dipergunakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 323,15 Ha di Nagari Aie Amo, Padang Laweh, Langki dan Tanjung Gadang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 868.193.200,- (89,69%)
b).   Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan ini bersumber dana dari Dana DAK Kehutanan dengan APBD sebagai pendamping melekat dengan jumlah dana keseluruhan sebesar            Rp. 26.600.400,- dipergunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan RHL sebanyak 3 kelompok dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.747.500,- (93,03%)
Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Dinas Kehutanan dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sbb :

a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :

	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	58

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	1

	
	- S 1 / D-4
	19


	
	- D I s/d D III
	2

	
	- SLTA/SKMA
	35

	
	- SLTP
	1

	
	- SD
	-


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	3

	
	- Eselon IV.a
	11

	
	- Eselon IV.b
	1


Kendala yang dihadapi adalah masih sangat kurangnya tenaga pengawasan kehutanan yaitu Polisi Hutan yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas hutan secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Sijunjung.

b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Dinas Kehutanan ditingkatkan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 285.830.000,- dengan kegiatan adalah  Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan studio, peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dan sound system, rehab berat bangunan kantor, rumah dinas, Pos Polisi Hutan serta kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah belanja modal untuk melengkapi peralatan gedung kantor yang masih kurang ( sepeda motor, AC, meubiller, Komputer, meja, elektronik, dll).

    4.2.4  Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Daearah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Kewenangannya merupakan unsur yang melaksanakan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dan pada tahun anggaran 2008. 

Adapun program kegiatan Dinas pertambangan tahun 2009 adalah :

a)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp. 350.793.020,- dengan kegiatan antara lain :

 1) Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 153.980.770,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan dan minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dan belanja pengadaan peralatan kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 151.028.050,- (98,08 %).

 2) Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 196.812.250,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, biaya telepon, air, biaya rekening listrik kantor dan belanja penghargaan yang berupa belanja bantuan lebaran dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 178.418.242,- (90,65%)

b)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 130.667.000,- yang kegiatannya  Peningkatan dan Pemerliharaan sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 130.667.000,-: dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan peralatan telepon, kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) dan pajak kendaraan, instalasi listrik dengan realisasi biaya belanja sebesar             Rp. 130.571.700,- (99,93%).

c)  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dana anggaran sebesar Rp.10.000.000,- yang kegiatannya adalah Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 
Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.10.000.000,- dipergunakan untuk biaya peningkatan sumberdaya aparatur dinas Pertambangan dan Energi dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp.8.737.500,- (87,38 %)

d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
 Pada program ini dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja dan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.452.000,- capaian kinerja sebesar (99,13 %).

e).Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 231.289.100,- yang kegiatannya adalah :

(1). Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambahan galian C.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar  Rp. 38.999.900,- dipergunakan untuk memonitoring kegiatan galian C dalam meningkatkan pendapatan daerah dari pajak galian C dengan realisasi anggaran Rp. 38.238.050,- (98,05%).

(2). Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 62.798.200,- dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi dan pendataan hasil produksi pertambangan dengan realisasi dana sebesar Rp. 61.422.800,- (97,81%).

(3).  Koordinasi Pengembangan dan Monitoring migas.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 42.500.000,- dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi terhadap pengembangan dan monitor migas dengan realisasi anggaran Rp. 37.571.850,- (88,40%).

(4). Koordinasi dan Monitoring pendistribusian Migas, SPBU dan Minyak Tanah.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 25.000.000,- dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi dan monitoring pendistribusian migas, SPBU dan minyak tanah di kabupaten Sijunjung dengan realisasi anggaran          Rp. 19.277.740,- (77,11%).

(5). Operasional Workshop Mamer.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 42.000.000,- dipergunakan untuk biaya operasional workshop Mamer UPTD Dinas Pertambangan dengan realisasi anggaran Rp. 59.666.600,- (96,24%).

f). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 94.763.855,- yang terdiri dari kegiatan antara lain :
(1).   Pengawasan dan Penertiban Pertambangan Rakyat.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 55.439.255,- dipergunakan untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat yang berada di 4 kecamatan dalam kabupaten dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.731.625,- (98,72%).

(2).   Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 39.324.600,- dipergunakan untuk pembuatan peta daerah rawan bencana alam dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.735.050,- (85,79%).

g).  Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan disediakan dana anggaran sebesar Rp. 947.679.575,- yang terdiri dari kegiatan antara lain :

(1).  Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 907.679.575,- dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi bidang ketanagalistrikan dan Belanja Modal Pengadaan Lampu Hutan Kota yang terdiri dari Pengadaan dan pemasangan LPJU Mercury  sebanyak 100 unit, Pengadaan alat listrik/elektronik pemeliharaan rutin LPJU sebanyak 275 unit, Pengadaan dan pemasangan sarana tiang listrik sebanyak 55 unit dan Pemasangan alat listrik/ elektronik pemeliharaan rutin LPJU sebanyak 275 unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 746.115.700,- (82,20 %).

(2).  Survey Energi Baru dan Terbarukan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 40.000.000,- dipergunakan untuk mendata potensi sumber energi baru dan terbaru di 8 kecamatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.899.250,- (94,75%).

h).   Program Studi Geologi Dan Sumber Daya Mineral disediakan dana anggaran sebesar Rp. 93.443.200,- dan kegiatan antara lain :

Survey Geologi Dan Potensi Sumber Daya Mineral Logam.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 93.443.200,- dipergunakan untuk menyusun laporan dan membuat peta potensi sumberdaya Mineral Logam dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.135.200,- (82,55%).

Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Dinas Pertambangan dan Energi dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sbb:
a. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	29

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	3

	
	- S 1 / D-4
	18

	
	- D I s/d D III
	1

	
	- SLTA
	4

	
	- SLTP
	1

	
	- SD
	4

	
	- SLTA
	4


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	3

	
	- Eselon IV.a
	10

	
	- Eselon IV.b
	-


b.  Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Dinas Pertambangan dan Energi sudah cukup memadai dan akan terus ditingkatkan. Kendala yang dihadapi adalah pada saat ini maraknya pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal  perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang maksimal yang dilaksanakan oleh instansi terkait baik Pemda maupun dari pihak penegak hukum yang dilakukan secara terkoordinasi.

4.2.5  Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Unsur yang melaksanakan Urusan Pilihan Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Bidang Perdagangan dan perindustrian yang terbagi kedalam beberapa program yaitu :

a.    Pelaksanaan Urusan Perdagangan

1)  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- dengan kegiatanya :

a) Pengawasan dan peredaran barang dan jasa yang beredar di pasar kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dengan realisasi dana Rp. 21.811.400,- capaian kinerja (87, 25 %)

b) Tera ulang dan pengawasan kemetrologian.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dipergunakan untuk tera ulang UTTP dan pengawasan UTTP sebanyak 5 kali pada 60 UTTP dengan realisasi dana sebesar Rp. 32.000.000,- capaian kinerja      (100 %).

2)   Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.523.200.000,-  dengan kegiatan adalah :
a) Pengembangan dan peningkatan pasar serikat/ nagari.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.367.200.000,- dipergunakan untuk pembangunan, rehap dan peningkatan pasar di kabupaten Sijunjung sebanyak 10 pasar dengan realisasi dana sebesar Rp. 873.809.810,- capaian kinerja (26,00 %).

b) Monitoring harga dan operasional pasar bahan kebutuhan pokok.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 56.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 46.454.200,- capaian kinerja (82,95 %).

c) Pembinaan kelembagaan pasar serikat dan nagari.

Kegiatan ini disediakan  sebesar Rp. 18.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 17.563.500,- capaian kinerja (97,58 %).

d) Promosi produk usaha mikro kecil menengah.

Kegiatan ini disediakan dana  sebesar Rp. 63.173.000,- dipergunakan untuk tera ulang UTTP dan pengawasan UTTP sebanyak 5 kali pada 60 UTTP dengan realisasi dana sebesar Rp. 32.000.000,- capaian kinerja    (100 %).

e) Tera ulang dan pengawasan kemetrologian.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dipergunakan untuk promosi produk UMKM yang diadakan sebanyak 2 kali pelaksanaan, dengan realisasi dana sebesar Rp. 56.016.500,- capaian kinerja (87,09 %).

f) Sosialisasi pendampingan pedagang di pasar lelang.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 18.825.000,- dengan realisasi dana  sebesar Rp. 18.307.500,- capaian kinerja (97,25 %).

b.  Pelaksanaan Urusan Perindustrian

 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 174.796.000,- dengan kegiatannya :

 1) Penerapan dan konvensi gugus kendali mutu dengan anggaran sebesar        Rp 35.000.000,- yang dipergunakan untuk penerapan gugus kendali mutu pada 4 IKM dengan realisasi  dana sebesar  Rp. 31.840.900,- capaian kinerja (90,97 %).

 2) Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan bintek dan pembinaan manajemen industri kerajinan makanan sebanyak 2 paket dengan realisasi dana sebesar Rp. 49.959.900,- capaian kinerja (99,92 %).

 3) Pembinaan dan pengembangan industri kerajinan.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 39.796.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan pembinaan industri kerajinan rumah tangga di nagari-nagari pada 18 IKM, dengan realisasi dana sebesar Rp. 39.782.300,- capaian kinerja (99,97 %).
 4) Pemberdayaan kelembagaan Dekranasda Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dipergunakan untuk pelaksanaan pembinaan dan promosi produk hasil IKM binaan Dekranasda untuk 2 paket dengan realisasi dana sebesar    Rp. 48.312.000,- capaian kinerja (96,62 %).

  4.2.6 Urusan Pariwisata.

Untuk pengelolaan bidang penanganan masalah Kepariwisataan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung,sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Urusan Wajib Desentralisasi Pemerintahan ini diselenggarakan oleh Dinas Parwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya telah dianggarkan danapada tahun 2009 untuk program kegiatan pariwisata dianggarkan sebesar Rp. 403.300.000,- sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata disediakan dana sebesar                 Rp. 55.000.000,-  dengan kegiatan  Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan Luar Negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemilihan Uda dan Uni sebagi Diva Promosi Pariwisata Kabupaten Sijunjung ke Tingkat Provinsi disediakan anggaran sebesar Rp. 49.839.000,- realisasi anggaran Rp. 32.897.000,- ( 66,00 % )

b. Program Pengembangan Destinasi disediakan dana sebesar Rp. 353.461.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

 1) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Kegiatan ini diarahkan ke lokasi objek wisata di muko-muko yaitu pembuatan jembatan penyeberangan dengan anggaran sebesar Rp. 143.000.000,-. Namun kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan dana tidak mencukupi untuk pembuatan jembatan sepanjang 60 meter.

 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Dengan dana Rp. 210.461.000,- pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada 2 paket pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan pembangunan MCK dengan dana sebesar Rp. 45.000.000,- dan pembuatan jembatan penyeberangan di muko-muko dengan dana sebesar Rp. 165.461.000,- kegiatan pembangunan jembatan terkendala disebabkan dana yang sangat minim.

 3) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Kegiatan ini diarahkan dengan 3 paket pekerjaan yaitu pembuatan gardu penjualan karcis dan portal dengan dana sebesar Rp. 40.100.000,- pembuatan pintu gerbang pintu masuk objek wisata dengan dana Rp. 49.301.000,- dan pembuatan 3 unit gazebo dengan pagu dana sebesar Rp. 37.134.000,- dengan jumlah dana yang dianggarkan Rp. 143.000.000,-

4.2.7  Urusan Transmigrasi

Untuk penanganan masalah ketransmigrasian sebagaimana dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan untuk tahun anggaran 2008 telah dialokasikan Program kegiatan Ketransmigrasian sebesar Rp.  165.260.000,- dengan kegiatan adalah  Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi  dengan kegiatannya antara lain :
a.  Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan.

Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.40.260.000,- dipergunakan untuk Pemberdayaan mental spritual, Pemberdayaan
keiompok tani, Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak serta Pengadaan sarana dan prasarana UPT dengan realisasi anggaran sebesar Rp.  40.095.000,- (99,59%)
b.   Pengerahan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi. 
Kegiatan ini disediakan dana anggaran sebesar Rp.125.000.000,- dipergunakan untuk Mendisign ulang Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) SP1 dan SP2 menjadi SP1 (Satuan Pemukiman) di Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru dengan realisasi anggaran sebesar                        Rp.  123.511.500,- (98,81%)                                                                      
Sejak Pra Pelita sampai dengan Tahun 2009
Data Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung
	No
	Nama lokasi/ UPT
	Nama Desa
	KK
	Jiwa
	Tahun Penyerahan
	Nagari

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	S.Tambangan
	S.Tambang
	507
	2.352
	1972
	Kamang

	2.
	S. Tenang
	S. Tenang
	150
	747
	1972
	Kamang

	3.
	Dusun Tinggi
	Dusun Tinggi
	245
	857
	1972
	S.Lansek

	4.
	Timpeh IV
	T. Makmur
	500
	1.803
	1997
	Kamang

	5.
	Timpeh V
	Krn. Timpeh
	450
	1.789
	1997
	Kamang

	6.
	Timpeh VI
	Timpeh Abadi
	500
	1.687
	1998
	Kamang

	7.
	Timpeh VII
	Karya Bakti
	250
	989
	2002
	Kamang

	8.
	Muaro Takung
	
	100
	418
	2009
	Takung

	
	Jumlah
	
	2.702
	10.642
	
	


       Sumber : Dinas Sosnakertrans 2009

Calon lokasi Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung

	No.
	Nama Lokasi
	Luas (Ha)

	1.
	Padang Tarok


	3.800


       Sumber : Dinas Sosnakertraans 2009
4.3   KONDISI PEGAWAI DILINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah  sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung disusun dengan pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga, maka ada beberapa unit kerja yang digabung karena belum memenuhi indikator dan keriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah sebanyak 13 Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 4 Badan, Inspektorat Daerah dan 5 Kantor serta 8 kecamatan dengan kondisi pegawai pada tahun 2009 sebagai berikut :

1.  Kualifikasi Kepegawaian Daerah

	a.    Jumlah dan  Kualifikasi Pendidikan Pegawai dilingkungan SKPD dalam Kabupaten Sijunjung Tahun 2009

	No.
	 Unit Kerja SKPD 
	Kualifikasi Pendidikan
	Jml

	
	
	S.2
	S.1 /D-4
	DI-DIII
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	 
	 Sekretariat 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Sekretariat Daerah 
	7
	45
	3
	48
	10
	6
	119

	2
	 Sekretariat DPRD 
	1
	13
	2
	12
	2
	0
	30

	 
	 Dinas Daerah 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Dinas Pendidkan 
	15
	58
	48
	41
	6
	0
	85

	2
	 Dinas Kesehatan 
	10
	17
	29
	24
	3
	2
	85

	3
	 Dinas Pekerjaan Umum 
	4
	39
	8
	53
	6
	8
	118

	4
	 Dinas Perhubungan dan Inforkom
	1
	16
	7
	51
	4
	0
	79

	5
	 Dinas Kehutanan  
	1
	14
	1
	31
	2
	0
	49

	6
	 Dinas Kependudukan dan Capil
	0
	12
	1
	13
	0
	0
	26

	7
	 Dinas Sosnakertrans 
	2
	20
	4
	6
	4
	1
	37

	8
	 Dinas Koperindag 
	1
	20
	6
	13
	2
	2
	44

	9
	 Dinas Parsenibudpora 
	2
	12
	5
	4
	1
	1
	25

	10
	 Dinas Pertambangan dan Energi 
	2
	18
	1
	4
	1
	2
	28

	11
	 Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan 
	4
	17
	9
	23
	0
	2
	55

	12
	 Dinas Perikanan dan Peternakan 
	3
	29
	2
	19
	4
	4
	61

	13
	 Dinas  Pengelola Keu. Daerah
	4
	24
	12
	19
	0
	0
	59

	 
	 Lembaga Teknis Daerah  
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Bappeda 
	3
	17
	3
	7
	1
	1
	32

	2
	 Badan Kepegawaian Daerah 
	1
	46
	10
	21
	1
	0
	79

	3
	 Badan Pemb. Masyarakat dan PN 
	3
	14
	2
	9
	1
	1
	30

	4
	Badan Ketahanan Pangan dan PT
	2
	24
	25
	55
	1
	2
	109

	5
	Inspektorat Daerah
	2
	12
	4
	11
	0
	0
	29

	6
	 Kantor Kesbangpol dan Linmas 
	0
	5
	0
	16
	3
	0
	24

	7
	 Kantor Satpol PP  
	0
	3
	2
	28
	7
	3
	43

	8
	 Kantor LH, Penanaman Modal dan PT
	1
	7
	0
	5
	2
	0
	15

	9
	 Kantor Pemb. Perempuan dan KB
	0
	7
	5
	20
	1
	0
	33

	10
	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
	0
	4
	3
	5
	1
	1
	14

	
	 Kecamatan 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Sijunjung
	0
	2
	3
	17
	1
	1
	23

	2
	 Koto VII 
	0
	2
	0
	16
	2
	0
	20

	3
	Sumpur Kudus
	0
	2
	2
	16
	1
	0
	21

	4
	 IV Nagari 
	0
	4
	1
	11
	2
	0
	18

	5
	 Kupitan
	2
	2
	1
	9
	0
	1
	15

	6
	 Lubuk Tarok
	1
	3
	3
	6
	1
	0
	14

	7
	 Tanjung Gadang 
	0
	4
	0
	10
	4
	1
	19

	8
	 Kamang Baru 
	1
	5
	4
	7
	0
	2
	19

	Totah Jumlah
	73
	517
	206
	630
	74
	40
	1540


b.  Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Guru dan Pegawai Tata Usaha SLTA, SLTP/MTsN, SD dan TK Tahun 2009
	No.
	 Tingkat Pendidikan 
	Kualifikasi Pendidikan
	Jumlah

	
	
	S.2
	S.1/D-4
	DI-DIII
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Guru SLTA 
	4
	334
	24
	0
	0
	0
	362

	2
	 Guru SLTP 
	1
	375
	157
	4
	0
	0
	537

	3
	 Guru SD 
	0
	147
	963
	285
	0
	0
	1.395

	4
	 Guru TK 
	0
	8
	56
	16
	0
	0
	80

	5
	 Pegawai Tata Usaha SLTA 
	0
	1
	3
	20
	2
	0
	26

	6
	 Pegawai Tata Usaha SLTP 
	0
	1
	1
	43
	5
	3
	53

	7
	 Penjaga  SD 
	0
	0
	0
	9
	23
	27
	59

	Total  Jumlah 
	5
	866
	1204
	369
	8
	9
	2512


	c
	 Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Medis dan Tata Usaha Puskesmas Tahun 2009

	No.
	 Unit Pelayanan Kesehatan 
	S.2
	S.1  D-4
	DI-DIII
	SLTA
	SLTP
	SD
	Jumlah

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Puskesmas Sijunjung 
	0
	5
	28
	8
	3
	0
	44

	2
	 PuskesmasTanjung Ampalu 
	0
	2
	26
	7
	1
	0
	36

	3
	 Puskesmas Muaro Bodi 
	0
	4
	21
	7
	1
	1
	34

	4
	 Puskesmas Padang Sibusuk 
	0
	5
	23
	6
	2
	1
	37

	5
	 Puskesmas Kumanis 
	0
	6
	16
	4
	4
	0
	30

	6
	 Puskesmas Sumpur Kudus 
	0
	2
	15
	3
	1
	0
	21

	7
	 Puskesmas Gambok 
	0
	7
	27
	11
	1
	1
	47

	8
	 Puskesmas Lubuk Tarok 
	0
	2
	17
	4
	0
	0
	23

	9
	 Puskesmas Tanjung Gadang 
	0
	3
	25
	7
	0
	1
	36

	10
	 Puskesmas Sungai Langsat 
	0
	5
	20
	7
	1
	1
	34

	11
	 Puskesmas Kamang 
	0
	4
	17
	7
	2
	0
	30

	12
	 Puskesmas Air Amo 
	0
	2
	13
	7
	0
	0
	22

	  Total Jumlah 
	0
	47
	248
	78
	16
	5
	394


Dari data pegawai tersebut diatas terdapat jumlah pegawai dilngkungan SKPD adalah sebanyak 1.540 orang pegawai dan jumlah tenaga pengajar dan Tata Usaha dan Penjaga sekolah adalah sebanyak  2.512 orang dan tenaga medis sebanyak 394 orang dengan jumlah total PNS Pemda Kabupaten Sijunjung sebanyak 4.446 orang dan dalam hal ini jumlah tersebut masih kurang dari yang dibutuhkan baik kualitas maupun kuantitas dan perlu penambahan secara bertahap, sehingga tugas tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat dapat teratasi.

2.  Jumlah jabatan struktural dilingkungan SKPD

	 

NO
 
	 

UNIT KERJA SKPD

 
	ESELONERING SKPD
	Jumlah

	
	
	II
	III
	IV
	V
	

	
	
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	

	
	SEKRETARIAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Sekretariat Daerah 
	1
	3
	8
	-
	24
	-
	-
	-
	36

	2
	 Sekretariat DPRD 
	-
	1
	3
	-
	9
	-
	-
	-
	13

	
	 DINAS DAERAH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Dinas Pendidikan 
	-
	1
	1
	4
	19
	8
	-
	-
	33

	4
	 Dinas Kesehatan 
	-
	1
	1
	4
	21
	7
	-
	-
	34


	 

NO
 
	 

UNIT KERJA SKPD

 
	ESELONERING SKPD
	Jumlah

	
	
	II
	III
	IV
	V
	

	
	
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	

	5
	 Dinas Pekerjaan Umum 
	-
	1
	1
	3
	28
	5
	-
	-
	29

	6
	 Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan
	-
	1
	1
	3
	14
	2
	-
	-
	21

	7
	 Dinas Peternakan dan Perikanan
	-
	1
	1
	3
	14
	2
	-
	-
	21

	8
	Dinas Kehutanan
	-
	0
	1
	3
	11
	1
	-
	-
	16

	9
	Dinas Koperindag
	-
	1
	1
	3
	11
	-
	-
	-
	16

	10
	Dinas Sosnakertrans 
	-
	1
	1
	3
	12
	1
	-
	-
	18

	11
	Dinas  Pertambangan dan Energi
	-
	‘-
	1
	3
	11
	-
	-
	-
	15

	12
	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
	-
	1
	1
	3
	9
	-
	-
	-
	14

	13
	Dinas Perhubungan dan Inforkom
	-
	‘-
	1
	4
	14
	2
	-
	-
	21

	14
	Dinas Pengelola Keu. Daerah
	-
	1
	1
	4
	15
	-
	-
	-
	21

	15
	Dinas Kependudukan dan Capil
	-
	1
	1
	3
	7
	-
	-
	-
	12

	 
	 LEMBAGA TEKNIS DAERAH 
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bappeda
	-
	1
	1
	4
	11
	1
	-
	-
	18

	17
	Badan Kepegawaian Daerah  
	-
	1
	1
	4
	11
	-
	-
	-
	17

	18
	Badan Pemb. Masy. Dan Pem. Nagari
	-
	1
	1
	4
	11
	-
	-
	-
	17

	19
	Badan Ketahanan Pangan dan PT
	-
	1
	1
	2
	16
	8
	-
	-
	28

	20
	Inspektorat Daerah
	-
	1
	5
	‘-
	12
	-
	-
	-
	18

	21
	 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
	-
	-
	1
	-
	4
	-
	-
	-
	5

	22
	 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
	-
	-
	1
	-
	4
	-
	-
	-
	5

	23
	 Kantor Pemb. Perempuan dan KB
	-
	-
	1
	-
	4
	-
	-
	-
	5

	24
	 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
	-
	-
	1
	-
	4
	-
	-
	-
	5

	25
	Kantor LH, Penanaman Modal dan PT
	-
	-
	1
	-
	4
	-
	-
	-
	5

	
	KECAMATAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Kecamatan ( 8 Kecamatan ) 
	-
	-
	8
	8
	31
	14
	-
	-
	61

	Total Jumlah
	-
	13
	33
	57
	258
	36
	-
	-
	397


4.4   DAFTAR PERMASALAHAN 
Daftar Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009

	No
	Pokok Masalah
	Masalah
	Solusi

	
	
	
	

	1.
	Bidang Kelembagaan
	Susunan Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2009 sehingga Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jumlahnya terbatas sehingga ada beberapa urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan  dalam satu unit kerja operasional bergabung
	Pemerintah Daerah berupaya mengoptimalkan operasional SOTK unit kerja tersebut

	
	
	
	

	2.
	Bidang Kepegawaian
	Kuantitas dan kualitas pegawai pemerintah daerah sangat diperlukan peningkatan
	Melalui kebijakan pemerintah pusat melalui PP Nomor 43 Tahun 2007 secara bertahap terjadi penambahan jumlah pegawai daerah sedangkan pemerintah daerah berupaya  menyediakan dana dan memberikan peluang kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada baik melalui peningkatan pendidikan formal juga melalui pendidikan teknis dan fungsional diberbagai jenis pada unit kerja dilingkungan SKPD.

	
	
	
	

	3.
	Bidang Pendapatan/ Keuangan
	1. Masih rendahnya komitmen manajemen unit/dinas pengelola PAD dalam melakukan perhitungan potensi  yang relatif tinggi tapi tidak diikuti oleh realisasi yang tinggi akibat kurang memiliki kepedulian dalam mengelola PAD.

2. Unit pengelola PAD masih belum mempunyai  data base, karena untuk melakukan pendataan diperlukan biaya survei yang tinggi sehingga cenderung pembuatan data base tidak merupakan skala prioritas.

3. Belum terbangunnya sistem pengelolaan dan pemungutan PAD yang handal.

4. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan Daerah.

5. Belum konsistennya Perda tentang PAD dengan pelaksanaan pemungutan  karena masih banyak penerimaan pos PAD dengan potensi cukup tinggi, tapi realisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah.


	1. Upaya kebijaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan birokrasi dan regulasi yang kondusif sehingga mampu menciptakan kenyamanan bagi investor dalam merespon proyek-proyek agro industri yang layak dikembangkan, upaya ini diharapkan mampu sebagai instrumen dalam merangsang pertumbuhan ekonomi sektoral yang pada gilirannya dapat berperan sebagai basis penerimaan PAD.

2. Rancangan kebijakan yang mengarah pada penciptaan proses sosialisasi Perda tentang PAD yang mampu menciptakan pemahaman yang baik dari masyarakat sekaligus menciptakan kesadaran masyarakat untuk pencapaian target penerimaan PAD untuk mendukung keberhasilan pembangunan Daerah.

3. Setiap SKPD unit pengelola PAD diharuskan membuat data base tentang objek pengenaan sesuai dengan PAD yang dikelola.

4. Menghitung potensi riil sehingga dari target dan realisasi menjadi potensi riil  dan SDM pengelola PAD memiliki kemampuan dalam menghitungnya.
5. Merumuskan sistem pemungutan dan pengelolaan setiap pos PAD dalam upaya memaksimalkan realisasi PAD pada masa datang.

	
	
	
	

	4.
	Bidang Sarana dan Prasarana
	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan
	Pemerintah daerah masih memerlukan bantuan semua pihak terutama kebijakan pemerintah pusat dengan menglokasikan kegiatan sektoral didaerah khususnya untuk sarana dan prasarana di daerah, untuk itu daerah telah berupaya untuk berkoordinasi ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah propinsi, namun hasil belum maksimal sebagaimana yang kita  diharapkan  

	5.
	Bidang Pemerintahan
	Permasalahan Tapal Batas antara Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto yang terletak antara Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Talawi khususnya di Jorong Bukit Bual yang rentan terjadinya konflik
	Pada saat ini telah dilaksanakan pengukuran dan penentuan tapal batas oleh tim teknis dari masing-masing Kabupaten/Kota, dan sedang dalam proses difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ada.

	
	
	
	

	6.
	Bidang Kebijakan Anggaran
	Program dan kegiatan SKPD yang realisasi anggarannya masih rendah Sebahagian besar disebabkan karena kegiatan-kegiatan tersebut dimunculkan pada Anggaran Perubahan sedangkan kegiatannya memerlukan proses dan sistem tender yang membutuhkan waktu sehingga kegiatan ini tidak terlaksana 
	Efektifitas dan rasionalisasi kegiatan-kegiatan oleh Tim Anggaran terutama yang membutuhkan mekanisme dan sistem tender 


4.5  Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan

	NO
	URUSAN DESENTRALISASI
	SKPD Pelaksana

	A. PRIORITAS URUSAN WAJIB

	1.
	Urusan Pendidikan
	Dinas Pendidikan

	2.
	Urusan Kesehatan
	Dinas Kesehatan

	3.
	Urusan Lingkungan Hidup
	Kantor Lingkungan Hidup, PMPT

	4.
	Urusan Pekerjaan Umum
	Dinas Pekerjaan Umum

	5.
	Urusan Perencanaan Pembangunan
	Bappeda

	6.
	Urusan Penataan Ruang
	Bappeda

	7.
	Urusan Perumahan Rakyat
	Dinas PU dan Dinas Sosnakertrans

	8.
	Urusan Perhubungan 
	Dinas Perhubungan, Inforkom

	9.
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Dinas Parsenibudpora

	10.
	Urusan Pertanahan
	Bagian Adm. Pemerintahan Setdakab dan Kantor Pertanahan (Instansi Vertikal)

	11.
	Urusan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

	12.
	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

	13.
	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

	14.
	Urusan Sosial
	Dinas Sosnakertrans

	15.
	Urusan Ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	16.
	Urusan Ketahanan Pangan
	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluahan Terpadu

	17.
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Dinas Koperindag

	18.
	Urusan Penanaman Modal
	Kantor Lingkungan Hidup PMPT

	19. 
	Urusan Kebudayaan
	Dinas Parsenibudpora

	20.
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	Kantor Kesbangpol Linmas

	21.
	Urusan Otoda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian
	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKD, DPKD, Inspektorat Daerah, Kecamatan

	22.
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

	23.
	Urusan Statistik
	Bappeda dan Kantor BPS (Instansi Vertikal)

	24.
	Urusan Komunikasi dan Informasi
	Dinas Perhubungan Inforkom

	25.
	Urusan Kearsipan 
	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

	26.
	Urusan Perpustakaan
	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

	

	B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN 

	1.
	Urusan Pertanian
	Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan

	2.
	Urusan Peternakan dan Perikanan
	Dinas Peternakan dan Perikanan

	3.
	Urusan Kehutanan
	Dinas Kehutanan

	4.
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
	Dinas Pertambangan dan Energi

	5.
	Urusan Perdagangan dan Industri
	Dinas Koperindag

	6.
	Urusan Pariwisata
	Dinas Parsenibudpora

	7.
	Urusan Transmigrasi
	Dinas Sosnakertrans


	5
	Tugas Pembantuan



erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan sesuai dengan program kerja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2009 melalui APBN telah mengalokasikan dana ke Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

5.1. Melalui Dinas Pekerjaan Umum diterima Tugas Pembantuan dari Departemen Pekerjaan Umum dengan program kegiatan ke PU an sebagai berikut :

5.1.1. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 2.887.500.000,-  dengan realisasi anggaran Rp. 2.443.100.000,- (84,61%) dialokasikan ke Kecamatan Sijunjung, Lubuk Tarok, IV Nagari, Kupitan, Koto VII, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan Kamang Baru. Sumber dana DIPA SATKER PIP Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009 No. 0867.2/033-05.0/-2008 Tanggal 1 Desember 2008.

Tabel 5.1 
Daftar Realisasi Dana BLM PAMSIMAS SATKER PIP 

Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009

	
	
	
	Alokasi
	Realisasi Penyerapan
TA 2009
	Jumlah Penyerapan

	No.
	Kecamatan
	Jorong
	( Rp )
	Tahap 1
	Tahap 2
	TA 2009

	
	
	
	
	( Rp )
	( Rp )
	( Rp )

	1
	Kamang Baru
	Psr. Sei. Betung
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	2
	Kamang Baru
	Parit Rantang
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	3
	Tanjung Gadang
	Pandam
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	4
	Lubuk Tarok
	Batu Ajung
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	5
	Sijunjung
	Ranah Tj. Bungo
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	6
	IV Nagari
	Rantau Jambu
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	7
	Sumpur Kudus
	Tanjung Gadang
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	8
	Sumpur Kudus
	Koto Gadang
	154.000.000
	77.000.000
	77.000.000
	154.000.000

	9
	Tanjung Gadang
	Koto Sinyamu
	159.500.000
	79.750.000
	79.750.000
	159.500.000

	10
	Koto VII
	Ranah Sigading
	192.500.000
	38.500.000
	77.000.000
	115.500.000

	11
	Koto VII
	Kampung Juar
	192.500.000
	38.500.000
	77.000.000
	115.500.000

	12
	IV Nagari
	Bukit Malintang
	192.500.000
	38.500.000
	77.000.000
	115.500.000

	13
	Kupitan
	Batu Manjulur
	192.500.000
	38.500.000
	77.000.000
	115.500.000

	14
	Kupitan
	Kampung Baru
	192.500.000
	38.500.000
	77.000.000
	115.500.000

	15
	Sijunjung
	Koran 2
	148.500.000
	29.700.000
	59.400.000
	89.100.000

	
	
	
	16.500.000
	-
	-
	-

	16
	Sijunjung
	Sungai Abu
	115.500.000
	38.500.000
	77.000.000
	115.500.000

	
	
	
	77.000.000
	-
	-
	-


	
	
	
	Alokasi
	Realisasi Penyerapan
TA 2009
	Jumlah Penyerapan

	No.
	Kecamatan
	Jorong
	( Rp )
	Tahap 1
	Tahap 2
	TA 2009

	
	
	
	
	( Rp )
	( Rp )
	( Rp )

	17
	Lubuk Tarok
	Palintangan
	115.500.000
	38.500.000
	77.000.000
	115.500.000

	
	
	
	77.000.000
	-
	-
	-

	18
	Kupitan
	Kapalo Koto
	38.500.000
	38.500.000
	-
	38.500.000

	
	
	
	154.000.000
	-
	-
	-

	19
	Lubuk Tarok
	Limau Sundai
	38.500.000
	38.500.000
	-
	38.500.000

	
	
	
	154.000.000
	-
	-
	-

	20
	Lubuk Tarok
	Koto Tuo
	38.500.000
	38.500.000
	-
	38.500.000

	
	
	
	154.000.000
	-
	-
	-

	21
	Koto VII
	Taratak Betung
	38.500.000
	38.500.000
	-
	38.500.000

	
	
	
	154.000.000
	-
	-
	-

	22
	IV Nagari
	Kp. Pinang
	192.500.000
	
	
	

	23
	Koto VII
	Koto Guguk
	192.500.000
	
	
	

	24
	Sijunjung
	Bukit Buar
	192.500.000
	
	
	

	Jumlah
	2.887.500.000
	1.148.950.000
	1.294.150.000
	2.443.100.000

	
	1.364.000.000
	-
	-
	-

	Total DIPA dan SKPA
	4.251.500.000
	
	
	

	
	
	
	
	


Sumber : Dinas PU Kabupaten Sijunjung
5.1.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Kegiatan ini disediakan anggaran dari APBN sejumlah Rp. 652.500.000,-  dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- (94,25%) yang dialokasikan ke Kecamatan Sijunjung sumber dana DIPA SATKER PIP Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009 No.0867.1/033-05.1/-/2009, Revisi I tanggal 23 Juni 2009.

Tabel 5.2 
Daftar Realisasi BLM PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) SATKER PIP 

Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2009

	No


	Kecamatan


	Jorong


	Alokasi
	Realisasi Penyerapan  TA 2009
	Jmlh Penyerapan 

	
	
	
	( Rp )
	Tahap 1
	 Tahap 3 
	TA 2009

	
	
	
	
	( Rp )
	 ( Rp ) 
	( Rp )

	1
	Sijunjung
	Solok Ambah
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	2
	Sijunjung
	Aie Angek
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	3
	Sijunjung
	Paru
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	4
	Sijunjung
	Kandang Baru
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	5
	Sijunjung
	Silokek
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	6
	Sijunjung
	Gantiang
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	7
	Sijunjung
	Tanah Bato
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	8
	Sijunjung
	Kampung Baru
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	9
	Sijunjung
	Pondok Jago
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	10
	Sijunjung
	Parak Gadang
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	11
	Sijunjung
	Koran
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	12
	Sijunjung
	Koman Kacik
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	13
	Sijunjung
	Ma. Gtg. Mudiak
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	14
	Sijunjung
	Ma. Ganting Hilir
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	15
	Sijunjung
	Muaro Gambok
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000


	No


	Kecamatan


	Jorong


	Alokasi
	Realisasi Penyerapan  TA 2009
	Jmlh Penyerapan 

	
	
	
	( Rp )
	Tahap 1
	 Tahap 3 
	TA 2009

	
	
	
	
	( Rp )
	 ( Rp ) 
	( Rp )

	16
	Sijunjung
	Durian Gadang
	30.000.000
	-
	30.000.000
	30.000.000

	17
	Sijunjung
	Pasar Sijunjung
	75.000.000
	45.000.000
	-
	45.000.000

	18
	Sijunjung
	Subarang Sukam
	52.500.000
	45.000.000
	-
	45.000.000

	19
	Sijunjung
	Koto Tangah
	45.000.000
	45.000.000
	-
	45.000.000

	Jumlah
	652.500.000
	135.000.000
	480.000.000
	615.000.000


Sumber : Dinas PU Kabupaten Sijunjung
5.2. Melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diterima Tugas Pembantuan dari Departemen Sosial RI dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dalam bentuk kegiatan dengan dana sebesar Rp.7.924.215.000,- (99,99%) dan Realisasi anggaran sebesar Rp.7.922.483.000,- dengan program kegiatan sebagari berikut :

a) Penumbuhan 100 KUBE (Kredit Usaha Bersama) dengan jumlah dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dekonsentrasi).

b) Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk Rehab Rumah Tak Layak Huni sebanyak 75 unit  dengan jumlah dana sebesar Rp.750.000.000,- (Dekonsentrasi) .

c) Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia sebanyak 62 orang dengan jumlah dana sebesar Rp.223.200.000,- (APBN).

d) Bantuan Jaminan Sosial Penyandang Cacat sebanyak 44 orang dengan jumlah dana sebesar Rp.158.400.000,- (APBN).

e) Bantuan untuk Loka Bina Karya (LBK) dengan jumlah dana Rp.220.000.000,- (APBN).

f) Bantuan makanan untuk 4 Panti dengan jumlah dana sebesar Rp.250.000.000,- (Dekonsentrasi).

g) Bantuan beras untuk 4 Panti dengan jumlah dana Rp.200.000.000,- (APBD I).

h) Rehab Rumah Tak Layak Huni 100 Unit dengan jumlah dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (Kerjasama TNI-APBN).

i) Rehab Rumah Tak Layak Huni 100 Unit dengan jumlah dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (Bantuan Menteri Sosial).

j) Bantuan sosial 4 paket dengan jumlah dana Rp.400.000.000,- (Dekonsentrasi).

k) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja  dengan jumlah dana sebesar Rp.125.000.000,- dipergunakan untuk Pelaksanaan Negosiasi Bipartif dan Penyelesaian Hubungan Industrial.

l) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Kegiatan Stimulus Fiskal dengan jumlah dana sebesar Rp.169.548.000,- dipergunakan untuk Penyelenggaraan Padat Karya Infrastruktur.

m) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan jumlah dana sebesar Rp.313.067.000,- dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.

n) Kegiatan Stimulus Pelatihan Kerja (3 paket) dengan jumlah dana sebesar Rp.105.000.000,-/

o) Bantuan Mobil Rescue dari Depsos RI sebanyak 1 (satu) unit dengan jumlah dana sebesar Rp.360.000.000,-

p) Bantuan Mobil Training Unit (MTU) dari Depnakertrans sebanyak 1 (satu) unit terdiri dari 7 buah motor dan perlengkapannya dengan jumlah dana sebesar Rp.650.000.000,-.

5.3  Melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung tugas pembantuan yang diterima dari Departemen Pertanian dalam bentuk kegiatan Pengembangan Agroindustri Pedesaan sebesar Rp. 250.000.000- dipergunakan untuk lanjutan pembangunan Fasilitas Pasar Ternak Regional Palangki yang representative yaitu pembangunan mess/penginapan untuk pedagang ternak dengan realisasi                            Rp. 210.958.500,-  (84.38%).

5.4  Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari ada dua jenis tugas pembantuan, yaitu PNPM-MP dengan pagu dana Rp. 6.300.000.000,- realisasi tercapai Rp. 6.408.465.000,- dengan swadaya sebesar Rp.108.465.000,-. Sedangkan program Kredit Mikro Nagari (KMN) sisa pagu tahun 2008 sebesar Rp. 637.000.000,- ditambah alokasi Tahun 2009 sebesar Rp. 6.000.000.000,- sehingga realisasi akhir tahun 2009 sebesar Rp. 6.637.000.000,-.
5.5  Melalui Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan diterima Tugas Pembantuan dengan Program Pembangunan bidang Pertanian Tahun 2009 sebagai berikut :
5.5.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

a. Peningkatan Ketahanan Pangan (DIPA Tanaman Pangan)

Kegiatan Ketahanan Pangan pada DIPA Tanaman Pangan ditujukan untuk peningkatan produksi beras nasional. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 590.365.000,- dengan dukungan personil sebanyak 10 orang. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya bantuan benih padi untuk 112 kelompok, pembinaan dan pengembangan alsintan 9 unit, pembinaan dan pengembangan pupuk organik 3 paket,  serta pelaksanaan administrasi 12 bulan. Hasil yang diharapkan yaitu tersedianya benih, terawasinya penyaluran pupuk dan pestisida.

Capaian kinerja secara keseluruhan yaitu 100 persen. Tingkat penyerapan dana yaitu sebesar 99,40 persen atau sebesar Rp. 586.750.000,- dari total anggaran yang tersedia yaitu Rp. 590.365.000,-. Untuk realisasi fisik mencapai 100 persen dimana semua kegiatan  terealisasi dengan baik.
b.   Peningkatan Ketahanan Pangan (DIPA PLA)
Kegiatan peningkatan ketahanan pangan DIPA PLA ditujukan untuk peningkatan produksi padi melalui ekstensifikasi/perluasan areal dan peningkatan intensifikasi (indeks pertanaman). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.057.500.000,- dengan dukungan personil sebanyak 10 orang. Output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya  Kesuburan lahan tanaman pangan seluas 425 Ha, Konservasi lahan tanaman pangan seluas 25 Ha, Pengembangan dampak SRI 1 Paket (25 Ha). Kegiatan Pengelolaan Air antara lain Pembangunan JITUT seluas 100 Ha, dan Pembangunan JIDES seluas 100 Ha, Pembagunan sumur resapan 2 unit, Pengembangan irigasi permukaan 2 unit serta perluasan areal sawah 29 Ha . Hasil yang ingin dicapai yaitu, meningkatnya kesuburan lahan 475 ha, terpeliharanya/terbangunnya JITUT, JIDES dan  Pengembangan irigasi permukaan.

Capaian kinerja kegiatan keseluruhan sebesar 100 persen. Tingkat penyerapan dana sebesar 82,20 persen atau sebesar Rp. 869.550.000,- dari total dana yang disediakan sebesar Rp. 1.057.500.000,-. Kegiatan yang pelaksanaan fisiknya mencapai 100 persen yaitu perbaikan kesuburan lahan seluas 475 Ha dari target seluas  475  Ha, dan Pengembangan irigasi permukaan target 2 unit dan realisasi 2 unit serta target perluasan areal sawah seluas 29 Ha dengan realisasi 29 Ha . 
5.5.2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

a. Peningkatan Kesejahteraan Petani (DIPA Tanaman Pangan)
Kegiatan peningkatan kesejahteraan petani (DIPA Tanaman Pangan) didukung dengan anggaran sebesar Rp. 396.240.000,- dan personil sebanyak 10 orang. Output yang diharapkan yaitu terlaksananya Pembinaan dan pelatihan teknis tanaman pangan SL PTT /LL untuk 112 Kelompok Tani, koordinasi pengawasan SL PTT/ LL 1 Paket., administarsi kegiatan DIPA tanaman pangan untuk 1 Tahun, dan pemutakiran data (pelaporan Statistik dan SAI ) sebanyak 12 paket.

Capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan yaitu 100 persen. Tingkat penyerapan dana sebesar 99,10 persen atau Rp. 392.625.000,- dari total anggaran Rp. 396.240.000,- Capaian kinerja output yaitu dapat mencapai 100 persen hal yang sama juga terjadi pada capaian kinerja hasil artinya pelaksanaan pekerjaan fisik terlaksana semuanya atau sesuai target.
b. Peningkatan Kesejahteraan Petani (DIPA PLA) 
Kegiatan peningkatan kesejahteraan petani pada DIPA PLA yaitu Pengelolaan irigasi partisipatif sebanyak 1 paket. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan pengembangan agribisnis yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-. Capaian kinerja secara keseluruhan dapat mencapai 100 persen. Untuk tingkat penyerapan dana dapat mencapai 100 persen atau sebesar Rp50.000.000,- atau dapat direalisasikan secara keseluruhan. Untuk capaian realisasi fisik dapat mencapai 100 persen atau seluruh kegiatan yang direalisasikan dapat dilaksanakan secara keseluruhan.    
c. Peningkatan Kesejahteraan Petani (DIPA Perkebunan) 
Kegiatan peningkatan kesejahteraan petani pada DIPA Perkebunan yaitu Pembangunan Kebun Entris karet 5 Ha  Dana yang dianggarkan untuk kegiatan pengembangan agribisnis yaitu sebesar Rp. 373.566.000,-. 

Capaian kinerja secara keseluruhan dapat mencapai 100 persen. Untuk tingkat penyerapan dana dapat mencapai 99.44% atau sebesar Rp371.489.000,-. Untuk capaian realisasi fisik dapat mencapai 100 persen atau seluruh kegiatan yang direalisasikan dapat dilaksanakan secara keseluruhan.
5.5.3. Program Pengembangan Agribisnis
a.  Pengembangan Agribisnis (Tanaman Pangan)

Kegiatan pengembangan agribisnis pada DIPA Tanaman pangan yaitu fasilitasi pembuatan pupuk organik sebanyak 3 unit. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan pengembangan agribisnis yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-.

Capaian kinerja secara keseluruhan dapat mencapai 100% Untuk tingkat penyerapan dana dapat mencapai 100% atau sebesar Rp75.000.000,- atau dapat direalisasikan secara keseluruhan. Untuk capaian realisasi fisik dapat mencapai 100% atau seluruh kegiatan yang direalisasikan dapat dilaksanakan secara keseluruhan.   

b. Pengembangan Agribisnis (Hortikultura)

Kegiatan pengembangan agribisnis pada DIPA hortikultura pada tahun anggaran 2009 yaitu pengembangan tanaman hortikultura di daerah aliran sungai (DAS) untuk Kabupaten Sijunjung yaitu komoditi manggis sebanyak 1 paket . Dana yang dialokasikan untuk kegiatan sebesar Rp. 150.000.000,-.

Capaian kinerja secara keseluruhan dapat mencapai 100 persen. Untuk tingkat penyerapan dana dapat mencapai 97,71%  atau sebesar                      Rp. 149.563.000,-. Untuk capaian realisasi fisik dapat mencapai 100% atau seluruh kegiatan yang direalisasikan dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

c. Pengembangan Agribisnis (P2HP Tanaman Pangan)

Kegiatan pengembangan agribisnis pada DIPA pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan difokuskan pada kegiatan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sebanyak 1 paket. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 200.000.000,-.

Capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 100 %. Tingkat penyerapan dana 94,70 % atau sebesar Rp. 189.424.000,- dari total dana yang disediakan sebesar Rp. 200.000.000,-. Untuk realisasi fisik sebesar 100 % yaitu terlaksananya seluruh kegiatan sesuai dengan rencana. 
d. Pengembangan Agribisnis (P2HP Perkebunan) 

Kegiatan pengembangan agribisnis pada DIPA pengolahan dan pemasaran hasil  perkebunan di fokuskan pada kegiatan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan sebanyak 1 paket. Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 150.000.000,-.

Capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 100%. Tingkat penyerapan dana sebesar 86,70% atau sama dengan Rp. 130.056.000,- dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 150.000.000,- Untuk pelaksanaan fisik dapat mencapai 100 % yaitu dengan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana.

e. Pengembangan Agribisnis (DIPA Perkebunan)

Kegiatan pengembangan agribisnis pada DIPA Perkebunan di fokuskan pada kegiatan pengembangan Kebun Koleksi Nasioanal Plasma Nutfah  600 Ha.dan pembanguan kebun 1 paket. Pada kegiatan ini alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.416.400.000,-.
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	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan


6.3.   Kerjasama Antar Daerah

Menindaklanjuti pasal 195 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efesiensi, efektifitas, pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan hal ini dilakukan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh daerah seperti keterbatasan SDM, peralatan, keterbatasan biaya dan keterbatasan lainnya.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam kerangka NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi.

6.3.1. Daerah yang  Diajak Kerjasama

Adapun daerah yang diajak kerjasama daerah perbatasan adalah Kabupaten Kuantan Sengingi Propinsi Riau, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan pengelolaan DAS adalah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya.

6.1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan kerjasama daerah ini juga didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Kemudian dituangkan kedalam bentuk Kesepakatan Bersama Antar Daerah.

6.1.3. Bidang  Kerjasama

Untuk Tahun anggaran 2009 Kabupaten Sijunjung menganggarkan dana sebesar Rp. 141.823.950- yang dipergunakan untuk kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan telah ditandatangani kesepakatan (MOU) kerjasama dengan Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Tanah Datar dengan realisasi dana sebesar Rp. 73.599.325,-. Sedangkan dengan Kabupaten Solok sedang diverifikasi oleh Biro Pemerintahan dan Kependudukan Kantor Gubernur Sumbar. Untuk Kabupaten/kota lainnya masih dalam taraf penjajakan.
6.1.4. Bentuk  Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah :

 a. Rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk menentukan materi/bidang yang akan dikerjasamakan.

 b. Penjajakan dengan kabupaten yang akan diajak kerjasama

 c. Rapat koordinasi dengan kabupaten yang diajak kerjasama dengan melibatkan SKPD terkait.

 d. Perumusan draft

 e. Verifikasi dan legal drafting oleh Biro Pemerintahan dan Kependudukan Kantor Gubernur

 f. Penandatanganan kesepakatan bersama oleh masing-masing Bupati dan disaksikan oleh Gubernur

 g. Tindak lanjut oleh masing-masing SKPD

6.1.5. SKPD Penyelenggara Kerjasama

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kerjasama adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah dan Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab.
6.1.6. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pegawai

 a.  Kondisi pegawai dan kualifikasi pegawai pada Bappeda :

	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	39

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	7

	
	- S 1 / D 4
	18

	
	- D I / D III 
	3

	
	- SLTA
	8

	
	- SLTP
	2

	
	- SD
	1

	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.b
	1

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	4

	
	- Eselon IV.a
	11

	
	- Eselon IV.b
	1


b. Kondisi pegawai dan kualifikasi pegawai pada Bagian Administrasi Pemerintahan :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	14

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	2

	
	- S 1 / D 4
	4

	
	- D I / D III 
	-

	
	- SLTA
	7

	
	- SLTP
	1


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon III.b
	1

	
	- Eselon IV.a
	3

	
	- Eselon IV.b
	-


6.2  KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumberdaya yang tersedia dilingkungan Pemerintah Daerah maka untuk pemberdayaan daerah perlu diadakan kerjasama dengan pihak ketiga diberbagai sektor kegiatan dan untuk tahun anggaran 2009  kerjasama dimaksud direalisasikan dalam beberapa program kegiatan sebagai berikut :

6.2.1. Bidang Tenaga Kerja.

Permasalahan tenaga kerja dewasa ini merupakan dilema yang paling sangat dominan di Indonesia, baik sebagai pecari kerja, masalah upah, perlindungan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri termasuk masalah  ketersedianya lapangan kerja itu sendiri yang sangat terbatas. Dengan terbatasnya sumberdaya masyarakat dan pemerintah yang dapat menyediakan lapangan kerja. Tahun 2009 terdapat  1.371 Orang (416 laki-Laki dan 955 perempuan) sebagai pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sijunjung.
Melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja pada tahun 2009 disamping telah diadakan pelatihan bagi pencari kerja juga berupaya dengan pihak ketiga untuk mempasilitasi pencari kerja baik luar negeri maupun dalam negeri. 

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosnakertrans dengan pihak ketiga tahun 2009 adalah :

a. Kerjasama dengan PT Pasura Bina Tambang yaitu penempatan tenaga kerja sebanyak 100 orang.

b. Kerjasama dengan PT Jamsostek Cabang Solok adalah dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja.

6.2.1. Bidang Kesehatan 

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sijunjung, telah dilaksanakan kegiatan kerjasama bidang kesehatan  tahun 2009. kegiatan tersebut dilakukan karena masih terbatasnya tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis, adapun kegiatan tersebut adalah :

a. Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dalam bentuk kunjungan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak ke Puskesmas Gambok, Sijunjung, Muaro Bodi dan Tanjung Gadang.

b. Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dengan Rumah Sakit Jiwa HB. Sa’anin Padang dalam bentuk kunjungan dokter spesialis jiwa (psikiater) satu kali sebulan ke Puskesmas Gambok.

c. Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Provinsi Sumatera Barat di Padang dalam bentuk kunjungan dokter spesialis mata dalam rangka operasi katarak di Puskesmas Gambok dan Puskesmas Sijunjung.

6.3. KOORDINASI DENGAN ISNTANSI VERTIKAL DI DAERAH
Dalam rangka pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di daerah khusus Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung perlu melaksanakan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat  dengan Pemerintah Daerah baik koordinasi teknis maupun koordinasi fungsional.

6.3.1. Forum Koordinasi Unsur Muspida Kabupaten Sijunjung

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal didaerah dalam rangka mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal yang ada di daerah. Kegiatan yang dikoordinasikan dan Forum Muspida ini berkaitan dengan segala informasi dan masukan dari seluruh anggota Muspida yang berhubungan dengan masyarakat luas maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dirasa membutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal. Instansi yang terlibat dalam Musyawarah Pimpinan Daerah ini yaitu Bupati dan Wakil Bupati dari Unsur Pemerintah Daerah, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri dengan Sekretaris forum koordinasi yaitu Sekretaris Daerah. Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida, kegiatan ini dilaksanakan untuk rapat koordinasi Unsur Muspida Kabupaten Sijunjung yang dianggarkan sebesar Rp. 327.740.800,- dengan realisasinya sebesar Rp. 292.332.600,-

6.3.2. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat pada Tahun Anggaran 2009 disamping pembinaan terhadap keberadaan PPNS yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung juga dilakukan penyuluhan hukum ke Nagari-nagari bersama-sama dengan Tim Terpadu yang dikoordinir Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dan terkoordinasi dengan Instansi Vertikal antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Instansi Terkait dengan  pesertanya berasal dari unsur : Pemerintahan Nagari, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Bundo Kanduang dan Pemuda dengan materi Penyuluhan berupa : 

a. Hukum Perdata

b. Hukum Pidana

c. Kompilasi Hukum Islam

d. Hak Azasi Manusia ( HAM )

e. Kebijakan lainnya

Adapun program dan kegiatan yang menyangkut kerjasama dan koordinasi di bidang hukum ini antara lain :

a. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan yang dianggarkan dana sebesar Rp. 46.460.000,- dengan realisasi  anggaran Rp.45.639.800,-

b. Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 159.100.000,- dipergunakan untuk Penyuluhan Hukum dan HAM ke masyarakat di Nagari dan Pembinaan PPNS dengan realisasi anggaran sebesar Rp.137.096.475,-

6.3.3. Koordinasi Kerjasama Bidang Pertanahan

Pada bidang pertanahan koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan adalah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung berupa pelaksanaan sertifikasi tanah pemda serta koordinasi penyelesaian konflik serta permasalahan asset-asset tanah pemda Kabupaten Sijunjung. Disamping itu juga koordinasi terhadap penyelesaian berbagai permasalahan dan sengketa tanah terutama asset-asset tanah yang telah dikuasai Pemerintah Daerah. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
a. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.165.635.000,- dipergunakan untuk Penetapan hak milik tanah Pemerintah Daerah dengan jalan mensertifikatkan tanah pemda dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.957.175,- dimana pelaksanaan secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Sedikitnya realisasi anggaran dikarenakan banyaknya beban kerja dan kurangnya personil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, maka usulan pembuatan sertifikat tanah Pemda Tahun 2009 belum bisa dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung.

b. Pengadaan dan Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Sijunjung.

Untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.760.850.000,- dipergunakan untuk pengadaan tanah sarana pembangunan pemerintah dan realisasi anggaran sebesar Rp.590.564.125,-. Disamping Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terhadap penyelesaian maupun pengadaan terhadap suatu objek tanah juga selalu melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung sebagai instansi teknis mulai dari kegiatan survey sampai pelaksanaan sertifikasi tanah tersebut.

Belanja pengadaan tanah direncanakan untuk lokasi pramuka di Nagari Silokek 2 Ha dan lokasi objek wisata Musiduga 6 ha, namun karena belum adanya kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah Daerah maka pengadaan tanah tersebut belum bisa dilaksanakan.

6.3.4. Koordinasi Kerjasama Bidang Statistik

Pada bidang statistik adalah penyusunan buku Kabupaten Dalam angka yang dikerjasamakan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sijunjung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung.

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulkan data Statistik Daerah. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 118.786.050,- dipergunakan untuk menyusun buku PDRB 2009 dan Kabupaten Sijunjung 2008 Dalam Angka dengan realisasi dana sebesar  Rp.113.943.275,-.
6.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
Dalam rangka Pembinaan dan penetapan batas wilayah kerja pemerintahan dalam Kabupaten Sijunjung secara administrasi batas wilayah kerja mulai pemerintah terendah yaitu Pemerintahan Nagari, Kecamatan dan Kabupaten telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Nagari dengan Nagari tetangga dalam kecamatan dan nagari dengan nagari lain yang berlainan kecamatan yang dikoordinir dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan untuk batas wilayah kerja kabupaten dengan kabupaten/kota lain dalam Propinsi penyelesaiannya tetap difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan kabupaten dengan kabupaten/kota propinsi lain difasilitasi  oleh Menteri Dalam Negeri.
6.4.1. Daerah yang Berbatasan

Adapun daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto.

6.4.2. Dasar Hukum

Dasar hukum terhadap penentuan batas wilayah ini adalah Undang-Undang Pembentukan masing-masing daerah dimana pembentukan Kabupaten Sijunjung didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten  Dati II Solok. Tapal batas yang sangat potensial terjadinya konflik adalah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto yaitu di daerah Bukit Bual Kecamatan Koto VII dan Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan dengan Kecamatan Talawi dimana timbulnya konflik disini karena adanya potensi sumber daya alam yang cukup besar. Untuk penyelesaian tapal batas antar Kabupaten dan Kota ini berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan jika masih belum adanya titik temu maka keputusan final tentang batas wilayah ini berada pada Menteri Dalam Negeri.

6.4.3. Bentuk Kegiatan dan Anggaran

Untuk Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Sijunjung dalam rangka menetapkan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan telah dilakukan kerjasama yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Perbatasan Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Riau (Kabupaten Kuantan Sengingi), dengan Kabupaten Dharmasraya dan perbatasan dengan Kota Sawahlunto.

Anggaran yang disediakan pada program Penataan Otonomi Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah adalah sebesar Rp.224.086.000,- dan realisasi sebesar       Rp. 63.921.750,-.
6.4.4. SKPD Penyelenggara Kerjasama

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana pembinaan batas wilayah ini adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pegawai pada Bagian Administrasi Pemerintahan :

	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	14

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	


	
	- S 2
	2

	
	- S 1 / D- 
	4


	
	- D I s/d D III
	-

	
	- SLTA
	7

	
	- SLTP
	1

	3.
	Pejabat Struktural
	4

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	-

	
	- Eselon IV.a
	3

	
	- Eselon IV.b
	-


6.5.   PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bahwa dalam rangka penggulangan masalah masalah bencana alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sijunjung akibat banjir, tanah longsor maupun kebakaran baik perbuatan manusia yang tak bertanggung jawab membuat alam rusak  maupun  labil kondisi alam itu sendiri.

Dan pada tahun 2009 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung telah dianggarkan  sebesar Rp. 103.740.850,- antara lain kegiatannya adalah :

 a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana alam Tahun 2009 bidang jalan dan jembatan disediakan anggaran sebesar Rp.  125.000.000,-

Biaya Operasional melalui APBD sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.190.850,- (14,55%).

 b. Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pengairan tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp. 85.550.000,-

Kegiatan ini disediakan anggaran melalui APBN untuk biaya operasional sebesar Rp. 85.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.37.208.289,- (43,49%). 

6.6. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Dalam rangka membina, menjaga ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 dibentuk Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Untuk menunjang kegiatan t.ugas Satuan Polisi Pamong Praja telah disediakan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.454.143.538,- dengan  realisasi sebesar Rp. 2.218.129.208,- antara lain program kegiatannya adalah  :

a. Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.259.450.948,- dipergunakan untuk pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.237.447.928,-

 b. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.194.692.590,- dipergunakan untuk membiayai program kegiatan ketentraman dan ketertiban.

Adapun bentuk program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban tahun anggaran 2009 antara lain :

6.6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran disediakan dana anggaran sebesar Rp.822.249.245,- yang terdiri dari kegiatan antara lain :

a.  Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 245.324.825,- dipergunakan untuk  biaya rutin perkantoran (barang pakai habis) seperti pengadaan alat tulis kantor, belanja makan, minum tamu dan rapat, belanja peralatan listrik dan elektronik, perangko, bahan bakar kendaraan, perjalanan dinas pegawai dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 208.942.850,-

b. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran disediakan dana sebesar Rp. 576.924.420,- dipergunakan untuk  biaya rutin jasa perkantoran seperti pembayaran biaya honor pegawai tidak tetap, lembur pegawai, biaya telepon, air dan biaya rekening listrik kantor dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 497.998.820,-.

6.6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disediakan dana anggaran sebesar Rp. 117.955.000,- kegiatannya adalah :

 a. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Kantor. Kegiatan ini disediakan dana sebesar 23.125.000,-dipergunakan untuk biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas (sepeda motor dan mobil) seperti jasa service dan penggantian suku cadang serta Pajak kendaraan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 18.565.000,-

 b. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 94.830.000,- dipergunakan untuk  biaya pemeliharaan rutin barang inventaris perkantoran antara lain pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan rumah tangga,  Belanja Modal pengadaan peralatan kantor dan alat-alat komunikasi dengan realisasi biaya belanja sebesar Rp. 33.363.000,-.

6.6.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan adalah  Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
Kegiatan ini disediakan angaran sebesar Rp. 29.500.000,- dipergunakan untuk mengikuti Diklat Aparatur di Padang antara lain :  Diklat Teknis Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa 2 orang, Diklat PKD 2 orang, Diklat Teknis Keuangan 1 orang dan Diklat Teknis Kepegawaian 1 orang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.318.350,-

6.6.4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatannya adalah  Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 2.500.000,- dipergunakan untuk Penyusunan laporan Kinerja dan keuangan SatPol PP. dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.471.700,-
6.6.5. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Untuk program ini telah dianggarkan dana sebesar Rp. 222.488.345,- dengan kegiatannya antara lain :

a.   Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Pedagang Kaki Lima  (PKL).

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 40.705.000,- dipergunakan untuk Operasional Penertiban Pekat sebanyak 10 kali dan Operasional Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 9 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.002.500,-

b.   Penertiban IMB dan Ternak.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 46.825.000,- dipergunakan untuk Operasional Penertiban IMB dan Operasional Penertiban Ternak  dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.213.055,-

 c.  Penertiban PNS dan Anak Sekolah.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 24.266.000,- dipergunakan untuk melaksanakan razia Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkeliaran dalam jam dinas dan melaksakan razia terhadap anak sekolah yang berkeliaran dalam jam sekolah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22.612.600,-.

d.   Pembinaan dan Pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pengamanan objek Vital.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.36.135.300,- dipergunakan untuk menjaga keamanan (piket) pada kantor dan rumah dinas pejabat negara dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.748.800,-

e.   Pengamanan Pilkada/Pemilu.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.74.557.045,- dipergunakan untuk menjaga keamanan Pemilu dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.444.605,- 

Adapun ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat perkembangan dan pengaruh kenakalan remaja pada 2009 diisukan sangat meningkat diberbagai daerah yaitu penyakit masyarakat (pekat) seperti : miras, judi, narkoba dan pergaulan muda mudi dan lain lainya.

Untuk memperkecil dan mengawasi penyakit  masyarakat ini  dalam Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 baik tingkat kabupaten, kecamatan mapun tingkat nagari dilakukan koordinasi antara instansi pemerintah dengan instansi vertikal yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum bersama sama dengan pemuka masyarakat, tokoh agama dan para guru sekolah. 

a.   Kondisi Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana pada Kantor Satpol. PP dalam menunjang pelaksanaan urusan ini adalah sbb :
	No
	Uraian
	Jumlah (orang)

	1.
	Jumlah Pegawai
	43

	2.
	Kualifikasi Pendidikan
	

	
	- S 2
	-

	
	- S 1 / D-4
	3

	
	- D I s/d D III
	2

	
	- SLTA
	28

	
	- SLTP
	7

	
	- SD
	3


	3.
	Pejabat Struktural
	

	
	- Eselon II.a
	-

	
	- Eselon II.b
	-

	
	- Eselon III.a
	1

	
	- Eselon III.b
	-

	
	- Eselon IV.a
	4

	
	- Eselon IV.b
	-


b.    Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana khususnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup memadai dan akan terus ditingkatkan. Kendala yang dihadapi adalah pada saat ini pada SKPD penegak perda ini adalah kekurangan personil dalam rangka pelaksanaan tugas terutama personil pada tingkat kecamatan.

Selain itu juga telah dilengkapi dengan kendaraan operasional berupa mobil patroli, kendaraan operasional roda dua dan perlengkapan anggota Polisi Pamong Praja.

	7
	P e n u t u p





aporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sijunjung kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan progam dan kegiatan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)  tahun anggaran 2009 ini tidak hanya memuat penyelenggaraan desentralisasi, tetapi sekaligus juga memuat laporan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangannya dan fungsi sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga dengan demikian penyelenggaraan otonomi di daerah diharapkan dapat dikontruksikan tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan pemerintahan daerah merupakan rangkaian dan bahagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara secara keseluruhan. Tujuan dari Laporan ini juga sebagai upaya dalam melihat perkembangan kemajuan dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan dalam rangka pemeringkatan terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

Dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang telah kami uraikan, disadari masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kiranya untuk dapat saling memberikan masukan kearah penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

Demikianlah Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati Sijunjung ini dibuat, untuk dapat kita jadikan sebagai bahan peningkatan kinerja dan pencapaian visi serta misi daerah yang telah ditetapkan bersama dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sijunjung ini, untuk itu sebelumnya diaturkan terima kasih.

	  Muaro Sijunjung,     April 2010

	BUPATI SIJUNJUNG

	

	DARIUS APAN
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				Jenis Belanja		Anggaran		Realisasi		Diatas/(dibawah)

						Rp.		Rp.		Rp.		%

				Belanja Operasi		129,135,466,336		124,277,818,106		4,857,648,230		96.24

				- Belanja Pegawai		114,358,879,366		110,838,937,493		3,519,941,873		96.92

				- Belanja Barang		14,776,586,970		13,438,880,613		1,337,706,357		90.95

				Belanja Modal		12,047,074,256		8,405,721,513		3,641,352,743		69.77

				- Tanah		- 0		- 0		- 0		- 0

				- Peralatan dan Mesin		7,410,709,356		4,007,300,963		3,403,408,393		54.07

				- Gedung dan Bangunan		1,495,250,000		1,262,576,000		232,674,000		84.44

				- Jalan Irigasi  & Jrn.		69,890,000		67,445,000		2,445,000		96.50

				- Aset tetap lainnya		3,071,224,900		3,068,399,550		2,825,350		99.91

				JUMLAH		141,182,540,592		132,683,539,619		8,499,000,973		93.98
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